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Kata Pengantar 


Mencapai Desa Sejahtera 


lahirnya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
baik pemerintahan, akademisi, politisi, LSM, bahkan 
pihak yang dahulu memandang sebelah mata terhadap 
kekuatan desa, kini semua terpikat untuk membicarakan dan 
berkecimpung dalam program-program pembangunan desa. 


| ia menjadi pusat perhatian semua pihak. Sejak 


Dahulu, desa yang kita kenal menjadi objek pembangunan, 
saat ini dituntut menjadi subjek pembangunan dan mampu 
menguatkan pembangunan nasional. Pembangunan desa 
yang digaungkan bukan hanya sebatas pembangunan 
infrastruktur belaka, tetapi lebih dari itu pembangunan 
masyarakat untuk mencapai kemandirian masyarakat desa 
yang wujudnya pemberdayaan masyarakat desa. Banyak 
media yang mencoba menggambarkan kondisi desa saat 
ini dengan berbagai sudut pandang masing-masing. Tak 
ketinggalan lahirlah buku “BUMDESA PILAR KEKUATAN 
INDONESIA”. 


Buku initerlahir dari sebuah keinginan sekumpulan akademisi 
dan praktisi yang kebanyakan tergabung dalam “Forum 
Akademisi Desa dan BUMDesa”" dan diluncurkan dalam 
acara seminar SEMBADHA 2019 di Politeknik Keuangan 
Negara STAN, untuk mencoba menggambarkan kondisi desa 
terkini hingga gagasan untuk masa depan. Para penulis 
punya harapan agar buku ini mampu menjadi petunjuk bagi 
para pengelola desa yang masih perlu kisah sukses untuk 
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menentukan arah pembangunan desa. Buku ini menyajikan 
bahasan mengenai inovasi desa, tata kelola organisasi dan 
pembangunan desa, sertatak ketinggalan bahasan BUMDesa 
sebagai isu yang paling hangat diperbincangkan. 


Kekuatan cita rasa buku ini adalah bahan dasar yang 
digunakan dalam rangkaian isinya merupakan inti sari 
hasil penelitian hingga praktik pengelolaan pembangunan 
desa melalui program pengabdian kepada masyarakat, 
namun dikemas dalam tulisan populer agar mudah diterima 
oleh semua kalangan. Tiap-tiap bahasan ditulis oleh para 
akademisi-praktisi yang telah bergulat dengan pengelolaan 
pembangunan desa dari beberapa kampus dan institusi di 
Indonesia. 


Sebagai simpul akhir, saya mengucapkan apresiasi dan terima 
kasih kepada semua penulis yang telah menyumbangkan 
karyanya untuk dapat dielaborasikan dalam buku ini. Semoga 
buku ini menjadi jembatan yang baik antara berbagai pihak, 
khususnya antara pemerintah dan akademisi-praktisi untuk 
selalu membentangkan layar bahtera pembangunan desa 
hingga menuju Desa Sejahtera, sebagaimana yang dicita- 
citakan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. 


Jakarta, Oktober 2019 


Eko Putro Sandjojo, BSEE, M.B.A 


Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, 
dan 'Iransmigrasi Republik Indonesia 
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Kata Pengantar 


Seluruh Pihak Terlibat 
dalam Sinergi Berkelanjutan 


memperkuat kajian seputar pembangunan desa. 

Seyogianya, pemerintah bersinergi dengan swasta 
untuk mengembangkan potensi desa di Tanah Air. Model 
sinergi berkelanjutan ini jauh lebih berdampak ketimbang 
pengembangan potensi desa yang bersifat massal dari pusat. 
Sebuah riset yang pernah dilakukan Sekolah Bisnis dan 
Ekonomi Universitas Prasetiya Mulyatentang pengembangan 
desa wisata bisa menjadi salah satu indikasi pentingnya 
sinergi Itu, kerja sama swasta dan pemerintah dibutuhkan. 


L ahirnya UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 


Semua pihak yang terlibat harus merasakan menjadi 
pengelola bersama. Penduduk setempat mendapat manfaat 
dari BUMDesa dan melibatkan diri. Pemerintah membantu 
dari segi pengadaan infrastruktur utama, seperti jalan dan 
moda transportasi. Dengan begitu, swasta bisa masuk, ikut 
mengembangkan desa agar lebih mandiri. 


Saya menyambut baik penerbitan buku BUMDESA PILAR 
KEKUATAN INDONESIA, hasil kerja sama editorial Prasetiya 
Mulya Publishing dengan Politeknik Keuangan Negara 
STAN ini. Harapannya, di masa mendatang kerja sama 
dapat ditingkatkan dan diperluas dalam bentuk diseminasi 
pemikiran dan pengalaman yang mencerahkan. Terima 
kasih untuk para penulis yang telah berkontribusi. Selamat 
membaca untuk para penikmat kajian pembangunan desa 


Prof. Agus W. Soehadi, Ph.D. 
Dekan Sekolah Bisnis dan Ekonomi 
Universitas Prasetiya Mulya 
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Sanwacana Penerbit 


Antusias Mendalami 
BUMDesa 


terbitan buku karya bersama para akademisi dan 

praktisi ini. Buku bertajuk “BUMDesa Pilar Kekuatan 
Indonesia” merupakan karya kolaboratif yang terbit dalam 
atmosfer Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada 
Masyarakat (SEMBADHA), 10 dan 11 Oktober 2019, yang 
digelar di Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN). 
Karena itulah, buku ini menjadi serial diseminasi hasil 
pengabdian masyarakat. 


Perotan Mulya Publishing menyambut antusias 


Topik tentang pengabdian kepada masyarakat, khususnya 
tentang BUMDesa, memang merupakan fokus Prasetiya 
Mulya Publishing. Gayung bersambut, undangan menulis 
disambut cepat oleh para penulis. Ada 27 artikel terkumpul, 
kemudian diolah cermat dan ditambah kualitas editorialnya 
oleh tim Prasetiya Mulya Publishing bekerja sama dengan 
kolega di PKN STAN hingga terbitlah buku ini bagi pembaca. 


Penerbit berharap “BUMDesa Pilar Kekuatan Indonesia" 
akan memperkaya khazanah pembaca dalam mendalami 
kajian BUMDesa. Buku ini dapat menjadi pencerah bagi para 
pengelola desa untuk semakin mampu mencipta kisah-kisah 
sukses pemajuan desa, yang pastinya menjadi pilar-pilar 
kekuatan Indonesia. 

Jakarta, Oktober 2019 


Prasetiya Mulya Publishing 
Verba Volant, Scripta Manent 
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Bangkit Desa melalui 
Ketahanan Pangan dengan 
Pemberdayaan Masyarakat 
pada Era Industri 4.0 


Oleh: Urip Natanagoro Sedyowidodo 


Pentingnya ketahanan pangan merupakan salah satu 
isu aktual di era industri 4.0. Bagaimana mewujudkan 
ketahanan pangan mulai dari Desa dengan menggerakkan 
BUMDesa merupakan salah satu bahasan yang menarik. 
Sejatinya, kelembagaan wBUMDesa harus mampu 
memberikan kontribusi positif bagi penguatan ekonomi 
di pedesaan dalam mengembangkan perekonomian 
masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, dengan 
modal sosial yang menjadi keunikan kekuatan Desa 
Indonesia. 


Mengapa BUMDesa perlu Didirikan 

Isu pangan menarik untuk dikupas tuntas karena memiliki 
kedekatan yang erat dengan kehidupan masyarakat 
Indonesia, khususnya dalam pengembangan perekonomian 
negeri ini. Kebijakan pengembangan basis ekonomi di 
pedesaan sudah lama dijalankan oleh pemerintah, baik itu 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota melalui berbagai program. Pogram tersebut 
dilaksanakan dalam berbagai bentuk, baik pemberian 
bantuan fisik maupun dalam bentuk bantuan dana (modal 
kerja), Namun, faktanya, belum berjalan secara maksimal 
dan membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana 
diinginkan bersama. 


Belajar dari pengalaman masa lalu, suatu pendekatan baru 
yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan 
roda perekonomian di pedesaan muncul melalui pendirian 
kelembagaan ekonomi desa yang dikelola sepenuhnya 
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oleh masyarakat desa. Bentuk kelembagaan sebagaimana 
dimaksud dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). 
Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam 
UU tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa “Desa 
dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan 
kebutuhan dan potensi desa”. Dalam Peraturan dengan 
perkembangan desa dan BUMDesa saat ini, terutama 
setelah hadirnya UU Nomor & Tahun 2014 serta Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang menyebutkan 
bahwa, “untuk meningkatkan kemampuan keuangan 
pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 
meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai 
kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan 
badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan 
potensi desa”. 


KeberadaankelembagaanBadan Usaha Milik Desadiharapkan 
dapat menjadi salah satu ikon dalam mewujudkan otonomi 
desa yang nyata sesuai dengan amanah UU Pemerintahan 
Daerah. Kemudian, kehadiran Badan Usaha Milik Desa 
akan menjadi penangkal bagi kekuatan korporasi asing dan 
nasional. Di sisi lain, bagi pemerintah desa, mereka dapat 
mengelola aset-aset dan potensi desa dengan kreatif, inovatif, 
dan mandiri melalui kepemilikan BUMDesa sehingga dapat 
menciptakan lapangan pekerjaan baru di desa sekaligus 
memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat dalam 
mengakses modal kerja. 


Era Industri 4.0 dan Ketahanan Pangan dalam Negeri 
Telah disinggung sebelumnya, keberadaan BUMDesa adalah 
sebagai agen pembangunan daerah dan menjadi pendorong 
terciptanya sektor korporasi di pedesaan menuju desa 
mandiri. Desa yang mandiri adalah desa dengan ketahanan 
pangan. 


Pangan merupakan kebutuhan pokok utama masyarakat. 
Sektor pangan yang kokoh akan menjadi pertahanan utama 
suatu negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan 


Pembukaan 


kerja keras bersama seluruh komponen bangsa, mulai dari 
pemerintah, akademisi, industri, petani, juga masyarakat. 
Namun, bagaimana upaya yang perlu dilakukan untuk 
meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan secara 
sistematis dan terintegrasi? 


Ada enam aspek yang diperlukan untuk meningkatkan 
ketahanan pangan secara sistematis dan terintegrasi, 
yaitu regulasi, peningkatan ketersediaan bahan pangan, 
peningkatan daya saing produk, peningkatan kompetensi 
sumber daya manusia, sistem informasi daring sektor pangan, 
dan bank pangan. Seluruhnya perlu diusahakan secara 
bersamaan untuk mendukung sektor pangan, meningkatkan 
ketahanan pangan dalam negeri maupun ke luar negeri 
sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals, SDGs) tanpa kelaparan dapat tercapai. 
Selain itu, Indonesia juga diharapkan mampu bersaing di era 
revolusi industri 4.0 pada aspek pangan. 


Revolusi industri 4.0 ditandai dengan perkembangan 
teknologi dan informasi yang sangat luar biasa. Dalam era ini, 
sering terdengar istilah artificial intelligent, robotika, hingga 
mesin cetak 3D. Pesatnya perkembangan teknologi informasi 
memunculkan istilah disruptive teknologi dan ekonomi. Kata 
disrupsi ini memperlihatkan betapa perkembangan teknologi 
informasi yang begitu pesat telah “mengganggu” kemapanan 
usaha-usaha besar yang ada. Akibatnya, berbicara revolusi 
industri 4.0, ukuran besar perusahaan tidak lagi menjadi 
jaminan, tetapi lebih kepada bagaimana kelincahan suatu 
perusahaan dalam mengakomodasi atau mengantisipasi 
perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, model bisnis yang 
berkembang saat ini adalah sharing economy, yaitu “ekonomi 
berbagi” sehingga antarpelaku usaha tidak lagi bicara 
persaingan, tetapi kemitraan. 


Revolusi industri 4.0 adalah revolusi yang mendekatkan 
pasar kepada produsen. Dahulu, orang bertransaksi harus 
datang ke tempat jual beli, seperti pasar tradisional maupun 
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modern. Sekarang, dengan teknologi informasi, pasar 
didekatkan ke konsumen, pedagang dimungkinkan untuk 
langsung memasarkan produknya ke konsumen. Kehadiran 
revolusi industri 4.0 bisa dimanfaatkan untuk pengembangan 
industri. 


Berkaca ke dalam negeri, populasi penduduk 
Indonesia mencapai 265 juta orang. Lebih dari 50X aktif 
menggunakan internet. Sayangnya, sebagian besar (87,13Y6) 
dari 143,26 juta penduduk Indonesia yang menggunakan in- 
ternet hanya memanfaatkannya untuk media sosial, padahal 
internet bisa dipergunakan untuk peningkatan produktivitas. 


Kesadaran akan pemanfaatan internet yang lebih dari 
sekadar akses media sosial penting. Melalui internet, 
pelaku ekonomi, baik produsen maupun penjual bias 
memaksimalkan kegiatan pemasaran dan penjualan. Perlu 
diketahui, dari 143,26 juta masyarakat Indonesia, sebanyak 
50,084 menggunakan internet dengan ponsel. Data dari 
Indonesia Digital Landscape 2018, rata-rata dalam 90 
menit per bulan, orang Indonesia menggunakan internet di 
ponsel untuk berbelanja secara online. Dengan optimalisasi 
teknologi tersebut, Indonesia akan mampu bersaing pada 
era revolusi industri 4.0. 


Situasi Pangan dalam Negeri 

Peranan sektor pertanian di Indonesia sangat penting dilihat 
dari keharusannya memenuhi kebutuhan pangan penduduk 
yang, pada tahun 2018, berjumlah 265 juta dan diprediksi 
terus bertambah sebesar 1,46 (BPS, 2018). Pemerintah 
harus melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin 
ketahanan pangan, meliputi pasokan, diversifikasi, 
keamanan, kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan 
ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian pangan. 
Pembangunan yang mengabaikan keswadayaan dalam 
kebutuhan dasar penduduknya akan menjadi sangat 
tergantung pada negara lain, dan itu berarti menjadi negara 
yang tidak berdaulat (Arifin, 2014). 


Pembukaan 


Konsep pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2012 adalah segala sesuatu yang berasal dari hayati dan 
alir, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang 
diperuntukkan sebagai makanan dan minuman yang 
dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, 
bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam 
proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan 
atau minuman. 


Konsep ketahanan pangan Indonesia adalah kondisi 
terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin 
dari cukupnya ketersediaan pangan, baik jumlah maupun 
mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Selanjutnya dapat 
diringkas ke dalam aspek food sufficiency, food safety, food 
guality, serta kemerataan pangan dan keterjangkauan 
pangan. 


(lara Ioi 


ka 


Gambar: Pemangku kepentingan BUMDesa 


1. Ketersediaan pangan 

Negara berkewajiban menjamin ketersediaan pangan 
dalam jumlah yang cukup (selain terjamin mutunya) bagi 
setiap warga negara karena, pada dasarnya, setiap warga 
negara berhak atas pangan bagi keberlangsungan hidupnya. 
Penyediaan pangan oleh negara harus diupayakan melalui 
produksi pangan dalam negeri, yang harus senantiasa 
meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertambahan 
penduduk. 
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Secara umum, perjalanan sektor pertanian di Indonesia 
sebagai penyedia bahan pangan, semenjak 1967 sampai 
sekarang, mengalami lima fase, yaitu fase konsolidasi, fase 
tumbuh tinggi, fase dekonstruksi, fase krisis, fase transisi, 
dan fase desentralisasi. Kinerja ekonomi pertanian selama 
kurun waktu tersebut menunjukkan pertumbuhan tanaman 
pangan yang terus menurun setelah tahun 1986. Ini berarti, 
ketersediaan pangan secara otomatis juga mengalami tren 
yang menurun. 


Apabila diurai, rincian setiap fase sebagai berikut (Arifin, 

2014): 

a. Pada fase konsolidasi 1967-1978, tanaman pangan 
tumbuh dengan 3,584. 

b. Pada fase tumbuh tinggi periode tahun 19/8—1986, 
tanaman pangan tumbuh dengan 4,954. Pada masa ini, 
penerapan revolusi hijau membawa Indonesia kepada 
pencapaian swasembada pangan. 

c. Pada fase dekonstruksi periode tahun 1986-1997, 
tanaman pangan hanya tumbuh 1,904. Fase dekonstruksi 
karena mengalami fase ketidakpedulian (ignorance) oleh 
perumus kebijakan dan ekonom. 

d. Pada fase krisis ekonomi periode tahun 199”7—2001, 
tanaman pangan hanya tumbuh 1,624. Pada tahun 1997, 
terjadi krisis ekonomi yang dipicu krisis nilai tukar dan 
perbankan. Kemudian, krisis berdampak pada semua 
sendi perekonomian, termasuk sektor pertanian dan 
petani yang terus terpinggirkan. 

e. Pada fase 2001 sampai sekarang merupakan fase transisi 
politik dan periode desentralisasi. Pembangunan 
pertanian perlu diterjemahkan menjadi peningkatan 
basis kemandirian daerah secara teoritis dan empiris 
mampu mengalirkan atau menciptakan dampak ganda 
aktivitas lain. Otonomi daerah perlu diterjemahkan 
sebagai suatu kewenangan daerah untuk lebih leluasa 
melakukan kombinasi strategi kompetitif, khususnya 
dalam kerangka pembangunan pertanian dan sektor 
ekonomi. 
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2. Kemandirian Pangan 

Kemandirian pangan, dilihat dari rata-rata pangsa produksi 
terhadap konsumsi domestik, menunjukkan bahwa, 
sebenarnya, peningkatan produksi pangan di Indonesia 
tidak mampu memenuhi permintaan yang terus meningkat 
dan bervariasi. Berdasarkan data neraca bahan pangan 
FAO, rasio produksi domestik terhadap konsumsi bahan 
pangan Indonesia di bawah 1004, kecuali ikan. Untuk beras, 
rasionya adalah 95,54, jagung 98,545, kedelai /6,20/x, dan 
gula 84,6/X, yang berarti kekurangan dari 1004 merupakan 
impor. Komoditas susu menunjukkan rasio tertinggi, yaitu 
43,664, yang berarti bahwa 57,344 konsumsi susu domestik 
dicukupi dengan impor. 


3. Keterjangkauan Pangan 

Aksesibilitas masyarakat (rumah tangga) terhadap bahan 
pangan atau keterjangkauan pangan sangat ditentukan 
oleh daya beli. Sementara itu, daya beli ditentukan oleh 
besarnya pendapatan dan harga komoditas pangan. Apabila 
dihubungkan dengan sebagian besarrumahtanggapedesaan 
yang merupakan kelompok petani, benar jika dinyatakan 
bahwa sektor pertanian mengalami fase ketidakpedulian 
(ignorance) oleh para perumus kebijakan. 


Pada tahun 1990-an, ketika kebijakan pembangunan ekonomi 
mengarah ke strategi industrialisasi, berbagai komponen 
proteksi diberikan ke sektor industri sehingga melumpuhkan 
basis pertanian di tingkat petani pedesaan. Dikaitkan 
dengan kondisi sekarang, yaitu harga pangan cenderung 
meningkat, semakin sulit bagi masyarakat untuk dapat 
menjangkau ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup 
bagi keluarganya, terutama bagi rumah tangga dengan 
pendapatan tetap dan miskin. Untuk itu, pemerintah harus 
mengupayakan terwujudnya pedesaan sebagai kawasan 
pemukiman yang produktif, selalu mengembangkan 
diversifikasi ekonomi, dan mengembangkan infrastruktur 
pedesaan. 
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4, Konsumsi Pangan 

Konsumsi pangan bekaitan dengan gizi yang cukup dan 
seimbang. Tingkat dan pola konsumsi pangan dan gizi di- 
pengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial dan budaya setem- 
pat. Konsumsi pangan rumah tangga diukur dari konsumsi 
energi dan konsumsi protein. Konsumsi energi penduduk 
Indonesia sebesar 1.997 kkal/kap/hari, masih lebih rendah 
dari yang direkomendasikan WKNPG (Widya Karya Nasio- 
nal Pangan dan Gizi) sebesar 2.000 kkal/kap/hari. 


Permasalahan dalam Ketahanan Pangan 
Secara spesifik, permasalahan dalam ketahanan pangan 
adalah penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan. 


1. Penyediaan Pangan 

Penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan 
dalam negeri dihadapkan pada masalah pokok, yaitu semakin 
terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Desakan 
peningkatan penduduk beserta aktivitas ekonominya 
menyebabkan: (1) terjadinya konversi lahan pertanian ke 
nonpertanian, (2) menurunnya kualitas kesuburan lahan 
akibat kerusakan lingkungan, (3) semakin terbatas atau tidak 
pastinya penyediaan air untuk produksi akibat kerusakan 
hutan. 


2. Distribusi Pangan 

Distribusi pangan adalah kegiatan menyalurkan bahan 
pangan dari point of production (petani produsen) kepada 
point of consumption (konsumen akhir). Dengan demikian, 
perlu dibuat pola distribusi pangan yang menjamin seluruh 
rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang 
cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau. 
Permasalahan dalam distribusi pangan antara lain prasarana 
distribusi darat dan antarpulau, kelembagaan pemasaran, 
bervariasinya kemampuan produksi antarwilayah dan 
antarmusim, dan keamanan jalur distribusi. 


Pembukaan 


3. Konsumsi Pangan 

Permasalahan mengenai konsumsi penduduk Indonesia 
adalah belum terpenuhinya kebutuhan pangan karena belum 
tercukupinya konsumsi energi, meskipun konsumsi protein 
sudah mencukupi. 


Lumbung Pangan sebagai Cadangan Pangan Masyarakat 
Keberadaan lumbung pangan berperan sangat penting dalam 
menyangga ketersediaan pangan di desa. Selain sebagai 
cadangan penyediaan pangan, lumbung pangan juga 
berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan posisi tawar 
petani. Pada saat terjadi kelebihan produksi, seperti saat 
panen raya, petani dapat mengatur supply-nya. Lumbung 
pangan juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpan 
benih. 


Keberadaan lumbung pangan diarahkan menuju lumbung 
desa sebagai sarana untuk pemupukan cadangan 
pangan masyarakat yang fungsinya adalah mewujudkan 
ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan dari waktu 
ke waktu. Modal awal lumbung pangan berbentuk natura, 
yaitu gabah yang disetor sekali pada waktu pembentukan. 
Selanjutnya, tidak ada aktivitas penyimpanan (setor). 
Aktivitas yang ada adalah peminjaman dan pengembalian 
dalam bentuk natura. Penggunaan pinjaman untuk konsumsi 
pada masa paceklik dan bantuan musibah (di Tasikmalaya), 
serta untuk modal kerja usaha tani (di Cirebon dan Cianjur). 
Kapasitas simpan rata-rata di Jawa Barat adalah 0,594 
(dengan marketable surplus sekitar 4 juta ton), sedangkan 
di Jawa Tengah sebesar 0,924 (dengan marketable surplus 
sekitar 4,5 juta ton GKG). Di Jawa Tengah, lumbung desa 
dianggap sebagai kelembagaan desa yang mendukung 
ketahanan pangan dan dimiliki oleh semua desa (8.530 desa). 
Dari sejumlah tersebut, 25,124 (2.143 desa) mempunyai 
lumbung desa sebagai tempat menyimpan bahan pangan 
(sembako). 
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Pendamping dan Pembina Desa 

Desa memulai kemandiriannya dengan bantuan stakeholders 
dalam kaitannya dengan penyediaan sumber bahan baku 
produksi. Dalam hubungan ini, para stakeholder ditempatkan 
sebagai posisi membina Desa. Adapun desa yang dibina 
berperan pada posisi menjadi desa binaan. 


Desa binaan dapat dipilih dan direkomendasikan untuk 
dijadikan “Desa Mandiri Pangan”. Jika dikaitkan dengan 
program Badan Ketahanan Pangan, kegiatan Desa Mandiri 
Pangan ini merupakan bagian dari program Badan Ketahanan 
Pangan dan Penyuluhan. Desa Mandiri Pangan sangat urgen 
untuk dilaksanakan karena hasilnya merupakan prioritas 
dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin atau 
rawan pangan menjadi mandiri. 


Secara umum, program Desa Mandiri Pangan bertujuan 
untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam 
mengembangkan usaha produktif berbasis sumber daya 
lokal, peningkatan ketersediaan pangan, serta peningkatan 
daya beli dan akses pangan rumah tangga sehingga 
dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga (Peraturan 
Menteri Pertanian RI, 2015). Sementara, tujuan khususnya 
mengembangkan kemandirian dan perekonomian desa 
dengan pendekatan memperkuat titik tumbuh ekonomi di 
lokasi desa binaan perguruan tinggi yang berbasis pertanian, 
perikanan, dan teknologi pangan. Adapun sasaran kegiatan 
desa mandiri pangan ini adalah rumah tangga miskin yang 
mempunyai potensi pengembangan komoditas unggulan 
spesifik lokal dan potensi pengembangan titik tumbuh 
ekonomi pedesaan. Jika kegiatan Desa Mandiri Pangan ini 
dilaksanakan secara meluas maka akan berdampak pada 
penurunan tingkat kerawanan pangan dan gizi masyarakat 
miskin di daerah pedesaan. 


Program Desa Mandiri Pangan dijalankan melalui 
pendayagunaan sumber daya, kelembagaan, dan kearifan 
lokal perdesaan. Beberapa permasalahan prioritas umum 
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yang harus segera ditangani melalui program ini meliputi: 
1) akses pangan, yaitu terbatasnya daya beli karena 
kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, dan variabilitas 
harga pangan yang tinggi, 2) ketiadaan atau keterbatasan 
sarana, terutama akses terhadap air, listrik, dan jalan, 3) 
masalah ketersediaan pangan, yaitu jumlah penduduk yang 
lebih besar dibandingkan kemampuan produksi, 4) masalah 
kesehatan atau gizi terhadap balita dengan berat badan di 
bawah standar. 


Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menempatkan 
tenaga pendamping di setiap desa pelaksana selama empat 
tahap, yaitu dari tahap persiapan, penumbuhan, pengem- 
bangan dan kemandirian. Berdasarkan hal tersebut, pemi- 
lihan kelompok mitra pada desa binaan harus disesesuaikan 
dengan kondisi faktual potensi pengembangan komoditas 
unggulan dan potensi pengembangan titik tumbuh ekonomi 
pedesaan. Kelompok PKK juga perlu dilibatkan sebagai ke- 
lompok mitra untuk melakukan internalisasi pentingnya di- 
versifikasi konsumsi pangan melalui jalur pendidikan formal 
dan non-formal sejak usia dini. Selain itu, pelibatan ini juga 
dapat menggiatkan aktivitas budi daya pekarangan dalam 
usaha penganekaragaman kuantitas dan kualitas pangan ke- 
luarga. 


Pemberdayaan Masyarakat sebagai Mitra dalam 
Ketahanan Pangan 

Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka 
kemandirian pangan dilakukan melalui pemberdayaan 
masyarakat miskin dan rawan pangan di perdesaan. 
Pemberdayaan ini dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan, 
penyuluhan, dan pendampingan. Langkah pertama yang 
perlu dilakukan adalah memberikan orientasi dan sosialisasi 
kegiatan kepada perangkat desa (kepala desa dan sekretaris 
desa) dan kelompok mitra (ibu-ibu PKK, mitra pengolahan 
usaha yang dipilih sesuai faktual). Langkah selanjutnya 
dapat meliputi: 

1. Pembagian jenis-jenis kegiatan pemberdayaan, 
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misalnya bagi mitra kelompok pengolah hasil perikanan: 
a) penyuluhan teknik pengolahan hasil perikanan, b) 
pelatihan pengolahan, dan c) pengemasan. Sementara 
bagi pemilik usaha meliputi: a) perbaikan rumah 
produksi, dan b) peningkatan kualitas produk melalui 
perbaikan kemasan produk. 

2. Sinkronisasi dengan BUMDesa. Semua kegiatan mitra 
kelompok usaha, pemilik atau pengelola usaha yang 
tengah berjalan, dan pembelajar usaha diselaraskan 
secara korporasi dalam manajemen BUMDLesa. 

3. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan: dapat dilakukan 
melalui pengisian angket (kuesioner) pelaksanaan 
pelatihan dan penyuluhan serta hasil kegiatan yang 
telah dilakukan. 


Dengan arah kebijakan dan modal sosial yang telah dijelaskan 
di atas, ketahanan pangan Indonesia perlu difokuskan 
kepada pemberdayaan rumah tangga dan masyarakat agar 
mampu menolong dirinya sendiri dan mengatasi masalah- 
masalah pangan yang dihadapi. IM 
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Buzzerpreneur dan 
Branding Desa Wisata 


Oleh: Bambang Arianto 


Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) 
menyebut bahwa penetrasi pengguna internet di 
Indonesia mencapai 64,8/ pada tahun 2018. Hasil survei 
asosiasi tersebut menunjukkan bahwa penetrasi pengguna 
internet di Indonesia naik 10,12? dari tahun sebelumnya. 
Bagaimana memanfaatkan fenomena ini untuk promosi 
desa wisata? 


Kenaikan pengguna internet di Indonesia mencapai 27 juta. 
Artinya, ada 171,17 juta pengguna internet dari total 246,16 
juta penduduk Indonesia berdasarkan data BPS (Badan 
Pusat Statistik). Pada hasil survei tahun sebelumnya, angka 
penetrasi pengguna internet di Indonesia adalah 54,85. 
Artinya, jumlah penggunanya mencapai 143,26 juta dari 
total 262 juta jiwa penduduk Indonesia. Hasil riset tersebut 
mencatat, kontribusi pengguna internet per wilayah paling 
banyak terdapat di Pulau Jawa, yakni mencapai 555, 
disusul oleh Sumatra (214), Sulawesi-Maluku-Papua (10X), 
Kalimantan (94), serta Bali dan Nusa Tenggara (556). 


Kondisi ini kian menegaskan bahwa Indonesia akan menjadi 
salah satu pasar potensial ekonomi digital, apalagi, jika 
ditelisik untuk setiap wilayah, penduduk di perkotaan yang 
telah menggunakan internet telah menyentuh angka 72,414. 
Sementara penggunaan internet oleh penduduk pinggiran 
kota sebesar 49,495 dan pedesaan 48,254. Jika dilihat dari 
komposisi pengguna internet berdasarkan kelas ekonominya, 
kelas menengah tampak mendominasi hingga mencapai 
14,62. 
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Identifikasi tersebut semakin menjelaskan bahwa hampir 
semua sendi kehidupan saat ini selalu melibatkan internet, 
termasuk pemanfaatan media sosial. Jadi, tidak salah 
bila penelitian The Guardian menyatakan telah terjadi 
lonjakan pendapatan iklan media sosial. Data menunjukkan, 
pendapatan iklan Facebook pada kuartal pertama tahun 
2017 melonjak 514 menjadi US$7,86 miliar atau lebih tinggi 
dari ekspektasi awal yang senilai US$7,68 miliar. Kondisi 
sedikit berbeda pada Twitter Inc yang tengah mengalami 
penurunan pendapatan iklan sebesar 119 menjadi US$474 
juta dan mencatatkan kerugian US$62 juta (Kontan.co.id, 
2017). Gambaran perihal kenaikan iklan Facebook dan Twitter 
menunjukkan pentingnya media sosial dalam membangun 
ekosistem ekonomi digital, termasuk mengembangkan 
model pemasaran digital. 


Buzzer dan Influencer 

Fenomena ekonomi digital telah melahirkan para aktor- 
komunikator utama yang memiliki pengaruh hingga bisa 
membangun citra positif. Sebut saja peran buzzer dan 
influencer. Kedua aktor penting ini yang akan sangat 
menentukan kesuksesan pemasaran digital, termasuk dalam 
upaya mempromosikan desa wisata hingga pada berbagai 
produk sertajasa di tingkat usaha mikro, kecil dan menengah 
(UMKM). Akan tetapi, teknik pemasaran digital tidak bisa 
berjalan sistematis tanpa didukung konten-konten kreatif. 


Salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam 
pemasaran digital adalah bagaimana pelaku usaha di wilayah 
perdesaan dapat menampilkan konten yang menarik, inovatif, 
dan kreatif sebagai indikator utama. Dikatakan demikian 
karena konten kreatif bisa membuat para pengguna media 
sosial lainnya tertarik untuk selalu mengikuti informasi yang 
diberikan. 


Secara tidak langsung, konten kreatif bisa membuat 
pengguna internet lainnya tertarik mengenal informasi, 
produk, dan jasa yang ditawarkan lebih lanjut. Di media 
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sosial, video menghasilkan lebih banyak interaksi, melalui 
fitur share ketimbang kombinasi teks dan gambar. Hal ini 
dikarenakan, sekitar 90X warganet lebih cepat menangkap 
pesan video, hanya 10X yang menangkap pesan dari 
kombinasi teks, meme, ataupun gambar. Video terbukti 
menjadi bagian terpenting dari strategi kampanye konten 
dan menarik atensi konsumen. Tak kalah penting, pemasaran 
digital sangat erat kaitannya dengan pemilihan konten yang 
unsur share atau viralnya tinggi sehingga ikut mendorong 
warganet membagikan konten dengan cepat. 


Buzzer dan Influencer 

Dalam konteks ekonomi desa, peran media sosial akan sangat 
memengaruhi denyut ekonomi perdesaan. Kesempatan inilah 
yang harus dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan 
di perdesaan, terutama BUMDesa, untuk memperkenalkan 
potensi desa kepada publik. Pengembangan program Palapa 
Ring yang bertujuan untuk memperluas pemerataan akses 
internet ke seluruh penjuru tanah air, terutama wilayah 
perdesaan, perlu dimanfaatkan dengan baik. Penguatan 
infrastruktur tersebut akan banyak menopang proses 
transformasi ekonomi desa yang semula konvensional 
menuju ekonomi digital. 


Salah satu tujuan pemerataan akses internet tentu agar 
berbagai aplikasi berbasis teknologi digital yang ada bisa 
semakin dekat dengan UMKM di perdesaan, termasuk 
kepada petani dan nelayan. Diharapkan, kemudahan 
akses dapat mendorong proses produksi, pemasaran, dan 
distribusi produk dan geliat ekonomi di perdesaan menjadi 
lebih efisien dan efektif. Selain itu, konektivitas dan jejaring 
mitra yang dibangun dapat dengan cepat menghubungkan 
pelaku bisnis, akses modal, sekaligus pasar yang baru. 
Dengan demikian, akses internet tak hanya dapat membantu 
mengembangkan usaha di perdesaan, tetapi juga membuka 
banyak peluang bisnis baru. 
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Sudah saatnya berbagai program pembangunan 
infrastruktur desa melalui digitalisasi dapat diselaraskan 
dengan pengembangan model pemasaran gotong royong. 
Model ini mendorong kerja sama antara warganet dan 
komunitas digital yang ada di perdesaan untuk memproduksi 
sekaligus menyebarkan konten kreatif mengenai potensi 
desa. Mengapa gotong royong ini penting? Kenyataannya, 
konten-konten tersebut membutuhkan peran buzzer dan 
influencer agar dapat cepat tersampaikan kepada sasaran, 
yaitu warganet di media sosial. Beranjak dari sinilah, model 
pemasaran gotong royong 4.0, yang menitikberatkan peran 
buzzer dan influencer sebagai ujung tombak membangun 
branding, lahir. 


Dalam konteks ekonomi digital, buzzer merupakan sosok 
akun-akun media sosial yang memiliki pengaruh kuat 
terhadap warganet dan bertugas setiap saat mempromosikan 
atau mengiklankan suatu produk, jasa, merek dagang hingga 
isu-isu fenomenal. Sementara influencer merupakan sosok 
yang paling berpengaruh dalam media sosial dengan jumlah 
follower melebihi buzzer. Meski demikian, ada beberapa hal 
yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih influencer 
dan buzzer yang tepat, yaitu tingkat grafik dan gaya 
penyampaian konten yang mereka gunakan, apakah cukup 
unik, halus bahasanya, atau penuh humor dalam menyapa 
followers-nya. Faktor tingkat grafik inilah yang menyebabkan 
tren pemasaran digital saat ini lebih banyak mempergunakan 
tenaga buzzer dan influencer dari selebritas, tokoh, maupun 
akun dengan jumlah follower ratusan ribu digit. 


Efektivitas dan Pilihan Ragam Media 

Pemasaran digital dapat dikatakan sangat efektif pada 
era revolusi industri 4.0 saat ini. Dalam dekade terakhir, 
warganet banyak memperhatikan saran dari influencer dan 
buzzer di media sosial untuk mengambil keputusan membeli 
produk yang dipromosikan di media sosial, baik melalui 
Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, dan lainnya. Oleh 
karena itu, keberadaan media sosial dinilai telah menjadi 
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media penyebaran informasi yang sangat efektif guna 
memengaruhi persepsi banyak orang. 


Dalam konsep buzzerpreneur, sosok buzzer merupakan orang 
yang bertugas memanfaatkan ruang informasi media sosial 
untuk menyebarluaskan informasi atau mengampanyekan 
produk dan jasa secara terus-menerus. Sosok buzzer akan 
setiap saat mendengungkan dan menyebarluaskan informasi 
atas produk tertentu di media sosial. Namun demikian, peran 
buzzer dikenal sebagai profesi yang dipandang sebelah mata 
karena cara kerja mereka yang lebih banyak di belakang layar 
kerap juga berurusan dengan konten yang menyerang atau 
merugikan orang lain, ketimbang menyajikan isu-isu aktual. 
Inilah mengapa pemilihan buzzer untuk mewakili brand 
harus benar-benar diperhatikan. 


Kondisi yang agak berbeda terjadi pada para buzzerpreneur. 
Umumnya, mereka memiliki tim yang lebih patuh pada 
regulasi dan etika bermedia sosial. Materi konten yang 
disampaikan buzzerpreneur dalam mempromosikan produk 
dan jasa kepada warganet tidak boleh membawa muatan 
fitnah, ujaran kebencian dan isu-isu suku, agama dan antar- 
ras (SARA). 


Dalam membangun citra positif dan branding desa wisata, 
konsep buzzerpreneur perlu selalu mengedepankan 
kebersamaan. Pemanfaatan media sosial yang menjadi 
tumpuan utama dalam menyebarkan produk, jasa, dan citra 
desa wisata dapat difokuskan melalui Twitter dan Instagram 
terlebih dahulu. Twitter dipilih untuk mendorong dikenalnya 
tagar desa wisata yang akan dimunculkan. Selain itu, Twitter 
merupakan media sosial yang banyak dikenal di kancah 
internasional karena memiliki trending topic dunia. Ketika 
trending topic yang dilahirkan oleh komunitas memuncaki 
jagat digital, para pelaku usaha bisa ikut bersama-sama 
mempromosikan produknya. Sementra pemilihan Instagram 
dalam konteks ini ditempatkan sebagai media sosial yang 
bertugas mengonfirmasi branding desa wisata di Indonesia. 


23 


BUMDESA Pilar Kekuatan Indonesia 


24 


Instagram akan lebih banyak menyajikan foto, meme, dan 
video sehingga tagar yang menjadi trending topic di Twitter 
bisa kian dipercaya oleh publik. 


Untuk mendorong tagar menjadi trending topic, tentu 
diperlukan gotong royong dari semua tim. Pertanyaan yang 
kerap muncul adalah bagaimana membentuk tim buzzer? 
Desa dapat memberdayakan generasi muda, yang umumnya 
lebih paham teknologi dan media sosial, dari perwakilan 
karang taruna yang ada atau langsung membentuk tim 
khusus komunitas digital. Komunitas digital inilah yang 
harus dibangun dan berjalan secara simultan dengan tujuan 
utamanya membangun branding desa di wilayah masing- 
masing. 


Berdirinya komunitas digital di wilayah desa wisata 
diharapkan dapat banyak memberikan manfaat, tak hanya 
untuk keperluan branding desa di jagat maya, tetapi juga 
menjadi komunikator dari semua desa wisata yang ada di 
sebuah wilayah. Selain itu, model buzzerpreneur ini juga 
melatih para anggota tim untuk membuat dan mengolah 
konten sehingga mendukung kemandirian desa dalam 
membangun digitalisasi perdesaan. Hal yang perlu diingat, 
membangun brand membutuhkan proses panjang dan 
gotong royong bersama antarkomunitas digital di perdesaan. 


Kelahiran para buzzer dan influencer yang berasal dari 
komunitas digital di desa juga berpotensi membuka peluang- 
peluang kerja baru bagi generasi milenial perdesaan untuk 
bisa menjadi tokoh berpengaruh di media sosial. Mereka 
akan unik karena lahir dari semangat membangun desa 
secara sukarela. Peluang besar dari menguatnya peran media 
sosial inilah yang harus segera ditindaklanjuti oleh segenap 
perangkat desa dan forum BUMDesa guna membangun 
komunitas digital, berangkat dari komunitas karang taruna 
dan generasi milenial perdesaan yang ikut memasarkan 
potensi desa. 
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Membangun 
Desapreneur 4.0 


Oleh: Bambang Arianto 


Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi (Kementerian Desa) telah resmi 
meluncurkan Akademi Desa 4.0. Langkah ini bisa menjadi 
titik tolak terbentuknya wirausaha-wirausaha digital di 
perdesaan, atau disebut Desapreneur 


Menteri Desa Hko Putro Sandjojo mengatakan bahwa, 
Akademi Desa 4.0 merupakan upaya dalam mendukung 
Indonesia 4.0 sekaligus sebagai respons positif terhadap 
revolusiindustri 4.0. Dalam AkademiDesa, aspekkreativitas, 
inovasi, dan enterpreneurship para pelaku desa menjadi 
prasyarat utama pencapaiannya. Program akademi ini 
akan dimulai dengan menggelar beragam pelatihan yang 
diselenggarakan bagi perangkat desa dan para pengurus 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). 


Keunikan Akademi Desa 4.0 dapat dilihat dari standardisasi 
pembelajaran pembangunan desa di Indonesia. Alhasil, 
para pengurus BUMDesa, perangkat desa, pengelola 
kegiatan desa, pendamping, dan pengelola lembaga 
kemasyarakatan yang lulus pelatihan praktis akan teruji 
kompetensinya sekaligus berhak menerima sertifikat 
kompetensi pembangunan desa. Dengan demikian, 
besar harapan Akademi Desa 4.0 akan dapat menjawab 
permasalahan kualitas sumber daya manusia yang 
selama ini belum teratasi. Selama ini, beragam pelatihan 
yang digelar masih masuk dalam kategori berbiaya mahal, 
tidak efektif, serta hanya menghabiskan anggaran semata. 
Menjawab kekurangan tersebut, dalam Akademi Desa 4.0, 
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model pelatihan dan modul tersedia dalam bentuk audio 
visual yang dapat diakses langsung secara online. Selain 
menghemat biaya pelatihan, metode tersebut dinilai efektif 
karena bisa diakses berulang kali serta menjangkau siapa 
pun tanpa dibatasi ruang. 


Langkah inovatif dalam pelaksanaan Akademi Desa 4.0 
diharapkan dapat mendukung proses transformasi digital 
di desa. 'Iransformasi ini penting agar beragam produk dan 
potensi desa dapat dipublikasikan sekaligus dipasarkan 
melalui sistem e-commerce ke seluruh wilayah Indonesia, 
bahkan luar negeri. Dengan kata lain, proses ini setidaknya 
dapat memutus mata rantai penjualan yang membuat harga 
produk menjadi mahal dan membuka peluang produk usaha 
kecil mikro dan menengah (UMKM) di perdesaan lebih 
bersaing secara nasional maupun internasional. 


Desapreneur 4.0 

Dalam konteks ini, Desapreneur 4.0 merupakan gerakan 
pemberdayaan kewirausahaan bagimasyarakat desa dengan 
cara mengabungkan pemanfaatan teknologi informasi dan 
bisnis. Masyarakat desa bisa mengembangkan unit usaha 
yang berbalut teknologi digital, seperti pembukaan akun 
dalam e-commerce untuk memasarkan produk hingga turut 
merintis start-up sendiri guna mendukung ekonomi di 
perdesaan. Jika penguatan sumber daya desa dapat berlajan 
simultan, tentu akan dapat mendorong terbentuknya 
Desapreneur 4.0. 


Tak bisa dimungkiri, perkembangan bisnis secara online 
terus berkembang. Penyebabnya beragam. Pertama, faktor 
kenyamanan. Saat ini, sebagian besar masyarakat mulai 
menghindari keramaian hingga berdesak-desakan saat 
berbelanja di pusat-pusat perbelanjaan. Kedua, kelengkapan 
informasi yang cepat dan mudah. Ketiga, ketersediaan produk 
dan jasa tanpa harus berkunjung ke toko tersebut. Keempat, 
efisiensi biaya dan waktu karena berbelanja melalui online 
dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Intinya, ada 
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banyak tawaran solusi, berupa kemudahan dan kenyaman 
dengan tarif yang lebih murah (Chayapa & Cheng Lu, 2018). 


Untuk tataran desa, harus diakui bahwa fenomena ini tidak 
segera direspons oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) di Indonesia. Jumlah pelaku UMKM di 
Indonesia, terutama di perdesaan, yang memanfaatkan 
internet untuk menjual produk sendiri masih sangat minim. 
Salah satu faktor penghambatnya adalah akses informasi 
digital yang belum merata. 


Menurut data analisis Ernst & Young, pertumbuhan nilai 
penjualan bisnis secara digital di tanah air setiap tahun 
meningkat 40X. Desa perlu dibantu agar dapat berkembang 
statusnya menjadi desa mandiri dengan kekuatan ekonomi 
lokal yang bernilai global. Di sinilah program Akademi 
Desa 4.0 dapat menjadi salah satu peluang membangun 
Desaprenuer 4.0. Tujuannya tentu untuk mendongkrak 
kesejahteraan warga perdesaan berbasis kearifan lokal, 
sekaligus memperpendek celah “kesenjangan ekonomi" 
antara desa dan kota pada era ekonomi digital. 8 
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Desa Wisata 
Tanpa Tanda-Tanda 


Oleh: Mulyadi 


Perjalanan darat selama satu setengah jam dengan medan 
tempuh berkelok-kelok dan naik turun seakan mengharuskan 
siapa pun yang mengalaminya untuk berhenti sejenak 
dan beristirahat. Ya, begitulah kondisi geografis sepanjang 
perjalanan dari Solo menuju sebuah desa di Kabupaten 
Wonogiri yang telah dideklarasikan sebagai desa wisata. 


Perjalanan masih dirasa nyaman sampai Kabupaten 
Sukoharjo yang merupakan penghubung Kota Solo dan 
Wonogiri. Namun, begitu memasuki wilayah Kabupaten 
Wonogiri, perjalanan akan sedikit menemui perbedaan. Arus 
lalu lintas yang cenderung lebih lengang, jalanan naik turun 
dan berkelok, suhu panas, tanah gersang terhampar luas, 
dan bongkahan batu menggunung menghiasi perjalanan. 


Memang begitulah ciri khas dari Wonogiri yang terdiri dari 
dua suku kata, yakni Wono (berarti hutan) dan giri (berarti 
gunung). Sepanjang perjalanan ke wilayah mana pun di 
Wonogiri, pemandangan inilah yang akan tersaji. 


Desa wisata yang menjadi tujuan bernama Kepuhsari, ter- 
letak di Kecamatan Manyaran, berada di kawasan barat Ka- 
bupaten Wonogiri. Perjalanan menuju Kepuhsari nampaknya 
sudah semakin mendekat, ditandai dengan adanya deretan 
perkampungan yang sambung-menyambung, tak lagi di- 
pisahkan oleh pepohonan dan batuan gunung. 


Beberapa lama kemudian, sopir menghentikan kendaraan di 
sebuah bangunan kecil yang mirip dengan model pendopo. 
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Terpampang sebuah papan nama bertuliskan balai desa 
Kepuhsari, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri. 
Inilah Desa wisata yang konon terkenal sebagai penghasil 
kerajinan wayang di Wonogiri. Sekali lagi, secara fisik, 
tidak ada yang berbeda antara desa wisata ini dengan 
desa-desa yang dilewati sebelumnya. Lantas, apakah 
kondisi yang demikian sudah cukup untuk bisa menarik 
pengunjung? 


Tiada Pesan Penyambut 

Flognteldt, Jr (2019), melaluitulisannya berjudul T'he tourist 
route system-—models of travelling patterns, menyebutkan 
bahwa, semestinya, di sebuah situs wisata terdapat 
sesuatu yang dapat menarik orang untuk berhenti di objek 
tersebut. Begitulah kelaziman yang ditemukan Flogntelt, 
Jr. di banyak lokasi wisata. Kajian mengenai pentingnya 
sebuah penanda (sign) juga telah dituliskan oleh banyak 
ahli wisata. 


Di Kepuhsari, tidak ada penanda (sign) yang atraktif 
sehingga mampu menghentikan orang yang lewat, apalagi 
menarik orang untuk datang berkunjung. Rasa penasaran 
terhadap persoalan ini belum dapat diambil kesimpulan 
sampai dilakukan perjalanan yang utuh di desa wisata ini. 
Di pintu masuk Desa Kepuhsari sudah jelas tidak 
ada penanda sebagai desa wisata. Sedikit masuk ke 
permukiman warga, ternyata, juga tidak ditemukan 
atribut, semisal monument atau bangunan penanda yang 
mudah dijangkau oleh pandangan mata sekilas, layaknya 
desa wisata. Hanya ada sebuah prasasti kecil di halaman 
rumah warga. Prasasti ini merupakan sumbangan dari 
pengunjung asing yang pernah singgah di Kepuhsari. 
Pengunjung tersebut mendapatkan sponsor pendanaan 
yang kemudian diwujudkan ke dalam sebuah prasasti 
berbentuk lempeng. Posisinya yang mendatar hampir 
rata dengan ketinggian jalan, nyaris tidak akan langsung 
dapat dijangkau oleh pandangan mata orang yang lewat. 
Selain itu, tidak ada penanda adanya aktivitas wisata di 
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Kampung Kepuhsari ini. Kondisi ini sama dengan desa 
wisata lain di Kabupaten Sukoharjo, yaitu Desa Gatak, 
yang telah dideklarasikan oleh Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo sebagai desa wisata berbasis kerajinan rotan. 


Dilihat dari dampaknya, penanda (sign) berpengaruh 
terhadap jumlah kunjungan yang masuk ke sebuah objek 
wisata. Lebih lanjut Flognfeldt, Jr. menjelaskan bahwa 
penanda pengaruhnya kecil, tetapi ternyata sangat 
dirasakan di Kepuhsari dan Gatak. Kedua desa wisata ini 
belum mampu mendatangkan jumlah pengunjung yang 
memuaskan bagi para pelaku wisatanya. Pengrajin yang 
masih bertahan mulai merasakan kesulitan untuk terus 
mengembangkan usahanya. Keluhan banyak disampaikan 
karena minimnya pesanan yang masuk. Pesanan yang 
masuk tidak meningkat karena jumlah pengunjungnya 
juga tidak meningkat. Upaya pemasaran sporadis yang 
dilakukan dengan sumber daya seadanya tidak cukup 
mampu menegaskan bahwa Kepuhsari adalah desa 
wisata yang layak dijadikan target kunjungan pada saat 
liburan. 


Penanda dan Aktivitas Budaya di Desa wisata 

Lain Kepuhsari di Wonogiri dan Gatak di Sukoharjo, 
beberapa desa adat di Bali sukses menjadi desa wisata. 
Sebut saja Panglipuran, yang hanya sebuah desa kecil, 
tetapi sukses mendatangkan banyak pengunjung setiap 
tahunnya. Apa yang membedakan Desa Panglipuran 
dengan Kepuhsari? 


Panglipuran sebagai sebuah desa wisata adat tetap 
mempertahankan keaslian budaya yang berkembang di 
Bali. Bangunan rumahnya sama dengan rumah adat di 
Bali pada umumnya. Namun, dari sisi lingkungan lebih 
tertata rapi, dalam bentuk deretan. 


Inilah yang tidak ada di Kepuhsari. Bangunan rumah adat 
Jawa tidak nampak, apalagi dipertahankan di Kepuhsari. 
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Pembangunan rumah yang ada berkembang secara 
alamiah sesuai dengan keinginan pemiliknya. Dalam hal 
ini, tidak cukup selaras dengan estetika dan kebutuhan 
sebagai komoditas wisata. 


Di Panglipuran, ada penanda (sign), yakni berupa 
penunjuk arah menuju lokasi desa wisata, gapura di 
pintu masuk desa wisata, dan aktivitas kebudayaan yang 
dijadikan komoditas wisata. Sementara di Kepuhsari, 
perihal penanda (sign) belum dikembangkan. Akibatnya, 
Kepuhsari tampak tidak berbeda dari desa-desa lain di 
Wonogiri jika dilihat dari sisi penampilan fisiknya. 


Perbedaan ketiga yang sebenarnya menjadi keunggulan 
dari Kepuhsari adalah adanya aktivitas produksi warga 
yang bisa dikomersilkan, yaitu pembuatan wayang kulit. 
Hampir di setiap rumah, warga Kepuhsari bisa membuat 
produk kesenian wayang kulit, bahkan menawarkan ke- 
terampilan tersebut kepada pengunjung sebagai aktivitas 
wisata edukasi. Pengunjung bisa melihat sekaligus mem- 
praktikan cara membuat wayang kulit secara langsung. 


Lebih dari itu, sebetulnya, pengunjung bisa menyaksikan 
pementasan tari-tarian dan pertunjukan wayang. 
Aktivitas ini tidak terdapat di Panglipuran. Di Panglipuran, 
pengunjung hanya bisa mendapatkan produk dari 
masyarakat, berupa minuman kesehatan, tanpa dapat 
menyaksikan secara langsung proses pembuatannya. 


Dalam hal ini, sebagai sebuah desa wisata, Kepuhsari 
memiliki faktor kunci berupa aktivitas dan atraksi 
wisata. Menurut Vengesayi, Mavondo, dan Reisinger 
(2009) keberadaan aktivitas dan atraksi sosial justru 
lebih besar pengaruhnya daripada penanda (sign) dalam 
konteks mendatangkan pengunjung. Kepuasan orang 
untuk menikmati aktivitas dan atraksi sosial lebih tinggi 
daripada menyaksikan penanda (sign). Hanya saja, faktor 
kunci ini belum dikemas sedemikian rupa untuk menjadi 
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hiburan wisata yang menarik. Di samping itu, proses 
promosinya masih harus dikembangkan lagi. 


Mungkin akan muncul anggapan bahwa tidak tepat 
membandingkan antara Kepuhsari di Wonogiri dengan 
Panglipuran di Bali karena tidak sebanding. Nama besar 
Pulau Bali jauh lebih tersohor daripada Jawa Tengah 
di mata pengunjung wisata. Meskipun demikian, ada 
kesamaan komposisi dan jenis komoditas pariwisata 
yang ditawarkan di antara keduanya. Jika belajar dari 
Panglipuran, apa yang dibutuhkan oleh Kepuhsari adalah 
membesarkan nama baik di dalam maupun di luar negeri. 
Tentu, misi ini bukan perkara yang mudah dan pasti 
membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Segalanya 
bukan tidak mungkin. Koordinasi dan sinergi dari semua 
pihak terkait (stake holder) mutlak diperlukan. 


Potensi Pendukung Belum Optimal 

Perjalanan wisata di desa Kepuhsari tidak cukup dengan 
berhenti di tengah desa dan menyaksikan pengrajin 
wayang menunjukkan kemahirannya dalam mengukir 
kulit. Pengunjung masih bisa menjelajah keindahan alam 
Kepuhsari. 


Kendaraan roda empat seukuran MPV (multi purpose 
vehicle) dapat digunakan untuk mendaki terjalnya medan 
menuju Gunung Kotak. Sebenarnya, ketinggiannya tidak 
cukup untuk dianggap sebagai gunung, melainkan hanya 
perbukitan. 


Jalan terjal dan kondisi sekeliling yang berupa jurang 
mewajibkan pengunjung ekstra hati-hati dalam perjalanan 
menikmati keindahan alam Gunung Kotak. Gundukan 
bebatuan dalam skala besar di puncak bukit sangat 
menarik digunakan sebagai gardu pandang. 


Situasinya mirip dengan wisata artifisial di Jogjakarta 
bernama Kalibiru. Pemandangan alam dinikmati dari 
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ketinggian. Panorama matahari terbit atau tenggelam 
merupakan komoditas pariwisata yang bisa ditawarkan 
di Gunung Kotak ini. 


Masalah muncul ketika pengunjung merasa perlu buang 
air atau saat kehausan dan membutuhkan minum. Tidak 
ada sarana yang mendukung kedua kepentingan dasar 
manusia ini. Kondisi gunung cenderung masih “perawan” 
dan belum tersentuh program pengembangan wisata. 
Desa maupun pemerintah belum cukup fokus menjadikan 
tempat ini sebagai bagian dari pariwisata di Kepuhsari. 
Sebenarnya, selain Gunung Kotak, masih ada lagi air 
terjun Banyu Nibo, seni ukir kaca yang bisa dikembangkan 
menjadi komoditas pariwisata pendukung dari kerajinan 
wayang kulit Kepuhsari. 


Memunculkan Tanda-Tanda Desa Wisata 

Kepuhsari dianugerahi banyak potensi alam beserta 
keindahan yang dapat dijadikan komoditas wisata. Jika 
mampu dikelola dan dikembangkan, potensi tersebut akan 
mampu mendatangkan pemasukan bagi desa sekaligus 
memunculkan dampak lanjutan (multiplier effects) bagi 
kesejahteraan masyarakat desa. 


Pepatah mengatakan, untuk bisa bertepuk tangan maka 
dibutuhkan dua telapak tangan yang saling beradu. 
Keberhasilan Kepuhsari menjadi desa wisata yang banyak 
dikunjungi orang tergantung dari partisipasi banyak 
orang. 


Masyarakat sebagai pelaku utama dari desa wisata ini 
dapat menjalankan perannya sebagai pihak yang mengerti 
kebutuhan desa pariwisata. Mereka harus mampu 
memberikan layanan jasa yang diinginkan pengunjung. 
Keterampilan berbahasa Inggris, cara memperlakukan 
tamu, dan ketepatan waktu menyelesaikan pesanan, 
merupakan beberapa contoh bagian yang harus diambil 
oleh masyarakat Kepuhsari. 
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Pemerintah kabupaten dan desa (Pemdes) semestinya 
bersinergi dengan masyarakat untuk merancang desain 
pengembangan desa wisata ini. Penyediaan infrastruktur 
dan fasilitas publik tidak mungkin dilakukan secara 
swadaya oleh masyarakat. Peran ini menjadi tanggung 
jawab pihak pemerintah yang memiliki kewenangan 
terhadap pengelolaan keuangan pembangunan. Alokasi 
dana desa (ADD), sebaiknya, juga memasukkan prioritas 
pengembangan desa wisata ini. 


Deklarasi yang sudah dilakukan harus diikuti dengan 
tahapan selanjutnya berupa pengembangan semua aspek 
yang dibutuhkan sebuah desa wisata. Akan lebih baik 
lagi jika kemudian PEMDES menginisiasi Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDesa) yang diberikan kewenangan untuk 
pengelolaan desa wisata Kepuhsari. 


Pihak perguruan tinggi, sebaiknya, ikut masuk dalam 
pengembangan potensi daerah ini. Berbagai bentuk 
kajian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 
bisa dilakukan di Kepuhsari. Riset yang dilakukan oleh 
perguruan tinggi dapat menjadi dasar pengambilan 
kebijakan dan strategi pengembangan. Pendampingan 
kepada keterampilan masyarakat juga dapat dilakukan. 
Pelatihan berbahasa, manajemen bisnis, manajemen 
keuangan, manajemen pemasaran, dan pengelolaan SDM 
masih sangat dibutuhkan. 


Pihak swasta dengan kekuatan modal juga bisa ikut 
berpartisipasi dengan konsep saling menguntungkan 
(win win solutions). Beberapa fasilitas publik yang tidak 
bisa disediakan oleh pemerintah maupun masyarakat 
dapat diambil alih oleh swasta. Kemitraan swasta dan 
masyarakat dalam konsep community based tourism juga 
sangat dimungkinkan. 


Simpul Akhir: Kepuhsari Penuh Asa 
Jika semua pihak secara sportif menjalankan peran dan 
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fungsinya maka Kepuhsari akan mampu menjelma menjadi 
salah satu daerah tujuan wisata yang bisa disandingkan 
dengan Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, maupun pantai 
selatan Jawa yang ada di Pacitan dan Wonogiri. 


Tanda-tanda kehidupan sebuah desa wisata pun perlahan 
akan muncul ke permukaan. Plang penunjuk arah ke 
Kepuhsari bisa terpasang di jalur utama Wonogiri— 
Pracimantoro. Jalan-jalan yang semula tidak cukup untuk 
kendaraan bersimpangan menjadi lebih luas dan nyaman 
dilalui. 


Gapura desa wisata juga berpotensi dibuat megah 
untuk menarik pengunjung. Desa wisata yang sudah 
dideklarasikan tidak hanya menjadi berita yang ramai 
diperbincangkan di luar daerah, tetapi sepi pengunjung 
di lokasi. BP 
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Memetakan Potensi Desa 
untuk Wirausaha yang 
Paripurna 


Oleh: M. Setiawan Kusmulyono 


Akademisi dapat memainkan peran nyata membantu 
pembangunan desa melalui program-program pembinaan 
dan kerja sama antara warga desa dengan para akademisi. 
Kolaborasi langsung ini tak hanya dapat membuahkan 
hasil nyata, tetapi juga memberikan temuan-temuan di 
lapangan yang dapat dikaji untuk meningkatkan upaya 
pembangunan desa. 


Cerita Kang Hera Merintis Usaha 

Namanya Herawandi, biasa disapa Kang Hera. Perawakannya 
kurus, tidak terlalu tinggi, dengan rambut ikal yang tidak 
pernah rapi. Pakaian pun umum sekali. Sesekali kaos 
oblong dengan sablon memudar atau kemeja tanpa kaos 
dalam berwarna pucat. Benar-benar khas orang desa. 
Tunggangannya sehari-hari adalah sepeda motor roda dua 
modifikasi. Bagian belakangnya sudah diberi las besi agar 
barang dagangannya selalu dapat terangkut dalam sekali 
tarikan gas. 


Kang Hera biasa keliling kampung mengantarkan barang 
dagangannya. Istilah warga desa, Kang Hera adalah tukang 
ngampas. Barang dagangan yang diantar, umumnya, adalah 
makanan kering dan jajanan tahan lama. Namun, semua 
dagangan itu bukanlah miliknya. Kang Hera hanya mengambil 
di pasar dan bos besar, lalu diantarkan ke warung-warung 
kecil. Pamrihnya pun hanya selisih harga dari bos besar 
dengan warung-warung kecil. Walaupun tidak seberapa, 
volume pengantaran yang besar membuatnya bisa bertahan. 
Pada tahun 2014, sepertinya, Kang Hera tak lagi tahan 
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dengan profesinya tersebut. Tidak tahan bukan karena 
berat pekerjaannya, melainkan karena barang yang dijual 
bukanlah miliknya sendiri. Gayung bersambut, awal tahun 
2014, Kang Hera bergabung dengan Program Community 
Development (Comdev) Universitas Prasetiya Mulya yang 
mulai merintis jejaknya di wilayah Kecamatan Cibeber, 
Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. 


Program Comdev merupakan program pengembangan 
aktivitas kewirausahaan masyarakat melalui sistem 
kemitraan antara warga desa yang berminat dengan 
kelompok mahasiswa Prasetiya Mulya. Ketika bergabung, 
Kang Hera ingin merintis bisnis makanan kering keripik 
pisang. Pilihan bisnis keripik pisang bukan tanpa sebab. 
Kang Hera sangat memahami bahwa makanan ringan 
yang paling laku selama dia mengantar dagangan adalah 
jenis keripik. Selain itu, pisang sebagai bahan baku lebih 
mudah didapat di wilayahnya. 


Dari Program Comdev, Kang Hera mendapatkan modal 
sekitar Rp2.000.000 dalam bentuk aset dan modal kerja. 
Pengelolaan modal tersebut pun tetap harus disupervisi 
oleh kelompok mahasiswa. Bisnis mulai berjalan dan 
merek usaha segera dirilis. Kang Hera memilih nama 
Lantak Pisang Balap, yang artinya adalah keripik (lantak) 
dari pisang. Kata Balap diambil karena, ketika ngampas, 
Kang Hera sering naik motor layaknya balapan Moto GP. 


Perjuangan Kang Hera termasuk berat karena harus 
meninggalkan pendapatan regulernya sebagai tukang 
ngampas untuk merintis bisnisnya. Namun, ia tidak 
keberatan, “Tidak masalah saya puasa pendapatan dulu 
2 sampai 3 minggu untuk buat produk, selepasnya saya 
bisa langsung menjual di jalur-jalur tempat saya biasa 
ngampas." Harapannya pun terbukti. Setelah beberapa 
kali menjalani pengembangan produk keripik pisang 
selama sekitar dua minggu bergabung dengan Program 
Comdev, Kang Hera mulai mendistribusikan keripiknya 
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pada jalur ngampas seperti biasa. Walhasil, respons pasar 
sangat positif. Pesanan datang bergiliran hingga Kang 
Hera mampu menembus pendapatan 12 hingga 14 juta 
rupiah dalam 1 bulan setelah 1 tahun berjualan. 


Kang Hera Bisa, kok Warga Desa Lainnya Susah, ya? 
Kisah manis Kang Hera, sepertinya, tidak mudah untuk 
direplikasi. Tidak banyak warga desa lain, yang menjadi 
mitra usaha dalam Program Comdev di wilayah dan waktu 
yang sama, berhasil menjalankan usahanya. Banyak usaha 
yang kemudian gulung tikar ketika kelompok mahasiswa 
sudah tidak bermitra lagi. 


Temuan terkait adanya mitra usaha yang sukses dan 
yang tidak sukses, walaupun dari sisi kriteria, keduanya 
memiliki kualifikasi yang sama, sangat menarik untuk 
dipelajari. Kriteria yang ditetapkan sebelum bergabung 
bersama Program Comdev sangat sederhana, yaitu 
memiliki semangat dan motivasi untuk berwirausaha, 
serta memiliki waktu luang untuk menjalankan usahanya. 
Dengan kriteria ini, pada tahun 2014, Program Comdev 
memperoleh sekitar 60 mitra usaha dari berbagai 
latar belakang berbeda, ada yang buruh tani, guru, 
pengangguran, dan pekerja serabutan, seperti Kang Hera. 
Salah satu temuan menarik adalah mitra usaha dengan 
latar belakang buruh tani. Jika dilihat dari perspektif 
kerja keras, buruh tani termasuk yang luar biasa. Bangun 
pagi sebelum ayam berkokok, angkat cangkul, membajak 
sawah, menebar benih, menyiangi rumput, hingga nanti 
menuai hasil panen. Pekerjaannya seperti siklus tanpa 
henti yang menuntut determinasi tinggi dan semangat 
lugas. Namun, apa daya, ketika mencoba beralih menjadi 
wirausaha yang mengolah hasil bumi, usahanya berjalan 
sangat lambat dan, tidak sampai dua bulan, akhirnya 
tidak berlanjut. 


Jika diselidik lebih jauh melalui observasi dan wawancara, 
ternyata, kerja keras saja tidak cukup. Berdasarkan 
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observasi yang dilakukan, variasi pengalaman dan 
tindakan koreksi dalam pengalaman tersebut, ternyata, 
berkontribusi dalam semangat menjalankan usaha. 
Jika ditinjau dari variasi pengalaman, buruh tani tidak 
memiliki berbagai macam pengalaman yang memperkaya 
perilakunya dalam bertindak kreatif. Masalah yang selama 
ini dihadapi ketika bertani sangatlah umum, mulai dari 
diserang hama, harga pupuk naik, harga gabah anjlok, 
musim penghujan yang tidak kunjung datang, rusaknya 
alat penggiling, dan biaya sekolah anak. Masalah 
tersebut memiliki langkah penyelesaian prosedural 
sehingga terbilang bukan masalah rumit yang menuntut 
kreativitas untuk menyelesaikannya. Dampaknya, ketika 
para mitra usaha yang berlatar belakang buruh tani 
mengalami masalah yang lebih kompleks saat berbisnis, 
pengetahuan pendahulu tidak cukup membantu mereka 
untuk mengatasinya. 


Walaupun penyelidikan ini masih bersifat hipotesis awal, 
temuan ini dapat dijadikan bahan diskusi yang menarik. 
Mengapa Kang Hera, sebagai sesama warga desa, bisa 
berjalan usahanya, sedangkan warga desa lainnya 
dengan situasi produk yang kurang lebih sama mengalami 
kesulitan dalam mengembangkan usahanya? 


Desa Berkarakter Wirausaha, Bukan Desa Wirausaha 
Pengalaman Program Comdev dalam membangun 
masyarakat selama hampir 12 tahun dianggap masih 
terlalu muda. Belum ada suatu model utuh yang dapat 
mengakomodasi suatu desa dan warganya untuk maju 
secara paripurna. Jangan bayangkan model-model desa 
wisata yang kini menjadi primadona bangsa, mulai dari 
Desa Nglanggeran di Gunung Kidul, Desa Ponggok di 
Klaten, Desa Ngadiprono di Temanggung hingga Desa 
Panglipuran di Bali. Model-model desa wisata tersebut 
memiliki bumbu khas yang sulit untuk diujicobakan ketika 
berbeda ruang dan konteks. 
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Lihat saja, banyak sekali model desa tiruan dari Desa 
Papringan. Namun, hasil dan keberlangsungannya 
tentu sangat instan. Hal tersebut karena tidak dibangun 
dengan resep asli dari empunya wilayah. Jika hanya 
mengandalkan selancar dunia maya dan kunjungan 
studi ke desa sasaran, hasil yang diperoleh pun hanya 
akan mampu menjadi topping ide saja, tanpa mampu 
membangun makna esensial majunya sebuah desa. 


Hasil dari pengalaman mengembangkan warga desa 
sekaligus interaksi dengan beberapa penggerak desa 
wisata yang sukses, bermuara pada suatu dugaan 
sederhana. Jika ingin membangun sebuah desa secara 
paripurna, jangan memaksa seluruh desa untuk 
berwirausaha. Berwirausaha merupakan suatu proses 
menyeluruh yang mampu mengintegrasikan pengetahuan, 
pengalaman, pola pikir, semangat, dan motivasi menjadi 
sebuah tindakan nyata yang berkontribusi kepada 
kemajuan wilayah. Di sebuah desa, mencari profil 
selengkap ini tentunya akan sangat sulit. Sosok Kang Hera 
pun yang sudah cukup berkualitas, masih belum mampu 
menjadi wirausaha yang paripurna. Perannya baru mampu 
pada tataran membangun bisnis yang berkelanjutan dan 
menyejahterakan keluarganya, belum sampai memajukan 
lingkungannya. 


Salah satu simpulan sederhana yang dapat diperoleh 
dari penggalian masalah di lapangan adalah tidak semua 
warga desa bisa menjadi seorang wirausaha. Pengalaman 
Program Comdev menunjukkan bahwa mitra usaha 
yang sukses cukup beragam latar belakangnya, tetapi 
tidak dapat diambil sebuah garis hubung bahwa profesi 
tertentu pasti akan lebih sukses jika berbisnis. Hal yang 
paling sering dijumpai adalah adanya mitra usaha Comdev 
yang sangat ahli dalam sisi operasional, semisal membuat 
kue tradisional, tetapi sangat lemah dalam kemampuan 
menjualnya. Ketika mitra usaha tersebut dijadikan mitra, 
pekerjaan menjajakan kuenya melalui pasar tradisional 
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atau grup WhatsApp terasa melelahkan untuknya. “Ibu mah 
mending bikin kue aja, seharian mah pasti kuat,” tuturnya. 


Kisah tersebut menunjukkan bahwa warga desa memiliki 
potensi yang sangat spesifik, tetapi masih kurang sosok- 
sosok pemimpin orkestra yang mampu mengintegrasikan 
beragam potensi tersebut menjadi nada usaha indah dan 
mendatangkan rangkaian rupiah. Sosok-sosok pemimpin 
inilah yang mampu menemukenali potensi dari sumber daya 
manusia dan alam di desanya, sekaligus memperkenalkannya 
dengan pasar potensial yang bersedia menebus nilai tambah 
yang diproduksi oleh wirausaha desa. 


Memetakan Wirausaha 

Langkah nyata selanjutnya untuk dapat membangun desa 
yang berkarakter wirausaha adalah dengan memetakan po- 
tensi dari masing-masing pemangku kepentingan sekaligus 
potensi alamiah yang dimiliki oleh desa. Pemetaan ini pent- 
ing karena, tidak jarang, kita tidak mengenal wilayah kita 
sendiri. 


Contoh menarik adalah pemetaan potensi yang dilakukan 
di Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, 
Provinsi Bali. Desa ini berada di simpangan antara tata ruang 
industri dan agraris. Jika tidak mampu mengelola keduanya, 
Desa Nyambu akan menjadi desa industri yang kemudian 
hanya menjadi tempat tinggal tanpa lambang kebanggaan 
yang ada di desa tersebut. Namun, pada tahun 2015, dengan 
dukungan dari British Council Indonesia, Desa Nyambu mulai 
membenahi diri untuk menjadi desa ekowisata. Salah satu 
langkah pertama yang dilakukan adalah memetakan potensi 
Desa Nyambu. Ternyata, banyak sekali keunggulan desa 
yang selama ini terpendam karena tidak pernah dieksplorasi 
mandiri oleh warga desanya. Berkat pemetaan tersebut, kini, 
Desa Nyambu mampu menjelma menjadi desa wisata yang 
dirintis secara artifisial, tetapi tetap mengembangkan nilai 
lokal yang dimiliki. 
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Melihat contoh nyata peran pemetaan potensi terhadap 
keberhasilan pembangunan desa, ada baiknya, desa-desa 
yang ingin maju dan berkembang merintis kegiatan pemetaan 
untuk mengidentifikasi keunggulan yang dimiliki sebagai 
salah satu fondasi pokok dalam membangun desanya. Melalui 
pemetaan ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) mampu 
dirancang lebih adaptif untuk memanfaatkan dan mengemas 
segala potensi yang dimiliki menjadi nilai jual desa. 


Pemetaan ini juga berdampak positif untuk menghindarkan 
kebijakan keseragaman suatu desa. Maksud dari 
keseragaman ini adalah tindakan yang pernah dilakukan 
dalam Program Comdev, yaitu mendorong semua orang untuk 
menjadi wirausaha. Niatan tersebut baik, tetapi kurang 
tepat. Jika kompetensi dan pengetahuannya tidak memadai, 
mitra usaha pun akan berguguruan sedikit demi sedikit. 
Adanya pemetaan ini juga menjadi fondasi argumen untuk 
mengkritisi kebijakan OVOP (One Village One Product). Bukan 
bermaksud apatis, tetapi konsep OVOP pada desa-desa 
Indonesia dengan karakteristik budaya dan kearifan lokal 
yang unik sepertinya akan sulit untuk terwujud. Walaupun 
kita temui beberapa kampung tematik, hal tersebut hanyalah 
sebuah penjenamaan (branding) semata, bukan menjadi 
identitas usaha yang melekat di seluruh penduduk desa. 


Pemetaan potensi desa dapat diawali dengan memutakhirkan 
data-data ekonomi dan sosial desa. Pemutakhiran data ini 
dapat ditampilkan di balai desa secara umum untuk kemudian 
dibahas dalam acara Musyawarah Rencana Pengembangan 
Desa (Musrenbangdes). Data ini dapat menjadi pemandu 
untuk mencari arah pengembangan desa yang disepakati 
oleh perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, 
perangkat BUMDesa, dan pemangku kepentingan lainnya. 


Membangun desa tentunya tidak hanya membangun 
manusianya, tetapi juga sistem desanya. Ingat, potensi alam, 
budaya, dan kehidupan sosial di setiap desa berbeda. Oleh 
karena itu, pendekatan pembangunannya pun juga harus 
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berbeda. Melalui pemetaan desa, pemerintah desa menjadi 
lebih visioner dalam melihat peluang usaha bagi desanya. 
Sosok-sosok wirausaha yang visioner akan ditempatkan 
pada posisi-posisi strategis yang mampu menunjang 
pertumbuhan desa tanpa meninggalkan autentisitasnya. 
Wirausaha memang dapat menjadi kunci membangun desa, 
tetapi jangan jadikan semua warga desa sebagai pengusaha. 


“Ngluruk Tanpa Bala, Menang Tanpa Ngasorake, Sekti 
Tanpa Aji-Aji, Sugih Tanpa Bandha” 
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Pemberdayaan 
Usaha Mikro Pedesaan 


Oleh: Faizal Ahmad 


Tidak hanya masalah kemiskinan, ketimpangan juga 
menjadi masalah yang cukup serius di Indonesia. 
Indonesia diakui sebagai negara nomor 6 di dunia yang 
paling tidak merata pendapatannya. Pasalnya, pada tahun 
2016, kekayaan kolektif dari empat miliarder tercatat 
sebesar S25 miliar, lebih besar dari total kekayaan 40x 
penduduk termiskin-sekitar 100 juta orang (Oxfam GB, 
2017). Bagaimana mengatasinya? 


Kemiskinan dan Kesenjangan 

Dalam melihat masalah kemiskinan dan upaya 
penanganannya, tampaknya sulit untuk memisahkan isu- 
isu kemiskinan dan kesenjangan (Adi, 2013). Rasio gini 
Indonesia mengalami sedikit penurunan dari 0,397 poin 
pada Maret 2016 menjadi 0,394 poin pada September 2016. 
Secara sejarah, angka koefisien gini nasional Indonesia 
mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, tetapi tidak 
diikuti pada level daerah, khususnya fluktuasi angka pada 
daerah pedesaan. Saat ini, indeks kedalaman dan keparahan 
kemiskinan di desa masih lebih buruk dibandingkan dengan 
penduduk di kota (Tim PresidenRI.go.id, 2016). Penyebabnya 
antara lain karena, pada era pemerintahan di masa lalu, 
pembangunan sangat cenderung berorientasi ke kota dan 
perputaran uang di desa jauh lebih kecil dibandingkan 
dengan di kota. 
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Di beberapa negara, pembangunan ekonomi memang 
belum diiringi dengan hadirnya kemajuan sosial. Istilah 
yang dikatakan oleh Midgley (1995) sebagai pembangunan 
yang terdistorsi karena terdapat kegagalan dalam 
mengharmonisasikan tujuan-tujuan pembangunan sosial 
dan ekonomi serta kegagalan dalam memastikan bahwa 
keuntungan dari kemajuan ekonomi juga dapat menyentuh 
masyarakat keseluruhan. Jika ketimpangan tersebut semakin 
lebar, ketidakadilan dan gejolak di masyarakat akan timbul. 
Presiden Joko Widodo berupaya membuat suatu pendekatan 
berbeda dari yang sudah dilakukan oleh pemerintahan 
Indonesia sebelumnya. Melalui Nawacita (Rangkuman 
Sembilan Program) kedua, pemerintah berkomitmen untuk 
membangun Indonesia dari pinggiran (Viska, 2017). Perhatian 
tersebut ditandai dengan adanya penyaluran dana desa 
sejak tahun 2015 untuk pembangunan infrastruktur pada 3 
tahun pertama dan penguatan ekonomi lokal juga sumber 
daya manusia pada tahun berikutnya. 


Penguatan ekonomi lokal ditopang dengan kebijakan 
keuangan inklusif yang produktif atau dipopulerkan dengan 
sebutan KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk meningkatkan 
produktivitas UMKM hingga level desa. Pada tahun 2018, 
pemerintah meningkatkan dana bergulir untuk penguatan 
usahamikro kecildan menengah (UMKM)menjadiRp2,5 triliun 
dari Rp 1,5 triliun pada tahun sebelumnya. Danaitu disalurkan 
melalui lembaga penyalur di seluruh Indonesia, baik koperasi 
dan nonkoperasi (Suryo, 2018). Geliat pengembangan UMKM 
Indonesia ditandai oleh rasio kewirausahaan nasional 
yang, pada 2014 hanya sebesar 1,655, melonjak menjadi 
3,014. Gambaran tersebut memunculkan optimisme dalam 
pengembangan ekonomi produktif di Indonesia. 


Dimulai dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

Usaha kecil dan menengah memang merepresentasikan 
diri sebagai aktor kolektif yang sangat signfikan perihal 
perkembangan di semua konteks geografis. Biasanya, 
mereka terdiri dari lebih 9046 total usaha yang ada dan antara 
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304 serta 5056 total penyerapan kerja dan penjualan (Peres 
dan Stumpo dalam Parrilli, 2007). Kemajuan sektor industri 
dan UMKM akan memberi efek berantai, yaitu menghemat 
devisa, mendorong ekspor, menyerap tenaga kerja, 
mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, 
dan menyumbang pemerataan pendapatan masyarakat 
(Tim PresidenRI.go.id, 2016). Oleh karena itu, diperlukan 
pengembangan program pemberdayaan UMKM yang efektif 
untuk dapat mendorong lebih jauh pengembangan ekonomi 
lokal melalui UMKM. 


Program pengembangan UMKM di Indonesia sudah banyak 
dilakukan dan sudah banyak pula yang meneliti. Pendekatan 
yang dijabarkan dalam tulisan ini agak sedikit berbeda 
dengan memberikan penekanan pada proses program untuk 
mencapai suatu tujuan. Tujuan pemberdayaan menurut 
Ife (2008) adalah untuk meningkatkan keberdayaan dari 
mereka yang dirugikan (Ife, 2008). Mereka yang dirugikan 
dalam penelitian ini digambarkan melalui UMKM pedesaan 
dengan berbagai macam masalah yang dihadapi. Di wilayah 
pedesaan, karakteristik UMKM ditandai dengan sebagian 
besar karyawan UMKM yang tidak terampil, kurangnya 
akses keuangan, keterbatasan ukuran pasar lokal, dan 
kondisi buruknya infrastruktur desa (Lekhanya, 2016). 


Program pemberdayaan UMKM pedesaan yang menjadi 
objek dalam penelitian adalah Program Community 
Development (Comdev) yang melibatkan kelompok 
mahasiswa dari Universitas Prasetiya Mulya. Secara proses, 
Program Comdev terdiri dari tiga fase, yaitu persiapan, live- 
in, dan pasca-live-in (lihat gambar 1). Program Comdev 201'/ 
melibatkan total 41 mitra usaha yang didampingi oleh 41 
kelompok mahasiswa. Metode pemberdayaan utama yang 
digunakan adalah kelompok mahasiswa tinggal bersama 
dengan mitra usaha mikro pedesaan selama 43 hari untuk 
melakukan pendampingan yang intensif. Proses tinggal 
bersama mitra usaha, dilakukan pada bulan Januari-Febuari 
2017 di Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. 
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Gambar 1. Fase Program Comdev 


Pemberdayaan dan Proses Program 

Pemberdayaan adalah konstruk baru yang digunakan oleh 
para ahli teori untuk menjelaskan keefektifan organisasi 
(Conger dan Kanungo, 1988). Konstruk ini juga telah banyak 
digunakan oleh para ilmuwan sosial lainnya yang telah 
berurusan dengan masalah ketidakberdayaan kelompok 
minoritas (misalnya, wanita, kulit hitam, dan kecacatan). 
Program Comdev 2017 menetapkan tiga target hasil, yaitu 
peningkatan pendapatan keluarga, motivasi dan kompetensi 
mengelola bisnis, serta keuangan keluarga pengusaha mikro 
dan kecil pedesaan. Ketiga komponen tersebut menjadi 
landasan bagi kelompok mahasiswa untuk menetapkan 
rencana aksi mereka dalam mendampingi usaha mitra. Dari 
pengukuran hasil yang dilakukan, terdapat tujuh mitra usaha 
yang mengalami penurunan income selama pendampingan, 
sedangkan 34 mitra usaha lainnya mengalami kenaikan 
dengan rata-rata sekitar 800 ribu. 


Dari rata-rata kenaikan motivasi sebesar 15,/#, hanya 
terdapat satu mitra usaha yang mampu ditingkatkan 
motivasinya lebih dari 50. Sementara rata-rata kenaikan 
kompetensi manajemen usaha dari keseluruhan mitra 
hanya sebesar 16,49x6. Hasil dari Program Comdev 2017 
menunjukkan adanya peningkatan pada seluruh mitra usaha 
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Tabel 1. Tabel Hasil Program Kemitraan Usaha 
Comdev 2017 


Outcome 
Pendapatan 


Kompetensi 
Motivasi 

yang didampingi, walaupun terdapat gap yang cukup tinggi 
pada angka tertinggi dan terendah. Beberapa mitra usaha 
masih menunjukkan peningkatan yang kurang signifikan 
terkait motivasi, kompetensi ataupun pendapatan. Penting 
untuk melakukan penelusuran terhadap sebab akibat suatu 
program sehingga pembahasan tulisan ini akan fokus pada 
evaluasi proses pelaksanaan hingga mencapaihasil tersebut. 
Penjelasan mengenaievaluasiproses akan dijabarkan dengan 
membandingkan pembahasaan teori Program Comdev 2017 
dan tahapan pendampingan yang diadopsi dari teori yang 
diungkapkan oleh Adi (2013): 


Tabel 2. Perbandingan Proses Program Comdev 2017 
dan Teori Proses Program 


: Teori Proses Program 
Teori Program Comdev (Adi, 2013) 


Fase Persiapan Persiapan 

- Pembekalan kelompok - Pelaksana kegiatan dan lapangan 
mahasiswa, dosen pendamping - kngagement atau membangun 
dan mitra usaha keterlibatan 

- Survei kelompok 


Fase Live-In (Pendampingan - Asesmen kebutuhan (needs 


Intensif) dan Pasca Live-In assessment) 
(Pendampingan Lanjutan) - Engagement atau membangun 
- Identifikasi internal bisnis dan| keterlibatan 


potensi pasar - Pengembangan alternatif program 
- Rencana pengembangan bisnis |- Formulasi rencana aksi 

awal dan final - Pelaksanaan program 
- Monitoring dan evaluasi - Evaluasi proses dan hasil program 


Akhir Program Comdev 
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Tahap Persiapan atau Survei dan Kajian Pendahuluan 
Persiapan diperlukan untuk menyamakan persepsi 
antaranggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai 
pendekatan dan tenik-teknik apa yang akan dipilih untuk 
melakukan perubahan (Adi, 2013). Persiapan para aktor, 
utamanya kelompok mahasiswa, dosen pendamping 
dan mitra usaha yang terkait dalam pemberdayaan 
mitra usaha diberikan dalam bentuk pembekalan. 
Sebagai program sekaligus mata kuliah, aspek penilaian 
diperlukan untuk menyamakan persepsi dari pengurus 
program ataupun kelompok mahasiswa untuk bisa 
mengikuti standar proses dan indikator kinerja yang 
sudah dibuat. Kelompok mahasiswa difasilitasi untuk 
mengadakan survei awal dengan tujuan menjalin relasi 
dan menggali informasi umum mengenai kondisi usaha, 
kapasitas manajemen usaha, serta motivasi mitra usaha. 
Selama proses keterlibatan, kelompok mahasiswa harus 
mengejar empat tugas berikut: untuk melibatkan diri 
dalam situasi, untuk menjalin komunikasi dengan semua 
orang yang terkait, untuk mulai menentukan parameter 
di mana kelompok mahasiswa dan mitra usaha akan 
bekerja, dan untuk menciptakan struktur kerja awal (Brill 
dalam Kirst-Ashman dan Hull, 2009). 


Tahap Asesmen atau Identifikasi Internal Bisnis dan 
Potensi Pasar 

Berjarak sekitar dua minggu setelah survei dilakukan, 
kelompok mahasiswa memasuki fase live-in. Pada fase 
ini, mereka tinggal bersama mitra usaha selama 43 hari. 
Ketika tinggal bersama, ada dua peran yang disematkan 
kepada mitra usaha, yaitu sebagai mitra pengembangan 
usaha dengan kelompok mahasiswa dan sebagai 
orang tua asuh yang menjaga kelompok mahasiswa 
layaknya anak sendiri ketika di desa (perhatikan gambar 
2). Dalam pengertian kemitraan usaha, mitra usaha 
berhak mendapatkan pendampingan dan permodalan. 
Sementara sebagai orang tua asuh, mitra usaha mengajari 
kelompok mahasiswa untuk tinggal lebih mandiri dan 
meningkatkan sensitivitas sosial mereka di desa. 


(kelompok mahasiswa lintas 
program studi) 
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Tahapan kegiatan pertama kali yang dilakukan kelompok 
mahasiswa pada fase live-in adalah asesmen kondisi 
bisnis serta potensi pasar. Umumnya, hasil identifikasi 
kondisi bisnis memperlihatkan temuan yang tidak jauh 
berbeda dengan karakteristik UMKM yang sudah ditemui 
oleh kebanyakan peneliti, seperti kualitas produk belum 
standar, desain, jenis, kapasitas dan harga produknya 
terbatas, bahan baku kurang terstandar, serta kontinuitas 
produk tidak terjamin dan kurang sempurna (LIPI dan 
Bank Indonesia, 2015). 


Permadilan & 
Pendampingan 


BP . Kemitraan 7 


BUILOER mei NN 


Mitra Usaha Mikro 
Skala Rumah Tangga 
Orang Tua Asuh 


Keempat Praktik Pembelajaran, 
Penelitian dan Pengabdian 


Gambar 2. Model Live-In Program Comdev 


Berbeda ketika survei yang hanya menggali informasi 
umum, kelompok mahasiswa dituntut untuk bisa 
mengidentifikasi beberapa informasi yang lebih 
mendalam terkait kondisi masalah usaha, kapasitas 
dan motivasi mitra usaha. Kelompok mahasiswa juga 
dituntut jeli untuk bisa mengidentifikasi beberapa jenis 
kebutuhan yang dimunculkan (express needs), dirasakan 
(felt needs), ataupun normatif (normative needs) (Adi, 
2013). Terkait kebutuhan normatif, kelompok mahasiswa 
mencoba mengidentifikasi kebutuhan yang belum 
mitra sadari untuk membuat usahanya lebih kompetitif 
berdasarkan pengalaman yang sudah mereka lakukan 
terkait praktik pengembangan usaha, tetapi perlu sesuai 
dengan kondisi mitra usaha. Sebagian besar ahli setuju 
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bahwa pembelajaran manusia, pelatihan, dan inisiatif 
peningkatan kinerja harus dimulai dengan penilaian 
kebutuhan (Gupta, 2007). Asesmen juga melibatkan 
informasi penting terkait sumber daya klien serta 
dukungan dan faktor lingkungan lainnya (Kirst-Ashman 
dan Hull, 2009). Banyak kelompok mahasiswa yang 
gagal menemukan desain alternatif ataupun rencana 
aksi program yang sesuai dengan masalah, kebutuhan, 
dan potensi mitra usaha karena kualitas asesmen yang 
kurang memadai. 


Tahap Perencanaan Alternatif Program 

Setelah informasi dikumpulkan dan dinilai, fase berikutnya 
menggambarkan bagaimana memutuskan layanan mana 
yang akan disediakan (Zastrow, 2010). Dalam upaya 
mengatasi permasalahan yang ada, kelompok sasaran 
diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif 
program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan (Adi, 
2013). Setelah melakukan asesmen, kelompok mahasiswa 
terlebih dahulu melakukan diskusi di internal kelompok 
mengenai beberapa alternatif program yang bisa dan 
paling memungkinkan ditawarkan kepada mitra usaha 
terkait pengembangan usaha. Alternatif program 
yang ditawarkan tersebut oleh kelompok mahasiswa 
dan mitra disepakati sebagai program kerja yang 
diterjemahkan dalam rencana aksi dan dilakukan selama 
fase live-in hingga pendampingan. Proses menarik yang 
dilalui adalah bagaimana mahasiswa terlebih dahulu 
menawarkan kepada mitra mengenai alternatif solusi 
sebelum mengembangkan rencana aksi. Terkait aspek 
pemberdayaan, kelompok mahasiswa harus mampu 
mengukur keberlanjutan solusi yang ditawarkan 
disesuaikan dengan kemampuan mitra. 


Tahap Formulasi Rencana Aksi atau Rencana 
Pengembangan Bisnis Awal dan Final 

Pada tahap ini, diskusi antara kelompok mahasiswa 
dengan mitra usaha menjadi lebih intens karena alternatif 
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solusi sudah diterjemahkan ke dalam rencana aksi yang 
lebih mendetail. Kelompok mahasiswa membantu mitra 
usaha untuk merumuskan dan menentukan program dan 
kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi 
permasalahan yang ada (Adi, 2013). Proses penyusunan 
rencana aksi dilakukan melalui dua tahap, yaitu 
rencana awal dan final. Kelompok mahasiswa dan mitra 
usaha diberikan masa percobaan dan perbaikan untuk 
menginisiasi rencana mereka. Empat hari kemudian, 
mereka sudah mulai memfinalkan rencana aksi. 


Rencana aksi final tersebut yang kemudian dijadikan 
dokumen utama dalam proses pelaksanaan, pemonitoran, 
dan evaluasi kinerja. Seluruh rangkaian proses tersebut 
juga melibatkan pendampingan yang dilakukan oleh 
tim fasilitator dan dosen pendamping. Rencana aksi 
yang dibuat oleh kelompok mahasiswa perlu diketahui 
oleh mitra usaha sehingga terdapat form yang didesain 
dan digunakan untuk mendorong kelompok mahasiswa 
berdiskusi dengan mitra usaha, tim fasilitator, atau dosen 
pendamping sebelum memfinalkan rencana tersebut. 
Penetapan target beserta indikator utama disesuaikan 
dengan prioritas pengembangan usaha yang sudah 
disepakati oleh kelompok mahasiswa dan mitra usaha, 
serta diketahuioleh tim fasilitator dan dosen pendamping. 
Tujuannya untuk menetapkan prinsip pemberdayaan 
berkelanjutan sesuai dengan kapasitas mitra dan analisis 
lingkungan usaha. 


Tahap Pelaksanaan Program 

Program yang sudah dibuat kemudian diimplementasikan 
berdasarkan desain yang sudah tercantum dalam 
dokumen rencana aksi. Dalam proses pendampingan, 
masing-masing kelompok mahasiswa mengembangkan 
strategi yang efektif disesuaikan dengan kondisi mitra 
usaha. Metode yang digunakan adalah kolaborasi antara 
kelompok mahasiswa dengan mitra usaha untuk terlibat 
aktif dalam praktik pengembangan usaha. Beberapa 
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mitra akan lebih mudah tergerak apabila proses yang 
dilakukan oleh kelompok mahasiswa sudah memunculkan 
hasil nyata dan beberapa mitra akan banyak belajar dari 
kegagalan ataupun keberhasilan melalui cara yang telah 
dipraktikkan. Beberapa lainnya memiliki motivasi dan 
daya yang cukup untuk bisa berkembang lebih cepat dan 
mandiri hanya dengan sedikit bantuan dari kelompok 
mahasiswa. Proses belajar ini juga mengajak mitra 
usaha berpikir tentang kebenaran yang melekat dalam 
situasi atau bagaimana mereka menganalisis suatu 
masalah untuk merumuskan kesimpulan mereka sendiri 
(Kirst-Ashman dan Hull, 2009). Permasalahan kerap 
muncul saat beberapa mitra usaha kehilangan motivasi 
karena kegagalan-kegagalan yang muncul selama 
proses pengembangan usaha atau mitra yang memang 
tidak cukup motivasi sehingga menyulitkan kelompok 
mahasiswa mengejar target yang disepakati bersama. 


Praktik pengembangan usaha yang dilakukan dengan 
baik terbukti mampu meningkatkan pendapatan mitra 
usaha. Praktik yang baik melibatkan adanya komitmen 
dua arah yang baik pula selama pendampingan antara 
kelompok mahasiswa dengan mitra usaha. Perencanaan 
yang baik mungkin saja dapat melenceng dalam 
pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara 
pelaku perubahan dengan kelompok sasaran (Adi, 2013). 
Beberapa kelompok mahasiswa merasa mitra tidak 
sepenuhnya jujur menjelaskan masalah, kebutuhan, dan 
potensi yang diungkapkan sehingga apa yang dikerjakan 
bersama-sama antara kelompok mahasiswa dengan mitra 
usaha, pada akhirnya, tidak menyentuh permasalahan 
atau kebutuhan yang benar-benar dirasakan. Masalah 
komunikasi juga muncul saat mitra menganggap 
mahasiswa sebagai pendatang dari kota sehingga 
menjadi canggung. Masalah tersebut muncul karena 
kualitas pendekatan yang kelompok mahasiswa gunakan 
selama pendampingan. Beberapa mitra juga memiliki 
pemahaman sendiri mengenai yang terbaik untuk dirinya, 
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tapi tidak terlalu efektif menurut kelompok mahasiswa. 
Kondisi ini menghambat proses pendampingan. Dalam 
upaya mencari solusi, kelompok mahasiswa dan mitra 
perlu memperbanyak diskusi hingga memunculkan satu 
kesepakatan baru yang disetujui oleh kedua belah pihak. 


Tahap Evaluasi Proses dan Hasil Perubahan 

Evaluasi dapat dilakukan pada input, proses, dan 
hasil (Adi, 2013). Kelompok mahasiswa bersama mitra 
mengadakan diskusi, baik formal maupun informal, 
setiap saat atau secara efektif di malam hari. Diskusi 
tersebut termasuk juga mengevaluasi mengenai apa pun 
yang sudah dipraktikkan, baik mengenai keberhasilan, 
kegagalan, atau upaya perbaikan. Evaluasi akhir juga 
melibatkan lebih dari penilaian apa yang terjadi selama 
pemantauan: itu menekankan kegunaan dari seluruh 
proses perubahan (Zastrow, 2010). Proses evaluasi 
tersebut berguna untuk membangun sistem yang baik 
agar perubahan dapat lebih stabil dan menetap terjadi. 
Melalui laporan komprehensif yang dibuat, kelompok 
mahasiswa juga dituntut untuk melakukan evaluasi 
terhadap proses pendampingan di samping hasil yang 
didapatkan. Evaluasi proses ini juga berguna apabila 
dikombinasikan dengan evaluasi input dan hasil untuk 
bisa mengetahui masalah dan menyediakan informasi 
yang dibutuhkan untuk mereplikasi suatu pendampingan 
yang efektif (Pietrzak, Ramler, Renner, Ford dan Gilbert, 
1990). 


Selama proses pelaksanaan, kelompok mahasiswa 
didampingi oleh tim fasilitator dan dosen pendamping 
agar dapat saling melakukan refleksi terhadap 
pendampingan yang sudah dilakukan. Tujuan dari 
refleksi tersebut adalah meningkatkan kapasitas mitra 
usaha, baik dalam melaksanakan ataupun mengevaluasi 
proses bisnis, agar usahanya dapat berkelanjutan. Hal 
tersebut yang menjadi kekuatan pembelajaran melalui 
praktik bersama antara kelompok mahasiswa dan mitra 
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usaha. Beberapa bantuan teknis, seperti desain logo dan 
kemasan, jalur pemasaran, jejaring yang sudah pernah 
dibuka mampu dengan baik dijaga oleh mitra usaha, 
walaupun beberapa dari mitra usaha masih kesulitan 
untuk meneruskan strategi pengembangan usaha yang 
sudah dibangun bersama mahasiswa ketika fase live-in 
dan pasca-live-in. 


7. Tahap Terminasi 

Tahap terminasi merupakan tahap sudah selesainya 
hubungan formal dengan kelompok sasaran (Adi, 2013). 
Tahap ini ditandai dengan selesainya periode Program 
Comdev pascafase pendampingan yang dilakukan 
selama empat bulan. Tahap formal selesainya tugas 
pendampingan ditandai dengan penilaian final kinerja 
pendampingan kelompok mahasiswa. 


Temuan dan Perbaikan bagi Program Kemitraan 
Pemberdayaan UMKM dilakukan hingga level pedesaan 
sebagai salah satu upaya mengurangi ketimpangan antara 
desa dan kota. Hal tersebut juga untuk menghadirkan 
pemerataan ekonomi yang berkeadilan untuk menunjang 
Nawacita kedua Pemerintahan Indonesia. 


Beberapa temuan penting dari program kemitraan antara 
kelompok mahasiswa dengan mitra usaha adalah terdapat 
kendala-kendala yang krusial muncul dan dianggap sebagai 
suatu hambatan untuk mencapai hasil sesuai dengan yang 
diharapkan. Pada proses pembekalan, kendala tersebut 
adalah keterbatasan informasi mengaburkan pemahaman 
mengenai tujuan yang ingin dicapai. Sementara pada proses 
engagement dan asesmen, kurang dekatnya hubungan 
kemitraan serta kurang tepatnya informasi mengenai 
masalah, kebutuhan dan potensi yang diberikan mitra 
usaha menjadi kendala tersendiri. Ketika membicarakan 
pemberdayaan, kualitas kelompok mahasiswa dalam 
menggali informasi atau memfasilitasi mitra usaha menjadi 
kunci untuk mencapai tujuan bersama. 
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Tata Kelola Organisasi dan Pembangunan Desa 


Peran Kepala Desa dalam 
Membangun BUMDLesa 


Oleh: Erina Sudaryati & Arina Hidayati 


Keberhasilan BUMDesa tidak lepas dari peran penting 
seorang kepala desa. Mengapa demikian? Sebuah studi 
kasus BUMDesa Citra Mandiri di Banyuwangi dapat 
memberi gambaran. 


Desa dan BUMDesa 

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dan 
penyelenggaraannya telah diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 7/2 Tahun 2005 yang menyatakan 
bahwa, kepala desa selaku pemerintah desa adalah unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. Desa memiliki peran 
strategis dalam pembangunan perekonomian nasional yang 
memang memanfaatkan potensi desa sebagai penggerak 
perekonomian masyarakat. 


Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, desa 
mendapatkan bantuan keuangan sebesar 10X dari APBN 
yang diimplementasikan melalui dana desa. Bantuan ini 
dinilai sangat tepat sebagaisolusi bagidesa dalam mengatasi 
masalah pembangunan, tidak hanya pembangunan secara 
fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia melalui 
progam pemberdayaan masyarakat. 


Peraturan yang mengatur secara rinci Badan Usaha Milik 
Desa adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Besarnya 
dana yang digulirkan kepada desa membuat pemerintah 
pusat menyusun program prioritas penggunaan dana desa 
agar tepat sasaran. Prioritas penggunaan dana desa yang 
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diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 
5 Tahun 2015 adalah untuk pembangunan desa guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui a) 
pemenuhan kebutuhan dasar, b) pembangunan sarana dan 
prasarana desa, c) pengembangan potensi ekonomi lokal, 
dan d) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 
secara berkelanjutan. Selain itu, menteri desa dan PDTT 
juga mengeluarkan Permendesa No. 19 Tahun 2017 yang 
membahas prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 
2018. Salah satu program yang dapat didanai dengan dana 
desa adalah Badan Usaha Milik Desa. 


BUMDesa Untuk Apa? 

Tujuan pendirian BUMDesa menurut Peraturan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
Nomor 4 Tahun 2015 meliputi a) meningkatkan perekonomian 
desa, b) mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk 
kesejahteraan desa, c) meningkatkan usaha masyarakat 
dalam pengelolaanpotensiekonomidesa, d)mengembangkan 
rencana kerja sama usaha antar dan/atau dengan pihak 
ketiga, e) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang 
mendukung kebutuhan layanan umum warga, If) membuka 
lapangan kerja, g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan 
pemerataan ekonomi desa, dan h) meningkatkan pendapatan 
masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes). 


Keberadaan BUMDesa diharapkan dapat menjadikan desa 
lebih mandiri dan masyarakat lebih sejahtera. Solekhan 
(2014) menyebutkan bahwa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa, pemerintah desa memiliki fungsi salah 
satunya melaksanakan pembangunan dan pembinaan kema- 
syarakatan dan melaksanakaan pembinaan perekonomian 
desa. Oleh karena itu, kepala desa sebagai pemerintah desa 
memiliki peran penting dalam pembangunan BUMDesa. 


Diperlukan model kepemimpinan yang inovatif-progresif 
dalam pembangunan BUMDesa. Mustakim (2015:15), 


Tata Kelola Organisasi dan Pembangunan Desa 


berdasarkan model ini, pembangunan dilaksanakan 
dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari 
merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi proyek 
pembangunan. Kepala desa, sebagai pengemban tugas 
dari pemerintah untuk mengelola potensi desa melalui 
pembangunan BUMDesa, dituntut untuk berinovasi 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya. 


Perbaikan ekonomi pedesaan melalui pembangunan 
BUMDesa juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 
Banyuwangi. Contoh desa yang berhasil mengembangkan 
BUMDesa adalah Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, 
Kabupaten Banyuwangi. Keberhasilan BUMDesa Citra 
Mandiri ini tidak terlepas dari peran kepala desa. Inovasi- 
inovasi yang telah dilakukan berhasil menjadikan 
BUMDesa Citra Mandiri salah satu BUMDesa terbaik 
di Jawa Timur dan dijadikan sebagai desa percontohan 
dalam pengembangan ekonomi kerakyatan melalui 
BUMDesa. 


Teori Kepemimpinan 

Menurut Robbins dan Judge (2014), kepemimpinan 
merupakan kemampuan untuk memengaruhi suatu 
kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang 
ditetapkan. Thoha (2004) mengemukakan bahwa gaya 
kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan 
oleh seseorang pada saat mencoba memengaruhi 
perilaku orang lain. Seorang pemimpin adalah pribadi 
yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khusunya di satu 
bidang sehingga dia mampu memengaruhi orang lain 
untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi 
tercapainya tujuan (Kartono: 1994). 


Dari beberapa pengertian yang ada dapat disimpulkan 
bahwa pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan 
memengaruhiorang lain untuk mencapaitujuan organisasi. 
Dengan kemampuan memengaruhi tersebut, diharapkan 
loyalitas karyawan terhadap organisasi meningkat. 
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Seorang pemimpin juga mampu memberikan nasihat 
dan motivasi kepada para karyawanya dan memberikan 
keteladanan dalam setiap aktivitasnya. 


Tipe Kepemimpinan Kepala Desa 

Menurut Mustakim (2015), tipe kepemimpinan kepala 
desa dibagi menjadi tiga, yaitu kepemimpinan regresitf, 
konservatif involutif, dan inovatif progresif. Pada tipe 
kepemimpinan  regresif, kepemimpinan cenderung 
otokratis. Artinya, kekuasaan politik hanya dipegang 
oleh satu orang saja. Karakteristik dari tipe ini adalah 
antiperubahan, baik perubahan ekonomi desa, mapun 
tata kelola desa. Desa yang parokial (hidup bersama 
berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis, atau 
lainnya) serta desa korporatis (tunduk pada kebijakan dan 
regulasi negara), biasanya, melahirkan kepemimpinan 
regresif. 


Pada tipe kepemimpinan konservatif involutif, biasanya, 
pemimpin tidak memiliki upaya untuk melakukan 
inovasi ke arah yang lebih baik. Kepala desa dengan 
tipe kepemimpinan ini biasanya melaksanakan arahan 
dari atas serta melaksanakan fungsi kepala desa secara 
tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi kepala desa saja. 


Terakhir, tipe kepemimpinan inovatif progresif, ditandai 
dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan 
untuk kepentingan masyarakat. Tipe kepemimpinan 
ini tidak antiperubahan, memungkinkan partisipasi 
masyarakat, serta transparan dan akuntabel. Dengan pola 
kepemimpinan ini, kepala desa justru akan mendapatkan 
legitimasi yang lebih besar dari masyarakat. 


Peran Kepala Desa dalam BUMDesa, Sebuah Contoh 

BUMDesa Citra Mandiri didirikan atas prakarsa dari 
kepala Desa Ketapang. Tujuan awal pendiriannya 
adalah untuk meningkatkan pendapatan desa dan 
perekonomian masyarakat Desa Ketapang. Sasaran 
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pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDesa 
Citra Mandiri adalah membantu masyarakat desa dalam 
mengembangkan usaha produktif. 


Agar pengelolaan BUMDesa terlaksana dengan baik, 
dibutuhkan kerja sama semua elemen, mulai dari 
pemerintah desa, pengurus atau karyawan BUMDesa, 
dan masyarakat. Peran kepala desa juga sangat penting 
bagi pengelolaan dan pengembangan BUMDLesa karenaia 
adalah pemegang kekuasaantertinggi dan bertugas dalam 
pengambilan keputusan. Dalam membangun BUMDesa 
Citra Mandiri menjadi BUMDesa yang berprestasi, peran 
kepala desa antara lain: 


Peran Memotivasi 

Robbins dan Judge (2014) mengungkapkanbahwamotivasi 
adalah proses menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan 
ketekunan seseorang dalam upaya mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. Motivasi adalah daya pendorong yang 
dapat mengakibatkan seorang anggota organisasi mau 
dan rela untuk menyerahkan kemampuan dalam bentuk 
keahlian atau keterampilan, tenaga dan waktunya untuk 
menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi 
tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya 
dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran 
organisasi yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian: 
2004). Bentuk motivasi yang diberikan seorang pemimpin 
kepada karyawannya beragam. Motivasi dapat berupa 
pemberian insentif atau gaji, dorongaan, maupun 
pelatihan. 


Pada BUMDesa Citra Mandiri, sistem penggajian 
karyawan didasarkan pada tingkat keuntungan yang 
diterima BUMDesa. Ketika usaha yang dijalankan oleh 
BUMDesa Citra mandiri berkembang dan mendapatkan 
keuntungan yang besar, gaji para karyawan juga 
meningkat. Keberadaan BUMDesa Citra Mandiri mampu 
memberikan kesejahteraan ekonomi bagi karyawan 
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BUMDesa. Selain itu, BUMDesa juga memberikan dampak 
positif bagi masyarakat Desa Ketapang karena mampu 
menekan angka pengangguran dan berhasil menyerap 
tenaga kerja hingga 11 orang. 


Gaji bukanlah alat motivasi satu-satunya. Pemimpin 
dapat memotivasi karyawannya melalui inspirasi maupun 
dorongan. Seperti yang diungkapkan Allen dalam 
Pasolong (2008): 

s Pemimpin harus dapat menginspirasi, dengan cara 
memberikan semangat ke dalam diri seseorang agar 
bersedia berbuat sesuatu dengan cara yang efektif. 
Inspirasi ini dapat dilakukan melalui kepribadian 
seorang pemimpin, keteladananya dan pekerjaannya 
yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar. 

s Pemimpin harus dapat melakukan dorongan, 
maksudnya adalah mendorong para karyawan untuk 
melakukan apa yang harus dilakukannya disertai 
dengan pujian, persetujuan dan bantuan. 

s Pemimpin harus mendesak, maksudnya seorang 
karyawan harus diberikan paksaan dan ancaman, jika 
perlu, agar mau melakukan pekerjaannya. 


Untuk mendorong produktivitas kinerja karyawan 
BUMDesa Citra Mandiri, kepala desa memberikan motivasi 
dalam bentuk inspirasi dan dorongan melaluitindakannya, 
yakni menanamkan sense of belonging kepada karyawan 
agar mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap 
BUMDesa dan merasa nyaman dengan suasana kerja yang 
kondusif. Jadi, yang pertama dilakukan oleh kepala desa 
adalah menanamkan rasa memiliki terhadap organisasi 
dan menumbuhkan kerja sama antaranggota. 


Ketika suasana kerja yang nyaman sudah tercipta, kepala 
desa memberikan dorongan kepada setiap karyawan 
untuk mengelola dan mengembangkan BUMDesa. Ia 
mengajak parakaryawan untuk berpikir kreatif dan inovatif 
dalam menjalankan usaha BUMDesa. Apabila sudah 
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berkembang, profit BUMDesa akan naik dan kesejahteraan 
para karyawan juga akan meningkat. Selain itu, dorongan 
yang diberikan kepala desa adalah agar para karyawan 
bekerja sesuai dengan standar dan mematuhi peraturan 
yang ada untuk menghindari terjadinya fraud. 


Kepala Desa selalu memotivasi karyawannya agar 
selalu melakukan pengembangan BUMDesa, yang tidak 
hanya terbatas pada pelayanan masyarakat, tetapi 
pengembangan potensi desa, berupa wisata. Wisata yang 
dimiliki Desa Ketapang adalah Air Terjun Selogiri yang 
terletak di Dusun Selogiri. Selain mengajak karyawan, 
kepala desa juga mengajak masyarakat Desa Ketapang 
ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDesa. 


Pemerintah Desa Ketapang menyediakan berbagaifasilitas 
bagi masyarakat yang terpusat di balai desa. Fasilitas 
yang tersedia di balai desa meliputi wifi corner, toserba 
warung, dan jasa fotocopy. Dengan adanya fasilias- 
fasilitas tersebut, diharapakan masyarakat akan tertarik 
untuk menggunakan produk desa sehingga perputaran 
ekonomi akan tercipta melalui BUMDesa. 


Peran Kontrol dan Pengawasan 

Pengawasan sangat penting dilakukan dalam suatu 

organisasi atau perusahaan. Tujuan dilakukan 

pengawasan kepada karyawan adalah untuk mencegah 

tindakan yang tidak diinginkan atau menghindari 

terjadinya penyelewengan (Mardin et al: 2016). Menurut 

Dessler (dalam Sujamto: 1986) terdapat tiga langkah 

dalam melakukan pengawasan, yaitu: 

« Menetapkan beberapa jenis standar atau sasaran. 

« Mengukur atau membandingkan kenyataan yang 
sebenarnya dengan standar. 

s Identifikasi penyimpangan dan pengambilan tindakan 
korektif. 


Pendirian dan pengelolaan BUMDesa harus sesuai dengan 
prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, 
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trnasparansi, akuntable, dan sustainable. Secara lebih 
rinci, prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai 
berikut (PKDSP UB: 2007): 


l. 


2, 


3. 


Kooperatif, berarti pengelolaan BUMDesa dilaksanakan 
dengan cara kerja sama, baik antarpengurus BUMDesa 
maupun para mitra kerjanya. Hal tersebut dapat 
dilihat dari hubungan kerja sama antara BUMDesa 
Citra Mandiri dengan mitranya, seperti BULOG, Laku 
Pandai BRI Link dan BNI 46. Kerja sama dengan BULOG 
diharapkan dapat mewujudkan keterjangkauan harga 
pangan pokok di tingkat desa. Sementara kerja sama 
dengan laku pandai diharapkan terjangkaunya akses 
keuangan oleh masyarakat desa sehingga dapat 
mewujudkan inklusi keuangan di pedesaaan. Dalam 
melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, tentunya, 
para pengurus BUMDesa harus berkonsultasi dan 
mendapatkan persetujuan dari komisaris, yang dalam 
hal ini adalah kepala desa. 

Partisipatif. BUMDesa Citra Mandiri mengajak 
masyarakat untuk terlibat dan partisipasi dalam 
pengelolaan dan pengembangannya. Partisipasi 
masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa dapat 
dilihat dari tenaga kerja BUMDesa yang berasal dari 
masyarakat dan bekerja sama dengan UMKM-UMKM 
di Desa Ketapang. BUMDesa Citra Mandiri membantu 
para UMKM dalam hal pemasaran produk. Mereka 
dapat menjual produknya melalui galeri BUMDesa 
Citra Mandiri dan pemasaran online melalui fanpage 
Desa Ketapang. 

Emansipatif, berarti semua pihak yang terlibat 
dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDesa 
diperlakukan sama, tanpa memandang golongan suku 
maupun agama. Oleh karena itu, BUMDesa diharapkan 
dapat menjadi wadah untuk meningkatkan emansipasi 
masyarakat desa. Semuamasyarakat berhak merasakan 
fasilitas BUMDesa karena tujuan pendirian BUMDesa 
adalah meningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 
Transparansi, memiliki makna keterbukaan informasi. 
Artinya, informasi perkembangan BUMDesa dapat 


5. 
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diakses oleh masyarakat luas. Keterbukaan informasi 
tersebut didasarkan pada semangat pelayanan 
publik bahwa informasi merupakan hak publik. 
Bentuk transparansi yang dilakukan oleh BUMDesa 
Citra Mandiri adalah masyarakat desa dapat melihat 
langsung perkembangan BUMDesamelaluikemudahan 
layanan yang diberikan kepada masyarakat. 
Akuntabilitas, yang artinya pegelolaan BUMDesa 
harus dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh 
kegiatan pengelolaan BUMDesa dapat terdokumentasi 
dengan jelas. Bentuk transparansi yang dilakukan 
oleh BUMDesa Citra Mandiri adalah membuat 
dokumen berupa laporan keuangan maupun laporan 
perkembangan usaha. Selanjutnya, laporan tersebut 
oleh direktur BUMDesa selaku pelaksana operasional 
disampaikan kepada Kepala Desa, BPD, dan 
masyarakat dalam rapat. 

Sustainable atau keberlanjutan. Artinya, pengelolaan 
BUMDesa harus dijalankan secara berkelanjutan. 
Dibutuhkan inovasi dan kreativitas agar produktivitas 
BUMDesa semakin meningkat. Salah satu upaya 
BUMDesa Citra Mandiri dalam mengembangkan 
inovasi usaha adalah selalu mengikuti perkembangan 
teknologi saat ini. Penggunaan teknologi dalam bidang 
perdagangan adalah e-commerce untuk memudahkan 
pemasaran produk-produk yang dikelola BUMDesa 
Citra Mandiri. Produk-produk ini dipasarkan melalui 
fanpage Facebook Desa Ketapang. Usaha lain yang 
dijalankan BUMDesa adalah Payment Point Online 
Bank (PPOB) yang merupakan pelayanan traksaksi 
pembayaran online. PPOB BUMDesa ini meliputi 
pembayaran dan pembelian produkjasa sertatransaksi 
keuangan online, seperti pembayaran tagihan listrik, 
pembayaran PDAM, pembelian pulsa dan transaksi 
keuangan lainnya. Inovasi lain yang dikembangkan 
oleh BUMDesa Citra Mandiri adalah kemudahan 
transaksi menggunakan platform pembayaran untuk 
transaksi nontunai atau cashless. Toserba yang dikelola 
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BUMDesa juga memberikan layanan delivery order 
kepada masyarakat Desa Ketapang 


Peran Komunikator 

Komunikasi merupakan sarana penting dalam sebuah 
organisasi. Siagian (2010) menjelaskan peran seorang 
pemimpin sebagai komunikator, yakni kemampuan 
pemimpin dalam mengomunikasikan berbagai sasaran, 
strategi, tindakan, atau keputusan yang diambil, baik 
secara lisan maupun tulisan untuk disampaikan kepada 
pelaksana kegiatan operasionalatau bawahanmelaluijalur 
komunikasi yang terdapat dalam organisasi. Pemimpin 
yang efektif memiliki kemampuan komunikasi yang juga 
efektif sehingga mampu merangsang partisipasi para 
pengikutnya (Sumilat et al: 2017). 


Pemimpin memiliki tanggung jawab komunikasi 
yang besar. Komunikasi tidak hanya digunakan untuk 
menginspirasi para karyawan mencapai visi organisasi, 
tetapi juga sebagai sarana untuk memperkenalkan 
organisasi ke pihak luar sebagai hasil dari keberhasilan 
dalam pengelolaan organisasi tersebut. Hal tersebut 
dilakukan oleh BUMDesa Citra Mandiri. Peran komunikator 
yang dilakukan kepala desa adalah memberikan 
informasi kepada karyawan BUMDesa terkait informasi 
yang diperoleh dari luar sebagai upaya pengembangan 
BUMDesa. Informasi tersebut dapat diperoleh melalui 
kunjungan kerja atau studi banding ke sesama BUMDLesa. 
Selain itu, kepala desa juga perlu membagikan informasi 
terkait keberhasilan pengelolaan BUMDesa. Informasi ini 
disampaikan ketika menerima kunjungan tamu dari luar 
daerah. 


Salah satu peran dessiminator yang telah dilakukan kepala 
desa untuk memajukan BUMDesa adalah mengajak 
karyawan melakukan studi banding ke BUMDesa Ijen 
Lestari yang berada di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, 
Kabupaten Banyuwangi. Studi banding berguna untuk 
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meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan 
dalam pengelolaan BUMDesa sehingga karyawan lebih 
semangat dan terpacu berinovasi untuk pengembangan 
BUMDesa Citra Mandiri. 


Peran Pengambil Keputusan 

Robbins dan Judge (2014) menjelaskan bahwa keputusan 
merupakan pilihan yang dibuat dari dua atau lebih 
alternatif. Pengambilan keputusan terjadi karena 
munculnya suatu masalah. Maksudnya adalah, terjadinya 
perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan, 
yang mengharuskan kita mempertimbangkan alternati- 
alternatif tindakan. Mintzberg (1990) berpendapat 
bahwa informasi yang telah diterima oleh pemimpin 
bukanlah tujuan akhir, melainkan dasar bagi pengambilan 
keputusan. Pengambilan keputusan merupakan peran 
yang membuat pemimpin terlibat dalam proses pembuatan 
strategi dalam organisasi yang ia pimpin. 


Sama halnya dengan pengelolaan BUMDesa, setiap 
kegiatan yang dijalankan BUMDesa harus berdasarkan 
persetujuan dan pertimbangan dari kepala desa selaku 
pengambil keputusan tertinggi di desa, termasuk ketika 
penyusunan rencana kerja sama dengan pihak ketiga. 
Kerja sama menyangkut jual beli, simpan pinjam, atau 
lainnya, harus diatur dalam aturan yang jelas dan saling 
menguntungkan. Kepala Desa berperan sebagainegosiator 
yang melakukan perundingan dengan pihak ketiga. Oleh 
karena itu, karyawan BUMDesa harus berkonsultasi dan 
meminta persetujuan kepala desa selaku komisaris dalam 
melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. 


Selain menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, dalam 
hal pengajuan penyertaan modal ke desa pun pengurus 
BUMDesa juga harus berkonsultasi dan mendapat 
persetujuan dari kepala desa. Hal tersebut berguna 
untuk membantu pengambilan keputusan. Dalam setiap 
pengambilan keputusan, masyarakat harus dilibatkan. 
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Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan 
dapat melalui musyawarah desa. Permendesa PDTT No. 2 
Tahun 2015 Pasal 2 menjelaskan bahwa musyawarah desa 
atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah 
antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, 
dan unsur masyarakat yang diselenggarkan oleh Badan 
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang 
bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis tersebut 
salah satunya adalah pembentukan BUMDesa. Partisipasi 
masyarakat dalam musyawarah desa bertujuan untuk 
menjalankan prinsip transparansi agar masyarakat ikut 
mengawasi jalannya kegiatan yang diadakan oleh desa. 


Berdasarkan hasil penelitian, dalam proses pengambilan 
keputusan terkait BUMDesa Citra Mandiri, masyarakat 
dilibatkan sebagai pemberi usulan yang kemudian 
bersama BPD dalam Musyawarah Perencanaan dan 
Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dipertimbangkan 
dan ditetapkan bersama pemerintah desa. Selain itu, 
masyarakat juga terlibat dalam perekrutan karyawan 
BUMDesa Citra Mandiri. 


Komponen Pendukung 

Masyarakat 

Masyarakat menjadi faktor penting dalam pengelolaan 
BUMDesa karena BUMDesa didirikan atas prakarsa 
masyarakat. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan 
BUMDesa selalu melibatkan partisipasi masyarakat. 
Pada pengelolaan BUMDesa Citra Mandiri, partisipasi 
masyarakat dapat dilihat dari karyawan yang berasal 
dari masyarakat desa dan masyarakat juga dapat 
mengembangkan usahanya melalui BUMDesa. 


Loyalitas Karyawan 

Selain keberadaan masyarakat, faktor yang mendukung 
peran kepala desa lainnya adalah loyalitas karyawan 
terhadap BUMDesa. Loyalitas karyawan adalah kesetiaan 
karyawan terhadap perusahaan yang ditunjukkan dengan 
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komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi 
perusahaan (Valentino: 2016). Loyalitas tercipta karena 
rasanyaman terhadap organisasi tersebut. Selain loyalitas 
kepada pemimpin, karyawan juga dapat menunjukkan 
loyalitas terhadap pekerjaannya. 


Komponen Penghambat 

Kualitas SDM yang Terbatas 

Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 pasal 4 menyebutkan 
bahwa pendirian BUMDesa harus sesuai dengan 
kebutuhan dan potensi desa. Salah satu kebutuhan dan 
potensi desa tersebut adalah tersedianya sumber daya 
manusia yang mampu mengelola BUMDesa sebagai aset 
penggerak perekonomian masyarakat. Namun, kendala 
yang dihadapi oleh kebanyakan masyarakat desa adalah 
masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia (SDM) 
dalam pengelolaan BUMDesa. Kepala Desa Ketapang 
mengungkapkan bahwa tantangan dalam pengelolaan 
BUMDesa Citra Mandiri adalah masih rendahnya kualitas 
SDM yang dimiliknya. 


Sumber daya manusia yang berkualitas akan berdampak 
positif pada pembangunan desa dan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa 
harus dimulai dari peningkatan kualitas manusianya 
terlebih dahulu. Peningkatan kualitas sumber daya 
manusia dapat diberikan melalui beragam pelatihan, 
seperti manajemen keuangan, tata kelola pembukuan, 
maupun penggunaan teknologi. Ketika sumber daya 
manusianya sudah terbangun, kesejahteraan masyarakat 
pun dapat dicapai. 


Belum Tersedianya Standar 

Stadar Operasional Prosedur (SOP) merupakan standar 
operasi bagi masing-masing bagian dalam sebuah 
perusahaan. SOP mengatur segala sesuatu yang harus 
dilakukan setiap orang dalam lingkungan pekerjaannya 
sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang menjadi tanggung 


15 


BUMDESA Pilar Kekuatan Indonesia 


16 


jawabnya. Pembuatan SOP harus disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi organisasi tersebut. Menurut Tanjung 

dan Subagjo (2012), terdapat beberapa pengertian umum 
tentang SOP yakni: 

s Instruksi tertulis sederhana, untuk menyelesaikan 
tugas rutin dengan cara paling efektif dalam rangka 
memenuhi persyaratan operasional. 

« Serangkaian instruksi tertulis yang didokumentasikan 
dari aktivitas rutin dan berulang-ulang yang dilakukan 
oleh suatu organisasi. 

« Penetapan tertulis mengenai apa yang harus 
dilakukan, kapan, di mana, dan oleh siapa. 


Standar Operasional Prosedur menjadi kebutuhan penting 
sebagai pedoman manajemen usaha bagi BUMDesa. 
Direktur BUMDesa Citra Mandiri mengungkapkan bahwa 
BUMDesa Citra Mandiri memang belum memiliki SOP 
yang baku. Sebagai contoh, pada BUMDesa Citra Mandiri 
yang memiliki unit usaha simpan pinjam, SOP berfungsi 
menjelaskan apa saja tugas customer service, ketentuan 
simpan pinjam, prosedur peminjaman, dan sebagainya. Hal 
ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya permasalahan 
yang muncul, seperti kredit macet. 


Beberapa Saran 

Pemerintah desa maupun SKPD terkait perlu melakukan 
pelatihan terhadap karyawan  BUMDesa untuk 
meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam 
pengelolaan BUMDesa. Pelatihan yang diberikan dapat 
berupa pelatihan penyusunan sistem administrasi 
dan pembukuan. Pemerintah desa bersama pengurus 
BUMDesa Citra Mandiri juga perlu merumuskan Standar 
Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam 
melakukan kegiatan operasional BUMDesa. IS 


Tata Kelola Organisasi dan Pembangunan Desa 
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Tata Kelola Organisasi dan Pembangunan Desa 


Dinamika Program 
Pembangunan Pedesaan 


Oleh: Herry Yulistiyono 


Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya 
pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi 
seluruh aspek kehidupan masyarakat. Melihat kondisi 
masyarakat sekarang ini, wacana mengenai pembangunan 
desa menarik untuk dibahas. Apa saja dinamikanya? 


Tidaklah berlebihan jika menyebut pembangunan Indonesia 
tak ada artinya tanpa membangun desa. Masyarakat yang 
makmur, sejahtera, dan memperoleh kehidupan layak berakar 
di desa. Hari depan Indonesia terletak dan tergantung pada 
keberhasilan dalam membangun desa. 


Pembangunan desa penting dan strategis bagi rangkaian 
pembangunan daerah dan nasional karena di dalamnya 
terkandung unsur pemerataan yang, secara langsung, 
menyentuh kepentingan dan kesejahteraan mayoritas 
masyarakat Indonesia. Tak bisa dimungkiri, sejak dahulu 
sampai sekarang, desa merupakan dan tetap berfungsi 
sebagai tulang punggung kehidupan sosial dan ekonomi. 
Oleh karena itu, reorientasi pembangunan desa dalam 
kondisi sekarang ini penting dilaksanakan. Indonesia baru 
dapat disebut makmur kalau desa-desanya ikut makmur. 


Dalam menyajikan tulisan ini, penulis menggunakan metode 
deskriptif analitik, dengan menggabungkan beberapa infor- 
masi terkait keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara varia- 
bel yang ada, mengingat data yang dikumpulkan merupakan 
data sederhana yang bermanfaat apabila ditabulasi, dinara- 
sikan dan ditampilkan menggunakan grafik sesuai dengan 
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karakteristik data yang ada. Tujuan dari kajian ini adalah 
mengidentifikasi pembangunan pedesaan, faktor apa yang 
menghambat dan menunjang pola pembangunan pedesaan, 
dan masukan program implementasinya di Jawa Timur. 


Bahasan Kajian 

Ada sejumlah faktor yang menjadi dasar dalam menentukan 
karakteristik desa dan kota, yaitu mata pencaharian, ukuran 
komunitas, tingkat kepadatan penduduk, lingkungan, 
diferensiasi sosial, stratifikasi sosial, interaksi sosial dan 
solidaritas sosial. Dalam UU RI No. 6 Tahun 2014 tentang 
Desa disebutkan bahwa, pembangunan desa bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas 
hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui 
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan 
prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, 
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 
secara berkelanjutan (Bab IX, Pasal 7/8). Pembangunan 
pedesaan harus diletakkan dalam konteks: (1) sebagai upaya 
mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan 
prasarana dan sarana pembangunan untuk memberdayakan 
masyarakat dan (2) sebagai upaya mempercepat dan 
memperkokoh pembangunan ekonomi daerah dalam arti 
luas secara efektif dan produktif. 


Melalui penilaian terhadap persepsi antar-stakeholder 
terhadap pembangunan desa, terungkap beberapa 
permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan desa di 
Jawa Timur. Secara garis besar, indentifikasi pembangunan 
desa di Jawa Timur terlihat pada tabel berikut: 


Tata Kelola Organisasi dan Pembangunan Desa 


Tabel 1. Hasil Kompilasi Persepsi Stakeholders tentang 


Identifikasi Pembangunan Desa di Jawa Timur 


Tingginya risiko 
kerentanan yang 
dihadapi petani 
dan pelaku usaha 
di pedesaan 


Terbatasnya 
alternatif 
lapangan kerja 
berkualitas 


Rendahnya aset 
yang dikuasai 
masyarakat 
pedesaan. 


Rendahnya 
tingkat pelayanan 
prasarana dan 
sarana pedesaan. 


SDM di pedesaan 
berketerampilan 
rendah (low 
skilled) 


'No.| Permasalahan |  '””” Keterangan 


Sebagian besar petani dan pelaku usaha di 
kawasan pedesaan sangat bergantung pada 
alam. Kondisi alam yang tidak bersahabat, 
seperti banjir, kekeringan, maupun serangan 
hama penyakit, akan meningkatkan risiko 
kerugian usaha, seperti gagal panen. Risiko 
ini masih ditambah dengan fluktuasi harga 
dan struktur pasar yang merugikan. 


Kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian, 
baik industri kecil yang mengolah hasil 
pertanian maupun industri kerajinan serta 
jasa penunjang lainnya sangat terbatas. 
Sebagian besar kegiatan ekonomi di pedesaan 
masih mengandalkan produksi komoditas 
primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan 
kecil. Di sisi lain, terjadi penciutan lapangan 
kerja formal, baik di perkotaan maupun di 
pedesaan. 


Kondisi ini terlihat dari besarnya jumlah 
rumah tangga petani gurem. Akses 
masyarakat pedesaan ke sumber daya 
ekonomi, seperti lahan/tanah, permodalan, 
input produksi, keterampilan, serta jaringan 
kerja sama juga sangat kurang. Salah satu 
penyebab rendahnya akses masyarakat 
pedesaan ke pasar kredit adalah minimnya 
potensi kolateral. 


Ini tercermin dari total area kerusakan 
jaringan irigasi, rendahnya rasio elektrifikasi 
kawasan pedesaan, rendahnya persentase 
rumah tangga pedesaan yang memiliki akses 
terhadap pelayanan air minum perpipaan, 
meningkatnya fasilitas pendidikan yang 
rusak, terbatasnya pelayanan kesehatan, 
dan fasilitas pasar yang masih terbatas di 
pedesaan, khususnya di kawasan timur 
Indonesia. 


Ini ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah 
penduduk berusia 15 tahun ke atas. Masih 
rendahnya proporsi penduduk usia 10 tahun 
ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan 
SMP/MTs ke atas jauh lebih rendah dibanding 
penduduk perkotaan. Kemampuan keaksaraan 
penduduk pedesaan juga masih rendah. 
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Meningkatnya Di samping terjadinya peningkatan luas 
konversi lahan lahan kritis akibat erosi dan pencemaran 
pertanian bagi tanah dan air, isu paling kritis terkait dengan 
peruntukan lain. produktivitas sektor pertanian adalah 
penyusutan lahan sawah. Salah satu faktor 
pemicunya adalah lemahnya penegakan 
peraturan terkait di tingkat lokal RT/RW. 


Meningkatnya Sumber daya alam dan lingkungan belum 

degradasi sumber | dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, 

daya alam dan terutama bagi masyarakat yang tinggal di 

lingkungan hidup. | sekitarnya. Namun demikian, potensi ini akan 
berkurang bila praktik-praktik pengelolaan 
yang dijalankan memperhatikan prinsip- 
prinsip pembangunan berkelanjutan. 


Lemahnya Ini tercermin dari kemampuan lembaga 


kelembagaan dan organisasi dalam menyalurkan aspirasi 

dan organisasi masyarakat untuk perencanaan kegiatan 

berbasis pembangunan, serta memperkuat posisi 

masyarakat. tawar masyarakat dalam aktivitas ekonomi. 
Di samping itu, akses, kontrol dan partisipasi 
perempuan dalam kegiatan pembangunan di 
pedesaan juga masih terbatas. 


Lemahnya Pembangunan pedesaan secara terpadu akan 

koordinasi lintas melibatkan banyak aktor meliputi elemen 

bidang dalam pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat, 

pengembangan dan swasta. Lemahnya koordinasi 

pedesaan. mengakibatkan inefisiensi pemanfaatan 
sumber daya pembangunan yang terbatas 
jumlahnya, baik karena tumpang tindih 
kegiatan maupun karena tidak terjalinnya 
sinergi antarkegiatan. 


Sumber: Hasil kompilasi referensi dan wawancara di lapangan, data 
diolah 


Sementara itu, kepentingan (kebutuhan), masalah, dan 
potensi yang dihadapi masing-masing kelompok masyarakat 
di pedesaan, meliputi petani kecil dan menengah, wanita 
dan remaja pedesaan, tokoh masyarakat, tenaga profesional 
pedesaan, pedagang perantara, pengusaha kecil dan 
menengah, investor, LSM, dan pemerintah local, juga 
berbeda-beda. 


Tata Kelola Organisasi dan Pembangunan Desa 


Tabel 2. Masalah, Kebutuhan, dan Potensi Kelompok Strategis 


dalam Pembangunan Pedesaan 


|No | KelompokStrategis | —” Masalah — | Kebutuhan | Potensi — | 


1. 


Petani Kecil 


Kelompok/Gabungan 
Profesi (Koperasi, 
Kopwan, Gapoktan, 
Pokmas, Kopontren, 
dll) 


Wanita dan Remaja 
Desa 


Perajin 


Tokoh Masyarakat 


Tenaga Profesional 
Pedesaan 


» Penguasaan sumber 
daya terbatas 
Keterampilan kurang 
Modal kurang 


Kurang pendampingan 
Kurang pemberdayaan 
Kurang diberdayakan 
Kurang diakses dan 
dibentuk 


Kurang akses 
pendidikan 

Kurang hak suara 
Kurang pemberdayaan 


Kekurangan modal 
Kurang terampil 
Kurang promosi dan 
pemasaran 


Kurang dilibatkan 
dalam pemerintahan 
desa 

Dualisme 
kepemimpinan desa 
Jumlah terbatas 
Dukungan operasional 
terbatas 

Wilayah pelayanan 
luas dan sulit 


Pemberdayaan 
Bantuan modal 
usaha 
Kestabilan harga 


Pendampingan 
Pelatihan dan 
pemberdayaan 
Dilibatkan dalam 
perencanaan desa 


Latihan 
keterampilan 
Pengakuan hak 
Kesempatan 
berperan 
Pemberdayaan 
Pelatihan 
Bantuan 
pemasaran hasil 


Pengakuan 
pemerintah 


Bantuan fasilitas 
Bantuan sarana 
operasional 
Kemudahan 
kenaikan jabatan 


» Jumlahnya 


banyak 

Punya kekuatan 
politik 

Tingkat 
partisipasi tinggi 
Jumlahnya 
terbatas 

Punya cukup 
kekuatan untuk 
pengembangan 
ekonomi desa 
Dukungan 
pendapatan desa 
Jumlahnya 
banyak 

Tenaga kerja 
keluarga 


Jumlah cukup 
banyak 

Sumber 
pendapatan 
tambahan 
Dukungan 
pengembangan 
pariwisata 
Berpengaruh 
dalam kelompok 
Menguasai 
kearifan lokal 


Keterampilan 
khusus yang 
dibutuhkan 
Berpengaruh 
Punya akses ke 
luar 
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Pedagang Perantara 


Pengusaha Kecil dan 
Menengah 


Investor 


Pemerintah Lokal 


Mempermainkan 
harga 
Melakukan jon 


Modal kurang 
Keterampilan 

& Kemampuan 
menejemen kurang 
Akses pasar terbatas 
Daya saing kurang 


Regulasi yang terlalu 
ketat 


Birokrasi yang berbelit 
Kepastian berusaha 
kurang 


Keterbatasan 
anggaran 
Menunggu petunjuk 
Kekurangan staf 
terampil 


Kualitas SDM 
Birokrasi pemerintah 
Anggaran 


Kelancaran usaha 
Pembinaan 


Pelatihan 
Bantuan modal 
usaha 

Bantuan promosi 
dan pemasaran 


Regulasi & 
debirokratisasi 
Jaminan kepastian 
hukum 

Dukungan 
masyarakat 


Dukungan 
anggaran 
Kerja sama dengan 
pengusaha 
Dukungan 
masyarakat 
Kemitraan dengan 
pemerintah 
Dukungan 
masyarakat 

s Bantuan dana 


Membantu 
memasok 
kebutuhan petani 
Memasarkan hasil 
pertanian 


Jumlah relatif 
banyak 
Menciptakan 
lapangan kerja 
Kontribusi 
terhadap 
pendapatan 
daerah 


Kuat secara 
finansial 
memasukkan 
teknologi baru 
Akses ke luar 
sangat luas 


Otoritas 
perencanaan 
dan pelaksanaan 
pembangunan 
Administrasi 
pemerintahan 
Bekerja langsung 
di desa 
Pemberdayaan 
masyarakat 


Sumber: Hasil Kompilasi Penulis dan Referensi Berbagai Sumber 


Adapun program-program pembangunan pedesaan terkait 
strategi kebijakan pembangunan daerah pedesaan secara 
rinci sebagai berikut ini: 


Pengembangan Pertanian Berkelanjutan Melalui 
Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan 
Tujuan penguatan kelembagaan ekonomi pedesaan adalah 
mengembangkan kelembagaan ekonomi masyarakat 
pedesaan yang bertumpu pada kegiatan pembangunan 
pertanian berkelanjutan. Sasaran utama program ini adalah 


Tata Kelola Organisasi dan Pembangunan Desa 


meningkatnya peranan kelompok petani dan nelayan, 
organisasi ekonomi masyarakat, serta kelompok usaha kecil 
dan rumah tangga masyarakat dipedesaan, dalam proses 
kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran produk 
pertanian. 


Kegiatan prioritas yang dilakukan antara lain (i) 
pengembangan kelembagaan pelayanan bisnis milik 
kelompok masyarakat yang berfungsi dalam hal: penyaluran 
input sarana produksi, bantuan modal, bantuan teknologi, 
informasi pasar, fasilitas pengolahan hasil, dan bantuan 
manajemen produksi dan pemasaran: (ii) pengembangan 
kapasitas organisasi ekonomi masyarakat pedesaan dan 
jaringan kerja produksi-pemasaran, dan (iii) penciptaan 
iklim dan peraturan yang mendukung kegiatan ekonomi 
masyarakat. 


Pembangunan Infrastruktur Fisik (Prasarana dan Sarana) 
Tujuan pembangunan prasarana dan saran adalah 
memberikan pelayanan kepada masyarakat pedesaan guna 
mendukung kegiatan ekonomi produktif dan pelayanan 
sosial. Sasaran program ini adalah tersedianya prasarana 
dan sarana pendukung kegiatan produksi dan pemasaran, 
pelayanan sosial, dan kegiatan sosial kemasyarakatan 
lainnya. 


Kegiatan yang dilakukan antara lain (i) penyediaan prasarana 
dan sarana lingkungan permukiman, (ii) penyediaan 
prasarana dan sarana pendukung produksi seperti irigasi, 
listrik, pasar, gudang, (iii) pembangunan dan peningkatan 
jaringan transportasi, dan (iv) penyediaan fasilitas pelayanan 
pendidikan dan kesehatan. 


Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah 
meningkatkankemampuanpelakuekonomi, khususnyapetani 
dan nelayan dalam menguasai dan melaksanakan kegiatan 
agrobisnis. Sasaran program ini adalah meningkatnya 
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kemampuan pelaku ekonomi dalam pengelolaan kegiatan 
produksi, pengolahan, pemasaran, dan keuangan. 


Kegiatan yang dilakukan antara lain (i) pemberian informasi 
umum tentang pengetahuan dan keterampilan manajemen 
agrobisnis, potensi pasar, kualitas produk, serta pengelolaan 
keuangan dan investasi, (ii) penyempurnaan sistem dan cara 
kerja dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran, 
(1) pengembangan kemampuan organisasi masyarakat 
agar dapat melakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan 
keterampilan secara mandiri dengan dukungan pembinaan 
oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia 
usaha. 


Pemantapan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan 
Lingkungan (Lahan dan Air) 

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas 
masyarakat dalam pengelolaan pemanfaatan lahan dan air 
di pedesaan. Sasaran program ini adalah meningkatnya 
kemampuan daya dukung lahan dan air di sekitar 
permukiman desa. Kegiatan yang dilakukan adalah (i) 
memberikan informasi masalah pengelolaan lahan dan 
air kepada masyarakat, (ii) pengembangan kemampuan 
organisasi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan lahan 
dan air, dan (iii) pengembangan sistem pemantauan oleh 
masyarakat pedesaan dalam pemanfaatan dan pelestarian 
sumber daya lahan dan air. 


Pengembangan Industri Pedesaan Melalui Pengembangan 
Industri Kecil Menengah (IKM) di Pedesaan 

Tujuan penguatan IKM pedesaan adalah mengembangkan 
IKM pedesaan yang bertumpu pada kegiatan industri 
pengolahan, industri kerajinan, dan industrijasa di pedesaan. 
Sasaran utama program ini adalah meningkatnya peranan 
kelompok usaha kecil dan rumah tangga masyarakat di 
pedesaan dalam proses kegiatan produksi, pengolahan, dan 
pemasaran produk industri pedesaan. 


Tata Kelola Organisasi dan Pembangunan Desa 


Kegiatan prioritas yang dilakukan antara lain (i) 
pengembangan lembaga pelayanan bisnis/usaha kecil dan 
rumah tangga masyarakat di pedesaan yang berfungsi 
dalam hal: penyaluran input sarana produksi, bantuan modal, 
bantuan teknologi, informasi pasar, fasilitas pengolahan 
hasil, dan bantuan manajemen produksi dan pemasaran (ii) 
pengembangan kapasitas IKM pedesaan dan jaringan kerja 
produksi-pemasaran: dan (iii) penciptaan iklim dan peraturan 
yang mendukung kegiatan ekonomi IKM di pedesaan. 


Pengembangan Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa dan 
Lembaga Masyarakat Pedesaan 

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kemampuan aparat 
pemerintahan desa dan lembaga masyarakat pedesaan 
dalam pengembangan agrobisnis, pelayanan masyarakat, 
dan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat, ketahanan 
sosial, dan kemandirian. Sasaran yang ingin dicapai dari 
kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas lembaga 
pemerintahan desa, lembaga desa, organisasi masyarakat 
setempat, dan lembaga ekonomi pedesaan. 


Kegiatan yang dilakukan adalah (i) penyediaan kegiatan 
pelatihan dan peningkatan keterampilan sumber daya 
manusia aparat pemerintahan desa dan lembagamasyarakat, 
(1) pengembangan sistem organisasi dalam pengelolaan 
pengembangan ekonomi-sosial masyarakat bagi aparat, (iii) 
pengembangan kelembagaan dan organisasi jaringan kerja 
mata rantai kegiatan agrobisnis, dan peningkatan forum 
kemitraan antarlembaga di masyarakat, maupun antara 
lembaga masyarakat dengan pemerintah desa dan dunia 
usaha dalam pengembangan ekonomi masyarakat di daerah 
pedesaan. 


Pengembangan Peduli/Budaya Pengawasan Masyarakat 

Tujuan program ini adalah mengembangkan sikap kritis atau 
kepedulian masyarakat pedesaan untuk berperan serta dalam 
pengawasan terhadap kinerja pembangunan di pedesaan. 
Sasaran program ini adalah terwujudnya pemerintahan 


8/7 


BUMDESA Pilar Kekuatan Indonesia 


88 


pedesaan yang bersih, berwibawa, dan bebas dari kolusi, 
korupsi, dan nepotisme. Kegiatan prioritas yang dilakukan 
adalah (i) penyediaan sarana atau media untuk menampung 
aspirasi, pengaduan dan laporan dari anggota masyarakat 
pedesaan mengenai penyimpangan dan penyelewengan 
yang terjadi di masyarakat dan (ii) penanganan yang lebih 
nyata dan tuntas, baik yang negatif maupun positif, oleh 
aparatur pemerintahan di tingkat desa terhadap pengaduan 
dan laporan dari masyarakat pedesaan. 


Beberapa Saran 

Beberapa simpulan yang dapat diuraikan dalam kajian ini, 

antara lain: 

s Pembangunan pedesaan telah dilakukan secara luas, 
tetapi hasilnya dianggap belum memuaskan terhadap 
peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. 
Seharusnya, pembangunan pedesaan dilihat bukan hanya 
sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembangunan. 

s Pembangunan sumber daya manusia, melalui 
pengembangan kelembagaan ekonomi pedesaan. 
Meningkatkan peranan kelompok petani dan nelayan, 
organisasi ekonomi masyarakat, kelompok usaha kecil 
dan rumah tangga masyarakat di pedesaan dalam 
proses kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran 
produk pertanian. Meningkatkan kemampuan aparat 
pemerintahan desa dan lembaga masyarakat pedesaan 
dalam pengembangan agrobisnis, pelayanan masyarakat, 
dan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat, 
ketahanan sosial, dan kemandirian. 

es Sinergi baik pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan 
pemerintah kabupaten/kota hingga tingkat pemerintahan 
desa serta kelompok masyarakat pedesaan yang ada 
di Jawa Timur perlu terus ditingkatkan sehingga hasil 
pembangunan pedesaan benar-benar dirasakan mampu 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. 

s» Pentingnya koordinasi antarinstansi pemerintah untuk 
membangun kolaborasi dengan berbagai stakeholders, 
mutlak diperlukannya visi yang tajam, data yang akurat 
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dengan strategi yang jelas sesuai kebutuhan dalam 
pembangunan pedesaan di masing-masing desa di Jawa 
Timur yang potensi, kondisi, dan situasinya berbeda- 
beda. BS 
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Posisi dan Langkah Strategis 
Pendamping Desa 


Oleh: Irfan Sofi 


Pelaksanaan dana desa sudah memasuki tahun kelima 
sejak pertama kali dialokasikan pada 2013. Sudah lebih 
dari 258 trillun anggaran dana desa dikucurkan dari 
APBN dengan prioritas penggunaan untuk pembangunan 
infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 
Tujuan utama pemerintah menyalurkan dana desa adalah 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
melalui kegiatan yang pro rakyat, salah satunya program 
Cash for Work (CFW). Nyatanya, banyak ditemukan 
penyelewangan dalam penggunaan dana desa. Oleh karena 
itu, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan dana desa 
terkait pendampingan dan pengawasan. 


Pada 2019, dana desa telah dianggarkan dari APBN sebesar 
Rp70 triliun, atau sekitar 9,356 dari Transter ke Daerah (TKD). 
Sampai Desember 2018 berdasarkan data dari Kemendes, 
PDTT, dana desa telah digunakan untuk membangun 
191.600 km jalan desa, 1.140 km jembatan, 50.854 unit PAUD- 
TK-Sekolah, 37.830 unit BUMDesa, 8.983 unit pasar desa, 
4.175 embung desa, dan infrastruktur lainnya. Pemanfaatan 
dana desa juga telah menciptakan keberhasilan di 
bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain pelatihan 
kewirausahaan, pelatihan pertanian, pelatihan budi daya 
hasil laut, dan masih banyak lagi. 
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Tabel: Perkembangan dana desa 2015-2019 


Alokasi Rata-Rata 
(Triliun) | Perdesa (Juta) 

20.17 280.72! 

46.9 628.49 
S00. 49 
800.45 
| 933.92 
Jum lah | 251.6 


Sumber: DJPK-Kemenkeu 


Di samping keberhasilan dana desa yang telah diberikan 
kepada lebih dari 7/4 ribu desa, ditemukan pula beberapa 
catatan yang kurang baik dalam tiga tahun pelaksanaan 
dana desa. Catatan tersebut antara lain terkait banyaknya 
kasus hukum penyelewangan dana desa, masalah tenaga 
pendamping dan pendampingan desa, kurangnya sumber 
daya pelaksana dana desa, serta penyaluran dan pelaporan 
dana desa. 


Pemerintah berupaya mengatasi celah pelaksanaan dana 
desa dengan beberapa cara, seperti pembentukan satgas 
dana desa, SKB empat menteri (menteri koordinator PMK, 
menteri keuangan, menteri dalam negeri, dan menteri desa, 
PDT dan transmigrasi), nota kesepahaman (MOU) antara 
Kemendes, PDT dan 'Iransmigrasi dengan Kepolisian RI 
terkait pencegahan, pengawasan dan penanganan dana 
desa, serta nota kesepahaman Kemendes dengan Kejaksaan 
Agung. Komisi Pemberantasan Korupsi juga turut serta 
melakukan kegiatan pencegahan korupsi atas pelaksanaan 
dana desa. 


Tak bisa dimungkiri, saat ini, sumber daya manusia pengelola 
dana desa masih kurang memadai dari segi kualitas maupun 
kuantitas. Pengawasan diperlukan untuk memastikan tidak 
ada penyalahgunaan dalam penggunaan dan pelaksanaan 
dana desa. Selain pengawasan, pembinaan juga dapat 
dilakukan untuk membantu pelaksanaan dana desa agar 
sesuai dengan aturan perundang-undangan. Salah satu 
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bentuk pembinaan dapat melalui pendampingan yang 
dilakukan oleh tenaga pendamping yang disediakan oleh 
pemerintah. Apakah pembinaan dana desa lebih penting 
daripada pengawasan dana desa atau sebaliknya, yang 
pasti keduanya dilakukan pemerintah demi keberhasilan 
pelaksanaan dana desa. 


Mengapa Pendamping Desa? 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, 
pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota bertugas 
melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan 
pemerintah desa, salah satunya terkait pelaksanaan dana 
desa. Pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk bantuan 
keuangan, pendampingan, dan bantuan teknis. Dengan 
demikian, pembinaan atau pendampingan harus dapat 
dilakukan sejalan dengan pengawasan. 


Dalam pelaksanaan pendampingan, hal yang perlu diperha- 
tikan adalah porsi pendampingan atau pengawasan setiap 
daerah harusnya berbeda, disesuaikan dengan SDM dan 
karakteristik daerah masing-masing. Berdasarkan hal terse- 
but, ada daerah yang lebih membutuhkan pendampingan, 
ada pula daerah yang lebih memerlukan pengawasan. 


Pendamping desa harus memiliki kemampuan merasuk 
dalam karakter kehidupan warga dampingan sekaligus 
melakukan pemberdayaan. Fakta di lapangan memperlihat- 
kan, banyak pendamping desa yang ternyata tidak memiliki 
kompetensi sesuai harapan. Selain itu, banyak juga yang 
hanya datang untuk meminta tanda tangan pada kepala 
desa sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban agar 
dianggap telah bekerja. Tidak sedikit pula pendamping desa 
yang malah mirip seperti petugas administrasi saja di kantor 
pemerintah desa. 


Tugas utama pendamping desa adalah mengawal 
implementasi UU Desa dan mendorong pelaksanaan UU Desa 
dengan cara memberdayakan masyarakat dan melahirkan 
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kader-kader pembangunan desa yang baru. Berdasarkan 

Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan 

Desa, rincian tugas dari pendamping desa adalah: 

1. Mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, 
dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa: 

2. Mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan 
pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi 
desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi 
tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa, 
serta pemberdayaan masyarakat desa: 

3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan 
desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa: 

4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok- 
kelompok masyarakat desa: 

5. Melakukan peningkatan kapasitas bagi 
kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong 
terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru: 

6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan 
perdesaan secara partisipatif, dan 

/. Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat 
kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan 
pendampingan oleh camat kepada pemerintah 
kabupaten/kota. 


Pendamping desa memiliki tugas berat karena tak hanya 
sebagai pendamping, tetapi juga sebagai pengawas atau 
pemantau terhadap pelaksanaan dana desa. Pengawasan 
yang dilakukan oleh pendamping desa dapat dilakukan sejak 
perencanaan sampai dengan pelaksanaan dana desa selesai. 


Jumlah Mereka Menurun 

Jumlah tenaga pendamping desa berdasarkan data dari 
Kemendes PDTT per Juni 2019 mencapai 36.636 orang untuk 
14.957 desa (90,935 kuota yang terisi), Angka tersebut 
mengalami penurunan dari sebelumnya 37.090 orang atau 
92,406 dari kuota yang terisi pada data per Desember 
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2018. Tenaga pendamping tersebut berkedudukan di desa, 

kecamatan, atau kabupaten yang terdiri dari: 

a. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM) 
TAPM terdiri dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat 
desa (TA-PMD), tenaga ahli infrastruktur desa (TA-ID), 
tenaga ahli pembangunan partisipatif (TA-PP), tenaga 
ahli pengembangan ekonomi desa (TA-PED), tenaga 
ahli pengembangan teknologi tepat guna (TATTG) dan 
tenaga ahli pelayanan sosial desa (TA-PSD). Saat ini, 
TAPM berjumlah 2.429 orang. Porsi penyebarannya, 
untuk kabupaten yang memiliki 1-5 kecamatan akan 
mendapatkan 4 TA, sedangkan untuk kabupaten yang 
memiliki lebih dari 5 kecamatan akan mendapatkan 6 TA. 

c. Pendamping desa (PD) di kecamatan 
PD terdiri dari pendamping desa pemberdayaan (PDP) 
dan pendamping desa teknik infrastruktur (PDTI). Saat 
ni, PD berjumlah 14.815 orang. Porsi penyebarannya, 
untuk kecamatan yang memiliki 1-10 desa akan 
mendapatkan 2 PD, yaitu 1 orang PDP dan 1 orang PDTI, 
sedangkan untuk kecamatan yang memiliki 11—20 desa 
akan mendapatkan 3 PD, yaitu 2 orang PDP dan 1 orang 
PDTI, untuk kecamatan yang memiliki 21-30 desa akan 
mendapatkan 3 orang PDP dan seterusnya. 

c. Pendamping lokal desa (PLD) 
Saat ini, jumlah PLD mencapai 19.392 orang. Masing- 
masing PLD akan mendampingi 4 Desa. Untuk kabupaten 
yang memiliki desa setelah dibagi 4 terdapat sisa desa 
maka akan ditambah 1 PLD lagi. 


Tabel: Rekapitulasi Data Tenaga Pendamping Profesional (TPP) 


Tenaga Pendamping Profesional (TPP) | Kuota | Terisi | El 
Tenaga Ahli di Kabupaten 2536 | 2429 95, 7830 


Pendamping Desa di Kecamatan 16571 | 14815 | 89404 


Pendamping Lokal Desa 39 91,5496 


10291 | 36.636 | 90,93 


Sumber: DJPK- Ke enau 
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Jika pendamping desa, utamanya pendamping lokal desa, 
dapat diberdayakan sepenuhnya maka akan pengawasan 
terhadap pelaksanaan dana desa dapat lebih mudah 
dilakukan, tidak perlu sampai Aparat Pengawas Hukum 
(APH) yang melakukan pengawasan. Pasalnya, pengawasan 
langsung dari aparat hukum juga kerap membuat pelaksana 
kegiatan dana desa tidak efektif karena mereka jadi takut- 
takut dalam menjalankan program kegiatan dana desa. 


Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014, tugas pengawasan 
terhadap pelaksanaan dana desa dibebankan pada 
inspektorat, khususnya inspektorat kabupaten/kota. Sangat 
sulit bagi inspektorat untuk melakukan pengawasan 
terhadap seluruh desa yang ada di kabupaten/kota. 
Kesulitan ini dilihat dari segi jumlah pegawai dan waktu 
untuk melakukan pengawasan yang, biasanya untuk 1 kali 
pengawasan, memerlukan waktu sekitar 1 minggu. Selain 
itu, karakteristik geografi dan luas wilayah desa, khususnya 
desa-desa di luar jawa, juga berpengaruh karena cenderung 
sangat luas dan jarak antardesa sangat jauh. 


Anggaran yang Terbatas 

Dari segi anggaran, saat ini, sebagian anggaran inspektorat 
masih terbatas. Melalui Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2020 untuk 
level provinsi, daerah dengan APBD di bawah Rp4 triliun 
wajib mengalokasikan 0,90#6. Kemudian, untuk daerah 
dengan APBD Rp4—10 triliun wajib mengalokasikan 0,6056, 
sedangkan untuk daerah dengan APBD di atas Rp10 triliun 
wajib mengalokasikan 0,306. Penyesuaian terjadi di level 
kabupaten/kota, yakni daerah dengan APBD di bawah Rp1 
triliun wajib mengalokasikan 156, lalu daerah dengan APBD 
Rp1—2 triliun diwajibkan 0,754, dan daerah dengan APBD di 
atas Rp2 triliun wajib mengalokasikan 0,505. 


Dalam praktiknya, para inspektorat kabupaten tidak hanya 
melakukan pengawasan terhadap dana desa, tetapi juga 
pengawasan ke seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) 
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yang melaksanakan APBD. Oleh karena itu, hampir dapat 
dipastikan, pengawasan yang dilakukan tidak akan mampu 
menjangkau ke seluruh desa dalam satu kabupaten. 


Pendamping desasangat dibutuhkan sesuaiporsinya. Namun, 
melihat keterbatasan tenaga pengawasan dari inspektorat 
dan jumlah kuota yang ditetapkan dan dianggarkan dalam 
APBN tidak semua terisi, diperlukan kebijakan lain agar 
dapat mendukung pelaksanaan dana desa berjalan dengan 
baik. 


Masalah lain yang juga kerap muncul adalah, minimnya 
honor yang diterima oleh pendamping desa, khususnya PDL, 
telah memicu banyak kasus pengunduran diri di tengah jalan 
sebelum pelaksanaan dana desa selesai. Memang, sampai 
saat ini, besarnya honor yang diterima masih mengacu pada 
Kepmendes Nomor 58.1 Tahun 2015, dasar acuannya masih 
menggunakan basis UMP atau UMK 2014/2015 sebelum 
keluarnya persetujuan Menteri Keuangan atas perubahan 
besaran honor TPR Sebagai contoh, untuk Kabupaten 
Bogor bila dibandingkan dengan UMK Tahun 2019 sebesar 
Rp3.763.405, jauh lebih tinggi dari yang akan diterima oleh 
PLD yang totalnya hanya Rp2.67'.000. 


Perbandingan Honorariun TPP dan UMK 2019 Kab. Bogoi 


3. "63.05 


TA ro PL 


Grafik: Perbandingan Honorarium TPP dan UMK Tahun 2019 
Kabupaten Bogor 
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Pembinaan dan pengawasan dana desa harus berjalan 
seiring dan seirama. Dalam hal daerah dengan tingkat SDM 
dan karakteristik daerah yang lebih baik, pengawasan dapat 
lebih ditekankan, sedangkan pembinaan atau pendampingan 
dapat dikurangi. Sebaliknya, daerah dengan tingkat SDM dan 
karakteristik geografis yang susah, seperti wilayah Papua 
dan Indonesia Timur, segi pendampingan dan pembinaan 
lebih ditekankan sehingga tenaga pendamping lebih banyak 
ditempatkan di daerah tersebut. Jangan menyamakan kedua 
jenis wilayah, misalnya dengan dengan memberikan hanya 
1 pendamping untuk 4 desa di wilayah Papua. Dari segi jarak 
antardesa saja sudah sangat jauh, terlebih lagi transportasi 
untuk menjangkaunya terbilang sulit. 


Simpul Sukses Dana Desa 

Kesuksesan pelaksanaan dana desa sedikit banyak 
dipengaruhi oleh terlaksananya program pembinaan 
(pendampingan) dan pengawasan dana desa dengan baik. 
Pelaksanaan pembinaan (pendampingan) dan pengawasan 
dana desa tidak dapat disamaratakan untuk setiap daerah. 
Karakteristik dan tingkat SDM pengelola dana desa harus 
dianalisis terlebih dahulu. Kebijakan khusus harus diberikan, 
salah satunya dengan clustering wilayah (sulit/tidak sulit) 
yang lebih memihak kepada daerah di luar jawa, wilayah 
terpencil secara geografis, kepulauan dan perbatasan. 


Sumber daya manusia pengelola dana desa pun harus 
diperhatikan, untuk daerah/desa dengan SDM dan 
karakteristik wilayah yang baik perlu diperbanyak pada 
aspek pengawasan dan sedikit demi sedikit dikurangi dari 
segi pendampingan. Sebaliknya, untuk daerah/desa dengan 
SDM yang kurang memadai dan karakteristik wilayah yang 
susah perlu diperkuat segi pendampingan tanpa mengurangi 
segi pengawasannya. Semoga pelaksanaan dana desa dapat 
berjalan lebih baik untuk Indonesia yang lebih sejahtera. IS 
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Komunikasi Kesehatan di Desa 


Oleh: Media Sucahya 


Rendahnya kondisi derajat kesehatan pada masyarakat 
desa akan mengurangi produktivitas kerja dan kualitas 
kehidupan secara individu, keluarga, maupun sosial. 
Untuk meningkatkan derajat kesehatan tersebut, strategi 
menjalankan komunikasi kesehatan sangat diperlukan. 


Kondisi infrastruktur kesehatan di pedesaan masih belum 
memadai. Laporan Kementerian Desa dan Pembangunan 
Daerah Tertinggaldan Transmigrasitahun 2017 menyebutkan, 
dari 74.910 jumlah desa di Indonesia, 9146 tidak memiliki 
poliklinik, 79,914 tidak memiliki polindes, 68,14X tidak 
memiliki puskesmas pembantu, 89,084 tidak memiliki 
apotek, dan 61,14 tidak memiliki Pusat Kesehatan Desa. 


Khusus kondisi di daerah tertinggal, rata-rata jarak yang 
dibutuhkan untuk mencapai puskesmas rawat inap dan 
tanpa rawat inap adalah 33,2 km dan 30,1 km, sama dengan 
dua kali lebih jauh dibandingkan daerah maju dan dua kali 
lebih jauh dibandingkan rata-rata nasional. Sementara untuk 
mencapai puskesmas pembantu rata-rata jarak terdekat di 
daerah tertinggal adalah 21,9 km, sama dengan tiga kali 
lebih jauh dibandingkan daerah maju dan dua kali lebih jauh 
dibandingkan rata-rata nasional. 


Situasi miris lainnya, masyarakat pedesaan masih minim 
mendapatkan informasi kesehatan, sulit mengakses sumber 
informasi kesehatan, serta memercayai mitos-mitos yang 
bertolak belakang dengan program kesehatan pemerintah. 
Akibatnya, pengetahuan tentang kesehatan, pengenalan, 
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pencegahan, tindakan, hingga penanganan pascaberobat 
masih belum diketahui dan dipahami dengan baik. Masih 
banyak penduduk pedesaan yang mengobati penyakit tidak 
sesuai dengan metode pengobatan ilmiah. Inilah mengapa 
strategi menjalankan komunikasi kesehatan diperlukan 
untuk membantu mengedukasi masyarakat pedesaan. 


Strategi Pesan Kesehatan 

Komunikasi kesehatan adalah bentuk penyampaian pesan 
tentang masalah kesehatan oleh komunikator kepada 
komunikan melalui saluran komunikasi untuk memberikan 
efek yang diharapkan. Komunikasi kesehatan bertujuan 
memengaruhi individu dan masyarakat dalam mencegah, 
mengobati, memelihara, dan meningkatkan kesehatan. 


Komunikasi kesehatan menjadi strategi untuk memberi 
peringatan kepada masyarakat tentang risiko kesehatan, 
pencegahan penyakit, dan respons terhadap keadaan 
darurat kesehatan. Schiavo (2007:6) mendefinisikan 
komunikasikesehatan adalah pendekatan multidisiplin untuk 
menjangkau khalayak yang berbeda dan berbagi informasi 
terkait kesehatan dengan tujuan memengaruhi, melibatkan, 
dan mendukung individu, komunitas, profesional kesehatan, 
kelompok khusus, pembuat kebijakan dan masyarakat untuk 
memperjuangkan, memperkenalkan, mengadopsi, atau 
mempertahankan perilaku, praktik, atau kebijakan yang, 
pada akhirnya, akan meningkatkan hasil kesehatan. 


Liliweri(2008)menyatakankomunikasikesehatanmempelajari 
bagaimana menggunakan strategi komunikasi individu, 
komunitas dengan tujuan untuk membuat keputusan yang 
berhubungan dengan penanganan kesehatan. Komunikasi 
kesehatan harus dibarengi dengan tindakan intervensi 
kesehatan yang dilakukan pemerintah dalam berbagai level, 
baik level nasional, level lingkungan pemukiman dan tempat 
bekerja, level komunitas, level perilaku individu, maupun 
level psikologi individu. Intervensi pada berbagai level lebih 
efektif daripada hanya fokus pada intervensi kesehatan 
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di satu level saja. Contoh intervensi kebijakan multilevel 
adalah kebijakan larangan merokok yang dituangan dalam 
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
Pengenaan cukai yang tinggi atas rokok, pembatasan iklan 
rokok di media cetak, televisi, radio, internet, dan media luar 
ruang, pengaturan kawasan bebas rokok di tempat umum, 
rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, tempat ibadah, serta 
ketersediaan alat bantu secara medis untuk menghentikan 
kebiasaan merokok, seperti permen karet beraroma nikotin, 
merupakan rangkaian intervensi kesehatan di berbagai level. 


Littlejohn (2016:560) melengkapi pengertian komunikasi 
kesehatan dengan menyatakan bahwa komunikasi kesehatan 
dapat menggunakan berita, hiburan, teknologi informasi, 
dan saluran media hiburan untuk memengaruhi layanan 
kesehatan dan promosi kesehatan. Untuk menjalankan 
bagaimana kesehatan dapat dicapai, dibutuhkan komunikasi 
kesehatan dan penyampaian layanan kesehatan, komunikasi 
kesehatan dan promosi kesehatan, komunikasi kesehatan 
dan komunikasi risiko, serta komunikasi kesehatan dan 
teknologi informasi. 


Memang komunikasi kesehatan yang dijalankan tidak dapat 
mengubah atau mengatasi sumber penyakit yang terjadi 
akibat berbagai alasan, seperti banjir yang menimbulkan 
penyakit diare, anak-anak tumbuh stunting karena sejak bayi 
kekurangan gizi kronis dalam kandungan, atau kematian 
ibu melahirkan karena kurangnya infrastruktur kesehatan. 
Namun, hal tersebut tidak berarti sumber penyebab penyakit 
tidak dapat dicegah. Parvanta dkk, (2011:10) menjelaskan, jika 
setiap orang bertujuan melindungi kesehatan dirinya untuk 
menghindar dari terjangkitnya berbagai penyakit, sementara 
layanan medis masih terbatas atau belum tersedia, maka 
komunikasi kesehatan dapat digunakan untuk melakukan 
perubahan dengan mencegah dan mengatasi masalah 
kesehatan yang datang. Schiavo (2007:6) menjelaskan lagi 
bahwa, agar pesan kesehatan diterima dengan baik oleh 
masyarakat, perlu pemahaman yang mendalam tentang 
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kebutuhan, kepercayaan, hal-hal yang tabu, sikap, gaya 
hidup, dan norma sosial dari semua audiens. 


Model Ekologi dalam Komunikasi 

Untuk menyusun strategi komunikasi kesehatan, Model 
Ekologi yang mengasumsikan bahwa kesehatan dan 
kesejahteraan individu dapat dipengaruhi oleh interaksi 
antara berbagai faktor penentu, seperti biologi, perilaku, 
dan lingkungan, dapat digunakan. Interaksi tersebut 
terjadi selama masa kehidupan seseorang, keluarga, dan 
masyarakat. 


Model Ekologi terhadap kesehatan dikembangkan untuk 
memengaruhi faktor-faktor penentu kesehatan yang relevan, 
cocok dengan hasil kesehatan yang diharapkan (Parvanta 
dkk, 2011:9). Contoh model Ekologi untuk mengurangi jumlah 
perokok, akan mencakup perubahan dalam lingkungan fisik 
(rumah sakit dan lembaga pendidikan kawasan bebas rokok), 
perubahan dalam lingkungan sosial (kampanye antimerokok), 
dan perubahan perilaku individu dengan sasaran berhenti 
merokok. 


Tabel 1. Intervensi Komunikasi Kesehatan dalam Model Ekologi 


Dukungan Komunikasi 


Nasional, Membuat kebijakan, peraturan Advokasi dan sosialisasi untuk 

Global hukum, perjanjian, dan gerakan | menaati hukum, kampanye 
darurat. Contoh: peraturan program pemerintah, iklan 
penggunaan sabuk pengaman mobilisasi sosial untuk datang 
berkendara dan program melakukan imunisasi nasional 
vaksinasi cacar 


Pemukiman | Menciptakan lingkungan hidup | Melakukan advokasi dan 

Warga dan dan tempat kerja yang kondusif. | sosialisasi peraturan buruh 

Lingkungan | Contoh: mengutamakan dan peraturan perusahaan 

Kerja keselamatan pekerja, kepada pekerja: membuat 
menghapus penggunaan timbal | program kampanye kesadaran 
dalam bensin, dan menciptakan | keselamatan kerja 
taman-taman. 
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Komunitas Memperkuat norma sosial: Kampanye pemasaran atau 

Sosial dan penghapusan kesenjangan promosi sosial berbasis radio, 

Keluarga sosial: penyediaan layanan TV, internet, cetak atau lokal, 
kesehatan dan sosial pameran kesehatan. 
masyarakat. 


Perilaku Perolehan kepercayaan, sikap, Menggunakan multimedia: 
Individu motivasi, dan layanan melalui materi pendidikan, iklan dan 
pemasaran sosial, komunikasi promosi, penyedia layanan 
perubahan perilaku, iklan kesehatan 
berbayar. 


Biologi dan | Pencegahan atau pengobatan Komunikasi mengubah perilaku 
Psikologi penyakit: kunjungan penyedia untuk mempertahankan 
Individu layanan kesehatan: tes atau membangun kebiasaan 
kesehatan kesehatan yang baik. 
Sumber: Parvanta dkk, (2011:21) 


Pola Akses Informasi Kesehatan Masyarakat Pedesaan 
Berdasarkan hasil penelitian Encang Saepudin dalam jurnal 
“Pedesaan Literasi Informasi Kesehatan Lingkungan pada 
Masyarakat Pedesaan: Studi Deskriptif di Desa Nagrog 
Kecamatan Cicalengka” (2013) ada tiga pola pencarian 
informasi kesehatan yang umumnya dilakukan oleh 
masyarakat pedesaan, yaitu perhatian pasif, pencarian pasif, 
dan pencarian aktif. 


Perhatian pasif, yakni perilaku responden yang mendapatkan 
informasi kesehatan secara tidak sengaja. Contohnya, 
responden mendapatkan informasi saat mendengarkan 
radio atau menonton program televisi. Informasi kesehatan 
yang diterima tidak mampu dirumuskan dengan baik oleh 
responden. 


Pencarian pasif, yakni perilaku responden yang mendapatkan 
informasi kesehatan secara kebetulan dengan kebutuhan 
dirinya. Responden yang menerima informasi dari berbagai 
media, dapat merumuskannya untuk menyelesaikan masalah 
kesehatan. 


Pencarian aktif, yakni responden mencari sendiri informasi 
kesehatan melalui berbagai media sesuai yang dibutuhkan. 
Responden mencari informasi secara sistematis, mulai dari 
perumusan kebutuhan, menentukan strategi pencarian 
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informasi, cara mengakses informasi, mengolah informasi, 
memanfaatkan informasi, hingga mengevaluasi informasi 
yang didapatkannya. 


Ada tiga dimensi masyarakat pedesaan miskin dalam 
mengungkapkan pengalamannya menggunakan sumber 
informasi kesehatan (Pawit, 2013). Pertama, dimensi 
kebutuhan informasi. Masyarakat miskin di pedesaan lebih 
memprioritaskan informasi kebutuhan dasar, seperti pangan, 
sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Informasi 
kesehatan masih belum menjadi fokus utama. Kedua, 
dimensi perilaku pencarian informasi kesehatan. Pencarian 
secara aktif dilakukan pada sumber-sumber interpersonal 
yang bersifat informal. Sementara pola pencarian informasi 
pasif dilakukan melalui sumber media cetak dan elektronika. 
Ketiga, dimensi penggunaan informasi. Responden paling 
banyak mendatangi ahli kesehatan terpilih, tetangga, dan 
keluarga. Kelompok keluarga miskin di pedesaan ini tidak 
ada yang menggunakan informasi yang bersumber dari 
media cetak dan elektronika, kecuali mencari informasi dari 
media cetak dan elektronika secara pasif. 


Pola pencarian informasi masyarakat miskin jarang 
menggunakan media cetak dan media elektronika. Hal ini 
membuat mereka tidak mendapatkan informasi kesehatan 
terbaru. Mengingat ciri dari media massa dalam memuat 
beritaadalah mengandung unsurkebaruan, dalam konteks ini, 
media massa dapat memberitakan informasi kesehatan yang 
baru saja terjadi. Salah satu penyebab belum dijadikannya 
media massa sebagai sumber informasi kesehatan adalah 
karenauntuk mengaksesnya butuh biaya. Mereka lebih 
memilih membeli barang kebutuhan pokok sehari-hari, 
seperti makanan dan pakaian dibandingkan harus membeli 
surat kabar atau pulsa untuk membuka internet. 


Untuk memahami konsep komunikasi kesehatan, Thomson 
dan Miller (2003:39—42) menjelaskan karakter komunikasi 
kesehatan. 
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a. Komunikasi Kesehatan Kompleks dan Menantang 
Makhluk hidup sangat mementingkan kesehatan, 
dengan cara mempelajari sumber-sumber penyakit dan 
cara mengobatinya agar tidak berujung pada kematian. 
Model mendeteksi penyakit, diantaranya dengan 
menggali pengalaman para pasien, pengalaman tersebut 
berdasarkan jalinan komunikasi antara tubuh, pikiran, 
dan masyarakat. Diperlukan serangkaian penelitian 
ilmiah yang intensif, mendalam, dan kompleks untuk 
menggali sumber-sumber penyakit pada tubuh manusia. 
Selanjutnya, komunikasi yang efektif diperlukan agar 
pesankesehatan dalam penelitian ilmiah dapat terungkap. 


b. Pandangan Ilmiah dan Tradisional 

Karakter komunikasikesehatan menilat adanyaperbedaan 
asumsi dan nilai antara pengobatan ilmu kedokteran 
dan pengobatan tradisional yang berbasiskan budaya 
dan adat istiadat. Perbedaan keduanya memunculkan 
berbagai perdebatan tentang istilah penanganan 
penyakit, model-model penanganan penyakit, dan etika 
medis pengobatan yang harus dilakukan. 


Ada empat bentuk pertemuan pengobatan ilmu kedokteran 
dan tradisional. Pertama, metode pengobatan kedokteran 
dan tradisional saling bertolak belakang. Sebagai contoh, 
untuk mengatasi kecelakaan patah tulang, dokter melakukan 
tindakan operasi secara medis, sedangkan pengobatan 
tradisional dengan teknik urut dan pjjat. Kedua, metode 
pengobatan kedokteran dan tradisional memiliki kesamaan. 
Contohnya, dokter maupun tabib, umumnya, menganjurkan 
pasienuntukmengonsumsimakanan berserat, sayur-sayuran, 
buah-buahan, dan berolahraga. Ketiga, metode pengobatan 
kedokteran dan tradisional saling melengkapi. Sebagai 
contoh, tradisi oyog bagi ibu hamil di Desa Dukuh Widara, 
Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Perut 
ibu hamil akan digoyang-goyangkan sejak usia kandungan 
memasuki bulan ketiga sampai kesembilan oleh dukun 
bayi. Dalam kebiasaan masyarakat, tradisi oyog dipercaya 
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dapat mengurangi keluhan pada masa kehamilan. Ternyata, 
gerakan oyog tidak berbeda dengan gerakan Leopold yang 
dilakukan oleh tenaga kesehatan, seperti bidan atau dokter 
spesialis kandungan (Yuhandini dkk, 2014:284). Keempat, 
metode pengobatan tradisional dihentikan. Misalnya, dukun 
beranak tidak boleh lagi menangani proses persalinan ibu 
hamil karena harus dilakukan tenaga kesehatan bidan. 
Fungsi dukun beranak lebih pada pendamping setelah 
ibu melahirkan. Berbagai perbedaan dan persamaan ilmu 
kedokteran dan pengetahuan tradisional perlu menjadi 
kajian komunikasi kesehatan sehingga masyarakat dapat 
mengetahui peran, tugas, dan fungsi dari setiap penanganan 
penyakit yang dilakukan keduanya. 


Ciri Masyarakat Pedesaan 

Pesan kesehatan yang disampaikan harus sesuai dengan 
karakter komunikan yang hendak dituju. Dalam konteks 
meningkatkan derajat kesehatan di pedesaan, harus dikenali 
lebih dahulu bagaimana karakter kehidupan mereka. 
Soemarjan (1993:62—68) menjelaskan masyarakat desa masih 
sangat kental dengan nuansa tradisional dengan karakter: 


a. Masyarakatnya Cenderung Homogen 
Mereka cenderung memiliki kesamaan dalam bahasa, 
adat istiadat, budaya, serta pekerjaan. Homogen dalam 
bahasa berarti masyarakat desa tersebut menggunakan 
bahasa yang sama, misalnya masyarakat desa di 
kabupaten Cianjur menggunakan Bahasa Sunda. 
Melakukan komunikasi dengan bahasa yang sama, akan 
memudahkan peserta memahami pesan kesehatan yang 
disampaikan. 
Bahasa Indonesia : Untuk menghindari penyakit 
menular menyerang keluarga kita, 
biasakanlah cuci tangan sebelum 
makan 
Bahasa Sunda : Pikeun nyegah panyawat tepa 
anu nyerang kulawarga urang, 
teras kabiasaan pikeun ngabasuh 
leungeun sateuacan tuang 
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Bahasa Jawa : Kanggo ngindhari penyakit infeksi 
sing nyerang kulawarga, banjur dadi 
kebiasaan kanggo ngumbah tangan 
sadurunge mangan 


. Adanya rasa kekeluargaan, kesetiakawanan, dan ikatan 


rasa yang kuat antarwarga 

Hubungan yang kuat dalam kekeluargaan berarti satu 
sama lain saling memberikan perhatian dan senantiasa 
setia menjalin persaudaraan. Untuk menyampaikan pesan 
kesehatan, komunikator bisa meminta bantuan salah 
satu warga yang dianggap sebagai sesepuh sehingga 
anggota keluarga yang lain bersedia mengikuti apa yang 
diperintahkan salah satu anggota keluarga tersebut. 
Sistem sosial yang berlaku sangat kental untuk 
kepentingan kolektif 

Sistem sosial memiliki elemen individu, mengoptimalkan 
kepuasan, dan menjalankan tradisi. Para aktor individu 
di pedesaan mengutamakan kepentingan bersama 
untuk meraih kepuasan demi kemajuan bersama. 
Komunikasi kesehatan harus mengarahkan masyarakat 
untuk menjadikan pola hidup bersih dan sehat sebagai 
kepentingan bersama. Masyarakat diajak secara sukarela 
dan bersama-sama menerima ajakan untuk menerapkan 
program-program kesehatan yang dicanangkan 
pemerintah, seperti tidak mengonsumsi narkoba dan 
minuman beralkohol, menjaga nutrisi dan gizi balita, aktif 
berkunjung ke posyandu, poskedes, serta puskesmas 
dan rumah sakit daerah. 

Pranata adat yang efektif dengan menghidupkan disiplin 
sosial 

Pranata adat adalah lembaga yang lahir dari nilai-nilai 
adat yang berlaku di masyarakat dan kedudukannya 
ditaati bersama. Meskipun hanya lembaga adat, 
masyarakat mengakui keberadannya. Pranata adat 
berperan melakukan pengembangan budaya, ilmu 
pengetahuan, seni, dan pendidikan. Masyarakat dapat 
membentuk pranata adat dengan wewenang mengatur, 
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mengurus, dan mencarikan solusi bila muncul konflik 
dengan berpegang pada nilai-nilai adat setempat. 
Kekuatanpranata adat dapat memaksamasyarakat secara 
sosial untuk mematuhi keputusan yang dikeluarkannya. 
Komunikasi kesehatan dapat dilakukan melalui pranata 
adat, seperti sosialisasi perilaku hidup sehat dan bersih, 
pencegahan penyakit menular, serta kampanye hidup 
antiseks bebas. Bagi individu yang tidak menjalankan 
program kesehatan tersebut, dapat dikenai sanksi sosial. 
Dengan adanya hukuman sosial, masyarakat akan patuh 
dan mengikuti program kesehatan. 


Simpul Akhir: Perlu Intervensi Kebijakan 

Komunikasi kesehatan adalah proses penyampaian informasi 
kesehatan melalui berbagai saluran media kepada publik 
dengan tujuan mengubah perilaku sesuai yang diinginkan. 
Komunikasi kesehatan harus dibarengi dengan berbagai 
intervensi kebijakan yang ditujukan pada semua level untuk 
memperkuat pengaruh pesan komunikasi yang disampaikan. 


Minimnya infrastruktur kesehatan tidak dapat dijadikan 
alasan penyebab rendahnya derajat kesehatan pedesaan. 
Melalui komunikasi kesehatan, pemangku kepentingan 
dapat menyampaikan informasi kesehatan dan memengaruhi 
masyarakat pedesaan untuk menjalankan program-program 
kesehatan demi tercapainya kualitas hidup masyarakat yang 
lebih baik. WM 
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Akselerasi Pembangunan 
Pedesaan 


Oleh: Muhammad Azhar 


Kata “akslerasi” merupakan salah satu konsep kunci 
dalam pembangunan Indonesia pada era disruptif dewasa 
ini. Ketertinggalan pembangunan Indonesia, terutama 
di pedesaan, mengharuskan upaya percepatan. Dengan 
program dana desa, seharusnya, tidak ada alasan lagi bagi 
desa untuk tidak menjadi desa yang berkemajuan. 


Nilai-Nilai Universal di Pedesaan 

Istilah “berkemajuan” bukan hanya pada wilayah 
pembangunan fisik-material, tetapi untuk segala bidang, 
terutama wilayah wawasan ideologis-kebangsaan, yakni 
kesetiaan pada “PBNU” (Pancasila, Bineka Tunggal Ika, NKRI 
dan UUD 1945). Makna lain dari kemajuan juga mencakup 
berkebudayaan, yakni penghargaan yang tinggi terhadap 
nilai-nilai kebinekaan, tanpa mereduksi dimensi keyakinan 
keagamaan maupun etnis dan nilai-nilai kultural lainnya. 


Terkait nila keagamaan, nilai-nilaa teologis yang 
inklusif-pluralistik sudah saatnya disosialisasikan dan 
diinternalisasikan. Ini akan berdampak pada sikap toleran 
terhadap penganut agama (secara eksternal), maupun 
pluralitas pemahaman nilai keagamaan intra-umat (internal). 


Warga bangsa, terutama di pedesaan: sudah saatnya 
lebih diintensifkan untuk mengembangkan nilai-nilai luhur 


1 Peran lembaga kerukunan seperti FKUB berkerja sama dengan tokoh-tokoh lintas 
agama menjadi semakin urgen di masa depan. 
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keagamaan yang universal dapat diterima semua ajaran 
agama, maupun warisan kebudayaan lainnya, seperti 
mencintai lingkungan yang bersih, antikorupsi (termasuk 
korupsi dana desa), anti-human trafficking, menjauhi hoaks 
dan ujaran kebencian, budaya hidup yang efektif, hemat dan 
efisien, memiliki etos kerjatinggi, dan sebagainya. Pemerintah 
punya tugas tak hanya meneruskan pembangunan 
infrastruktur di seluruh wilayah, membangun sumber daya 
manusia yang cakap dan sesuai dengan kebutuhan negara, 
tetapi juga menyelesaikan masalah wawasan kebangsaan di 
kalangan umat beragama. 


Tantangan Terkini 

Dewasa ini, masih banyak umat beragama yang belum 
berhasil mengintegrasikan antara wawasan keumatan 
dan kebangsaan. Fenomena meningkatnya radikalisme di 
kalangan kaum muda Indonesia juga menjadi situasi yang 
memprihatinkan. Saat ini, sekitar 6056 dari total penduduk di 
Indonesia adalah kaum milenial. Besarnya jumlah tersebut 
membuat upaya pencerahan tentang pentingnya komitmen 
kebangsaan perlu segera ditanamkan kepada generasi muda, 
terutama di wilayah pedesaan yang rentan terpapar ideologi 
radikalisme karena masih rendahnya tingkat pendidikan dan 
akses kesejahteraan ekonomi. 


Radikalisme keagamaan dan bentuk lainnya akan memper- 
lambat upaya intervensi negara untuk membumikan program 
kesejahteraan rakyat di desa karena benih-benih radikalisme 
akan dijadikan alat resistensi warga dalam menyukseskan 
program-program kenegaraan, terutama di bidang ekonomi. 
Upaya serius dalam membendung ideologi radikalisme yang 
eksklusif-parokialistik sangat diperlukan demi lancarnya 
proses pembangunan masyarakat berdasarkan pada prin- 
sip kesetaraan (eguality), persuasif, edukatif, advokatif, dan 
humanis. Salah satu langkah pembendungan yang dapat di- 


2 Hasil penelitian LIPI (lipi.go.id » berita » single » Anak-anak-muda-Indonesia...), 
Maarif Institute, Setara dll . Lebih lanjut lihat artikel: https://www.academia.edu 
, Fenomena Radikalisme di Kalangan Anak M... 
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ambil adalah dengan melibatkan lembaga desa, baik DPD 
maupun organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah, 
NU, dan majelis agama-agama lainnya. 


Era Media Sosial dan Kekuatan Civil Society 

Berbagai institusi keagamaan tersebut sudah sangat 
berpengalaman dalam mengelola interaksi antarwarga 
bangsa, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Tak kalah 
penting, di era media sosial yang semakin meluas ini, upaya 
perluasan wawasan para aktivis ormas serta kekuatan 
civil society lainnya tentu menjadi suatu keharusan. Hal ini 
merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan kebangsaan 
dari berbagai penganut agama, maupun para pemangku 
adat dan budaya. 


Ormas-ormas memiliki kewajiban untuk mengelaborasi 
norma-norma keagaman ke wilayah dunia yang lebih 
praksis dan realistis—tidak semata-mata tekstual, teologis, 
metafisis—sesuai dengan tuntutan riil masyarakat di 
pedesaan yang selalu dinamis. 


Potensi Dewi 

Secara fisik, konsep pembangunan desa seperti “Dewi” (Desa 
Wisata): dan sejenisnya, cukup potensial untuk diaktualkan, 
dalam rangka menyongsong era kemitraan global, termasuk 
dalam bidang ekoturisme. Pengembangan SDM di bidang 
parawisata, baik secara akademis maupun non-akademis/ 
skill-praksis, terutama di pedesan, merupakan peluang 
tersendiri bagi tumbuhnya aneka UMKM di bidang wisata 
dan talenta ekonomi kreatif. 


Secara natural, sebenarnya, seluruh desa yang ada di 
Indonesia memiliki potensi dan keunikan tersendiri yang 
dapat digali, dikelola, dan dikembangkan menjadi sumber 
kemakmuran rakyat setempat. Bukankah sekitar 7/04 fondasi 


3 Ma'ruf Amin: “Kami Akan Ciptakan “Dewi dan Dedi" di Desa (https://nasional. 
kompas.com » News » Nasional) 
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ekonomi Indonesia masih disumbang oleh sektor UMKM? 
Pada masa depan, alangkah bagusnya jika para pemilik 
modal, secara altruisme, mau bekerja sama dengan para 
pelaku UMKM. 


Keberlimpahan Bukan untuk Infrastruktur 

Dana desa yang melimpah, bukan saatnya lagi hanya 
diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur pedesaan, 
sebagaimana di awal terbitnya proyek dana desa.: Dana desa 
yang ada dapat dikelola secara berkesinambungan sebagai 
modal awal pengembangan UMKM dan talenta: ekonomi 
kreatif lainnya. 


Sistem pemanfaatan dana desa secara produktif, bukan 
sekadar konsumtif, akan jauh lebih bermanfaat bagi 
kelanjutan pembangunan pedesaan pada masa depan. 
Sebagai contoh, penggunaan dana desa di Desa Ponggok, 
Klaten, yang menarik untuk dijadikan proyek percontohan, 
sesuai potensi desa masing-masing. 


Start-up di Desa 

Pengembangan model bisnis start-up yang dipelopori kaum 
milenial sangat berpotensi untuk diterapkan dalam kegiatan 
ekonomi desa. Sebagai contoh, perintisan start up H-lani.' 
Hal lain yang tak kalah penting adalah, idealnya, setiap desa 


4 Hal itu diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjoyo, kepada sejulah wartawan di Jakarta, 
baru-baru ini. Program dana desa, lanjut Menteri, sudah dilaksanakan selama 
4 tahun mulali 2015 hingga 2018.” Dana yang dikucurkan telah dikucurkan 
mencapai Rp. 187 triliun. Tahun depan, sekurang-kurangnya bakal naik menjadi 
Rp. 85 triliun 


C1 


Fokus bidang talenta generasi milenial merupakan salah satu program 
pemerintahan Jokowi 2019-2024. 


6 https://kumparan.com ) hadiah-sri-mulyani-ke-kades-po 


7 Selain E-Tani (https://infonawacita.com), ada juga startup lainnya, bernama 
Abang Desa, yang berasal dari Kalimantan Barat. Kelahiran start up ini 
dilatarbelakangi oleh keprihatinan atas kurangnya akses pendanaan atau 
perbankan terhadap bisnis-bisnis di pedesaan sehingga bisnis di pedesaan 
cenderung stagnan, padahal mereka memiliki potensi yang tidak kalah besar. 
Untuk Yotube dapat melihat saluran “Kok Bisa" di: https://www.youtube.com/ 
watch?v — L5rrGvdYvBk. 


Tata Kelola Organisasi dan Pembangunan Desa 


memiliki beberapa tokoh penggerak bagi kemajuan ekonomi 
pedesaan. 


Aparat pemerintahan di desa, seharusnya, dapat merekrut 
para sarjana sebagai motor penggerak, sesuai bidang 
keahlian serta relevan dengan potensi desa. Keberadaan 
sarjana penggerak desa dapat mempercepat upaya 
peningkatan kesejahteraan warga yang, sering kali, 
mengalami hambatan, seperti jebakan utang dan rendahnya 
harga beli yang ditawarkan para tengkulak, minimnya inovasi 
produk unggulan desa, sulitnya akses pendanaan, minimnya 
peluang pemasaran melalui internet, dan lain-lain. 


Pemimpin Informal 

Selain tanggung jawab pemerintahan desa, kemajuan desa 
akan dapat lebih dipercepat jika didukung oleh para tokoh 
agama dan adat desa. Hal ini sejalan dengan masih kuatnya 
perspektif di pedesaan yang mengandung hikmah tersendiri 
tentang adanya etos kolektif warga yang dipelopori secara 
intens oleh para tokoh agama maupun adat. Dengan 
demikian, peran masjid, gereja, vihara, kuil, lembaga adat, 
dan sejenisnya, menjadi sangat strategis bagi kemajuan 
desa pada masa depan. 


Pemerintahan desa, melalui dewan pertimbangan desa serta 
pemimpin spiritual dan budaya yang ada, dapat melakukan 
pertemuan dan kajian periodik terkait berbagai tantangan 
yang ada di desa masing-masing, sekaligus menggali potensi 
kearifan lokal maupun potensi ekonomi kreatif. Berbagai 


8 Salah satu contoh sarjana penggerak desa adalah Dadeng Sutaryadi di Desa 
Gelaranyar, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Lewat 
sentuhan tangan dingin Dadeng melalui BUMDesa, aneka produk desa, seperti 
gula aren yang diinovasi menjadi serbuk, lengkuas bubuk, kunyit bubuk dan 
minyak serai wangi, ia pasarkan lewat Facebook, Twitter dan Instagram. Melalui 
pelatihan bisnis desa bagi warga desa yang ia adakan, seorang mantan 'TKI 
yang dahulu hanya mendapat gaji Rp1,2 juta per bulan, kini bisa mendapatkan 
penghasilan rata-rata Rp3 juta-Rp3,9 juta per bulan. Bagi Dadeng, “desa ibarat 
harta karun”. (baca: Sosok, “Dadeng Sutaryadi, Inovator Kemajuan Desa," 
Kompas, 21 Agustus 2019: 12). Lihat juga “Contoh Profil Badan Usaha Milik Desa” 
(Berdesa, 27 Maret 2019). Contoh pembanguna desa yang sukses di Kulonprogo, 
Jembrana Bali, dan lainnya juga menarik untuk ditiru. 
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lembaga pendidikan di pedesaan, termasuk pesantren, 
sangat kondusif dan kontributif untuk dimaksimalkan demi 
kesejahteraan warga pedesaan. Jika desa-desa di Indonesia 
secara akseleratif mengalami peningkatan kesejahteraan, 
secara otomatis, cita-cita bangsa untuk menjadi negara 
maju tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk 
mewujudkannya. 


Tata Kelola Organisasi dan Pembangunan Desa 


Ketahanan Pangan Nasional 
sebagai Pilar Pembangunan 
Desa 


Oleh: Nobertus Danun 


Secara ekonomi, beras masih menjadi komoditas 
strategis bagi perekonomian nasional negara-negara di 
Asia. Penyebabnya beragam, tetapi ada tiga yang paling 
utama. Pertama, tani padi masih diusahakan oleh jutaan 
petani. Kedua, beras terbukti masih menjadi salah satu 
penyumbang devisa negara yang cukup besar. Ketiga, 
beras masih merupakan bahan pangan pokok yang 
utama. Dengan peran strategis tersebut, tidak heran jika 
sebagian besar negara di Asia mengalokasikan sumber 
daya, khususnya dana, untuk mendukung pertumbuhan 
produksi tanaman pangan, utamanya beras. 


Ketika Petani Ramai-Ramai Ganti Profesi 

Pada awalnya, manusia melakukan budidayapertanian hanya 
untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari diri dan keluarganya 
sendiri. Kemudian, hasil lebihnya dijual ke pasar guna 
menghasilkan uang tunai bagi kepentingan keluarga. Seiring 
dengan kemajuan dalam sosio-budaya dan pemahaman atas 
hubungan antarindividu atau kelompok yang semakin luas, 
sistem pertukaran barang ikut berkembang menjadi sistem 
perdagangan yang bertahan hingga saat ini. 


Di negara berkembang, seperti Indonesia, perhatian terhadap 
pembangunan sektor pertanian lebih dikaitkan dengan 
masalah kemiskinan dan pembangunan ekonomi pedesaan. 
Peran pertanian tak hanya sebatas sumber pendapatan bagi 
masyarakat miskin, tetapi dapat dikatakan sebagai sektor 
ekonomi yang paling banyak mendapat perhatian. 
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Kini, perkembangan zaman dan industri di tengah-tengah 
kehidupan masyarakat juga membawa dampak perubahan 
budaya terhadap masyarakat Indonesia. Perubahan pola ber- 
pikir tersebut sangat terasa, bahkan hingga ke masyarakat 
pedesaan. Sebagian besar warga desa cenderung memilih 
bekerja sebagai buruh pabrik dibanding sebagai petani. 
Pilihan mereka didasari oleh pemikiran bahwa kehidupan 
bertani tidak membawa mereka kepada kesejahteraan se- 
cara ekonomi, bahwa harga jual hasil pertanian yang rendah 
dan tidak stabil merupakan faktor utama yang mendorong 
mereka untuk memilih menjadi buruh pabrik sebagai peker- 
jaan. Belum lagi, risiko gagal panen yang disebabkan cuaca 
ataupun hama cukup besar sehingga profesi petani rentan 
merugi. Pekerjaan sebagai petani juga dirasa bukan peker- 
jaan bergengsi sehingga masyarakat, terutama para pemuda 
desa, lebih memilih menjadi buruh atau penjaga toko. 


Tidak dapat dimungkiri, kondisi masyarakat di pedesaan 
yang sebagian besar berprofesi sebagai petani masih 
memprihatinkan. Mereka masih kurang mendapat 
kesempatan untuk membangun aset lahannya menjadi suatu 
lanskappertanian yang berkelanjutan, padahalpembangunan 
berkelanjutan telah hampir empat dasawarsa mendapat 
perhatian dari berbagai pemerintahan di seluruh dunia, 
termasuk di Republik Indonesia yang telah memulainya sejak 
tahun 1969, melalui program pembangunan lima tahunan 
pada era pemerintahan Orde Baru. Dinamika pedesaan 
yang malah mendorong berkurangnya minat generasi muda 
keluarga petani untuk tetap menggeluti profesi di bidang 
pertanian semakin memperkuat keprihatinan terhadap masa 
depan pertanian di negara ini. Oleh karena itu, idealisme di 
bidang pembangunan pertanian dan perdesaan hendaknya 
tetap terpelihara dan mendapat dukungan dari berbagai 
pihak demi perbaikan taraf hidup para penghuninya yang 
notabene didominasi oleh para petani. 


Sebelum Krisis Petani Melanda Negeri 
Kehidupan di pedesaan yang sarat dengan perilaku 


Tata Kelola Organisasi dan Pembangunan Desa 


keberagaman yang taat diharapkan dapat menjadi modal 
utama untuk perbaikan taraf hidup penduduknya, khususnya 
petani. Saat ini, keterbukaan teknologi sistem informasi di 
berbagai pelosok tanah air diharapkan juga menjadi salah 
satu sarana bagi perbaikan tingkat pengetahuan penduduk 
desa. Selain itu, langkah aktif membina kesadaran dan 
kemampuan masyarakat petani dan generasi mudanya 
untuk memperbaiki kehidupan mereka secara bersama-sama 
harus terus dilakukan, mengingat budaya kebersamaan 
itu dirasakan telah semakin memudar di kalangan mereka. 
Dengan demikian, aset lahan yang berupa pekarangan atau 
kebun dan sawah, baik yang dimiliki maupun yang hanya 
digarap oleh petani, dapat ditingkatkan pemanfaatannya 
melalui pengelolaan yang memadai dan terintegrasi untuk 
mencapai keberlanjutan tersebut. Melalui integrasi tersebut, 
hendaknya terbangun pemahaman pentingnya sinergisme 
dan hubungan saling melengkapi antarpelaku ekonomi 
masyarakat. Pemahaman ini penting agar kegiatan pertanian 
mendapat dukungan di ketiga subsistemnya, yaitu masukan 
(input), proses dan keluarannya (output) sehingga hasilnya 
dapat berdampak bagi kehidupan masyarakat secara 
keseluruhan. 


Di Indonesia, ada beberapa faktor utama penghalang 
peningkatan produksi dan stabilitas pangan. Pertama, 
kurangnya sumber daya petani yang berkualitas. Kedua, 
kurangnya permodalan yang berpihak pada petani. 
Ketiga, susutnya lahan pertanian akibat konversi lahan, 
baik untuk kegiatan industri maupun pemukiman, setiap 
tahunnya. Keempat, kurang lancarnya sistem distribusi 
dan keterjangkauan pangan, mengingat kondisi geografis 
Indonesia yang tak hanya luas, tetapi juga menantang 
dengan pegunungan dan pulau-pulau kecilnya. Kelima, 
kemampuan atau daya beli masyarakat dalam membeli beras 
yang berkualitas. Kenyataannya, hingga kini, masih banyak 
masyarakat yang tidak bisa menikmati beras berkualitas 
baik. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya pendapatan. 
Ironisnya, sering dijumpai petani yang menanam beras 
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berkualitas justru yang tidak bisa menikmati hasil tanamnya 
sendiri. 


Cara berpikir masyarakat pedesaan terhadap pengembangan 
dan pengolahan lahan pertanian memerlukan pembaruan 
karena fenomena di lapangan menunjukkan bahwa sebagian 
besar masyarakat pedesaan yang bertani tidak memiliki 
lahan sawah sendiri. Situasi yang memprihatinkan adalah 
ketika lahan-lahan yang sebelumnya sangat luas, dijual 
per petak karena mereka tidak memahami untung rugi dari 
penjualan lahan pertanian tersebut. Luas lahan pertanian 
yang berkurang dan mengecil secara terus-menerus tentu 
berpengaruh pada kuantitas produksi pertanian. Program- 
program penyuluhan dari pemerintah terhadap masyarakat 
pedesaan yang bertani pun tidak mencapai substansinya. 
Banyak rekayasa yang dilakukan oleh warga petani demi 
memperoleh dukungan materiel dari program-program 
penyuluhan yang diadakan. Sayangnya, pemerintah kurang 
kritis terhadap rekayasa-rekayasa yang dilakukan. Bukan 
hanya cara berpikir masyarakat yang perlu diperbarui, tetapi 
juga cara berpikir pemerintah sehingga ada sistem baru 
dalam menangani masalah pertanian yang berdampak pada 
ketahanan pangan nasional. 


Beras bukan hanya merupakan komoditas ekonomi, tetapi 
juga komoditas sosial dan politik. Mengapa? Karena beras 
dibutuhkan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia 
sehingga berperan sangat penting terhadap kondisi ekonomi 
makro, inflasi, risiko ketahanan pangan, pengangguran, dan 
kemiskinan. Indonesia harus terus berusaha mendorong 
peningkatan produksi beras dalam negeri dan mengelola 
stok beras nasional untuk menghadapi kondisi darurat dan 
menjaga stabilitas harga. Produksi beras dalam negeri amat 
penting untuk menghindari tingginya risiko ketidakstabilan 
harga dan suplai beras dari pasar dunia, sekaligus terkait erat 
dengan usaha pengentasan kemiskinan dan pembangunan 
perdesaan. 


Tata Kelola Organisasi dan Pembangunan Desa 


Pemerintah merumuskan kebijakan perberasan melalui 
Instruksi Presiden (Inpres). Kebijakan tersebut merupakan 
dasar bagi kebijakan pendukung yang diambil oleh menteri- 
menteri terkait sesuai bidangnya. Kebijakan perberasan di 
Indonesia meliputi kebijakan produksi, impor, pengendalian 
harga, dan distribusi. Kebijakan produksi dilaksanakan 
melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Kebijakan impor 
dilakukan melalui penerapan tarif impor spesifik, hambatan 
nontarif, Tariff Rate Ouota (TRO), dan red line. Kebijakan 
pengendalian harga dilakukan melalui kebijakan harga dasar 
(floor price), harga maksimum (ceilling price), Operasi Pasar 
Murni (OPM), dan program beras untuk keluarga miskin 
(Raskin). Kebijakan distribusi dilakukan dengan menunjuk 
Bulog untuk mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) 
untuk menjaga ketersediaan pangan sepanjang tahun. 


Percepatan Produksi dan Pengendalian Impor Beras 

sebagai Strategi Perberasan Nasional 

Sedikitnya, ada dua strategi yang dapat dijalankan untuk 

mengamankan situasi perberasan nasional. Pertama, 

melalui percepatan produksi beras nasional. Kedua, dengan 
mengendalikan impor beras. Pemacuan peningkatan 
produksi beras nasional harus ditunjang dengan kesiapan 
dana, penyediaan lahan, teknologi, sumber daya manusia 

(petani), dan infrastrukturnya. Beberapa langkah cepat yang 

dapat ditempuh, antara lain: 

1. Pemberdayaan lahan tidur karena terdapat sejumlah 
lahan kering di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk 
lahan cadangan beras. Meskipun pola pertanaman tidak 
semaksimal lahan irigasi, lahan tersebut diperkirakan 
mampu digunakan untuk produksi tanaman padi. 

2. Efisiensi usaha tani padi dalam meningkatkan produksi 
dan laba dengan menurunkan biaya usaha tani. Dalam 
rangka meningkatkan efisiensi, diperlukan penentuan 
paket teknologi yang lebih spesifik, lokasi, pemberian 
pupuk sesuai dengan waktu yang dibutuhkan tanaman 
padi, pengendalian air irigasi yang efisien, pengolahan 
tanah yang efektif, manajemen pemupukan, dan 
pengendalian hama secara tepadu. 
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3. 


Efisiensi pascapanen melalui peningkatan akses petani 
terhadap sarana pengolahan pascapanen dan pemasaran 
komoditas padi dengan penyempurnaan teknologi 
pascapanen. Selain itu, penyediaan kredit yang mudah 
bagi kelompok tani untuk membantu pengering padi di 
sentra-sentra produksi juga perlu difasilitasi. 

Pengalihan atau substitusi devisa impor kepada insentif 
target produksi dalam negeri. Kebijakan impor sebagai 
solusi instan untuk mengatasi kekurangan produksi 
pangan justru membuat petani semakin terpuruk dan 
tidak berdaya atas sistem pembangunan ketahanan 
pangan yang tidak tegas. Kelebihan suplai pangan dari 
kegiatan impor, sering kali, memaksa harga jual hasil 
panen petani menjadi rendah, tidak sebanding dengan 
biaya produksinya sehingga petani terus menanggung 
kerugian. 


Dalammenunjang program ini, pemerintah dapat menetapkan 
sistem kuota produksi di tiap-tiap kabupaten di Indonesia. 
Secara paralel, pemerintah juga memacu pertumbuhan 
kawasan produksi sebagai penyangga yang memiliki 
tingkat kesesuaian dan luasan pengembangan paling besar. 
Percepatan produksi di atas dapat diupayakan melalui: 


1. 


Konsisten meningkatkan produktivitas, yaitu dengan 
penerapan teknologi produktivitas (menciptakan 
keunggulan kompetitif). 

Pengembangan daerah sentra produksi pangan 
(keunggulan komparatif). 

Dukungan teknologi dan sumber perbenihan unggul 
melalui subsidi research activities dan pasar benih. 
Perlindungan pasar lokal di daerah dan jaminan harga. 
Menciptakan industri hilir untuk meningkatkan nilai 
tambah dan mutu. 

Pemberlakuan tarif bea masuk impor 15—-2546 sebagai 
proteksi terhadap usaha tani petani produsen. 

Stake holder insentif kepada petani atau produsen yang 
dikontrol melalui kelembagaan nasional atau asosiasi. 


Tata Kelola Organisasi dan Pembangunan Desa 


Strategi kedua, yaitu upaya pengendalian impor beras, 
memerlukan strategi kebijakan yang berorientasi internal 
dan eksternal. Dalam strategi internal diperlukan langkah- 
langkah berikut: 


1. 


Meningkatkan hasil komoditas beras dengan 
memperhatikan mutu produksi. Hal itu perlu ditunjang 
oleh Litbang dalam mengembangkan mutu produk. 
Meningkatkan daya saing komoditas beras dan efisiensi 
biaya produksi. Hal itu dimaksudkan agar beras domestik 
dapat bersaing dengan produk impor yang masuk ke 
Indonesia. 

Mengembangkan hasil komoditas beras di dalam pasar 
domestik melalui pengembangan jaringan distribusi 
beras agar jangkauan pasar dalam negeri lebih luas dan 
efisien. 

Pengawasan peredaran disertai intensitas pemantauan 
harga beras di pasar induk dan pasar tradisional eceran 
untuk mengetahui kualitas. 

Meningkatkan koordinasi dalam kelembagaan buffer 
stock nasional melalui Bulog agar pelaksanaan kebijakan 
harga dasar dan eceran tertinggi berlaku secara efektif 
serta stabilitas gabah atau beras dapat dijaga. 


Sementara strategi yang berorientasi eksternal dapat 
dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 


ls 


2. 


Pengaturan importir beras yang tidak bertentangan 
dengan aturan WTO. 

Meningkatkan pengawasan impor beras di pelabuhan 
untuk mencegah praktik penyelundupan dan penimbunan 
impor beras oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 
Pemerintah dapat menerapkan strategi pembatasan 
impor melalui pemberlakukan tarif masuk beras serta. 
Peninjauan ulang strategi impor beras, termasuk 
penetapan kuota impor, juga diperlukan agar tetap dapat 
melindung petani dalam negeri. 


Faktor Penentu Ketahanan Pangan 
Pentingnya ketahanan pangan bukan hanya dilihat dari nilai 
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SUBSISTEM 
KONSUMSI 


Gambar: Sub Sistem Ketahanan Pangan di Indonesia 
Sumber: Olahan penulis 


ekonomi dan sosial, tetapi juga mengandung konsekuensi 
politik yang sangat besar. Oleh karena itu, penting untuk 
meningkatkan produksi pangan dalam negeri sekaligus 
memperlancar distribusi pangan ke seluruh wilayah. Bila 
diperlukan, impor pangan dapat dilakukan. 


Ada beberapa faktor kunci yang memengaruhi ketahanan 
pangan suatu negara. Energi merupakan salah satu yang 
terpenting. Kenaikan harga gas atau bahan bakar minyak 
selaan berpengaruh terhadap kenaikan biaya produksi 
pupuk tentu juga akan berpengaruh terhadap biaya 
transportasi yang, pada akhirnya, akan memberatkan petani 
dan konsumen beras. Hingga kini, pemenuhan kebutuhan 
energi nasional masih bergantung kepada impor. Bila terus 
bergantung, kondisi ketahanan pangan Indonesia akan 
rapuh. 


Faktor lain yang membuat rapuhnya ketahanan pangan 
Indonesia adalah keterbatasan dana. Di antara sektor-sektor 
ekonomi lain, pertanian selalu paling sedikit mendapat kredit 
dari perbankan di Indonesia. Kekurangan modal inilah yang 
menjadi alasan petani tidak memiliki mesin giling sendiri, 
padahal kepemilikan mesin dapat memperpendek rantai 
distribusi dan memperbesar penghasilan petani. 


Tata Kelola Organisasi dan Pembangunan Desa 


Tentu, faktor lingkungan dan iklim, seperti pemanasan 
global, ikut berperan dalam menyebabkan krisis pangan. 
Pemanasan global menimbulkan periode musim hujan dan 
kemarau yang semakin kacau. Akibatnya, pola tanam dan 
estimasi produksi pertanian serta persediaan stok pangan 
menjadi sulit untuk diprediksi. Akan tetapi, upaya untuk 
mengukuhkan ketahanan pangan tetap harus melibatkan 
manusia sebagai aktor utamanya. 
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Tiki-Taka ala BUMDesa FC 


Oleh: Ambang Aries Yudanto, Aditya Wirawan, dan Taufik Raharjo 


Dalam dunia sepak bola, pada tahun 2009, Barcelona FC 
berhasil merajai enam kompetisi mayor dalam satu tahun 
kompetisi, tiga kompetisi domestik—La Liga, Copa del 
Rey, dan Piala Super Spanyol, lalu menjadi jawara di Liga 
Champions UEFA, Piala Super UEFA, dan Piala Dunia 
Antarklub FIFA. Permainan tiki-taka yang ciamik, operan 
satu-dua yang presisi, kontrol bola yang aduhai, menjadi 
hiasan permainan klub Barca ini. Apa yang bisa kita pelajari 
dari klub sepak bola fenomenal ini untuk pengembangan 
BUMDesa? 


Berdasarkan amanah UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, 
BUMDesa menjadi salah satu lembaga yang diperbolehkan 
dibentuk oleh desa. BUMDesa merupakan badan usaha 
yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal 
dari kekayaan desa guna mengelola aset, jasa pelayanan 
dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. BUMDesa diharapkan mampu menjadi 
penyangga ekonomi, menggerakkan roda perkenomian, 
serta melakukan transformasi ekonomi desa (Sukasmanto & 
Matutu, 2016, Yudanto, 2019: Kemendesa, 2019). 


Dalam praktiknya, ada beberapa hal menarik mengenai 
keberadaan BUMDesa. Salah satunya, dilansir dari Ramdhani 
via Kompas.com, 2019, Ridwan Kamil, mengungkapkan 
bahwa 604 dari BUMDesa yang ada di Jawa Barat mati. 
Penyebabnya karena BUMDesa yang telah didirikan tak 
memiliki target pasar yang jelas. Dari berita lain, dilansir dari 
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Gambar 1 Perkembangan Jumlah BUMDesa tahun 2014—2018 
Sumber: Kemendesa, 2019 


detik.com, 2019, di Kabupaten Pangandaran, dari 93 desa, 
sudah 80 desa yang memiliki BUMDesa. Namun, dari 80 
BUMDesa yang ada, hanya sebagian kecil yang berkembang, 
sisanya bisa dikatakan kurang berkembang, bahkan vakum. 
Faktor penyebab kurang berhasilnya keberadaan BUMDesa 
beragam, mulai dari lemahnya SDM, lemahnya dukungan 
politik dari kepala desa, ketidaktepatan dalam pemilihan 
bidang usaha, dan lain sebagainya. Kabupaten Klaten yang 
memiliki salah satu BUMDesa sukses di Indonesia, yaitu 
BUMDesa Tirta Mandiri, menyampaikan melalui Widiyarto, 
Sekretaris Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda dan Olahraga 
bahwa Kabupaten Klaten memiliki potensi luar biasa terkait 
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sumber daya alam berupa air yang semuanya hampir dikelola 
oleh BUMDesa. Namun, kurangnya promosi dan pengelolaan 
yang masih sederhana mengakibatkan beberapa lokasi 
wisata masih belum bisa optimal menggaet para pelancong. 
Fakta lain yang perlu segera mendapat tindak lanjut dari 
pemerintah adalah, jumlah BUMDesa yang cukup signifikan, 
yaitu sekitar 61X dari jumlah keseluruhan desa di Indonesia, 
tidak dibarengi dengan cerita sukses yang ada di belakang 
BUMDesa-BUMDesa yang telah berdiri. Alih-alih cerita 
sukses, ada beberapa BUMDesa di Kabupaten Pangandaran 
yang justru menanggung kerugian karena usaha simpan 
pinjam yang tidak berhasil (detik.com, 2019). 


Apa hubungan Antara Barcelona Era Pep Guardiola dengan 
BUMDesa? 

Permainan ciamik Barcelona yang berujung pada prestasi 
gilang-gemilangnya berasal dari satu kata, yaitu kolaborasi, 
baik kolaborasi antarpemain, antara pemain dan pelatih, 
antara pemain dan akademi, maupun kolaborasi pelatih dan 
akademi. Dalam hubungannya dengan BUMDesa, dari sisi 
peraturan, kolaborasi ini pun sudah diamanatkan melalui 
UU Desa Pasal 92, yaitu “Dalam pelayanan usaha antar-Desa 
dapat dibentuk BUMDesa yang merupakan milik 2 (dua) 
desa atau lebih” ataupun melalui Permendes No. 4 Tahun 
2015, dengan bentuk kerja sama BUMDesa antardesa yang 
bisa mengakomodasi dua BUMDesa atau lebih. 


Meminjam peristilahan beberapa peran dalam permainan 
sepak bola, ada tiga aktor utama yang secara analogis bisa 
diimplementasikan, yaitu Pemain, Pelatih, dan Akademi. 
Untuk mengerucutkan pembahasan, koridor di sini hubungan 
kolaborasi antar-BUMDesa dalam satu wilayah kecamatan 
maupun kabupaten, bukan hubungan antar personel di 
dalam satu BUMDesa. 


Perspektif Pemain 
Dalam perspektif ini, pemain adalah BUMDesa yang ada 
dalam suatu wilayah atau kawasan yang sama, bisa dalam 
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satu kecamatan maupun kabupaten. Seperti halnya Barcelona 
tahun 2009, yang saat itu memiliki Valdes, Pigue dan Puyol di 
sektor belakang: Iniesta dan Xavi sebagai maestro lapangan 
tengah: tak lupa Messi sebagai ujung tombak serangan, dalam 
permainan sepak bola modern, tentu tidak akan ada dalam 
kondisi normal yang menempatkan keseluruhan pemain 
dalam tim sebagai bek. Hal yang sama juga berlaku dalam 
strategi ofensif, tak mungkin seluruh pemain menjadi striker. 
Semua anggota di dalam tim akan berbagi peran. Salah satu 
konsekuensinya adalah tidak semua pemain di dalam tim 
akan menjadi superstar dan dikenal orang banyak. Memang, 
biasanya, yang menjadi bintang adalah mereka-mereka 
yang banyak mencetak gol atau pandai membuat operan 
kunci alias assist, atau bisa jadi yang punya kemampuan 
tekel mumpuni. Di Barcelona 2009, salah satu peran yang 
jarang terlihat adalah Sylvinho atau Eidur Gudjohnsen, yang 
merupakan bek sayap serta striker, Mereka merupakan 
pemain yang jarang terlihat di publik, hanya penikmat bola 
tulen yang barangkali tahu siapa mereka-mereka ini. Namun, 
kiprahnya tentu saja tak bisa dianggap remeh. Sylvinho 
dan Gudjohnsen sering kali menjadi alternatif solusi ketika 
strategi yang diterapkan mentok. 


Adalah wajar ketika tidak semua BUMDesa dalam satu 
kawasan dapat dikenal oleh media. Merekalah yang telah 
mampu menempa diri dan berhasil menjadi “Messi” di dunia 
Per-BUMDesa-an di Indonesia yang akan mendapat ekspos 
luar biasa. Namun, tentu saja Messi tak bisa bekerja sendiri 
tanpa ada Iniesta cs, yang senantiasa memberikan assist 
kepadanya. Messi pun tidak akan menjadi sehebat sekarang 
apabila Pigue dan Puyol memiliki kemampuan bertahan 
yang rata-rata karena, bisa jadi, biarpun Messi berhasil 
mencetak banyak gol, tetapi klub lawan mencetak gol lebih 
banyak sehingga kekalahan yang terjadi. Untuk itu, menjadi 
“Iniesta”, “Xavi”, bahkan “Sylvinho” atau “Gudjohnsen” 
sebenarnya akan sama-sama berarti dan berjasa untuk 
kejayaan dan kesejahteraan masyarakat desa. 
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Masih dalam perspektif yang sama, sudah sewajarnya antar- 
BUMDesa mau dan sadar akan potensi kolaborasi yang 
harus dihadirkan di dalam satu kawasan. Masing-masing 
BUMDesa yang berkolaborasi harus mau mengambil peran 
yang berbeda-beda dan sesuai dengan keahliannya, tidak 
perlu semuanya menjadi striker, pemain tengah, ataupun 
bek. Semua posisi akan memberikan dampak yang sama 
berartinya untuk masyarakat. Hal ini juga selaras dengan 
pemikiran Rachel Bostman yang dikutip oleh Rhenald Kasali, 
2015, yang dinamakan dengan collaborative economy atau 
ekonomi kolaborasi. Bostman mendefinisikan ekonomi 
kolaborasi sebagai “model bisnis yang didasarkan jejaring 
horizontal dan partisipasi komunitas”. Jejaring horizontal 
di sini tentu saja adalah jejaring antarsesama komunitas 
BUMDesa yang ada dalam suatu wilayah dan bagaimana 
partisipasi antarmasyarakat menjadikan BUMDesa lebih 
berdaya guna bagi semua pihak yang ada di lingkungannya. 


Konkretnya untuk BUMDesa? 

Salah satu permasalahan umum BUMDesa, yaitu tidak 
adanya target pasar yang jelas, juga bisa diatasi melalui 
kolaborasi. Sebagai contoh, satu BUMDesa menjadi 
pemasok bagi BUMDesa yang lain. BUMDesa yang telah 
memiliki pasar wisata yang cukup luas dapat membuka 
diri bagi BUMDesa lain untuk menerima pasokan suvenir 
atau makanan khas oleh-oleh daerah tersebut. BUMDesa 
yang sama-sama bergerak di bidang wisata bisa saling 
berkolaborasimempromosikan destinasi wisatanya sehingga 
mampu memasok pelancong potensial. BUMDesa yang telah 
mapan dengan usaha kuliner dan restoran, dapat menerima 
pasokan barang mentah dari BUMDesa lain yang memang 
berfokus dalam bidang pertanian sehingga pasokan bahan 
pokok, seperti beras, sayur mayur dan berbagai komoditas 
lan dapat dipasok dari sesama BUMDesa. Tentu, tetap 
akan ada BUMDesa yang menjadi “superstar” sendirian, 
yang biasanya berperan sebagai “goal-getter” layaknya 
striker dalam sepak bola. Namun, BUMDesa lain tak perlu 
berkecil hati. Peran dan manfaat BUMDesa lainnya dalam 
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satu kawasan tersebut tidak bisa dikatakan remeh karena 
ikut mendukung keberhasilan sang “superstar” sehingga 
kebermanfaatan sang “superstar” semakin bisa dirasakan 
oleh “pemain-pemain” lain, ataujustru sang “superstar” bisa 
menjadi role-model dan enabler bagi BUMDESA-BUMDesa 
lain di sekitarnya. 


Perspektif Pelatih 

Peran Pep Guardiola dalam mendulang kemenangan tidak 
bisa dibilang sedikit, malah sangat signifikan. Pep Guardiola 
telah menjadi enabler bagi para pemain-pemainnya secara 
individu dan dapat menciptakan kerja sama tim yang padu. 
Metode pelatihannya bisa memacu masing-masing pemain 
untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya sesuai dengan 
posisi dan perannya. Selain itu, Pep juga mampu menjaga 
kerja sama tim yang padu, baik di dalam maupun di luar 
lapangan. 


Dalam kaitannya dengan BUMDesa, sebaiknya ada pihak 
yang berperan sebagaipelatih bagi para BUMDesa dalam satu 
kawasan. Hal ini bisa diinisiasi oleh lembaga supradesa yang 
ada di atasnya. Secara peraturan, khususnya di Permendes 
No. 4 Tahun 2015, sesungguhnya telah disampaikan, “Bupati/ 
Walikota melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi 
terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya 
pengelola BUMDesa”. Namun, hal ini sering kali dimaknai 
hanya dari sisi kuantitatif saja, kurang memperhatikan 
aspek kualitatif yang dapat berupa tingkat kesuksesan dan 
keberlangsungan BUMDesa-BUMDesa yang ada di dalam 
wilayahnya. 


Fungsilembaga supradesa yang adaperlu ditegaskan kembali 
atau, bila dimungkinkan, dapat dibentuk tim khusus yang 
memang didesain untuk memastikan keberlangsungan hidup 
BUMDesa dan menciptakan kolaborasi padu antar-BUMDesa. 
Tim ini pun bisa melibatkan kalangan Academician-Business 
Entity-Community-Government-Financial Institutions-Media 
(Suryanto, 2018). Dalam konteks ini, penulis terjemahkan 
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menjadi kalangan akademisi, praktisi bisnis, komunitas 
sesama BUMDesa yang tentu saja telah sukses, pemerintah, 
institusi keuangan, bahkan dari kalangan media. 


Kemampuan lain yang perlu dimiliki pelatih, terutama yang 
berkaitan dengan BUMDesa, adalah mampu memberikan 
gambaran peta potensi kedaerahan yang ada di dalam 
cakupan suatu wilayah. Jangan sampai, seluruh pemain 
memilih menjadi striker karena menganggap posisi itulah 
yang berpotensi memberikan predikat superstar. Barcelona 
tidak akan hebat bila kesebelas pemain dalam line-up- 
nya adalah Lionel Messi. Artinya, jangan sampai seluruh 
BUMDesa yang ada dalam satu wilayah mengambil ladang 
usaha yang sama persis. Samapersis di sini diartikan peluang 
usaha yang menyasar target pasar yang sama sehingga 
dimungkinkan adanya kanibalisme konsumen. 


Apa yang dimaksud kanibalisme konsumen? Sebagai contoh, 
setelah melalui studi kelayakan bisnis, dianggap bahwa 
potensi air menjadi salah satu kekuatan utama di beberapa 
desa dalam satu kawasan, lalu diterjemahkan oleh setiap 
desa yang ada dengan membuat umbul pemandian air alami. 
Kemudian, hampir semua desa dalam suatu wilayah memiliki 
destinasi wisata umbul. Bayangkan, sebagai wisatawan, 
apakah Anda akan berminat mengunjungi keseluruhan 
umbul yang ada, yang secara jarak saling berdekatan satu 
sama lain dan menawarkan jenis wisata relatif sama? Di 
mana kanibalisme konsumennya? Bagi umbul yang sudah 
mapan terlebih dulu, adanya pesaing dari desa sebelah 
yang sebelumnya belum memiliki destinasi berupa umbul, 
berpotensi menarik konsumen yang telah ada ke destinasi 
sebelah terutama bila menawarkan nilai tambah yang 
lebih dibandingkan umbul sebelumnya. Di situlah letak 
kanibalisme konsumennya. 


Ketika ada potensi alam berupa air, masing-masing 
BUMDesa dapat memanfaatkannya, tetapi dengan fokus 
bentuk wisata yang bervariasi dan tidak menyasar satu 
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potensi pelancong yang sama. Sebagai contoh, satu atau dua 
BUMDesa membentuk umbul, yang lain berupa arung jeram, 
lainnya merupakan pemasok air bagi daerah di sekitarnya. 
Dengan demikian, diharapkan kanibalisme konsumen dapat 
diminimalisasi kehadirannya. 


Dariuraian diatas, pelatih harus dapat memberikan gambaran 
makro di suatu wilayah sehingga sesama BUMDLesa dapat 
saling berkolaborasi untuk saling menguatkan, menutupi 
kekurangan, bukan malah saling berkompetisi layaknya 
lawan. 


Perspektif Akademi 

La Masia terbukti dapat memasok pemain-pemain penting 
antargenerasi ke Barcelona FC. Pelatih di Barcelona, 
barangkali, tidak akan terlalu pusing memilih pemain yang 
akan dipromosikan ke tim utama dari pemain asli didikan 
akademi. Kurikulum dan fasilitas mumpuni menjadi jaminan 
bagi La Masia untuk meramu pemain dengan kualitas A. Di 
dunia ini, La Masia pun hanya ada satu, hanya di Barcelona. 
Tentu ada akademi-akademi sepak bola lain yang terbukti 
mampu menghasilkan kualitas pemain luar biasa, sebut 
saja Akademi Sepak Bola Ajax. Namun, dalam era sepak 
bola modern, klub Eropa mana yang mampu menghasilkan 
tim pemborong 6 trofi kompetisi mayor hanya dalam satu 
tahun kompetisi dan, dengan catatan, hampir semua aktor 
utamanya berasal dari akademi sepak bolanya sendiri? 
Sampai saat ini, hanya Barcelona. 


Ketika membicarakan BUMDesa, siapa dan apa yang 
dimaksud dengan akademi? Penulis memberi definisi 
bahwa, yang dimaksud akademi dalam kaitannya dengan 
BUMDesa adalah “tempat saling berbagi ilmu" bagi siapa 
pun yang akan belajar dan mencari solusi permasalahan 
terkait BUMDesa dan tentu saja memiliki kurikulum yang 
seragam dan jelas. Saat ini, sudah ada beberapa lembaga, 
baik swasta maupun pemerintah, baik tingkat pusat maupun 
daerah, baik akademisi maupun praktisi, yang telah, sedang, 
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dan akan mengambil peranan ini. Sebenarnya, tidak ada yang 
salah dengan ini semua. Lalu, apa yang harus dilakukan dan 
apa korelasinya dengan BUMDesa? 


Kalau berbicara secara makro di level Indonesia, kita bisa 
melihat dari perspektif yang sama, tetapi dengan hasil 
yang berbeda. Di satu sisi, beberapa daerah kekurangan 
akademi-akademi untuk menciptakan BUMDesa mumpuni di 
Indonesia. Di sisi yang lain, terutama di Jawa dan Sumatra, 
terdapat akademi-akademi yang cukup beragam dan dengan 
kurikulumnya masing-masing. 


Dari sudut pandang yang kekurangan akademi, tentu akan 
mudah untuk mengidentifikasi apa dampak negatifnya. Bisa 
jadi, para pelaku BUMDesa di sana menemuitantangan untuk 
menemukan enabler guna mengakselerasi perkembangan 
BUMDesa. Sementara dari sisi yang memiliki banyak 
alternatif akademi, bisa jadi, para pelaku BUMDesa akan 
kebingungan memilih mana akademi yang baik dan cocok 
bagi mereka. Sisi baiknya, akan ada banyak alternatif tempat 
bertanya apabila terdapat permasalahan di lapangan. 


Tidak ada yang salah dengan hal yang telah terjadi ini. 
Namun, tentu saja ada pekerjaan rumahnya. Bagaimana 
menyinergikan masing-masing kurikulum dari akademi yang 
telah ada dan menjadikannya satu rumah besar akademi “La 
Masia” untuk BUMDesa Indonesia. Ketika sinergi kurikulum 
sudah dikatakan berjalan, baru perluasan dan pengembangan 
fasilitas akademi dapat dilanjutkan. Tentu hal ini tidak 
semudah membalikkan telapak tangan, diperlukan sikap 
dan niat baik untuk berkolaborasi antarakademi yang sudah 
ada guna menciptakan kurikulum yang seragam dan mampu 
memberikan solusi bagi BUMDesa di seluruh Indonesia. 


Penulis membayangkan betapa dahsyatnya bila dalam suatu 
kecamatan atau kabupaten terdapat BUMDesa-BUMDesa 
yang saling mendukung, memainkan strategi tiki-taka yang 
brilian, dan sadar akan perannya masing-masing. Tidak 
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perlu saling berebut untuk menjadi superstar karena di balik 
superstar ada dukungan pemain lain yang sama pentingnya. 
Kehadiran pelatih brilian yang mampu memberikan arahan 
peta jalan dan menjaga harmoni kolaborasi BUMDesa- 
BUMDesa yang ada. Lalu, dukungan akademi-akademi 
BUMDesa dengan kurikulum yang seragam, padu dan kuat 
untuk mendorong terciptanya BUMDesa-BUMDesa muda 
potensial di seluruh wilayah Indonesia. Penulis optimis 
akan ada banyak “piala” yang bisa dihadirkan oleh tim 
kuat ini, salah satunya berupa kesejahteraan masyarakat 
desa dalam satu wilayah akan meningkat dan terjaga 
keberlangsungannya. 


Inilah yang bisa jadi kita namakan, tiki-taka ala BUMDesa 
FC. B 
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Mencari Tata Kelola Terbaik 
Kampung Tematik 


Oleh : Andi Kurniawati 


Kampung Tematik adalah salah satu inovasi Pemerintah 
KotaSemaranguntuk mengatasipermasalahan pemenuhan 
kebutuhan dasar, utamanya, pada peningkatan kualitas 
lingkungan rumah tinggal warga miskin dan prasarana 
dasar pemukiman. Bagaimana dan apa saja tantangan 
pengelolaannya? 


Mengenal Program Kampung Tematik 

Program kampung tematik memiliki beberapa tujuan, antara 
lain mengubah lokasi kumuh menjadi tidak kumuh, perbaikan 
kondisi lingkungan, peningkatan penghijauan wilayah yang 
intensif, pelibatan partisipasi masyarakat secara aktif, 
serta mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat 
setempat (pemberdayaan). 


Gambar 1. Program Kampung Tematik Kota Semarang 
Sumber: Pemkot Semarang, 2016 
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Pelaksanaan program kampung tematik diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus pemerintah 
daerah setempat, mulaidari RT dan RW, pemerintahkelurahan, 
bahkan pemerintah kota atau kabupaten, di masing-masing 
kelurahan yang menjadi objek kampung tematik. Manfaat 
bagi masyarakat di kelurahan tersebut, selain dapat hidup 
di lingkungan yang bersih dan hijau, adalah kegiatan 
positif yang muncul akibat program kampung tematik 
untuk masyarakat setempat. Kegiatan ini memiliki banyak 
dampak, seperti memunculkan potensi lapangan pekerjaan 
bagi masyarakat hingga menjadikan kondisi keamanan di 
lingkungan kelurahan lebih kondusif. 


Bagi pemerintah kelurahan, manfaat kampung tematik antara 
lan memberikan pelayanan bagi masyarakat kelurahan, 
dalam hal ini tata kelola lingkungan, dapat mendorong 
partisipasi masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan 
sekitar, serta mampu menyelenggarakan pemberdayaan bagi 
masyarakat di kelurahan tersebut untuk mendorong potensi 
sosial dan ekonomi sehingga pemerintah kelurahan mampu 
bekerja sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Tingkat keberhasilan pemerintahan desa atau kelurahan 
tentu akan berdampak bagi pemerintahan di tingkat kota 
atau kabupaten. 


Pemerintah kota/kabupaten tentu perlu memberikan bantuan, 

dapat berupa pelatihan, penyuluhan, sarana dan prasarana, 

maupun dana, guna menuju peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Tentu, peningkatan kesejahteraan masyarakat 

harus melihat aspek-aspek terkait, salah satunya adalah 

potensi lokal yang dimiliki lingkungan tersebut. Menurut 

“Gerbang Hebat Kota Semarang, 2016” potensi tersebut 

dapat berupa: 

es Usaha dominan dan mata pencaharian pokok sebagian 
besar masyarakat di wilayah tersebut 

e Karakter masyarakat yang mendidik (budaya, tradisi, 
kearifan lokal) 

es Masyarakat dan lingkungan yang sehat 
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se Home industry ramah lingkungan 

se» Hasil kerajinan masyarakat 

e Giri khas setempat yang tidak dimiliki kampung lain dan 
bisa menjadi icon wilayah 


Program Kampung Tematik yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Kota Semarang sudah berjalan sekitar tiga 

tahun. Bagaimana hasil evaluasi program tersebut? Apakah 

manfaat dan dampak positif sudah dirasakan oleh masyarakat 
kampung tematik tersebut? Manfaat dan dampak yang 
diharapkan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui Kampung 

Tematik antara lain: 

s Pemenuhan dan peningkatan sarana dan prasarana 
lingkungan (fasilitas umum dan fasilitas sosial) yang 
lebih baik dan tertata. 

se Pertumbuhan dan peningkatan ekonomi lokal yang 
berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga. 

es Mendukung trademark wilayah tersebut menjadi 
icon, dapat memberikan pengaruh positif pada warga 
setempat, seperti perubahan pola pikir dan perilaku 
warga serta keberdayaan masyarakat. 

s Memberikan pengaruh positif dan daya tarik bagi 
kampung-kampung lain di kelurahan tersebut maupun 
kelurahan lainnya agar terpicu dan terpacu untuk 
mewujudkan tematik serupa. 

se Munculnya titik-titik kunjungan baru di setiap kecamatan 
atau kelurahan yang tidak semuanya tersentral di tingkat 
kota yang mendukung pengembangan potensi dan icon 
Kota Semarang. 

es Menggugah para pemberi CSR untuk mereplikasi 
kampung tematik di wilayah lain. 


Sebuah Kasus 

Dari beberapa tinjauan, antara lain yang juga penulis 
lakukan, beberapa kampung tematik menemui hambatan 
sehingga tidak dapat berjalan sesuai rencana, bahkan 
berhenti di tengah jalan. Hambatan yang ditemukan di 
lapangan antara lain kondisi saat ini yang sudah tidak 
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sesuai seperti saat diresmikannya program kampung 
tematik di kelurahan, contohnya adalah “Kampung Labu”. 
Kini, di kelurahan tersebut, sudah tidak ada lagi labu yang 
tumbuh atau berbuah. Hambatan lain, kurangnya perhatian 
dan pengawasan sekaligus minimnya aspek manajerial dari 
program kampung tematik tersebut. Contohnya, “Kampung 
Pilah Sampah" yang gudang tempat penampungan dan 
pemilahan sampahnya sudah terbakar, hingga saat ini, 
belum ada tindak lanjut dan terkesan ada sikap saling 
lempar tanggung jawab antara pihak kelurahan dengan 
pihak pemerintah kota dalam mencari solusinya. 


Hambatan dan ancaman terbesar dari program ini adalah 
pengajuan kampung tematik di sebuah kelurahan, ternyata 
hanya fiktif saja di lapangan. Program fiktif ini dapat menjadi 
peluang bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk 
memanfaatkannya, seperti dana bantuan yang diberikan 
oleh pemerintah kota, ternyata, tidak seluruhnya atau hanya 
sebagian digunakan untuk melaksanakan program tersebut. 


Tawaran Solusi 

Program kampung tematik sebagai tonggak perekonomian 
desa yang dapat dijadikan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDesa) diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat sesuai dengan Pasal 331 ayat 4(a) UU No. 23, 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, 
ketika pelaksanaannya belum memberikan hasil yang sesuai 
dengan harapan, upaya pencarian solusi dan perbaikan 
harus segera dilaksanakan. 


Dalam kasus yang dipaparkan sebelumnya, sistem tata kelola 
sebuah program terbukti sangat berpengaruh terhadap 
keberhasilan mencapai tujuan yang telah direncanakan. 
Solusi yang langsung bisa dilakukan antara lain menjamin 
adanya pihak yang bekerja sama dengan pemerintah kota 
atau kabupaten dan pemerintah desa yang ikut mengatur 
(orginzing/ managerial) dan mengawasi (controlling) 
program kampung tematik. Sebelum membahas bagaimana 
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memilih pihak yang mengatur dan mengawasi jalannya 
program, perlu diketahui terlebih dahulu gambaran tugas 
masing-masing pihak, yaitu: 


Mengatur (Orginizing/Managerial) 

Tanggung jawab pihak ini adalah mengorganisasikan 

seluruh elemen yang terlibat dan mengelola semua potensi 

yang dapat menjadi aspek pendorong agar tujuan program 
kampung tematik dapat tercapai. Rincian tugas pihak ini 
antara lain: 

e Melakukan perencanaan (planning) tentang program 
kerja dan waktu pencapaian sesuai dengan target tujuan 
kampung tematik masing-masing kelurahan. 

se Menjadimediator antara pemerintah kota dan pemerintah 
desa dalam berkomunikasi. 

s Memimpin program dan berhak memilih masyarakat 
kelurahan tersebut untuk menjadi pengurus program 
yang selanjutnya dilaporkan kepada pemerintah kota 
dan pemerintah desa. 

s Mengatur dan mengoordinasi tugas masing-masing 
anggota. 

es Melakukan pelatihan, konseling dan menjaga tingkat 
kedisiplinan anggota untuk mencapai tujuan program. 

s Mengatur keuangan di dalam program. 

es Menjaga kualitas hasil program. 

se Menjadi pemimpin dalam setiap pengambilan keputusan 
yang selanjutnya dikoordinasikan kepada pemerintah 
kota dan pemerintah desa. 

s Mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan program 
pada kelurahan tersebut. 


Mengawasi (Controlling) 

Tanggung jawab pihak pengawas adalah mengawasi seluruh 

kegiatan program kampung tematik, mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, hingga produk akhir dari program tersebut. 

Pihak ini memiliki tugas antara lain: 

s Mengawasi setiap aliran dana bantuan yang diberikan 
oleh pemerintah kota dan pemerintah desa untuk 
program. 
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s» Mengoordinasikan setiap masalah yang timbul pada saat 
pelaksanaan program. 

s Mengawasi seluruh kegiatan anggota yang terlibat 
dalam program. 

s Mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan beserta 
kendala yang dialami pada saat pelaksanaan program 
minimal 1 bulan sekali. 


Pihak-pihak di atas memiliki tanggung jawab kepada 
pemerintah kota dan pemerintah desa agar program 
kampung tematik dapat berjalan sesuai dengan rencana dan 
memberikan manfaat bagimasyarakat. Keberhasilan program 
ini tentu akan mendorong peningkatan perekonomian desa 
yang pada gilirannya dapat ikut mendorong peningkatan 
perekonomian kota/kabupaten. 


Pemilihan pihak yang dapat mengatur dan mengawasi tata 
kelola program kampung tematik dapat dilakukan dengan 
beberapa cara, seperti skema berikut: 


Pemilihan Pihak 
Pengatur dan Pengawas 


Pemerintah Kota | (Pihak ke-3) 


Gambar 2. Skema Pemilihan Pihak yang Mengatur dan Mengawasi 
Sumber: Pemkot Semarang, 2016 


Ditunjuk oleh Pemerintah Kota/Kabupaten 

Pihak pengatur dan pengawas program kampung tematik 
adalah mereka yang dianggap berkompeten dalam bidang 
tersebut dan ditunjuk oleh pemerintah kota/kabupaten 
untuk bertanggung jawab akan hal tersebut. Pemilihan 
dengan metode ini lebih memudahkan pemerintah kota 
dalam mengontrol seluruh kegiatan, termasuk dalam hal 
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keuangan, fasilitas, maupun seluruh bantuan, yang diberikan 
agar program dapat berjalan sesuai rencana. Kelemahan 
metode ini adalah kemungkinan kurangnya komunikasi 
dan koordinasi yang baik antara pihak yang dipilih sebagai 
pengatur dan pengawas dengan pemerintah desa dan 
masyarakat setempat. Kondisi ini berisiko menyebabkan 
salah paham yang berakibat tidak berjalannya kegiatan 
sesuai program. 


Ditunjuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan 

Pihak pengatur dan pengawas program adalah mereka 
yang dianggap oleh pemerintah desa/kelurahan mampu 
dan berkompeten dalam bidang tersebut, kemudian 
diusulkan kepada pemerintah kota/kabupaten untuk 
bertanggung jawab akan hal tersebut. Pemilihan dengan 
metode ini memudahkan pemerintah desa mengalokasikan 
seluruh kebutuhan untuk kegiatan dalam program tersebut 
karena pihak yang dipilih adalah mereka yang sudah 
mengenal karakter pemerintah desa. Kelemahannya adalah 
kemungkinan terjadi penyelewengan bantuan, baik berupa 
dana, fasilitas, maupun pelatihan penunjang program, untuk 
kepentingan salah satu pihak. 


Seleksi Terbuka (Open Recruitment) 

Dalam metode ini, pemilihan dilakukan dengan membuka 
pendaftaran bagi mereka yang tertarik mengemban tugas 
dan tanggung jawab seperti yang telah dipaparkan. 
Pengumuman akan dilakukan oleh pemerintah kota/ 
kabupaten dan pemerintah desa/kelurahan sehingga 
memungkinkan siapa saja menjadi pengatur dan pengawas 
program. Bagi para pendaftar, mereka harus menjalani tes 
yang menyangkut kemampuan dan kompetensi dalam 
manajerial dan pengawasan. Kelebihan pemilihan dengan 
metode ini adalah mereka yang terpilih tidak memiliki atau 
mewakili kepentingan tertentu, kecuali bekerja sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga 
semua pihak fokus mencapai tujuan program. Kelemahannya, 
kemampuan dan kompetensi sangat bergantung terhadap 
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kualitas para pendaftar sehingga, jika pendaftar hanya 
sedikit, dikhawatirkan kompetensi pendaftar belum 
memenuhi kriteria. 


Mitra Kerja Sama (Pihak Ketiga) 

Pemerintah kota/kabupaten serta pemerintah desa/ 
kelurahan mengajak pihak ketiga yang dianggap mampu 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing 
peran untuk bekerja sama. Pihak ketigaini selanjutnya disebut 
mitra kerja sama. Metode pemilihan ini mempertimbangkan 
faktor kompetensi di bidang pengaturan (managerial) dan 
pengawasan (controlling), faktor menghindari tarik-ulur 
kepentingan antara pemerintah kota/kabupaten dengan 
pemerintah desa/kelurahan, serta tingkat profesionalisme 
mitra kerja sama yang dapat juga menjadi aspek pendorong 
keberhasilan program. Metode mitra kerja samajuga memiliki 
kelemahan, yaitu kemungkinan terjadinya wanprestasi 
antara pihak pemerintah kota, pemerintah desa, mitra kerja 
sama maupun anggota masyarakat yang menjadi bagian 
dari program tersebut, yang pada gilirannya menyebabkan 
terhambatnya program. 


Metode pemilihan dapat disesuaikan dengan kondisi 
yang paling cocok untuk diterapkan. Seluruh solusi yang 
dipaparkan bertujuan untuk mendorong tingkat keberhasilan 
program kampung tematik melalui sistem tata kelola yang 
baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. IM 
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BUMDesa dan Literasi 
anti-Fraud 


Oleh: Bambang Arianto 


Masih banyak perangkat desa yang belum siapmengunakan 
dana desa untuk kepentingan masyarakat secara luas. 
Bagaimana kelangsungan BUMDesa yang merupakan 
pusat perputaran dana desa bagi kesejahteraan rakyat? 


Dana desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan 
jumlah anggaran sebesar Rp20,76 triliun. Meski angka 
serapan masih rendah, tetapi alokasi dana desa terus 
meningkat. Pada tahun 2016, alokasinya menjadi Rp46,9 
triliun, kemudian naik menjadi Rp60 triliun pada tahun 2017, 
dan direncanakan akan naik dua kali lipat menjadi Rp 120 
triliun untuk tahun 2018. Sejak digulirkan, dana desa tercatat 
telah mewujudkan pembangunan yang besar di desa. Hingga 
akhir 2016, sebanyak 66.884 kmjalan desa berhasil terbangun, 
511,9 km jembatan, 1.819 unit pasar desa, 14.034 unit sumur, 
686 unit embung, 65.998 drainase, 12.596 unit irigasi, 11.296 
unit PAUD, 3.133 unit Polindes, 7.524 Posyandu, 38.184 unit 
penahan tanah, 1.373 unit tambatan perahu, 16.295 unit air 
bersih, dan 37.368 unit MCK, semuanya merupakan catatan 
hasil penggunaan dana desa. Semenjak bergulir pada 
tahun 2015 hingga saat ini, dana desa sudah disalurkan 
ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. 


Ironisnya, dalam perkembangannya, dana desa yang 
berlimpah tersebut rawan praktik korupsi. Berdasarkan 
hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) 
sejak tahun 2015 hingga semester I 2018, kasus korupsi 
dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Tercatat, sedikitnya, sudah ada 181 kasus korupsi dana desa 
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dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar 
Rp40,6 miliar. Kasus-kasus ini terus mengalami peningkatan 
dari yang semula ada 17 kasus pada tahun 2015, meningkat 
menjadi 41 kasus pada 2016. Sementara, pada 2017, korupsi 
dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. 
Pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang 
semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi. 
Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk 
kasus korupsi dana desa. Pada 2015, ada 15 kepala desa 
yang menjadi tersangka, 2016 jumlahnya meningkat menjadi 
32 kepala desa, dan meningkat lebih dari dua kali lipat 
menjadi 65 orang pada 2017. Pada semester I tahun 2018, 
sebanyak 29 orang kepala desa menjadi tersangka. Dengan 
demikian, peningkatan kasus korupsi dana desa kian tahun 
kian meningkat. 


Gambaran tersebut semakin menegaskan bahwa masih 
banyak perangkat desa yang belum siap mengemban dan 
mengunakan dana desa untuk kepentingan masyarakat 
secara luas. Dengan demikian, masih terdapat banyak celah 
yang bisa membuat perangkat desa melakukan tindakan 
fraud (kecurangan). Belum lagi, banyak diketahui kasus 
kepala desa yang, tidak hanya berwatak mafia, tetapi juga 
bermuka ganda. Artinya, seorang kepala desa sekaligus 
juga pemburu renten yang bertujuan mencari pundi-pundi 
pribadi. Makin buruk, adanya fenomena kejar setoran, yaitu 
seorang kepala desa dituntut untuk mampu menguasai 
power sharing, bahkan resource sharing sebagai upaya 
mengembalikan modal dalam pemenangan kepala desa. 


Langkah Taktis anti-Fraud 

Bila tidak dilakukan pengendalian internal yang sistematis, 
celah ini dapat menjadi ancaman nyata bagi penyaluran dana 
desa di masa depan, termasuk kelangsungan BUMDesa yang 
merupakan pusat perputaran dana desa bagi kesejahteraan 
rakyat. Dengan kuasa yang kuat, bisa dipastikan kepala desa 
berwatak buruk bisa memanfaatkan dana desa sekaligus 
operasionalisasi BUMDesa bagi kepentingan pribadi. Potensi 
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ini mengonfirmasi teori fraud pentagon yang dikembangkan 
oleh Crowe Howarth, (2011), yakni kecenderungan seseorang 
melakukan fraud dikarenakan pressure (tekanan), opportunity 
(peluang), rationalization (rasionalisasi),  comptence/ 
capability (kompetensi), dan arrogance (arogansi). 


Dari beberapa faktor tersebut, selain pengendalian 
internal, tentu diperlukan langkah preventif untuk menekan 
terjadinya fraud dalam pengelolaan dana desa. Dengan 
catatan, langkah-langkah pencegahan ini perlu bersifat 
menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan, baik pada 
tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya adalah 
membangun gerakan kultural di masyarakat perdesaan 
melalui literasi anti-fraud. Adapun beberapa bagian dari 
literasi anti-fraud yang bisa turut dikembangkan antara lain: 
1. Membangun sistem whistleblower, yakni mendorong 
setiapindividu untuk berani secaradiam-diam melaporkan 
kemungkinan kecurangan, aktivitas yang tidak jujur, 
atau kecurangan lain yang dilakukan oleh kepala desa 
maupun pengelola dalam lingkup Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDesa). Biasanya, para whistleblower akan 
terdampak konsekuensi buruk karena telah melaporkan 
kecurangan sehingga diperlukan perlindungan dari 
kemungkinan menerima tindakan ancaman dari pihak- 
pihak yang tidak menyukai langkahnya. Oleh sebab itu, 
diperlukan hotline khusus untuk whistleblower sebagai 
infrastruktur dasar untuk mendorong orang-orang berani 
melaporkan segala bentuk fraud dalam pengelolaan dana 
desa. Salah satu alternatif penerapan whistleblowing 
adalah dengan mengunakan kotak saran anonim. Dengan 
kotak saran anonim, umumnya setiap whistleblower akan 
lebih berani melaporkan terjadinya kecurangan. 


2. Penerapan digitalisasidalam laporan keuangan dan setiap 
pengganggaran dana desa, seperti e-budgeting. Selama 
ini, ketiadaan aspek transparansi dalam pengelolaan 
anggaran dapat menimbulkan celah fraud dan kejahatan 
korupsi-suap. Melalui penerapan sistem e-budgeting, 
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publik dapat dengan mudah mengawasi dan memeriksa 
secara partisipatoris semua alur keuangan dana desa 
yang masuk dan keluar dengan cepat. Sekalipun saat 
ini, program digitalisasi desa belum semua merata, 
diharapkan digitalisasi desa pada masa depan bisa 
mengarah juga dalam pengelolaan keuangan yang 
diterapkan dari tingkat provinsi hingga desa. Dengan 
demikian, penerapan e-budegeting juga bisa menyasar 
ke tingkat desa. Pada era demokrasi digital saat ini, 
sudah selayaknya setiap kepala desa bisa menerapkan 
proses penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja 
anggaran secara digital. Dikarenakan sistem itu dapat 
meminimalkan penggelembungan harga, menghindari 
manipulasi spesifikasi barang dan realisasi penggunaan 
anggaran yang tidak tepat. 


Lebih lanjut, menurut studi Fahtul Wahid (2015), ada 
beberapa manfaat dari pengunaan e-budgeting. Pertama, 
kontrol akan lebih mudah dilakukan karena hanya pihak- 
pihak tertentu yang berhak dan dapat mengakses serta 
mengubah anggaran. Pelacakan siapa yang mengisi 
dapat dilakukan dengan mudah. Kedua, kontrol dapat 
dilakukan sejak tahap perencanaan, dengan didesain 
untuk dapat menolak usulan yang dianggap tidak relevan 
hingga usulan anggaran yang mengada-ada. Ketiga, 
transparansi anggaran dapat ditingkatkan sehingga 
publik dapat melihat secara resmi rancangan anggaran 
secara online, meski tidak pada situs resmi. Keempat, 
kontrol realisasi anggaran akan lebih mudah dilakukan 
sehingga pelaksanaan program dan keterserapan 
anggaran dapat diketahui secara langsung ketika 
sudah dilaporkan sistem, dengan catatan e-budgeting 
memuat fitur tersebut. Langkah taktis itu akan lebih 
memungkinkan pengelolaan dana desa akuntabel karena 
setiap pengeluaran dapat dilacak oleh publik. Semakin 
transparan dan akuntabel penyusunan anggaran, 
semakin minim kebocoran dan upaya penyelewengan. 
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3. Membangun pemahaman masyarakat perdesaan melalui 
literasi anti-fraud. Langkah taktisnya dengan mengelar 
berbagai pelatihan yang bekerja sama dengan perguruan 
tinggi. Pelatihan ini meliputi pentingnya pemahaman 
akuntansi forensik bagi pengelola BUMDesa hingga 
pemahaman lainnya terkait fraud, terutama dalam 
pengelolaan dana desa. 


Melalui berbagai langkah taktis tersebut, kultur yang 
kemudianlebih diartikan sebagai kebiasaan” untukbertindak 
jujur dapat terbangun. Kultur anti-fraud ini diharapkan dapat 
mendidik masyarakat agar tidak menyogok dan memberi 
suap dalam berbagai urusan. Bila ada aparat desa yang 
meminta suap, masyarakat tak perlu takut melaporkannya 
melalui saluran whistleblowing atau ke instansi berwenang. 
Pada akhirnya, membangun gerakan literasi anti-fraud 
dengan tujuan akhir membangun kultur anti-fraud dapat 
membawa perubahan budaya yang dimulai dari pikiran, 
hati, dan keseluruhan kesadaran sehingga terhindar dari 
segala aspek kecurangan. Dengan demikian, literasi anti- 
fraud dipercaya mampu melahirkan model budaya baru yang 
mengedepankan nilai keterbukaan, kesederhanaan, dan 
kekuatannya guna memberangus segala bentuk fraud dalam 
pengelolaan BUMDesa, terutama dana desa. 
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Memaknai Detail Legalitas 
BUMDesa 


Oleh : Elita Lukminarti 


Tata cara pembentukan BUMDesa mewajibkan beberapa 
langkah dan pelaksanaan yang menyangkut proses legal 
sebuah badan usaha. Di balik seluruh aturan dan tata 
tertib yang harus dilakukan dalam prosesnya, ada banyak 
makna yang muaranya bermaksud demi tercapainya 
kesejahteraan masyarakat. 


Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDesa merupakan 
amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa. BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau 
sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui 
penyertaan secara langsung, yang berasal dari kekayaan 
desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, 
dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat desa. Tujuannya, untuk menggali potensi- 
potensi desa sesuai dengan kondisi riil yang ada di wilayah 
perdesaan. 


BUMDesa berbeda halnya dengan aset desa, sesuai 
Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 5 
yang menyatakan, “merupakan barang milik desa atau yang 
berasaldarikekayaan asli milik desa, dibeliatau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 
atau perolehan hak lainnya yang sah”. Aset desa murni 
kepunyaaan desa. Dalam hal pengelolaan aset desa, kegiatan- 
kegiatan yang meliputinya adalah perencanaan, pengadaan, 
penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, 
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 
pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan 
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pengendalian aset desa, semua ini adalah ragkaian dari 
pengelolaan aset desa. Jenis aset desa, sesuai Pasal 10 
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016, terdiri dari: Kekayaan 
milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa: 
Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan 
atau yang sejenis: Kekayaan desa yang diperoleh sebagai 
pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan, Kekayaan asli 
desa, Hasil kerja sama dan kekayaan desa yang berasal dari 
perolehan lain yang sah. 


Pendirian BUMDesa mengacu pada Perda (Peraturan Daerah) 
Kabupaten dan diatur berdasarkan Perdes (Peraturan Desa). 
Setiap kecamatan terdiri dari beberapa desa. Satu desa hanya 
terdapat satu BUMDesa untuk dikelola yang difasilitasi oleh 
Pemkab (Pemerintah Kabupaten). Berdasarkan bentuk badan 
usahanya, BUMDesa dapat didirikan dalam bentuk Usaha 
Bersama (UB) atau lainnya, tetapi bukan koperasi, PT, Badan 
Usaha Milik Daerah, CV, UD, atau lembaga keuangan (BPR). 


Tahapan Pembentukan BUMDesa 

Adanya Peraturan Desa (Pemdes) dan kesepakatan 

masyarakat menjadi awal kelahiran BUMDesa. Ide atau 

gagasan awal pendirian BUMDesa bisa bersumber dari 

perorangan atau kelompok masyarakat dan dibahas dalam 

rapat desa atau rembuk desa. Tahapan aktivitasnya dapat 

berupa: 

se Rapat atau rembuk desa guna membuat kesepakatan 
pendirian BUMDesa. 

se Identifikasi potensi dan inovasi produk (barang dan jasa) 
yang akan di tawarkan BUMDesa. 

se Menyusun Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga 
(AD/ART). 

ss Pembentukan dewan komisaris, terdiri dari tokoh 
masyarakat dan aparat pemerintah desa. 

s Mengajukan legalisasi badan hukum ke notaris untuk 
memperoleh pengesahan. 
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Pengelolaan BUMDesa dan Pemegang Jabatan 

BUMDesa harus bersifat profesional dan mandiri sehingga 
diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk 
mengelolanya. Oleh karena itu, dalam rembuk desa, sistem 
penggajian dan pengupahan pengelola BUMDesa juga perlu 
dibahas dan ditentukan secara profesional. Pada proses 
rekrutmen SDM, penetapan pengelola dapat dilakukan 
secara musyawarah, tetapi tetap harus didasarkan pada 
kriteria tertentu. Persyaratan pemegang jabatan di dalam 
BUMDesa menjadi tanggung jawab dewan komisaris. 


Kegiatan BUMDesa 

Kegaiatan badan usaha ini bersifat lintas desa, perlu 
koordinasi dan kerja sama antar-Pemerintah Desa dalam 
pemanfaatan sumber-sumber ekonomi. Kerja sama pihak 
ketiga harus dilakukan oleh pengelola dan dikonsultasikan 
serta disetujui oleh dewan komisaris BUMDesa. 


Untuk kegiatan harian, pengelola harus mengacu pada tata 
aturan yang sudah disepakati bersama, sebagaimana yang 
telah tertuang dalam AD/ART BUMDesa, sesuai prinsip- 
prinsip tata kelola BUMDesa. Segala pengeloalaan AD/ART 
BUMDesa harus bersifat transparan dan terbuka antara 
masyarakat desa dan pemerintah desa. 


Anggaran Dasar 

Anggaran Dasar adalah peraturan tertulis yang memuat dan 

terdiri dari aturan-aturan pokok saja dalam organisasi, yang 

berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai 

tujuan serta menyusun aturan-aturan lain. Biasanya, aturan 

ini dibentuk sebelum kepengurusan terbentuk. Langkah- 

langkah penyusunan Anggaran Dasar meliputi: 

se Aparat pemerinatah desa mengundang pimpinan atau 
pengurus lembaga-lembaga masyarakat desa, pemuda 
desa, dan tokoh masyarakat untuk merancang anggaran. 

s Pemdes membentuk tim perumus (sebaiknya juga 
melibatkan golongan miskin/kurang mampu). 

es Tim perumus menggali ide, aspirasi dan merumuskan 
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pokok-pokok aturannya dalam bentuk draf anggaran. 

s Pemerintah mengadakan pertemuan desa untuk 
membahas draf. 

s Pemerintah membuat berita acara pengesahan draf 
menjadi Anggaran Dasar. 

se Penyusunan dan pembentukan pengelola BUMDesa. 

s Pemerintha membuat berita acara pengesahan 
pemebentukan dan penetapan pengelola BUMDesa. 


Anggaran Rumah Tangga 

Anggaran Rumah Tangga adalah peraturan tertulis sebagai 

bentuk operasional yang lebih terperinci dari aturan-aturan 

pokok Anggaran Dasar. Anggaran ini disusun setelah 

pengelola terbentuk dan disahkan melalui rapat anggota. 

Langkah-langkah penyusunan Anggaran Rumah 'Tangga, 

yaitu: 

e Pengelola mengundang masyarakat pengguna 
kelembagaan, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. 

s Membentuk tim perumus. 

es Tim perumus menggali ide aspirasi dan merumuskan 
pokok-pokok aturannya dalam bentuk draf anggaran. 

e Rembuk desa untuk membahas draf. 

s Pembuatan berita acara pengesahan draf menjadi 
Anggaran Rumah Tangga. 


Kontrol dan Evaluasi 
Ketika membentuk BUMDesa, penting untuk juga membuat 
prosedur pengawasan. Selain dilakukan oleh dewan 
komisaris, sebaiknya, pengawasan juga melibatkan unsur 
dari pemerintah kabupaten, selaku pihak yang memfasilitasi 
usaha BUMDesa. Proses pengawasan dilakukan secara 
berkelanjutan sehinga dapat terus memantau kegiatan 
BUMDesa dengan baik. Evaluasi dilakukan per-Iriwulan atau 
sewaktu-waktu jika dianggap perlu sesuai dengan ketentuan 
AD/ART. Pertanggungjawaban pengelola meliputi: 
se Setiapakhirperiode anggaran, pengelola wajib menyusun 
laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam 
musyawarah desa yang mengikutsertakan elemen 
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pemerintah desa, masyarakat, pemuda, serta seluruh 
kelengkapan struktur organisasi BUMDesa. 

Laporan pertanggungjawaban, antara lain, memuat 
laporan kinerja pengelola selama satu periode/tahunan 
kinerja usaha yang menyangkut realisasi upaya 
pengembangan pencapaian indikator keberhasilan dan 
lainnya, laporan keuangan, termasuk rencana-rencana 
pengembangan usaha yang belum terealisasi. Proses 
pertanggungjawaban dilakukan sebagai upaya evaluasi 
tahunan sekaligus upaya pengembangan yang akan 
datang. 

Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban ini 
disesuaikan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Angaran 
Rumah Tangga (ART). B 
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Terobosan BUMDesa untuk 
Pembangunan Ekonomi Desa 


Oleh: Irwan Effendi 


BUMDesa bisa mempercepat proses pemberdayaan 
desa dengan membuka ruang bagi warga untuk belajar 
mengolah potensi desa menjadi bermanfaat secara 
ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan masyarakatnya. 


Dalam kaitannya dengan tujuan negara, BUMDesa adalah 

bagian dari cara mencapai kemakmuran rakyat. BUMDesa 

harus mampu melaksanakan semangat kedaulatan dan 

kemandirian ekonomi desa (Suryamto, 2018). Pendirian 

BUMDesa merupakan salah satu program yang diberi 

perhatian lebih dan dijadikan unggulan pemerintah dalam 

upaya menjadikan desa lebih maju dan sejahtera. 

Latar belakang dan motivasi pendirian BUMDesa adalah: 

1. Meningkatkan perekonomian desa 

2. Meningkatkan PADes 

3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat 

4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi desa. 


Pendekatan yang digunakan dalam pemberdayaan desa 
adalah partisipatif, dengan menjadikan masyarakat sebagai 
subjek pembangunan dan memanfaatkan sumber daya 
serta kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa. 
Bagaimana memadukan pertumbuhan dan pemerataan, 
itulah pemberdayaan. Pemerataan menciptakan landasan 
yang lebih luas untuk pertumbuhan dan yang akan 
menjamin pertumbuhan berkelanjutan. Pertumbuhan dan 
pemerataan berjalan beriringan. Pembangunan bertumpu 
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pada pertumbuhan yang dihasilkan dari upaya pemerataan 
dengan penekanan pada kualitas sumber daya manusia 
(SDM). 


Dalam konteks BUMDesa, pemberdayaan sumber daya 
manusianya harus dilakukan agar dapat menyelesaikan 
berbagai permasalahan klasik, seperti kejelasan status 
badan hukum, menempatkan posisi yang tepat di antara 
Pemdes, masyarakat dan pelaku bisnis lainnya, menjaga 
keseimbangan antara mendapatkan profit dan memberikan 
benefit, mendapatkan SDM dengan karakter dan kapasitas 
yang sesuai untuk mengelola usaha yang dijalankan, memilih 
dan menjalankan usaha yang tidak merusak lingkungan dan 
budaya, serta permasalahan terkait pertanggungjawaban 
keuangan. 


Simpul Filosofi BUMDesa 

Sistem demokrasi ekonomi terkait erat dengan pengertian 
kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam konteks 
Indosesia yang mengacu pada UUD 1945, sistem demokrasi 
ekonomi adalah perwujudan falsafah Pancasila dan UUD 
1945 dan sistem perekonomian nasional yang berasaskan 
kekeluargaan dan kegotongroyongan dari oleh dan untuk 
rakyat. 


Demokrasi ekonomi di desa adalah sistem ekonomi yang 
memungkinkan warga desa meramu dan merancang 
perekonomian yang ingin dilakukan dengan potensi yang 
dimiliki. Tak hanya memungkinkan, sistem ini juga memberi 
tanggung jawab kepada warga desa atas kelangsungan 
kegiatan ekonomi yang pada gilirannya akan memberi 
dampak positif bagi semua warga. Inilah jiwa dari demokrasi 
ekonomi. BUMDesa Lahir sebagai bentuk perwujudan 
ekonomi di desa. 


Secara filosofi, BUMDesa harus memuat prinsip-prinsip 
demokrasi ekonomi sesuai Pasal 33 UUD 1945. Beberapa poin 
penting yang perlu diperhatikan adalah: 
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1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 
berdasarkan asas kekeluargaan 

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 
yang memengaruhi hajat hidup orang banyak dikuasai 
oleh negara, dalam hal ini pemerintah desa 

3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besarnya bagi kepentingan kemakmuran rakyat 
(masyarakat desa) 

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar 
demokrasiekonomidenganprinsipkebersamaan,efisiensi, 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, 
kemandirian, dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, 
dan kesatuan ekonomi nasional 


Organisasi ekonomi pedesaan menjadi bagian penting 

dalam penguatan ekonomi pedesaan dan diharapkan 

mampu mengelola sekaligus mengembangkan aset ekonomi 

strategis sehingga akan meningkatkan daya saing ekonomi 

pedesaan. Dalam konteks ini, BUMDesa menjadi bentuk 

konsolidasi lembaga ekonomi desa. Beberapa fungsi yang 

bisa dilakukan BUMDesa adalah: 

1. Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu 
memberikan nilai tambah 

2. Mengintegrasikan produk-popduk ekonomi pedesaan 
sehingga memiliki posisi nilai tawar yang baik dalam 
jaringan pasar 

3. Mewujudkan skala ekonomi terhadap usaha ekonomi 
yang dikembangkan 

4. Mendistribusikan kegiatan ekonomi kepada warga desa 

5. Menghidupkan kearifan dan partisipasi masyarakat 
dalam membangun desanya 

6. Menguatkan kelembagaan ekonomi desa 


Simpul filosofi BUMDesa dapat dirangkai dalam tiga poin: 

1. BUMDesa adalah badan usaha, yang tidak semata-mata 
mencari keuntungan, tetapi juga punya muatan pelayanan 
kepada masyarakat dan menggerakkan ekonomi desa. 
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2. BUMDesa tidak boleh mengambil alih aktivitas ekonomi 
yang sudah dijalankan oleh warga, tetapi boleh 
menciptakan yang baru. BUMDesa diharapkan dapat 
memberikan nilai tambah atau menyinergikan aktivitas 
ekonomi yang sudah ada. 

3. BUMDesa adalah salah satu bentuk social enterprise, 
yaitu lembaga bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan 
masalah-masalah sosial, caranya dengan meningkatkan 
nilai tambah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya 
bagi warga. 


Kondisi Perekonomian Desa 

Berbagai kalangan mengakui, sejauh ini, banyak kendala 
yang harus diatasi oleh masyarakat di pedesaan guna 
mengembangkan perekonomiannya, seperti lemahnya 
pembangunan pertanian di desa yang hanya terfokus pada 
budi daya usaha tani. Selain itu, dukungan kebijakan makro 
juga lemah. Pendekatan untuk mengatasi perekonomian desa 
cenderung sentralistis. Akibatnya, usaha pertanian masih 
banyak didominasi oleh usaha berskala kecil, modal terbatas, 
penggunaan teknologi sederhana, dan hanya dipengaruhi 
oleh musim. Wilayah pasar perekonomian juga hanya bersifat 
lokal. Usaha yang dimiliki petani mengandalkan tenaga kerja 
keluarga dan kurang profesional. Akses terhadap kredit, 
teknologi, dan pasar masih sangat rendah. 


Pasar komoditas pertanian juga bersifat mono atau 
oligopsoni yang dikuasai oleh pedagang besar sehingga 
terjadi eksploitasi harga yang merugikan petani. Pemerintah 
(yang juga mencakup pemerintah daerah di provinsi dan 
kabupaten/kota) seharusnya serius mengatasi kelemahan- 
kelemahan pengembangan perekonomian desa itu, terutama 
dalam pengembangan perekonomian di sektor pertanian. 
Tujuannya, untuk mewujudkan pembangunan di desa yang 
lebih maju demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. 


Dalam pengembangan BUMDesa, bidang yang sangat 
relevan diterapkan di wilayah pedesaan adalah pertanian. 
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Selain karena mayoritas rakyat hidup dengan bercocok 
tanam, bidang pertanian menjadi profesi yang umumnya 
dikuasai masyarakat pedesaan. Sedikitnya ada lima masalah 
pertanian yang dihadapi pedesaan: 

1. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya lahan 
pertanian. 

2. Terbatasnya aspek ketersediaan infrastruktur penunjang, 
misalnya waduk, irigasi, dan jalan. 

3. Kelemahan dalam sistem alih teknologi. Ciri utama 
pertanian modern adalah produktivitas, efisiensi, mutu, 
dan kontinuitas pasokan yang terus menerus meningkat. 

4. Terbatasnya akses layanan usaha, terutama di 
permodalan. 

5. Panjangnya mata rantai tata niaga pertanian. 


Model Economic Circle: Sebuah Tawaran 

Model Economic Circle merupakan tinjauan teoritis dalam 
mengembangkan perekonomian di pedesaan, khususnya 
untuk mempercepat pembangunan sekaligus mengatasi 
masalah pertanian di pedesaan saat ini. Model ini merupakan 
strategi baru yang ditawarkan sehubungan dengan 
determinant pola baru pembangunan pertanian di masa 
mendatang. Selain menitikberatkan pengembangan kawasan 
desa pertanian, model ini juga berupaya mengintegrasi desa 
dengan kota. Dengan tujuan, desa sebagaimana kawasan 
sentral pertanian mendapatkan prioritas pengembangan. 


Di Indonesia, model Economic Circle semakin relevan 
dikembangkan dengan turunnya payung hukum di pedesaan, 
yaitu UU Desa No. 6 Tahun 2014. Pemerintah memberikan 
anggaran pedesaan yang sangat besar untuk pembangunan 
dan pemberdayaan masyarakat desa. 


Strategi Economic Circle memiliki empat pilar dalam satu 
siklus lingkaran ekonomi desa, yaitu: 


Pilar pertama adalah penguatan SDM yang dimiliki oleh 
masyarakat desa melalui pendidikan, baik formal maupun 
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nonformal. Alasannya, motor penggerak pertanian adalah 
SDM. Tujuan pendidikan agar dapat menghasilkan SDM 
yang berkualitas dan memiliki potensi dalam meneruskan 
kegiatan pertanian. 


Desentralisasi pendidikan mengharapkan pemerintah 
provinsi dan kabupaten/kota mampu mengelola pendidikan 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha 
(Industri) setempat. Lulusan pendidikan benar-benar 
bermanfaat bagi daerah kabupaten/kecamatan dan desa 
setempat sehingga SDM tersebut benar-benar terserap oleh 
wilayah yang telah menghasilkannya. 


Pendidikan formal dan nonformal harus signifikan untuk 
menunjang kemajuan desa. Di Provinsi Lampung, pendidikan 
formal yang dikembangkan adalah model vokasi, yang dimiliki 
Politeknik Negeri Lampung (Polinela). Salah satu kekuatan 
di Polinela adalah pendidikan pertanian, seperti agrobisnis, 
teknologi pertanian, dan sejumlah jurusan lainnya. 


Pendidikan vokasi memiliki keunggulan dalam menghasilkan 
keahlian yang siap pakai ketika desa membutuhkannya. 
Pemerintah Provinsi Lampung sangat memperhatikan 
pendidikan vokasi ini dan memberikan beasiswa kepada 
anak petani. Ketika lulus, putra petani kembali ke desanya 
untuk membangun sinergi yang baik antara SDM pertanian 
di desa dengan para penyuluh pertanian. Ini akan berdampak 
positif bagi pengembangan pertanian di desa. Demikian pula 
dengan pendidikan nonformal, harus disesuaikan dengan 
kebutuhan tenaga terampil di pedesaan. Oleh karena itu, 
“Program Lampung Kompeten” yang telah dan atau sedang 
digulirkan dan diprogramkan oleh Pemerintah Provinsi 
Lampung sangat mendukung pilar pertama dari Economic 
Circle ini. 


Pilar Kedua adalah infrastuktur. Pembangunan infrastruktur 
seperti jalan, jembatan, dan irigasi di desa, sangat menun- 
jang peningkatan produksi dan angkutan produk pertanian 
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serta jasa lainnya. Sarana transportasi yang lancar akan 
mendukung kegiatan pertanian, bahkan kemajuan desa, mu- 
lai dari pasokan sarana produksi sampai penjualan pema- 
saran hasil produksi. Melalui infrastruktur, ekonomi biaya 
tinggi yang dialami petani, seperti ketika membawa hasil 
pertaniannya ke wilayah pemasaran, juga dapat ditekan. 


Pilar ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi 
Lampung sejak 2015 melalui Program Gerbang Saburai dan 
juga oleh sebagian pemerintah kabupaten/kota, seperti, 
Gerbang Beguiai Jejamo Wawai di Lampung Tengah, Gema 
Tapis Berseri di Kota Bandar Lampung, Beguai Jejamo Sai 
Betik di Lampung Barat, Gema Melati di Lampung Timur, 
Ragem Sai Mangi Wawai di Tulang Bawang Barat, dan 
Gerakan Serentak Membangun Kampung di Tulang Bawang. 


Pilar ketiga adalah mendirikan Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDesa). Kelembagaan ekonomi, seperti koperasi 
pertanian, merupakan ujung tombak keberhasilan pertanian. 
Lembaga ini diperlukan guna mendukung penyediaan 
sarana produksi, permodalan, sampai pemasaran hasil 
produksi. Kelembagaan juga harus dapat berperan dalam 
meningkatkan wawasan dan pengetahuan petani terhadap 
masalah manajemen produksi, melibatkan petani dalam 
kegiatan agrobisnis (on farm), dan sebagai wadah organisasi 
petani agar memiliki daya saing dan posisi tawar yang tinggi 
demi keberlangsungan proses ekonominya. 


Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk, dimiliki, dan dikelola 
oleh pemerintah desa dan petani harus bertujuan untuk 
memperbaiki mutu budi daya dan pengolahan hasil pertanian 
demi terwujudnya peningkatan produktivitas, nilai tambah 
produk, perbaikan pendapatan usaha tani, perbaikan daya 
tawar, dan kemampuan membangun kemitraan yang sinergis 
yang maju, inovatif, dan berkelanjutan. Pendirian BUMDesa 
tentu membutuhkan kebijakan, misalnya kebijakan desa 
sebagai kawasan sentral pertanian harus menjadi prioritas 
pengembangan. Di sini, diperlukan payung regulasi yang 
memperkuat kebijakan keberadaan BUMDLesa itu. 
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Pada awal pengembangan BUMDesa, sedikitnya ada 3 
strategi yang sebaiknya dilakukan: 


Pertama, mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi lokal 
sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dengan 
agrobisnis kreatif. 


Kedua, menimbulkan efek pengganda (multiplier effect) ke 
depan dan ke belakang yang besar, melalui “input-output- 
outcome” antarindustri, komsumsi dan investasi melalui 
keunggulan komparatif yang dimiliki desa, agar menjadi 
keunggulan kompetitif kecamatan. 


Ketiga, mengembangkan keunggulan yang dimiliki agar 
dapat bersaing meningkatkan nilai tambah dan berdaya 
guna bagi masyarakat di pedesaan. Catatan lain dari 
keberadaan BUMDesa adalah harus diperkuat oleh peran 
pemberdayanya (fasilitator BUMDesa) agar dapat menyerap 
hasil produksi, seperti produksi pertanian yang ada di desa. 
BUMDesa juga akan menjadi sentra penjualan kebutuhan di 
desa, begitu juga sebaliknya untuk menyerap hasil produksi 
desa, mengolahnya dan memasarkan hasil olahannya. 


Pilar Keempat adalah pengembangan kluster spesifikasi 
komoditas pertanian. Pengembangan kawasan agrobisnis 
komoditas unggulan berdasarkan keunggulan komparatif 
yang terintegrasi dengan pembangunan pedesaan. Setiap 
desa harus memiliki keunggulan komparatif dengan 
mengembangkan satu komoditas unggulan sehingga dapat 
menambah nilai komoditas tersebut. 


Membangun Sistem Agrobisnis Terpadu 

Keempat pilar tersebut masuk dalam sistem agrobisnis. 

Karena bidang pertanian yang dikembangkan, pertanian 

berperan sebagai sistem agrobisnis. Subsistem yang berada 

dalam sistem agrobisnis adalah: 

1. Subsistem pertama adalah pengadaan sarana produksi di 
tingkat lokal. Pengadaan sarana produksi untuk kegiatan 
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produksi yang selalu dibutuhkan, misalnya benih unggul, 
pupuk, pestisida, dan alsintan. Terkait dengan subsistem 
ini, beberapa hambatan yang masih sering dihadapi 
oleh petani antara lain kelangkaan sarana produksi, 
menyangkut jenis, mutu, waktu, dan tingkat harga 
yang selalu berubah. Subsistem pengadaan juga belum 
dirasakan efektif dalam kelembagaan petani. 

2. Subsistem kedua adalah budi daya usaha tani. Subsistem 
ini melibatkan campur tangan manusia untuk mengelola 
beragam sumber daya manusia agar dapat menghasilkan 
produk yang dapat dimanfaatkan demi memperoleh 
penghasilan serta perbaikan kehidupan keluarga dan 
masyarakatnya. 

3. Subsistem ketiga adalah pengolahan dan industri 
hasil pertanian (dalam sistem agroindustri). Sejumlah 
gejala akan tampak, seperti adanya permintaan produk 
pertanian yang semakin berkembang, adanya nilai 
tambah dari proses pengolahan dan tersedianya bahan 
baku di desa, dengan tenaga kerja masyarakat desa, plus 
teknologi pascapanen yang telah dimiliki. Hal ini akan 
memperluas lapangan kerja di pedesaan 

4. Subsistem keempat adalah pemasaran hasil pertanian. 
Dalam sistem agrobisnis, subsistem pemasaran 
menempati posisi penting dari subsistem produksi. 
Pemasaran hasil akan sangat menentukan keberhasilan 
dan kelestarian usaha tani yang dikelola. Selain itu, 
jaminan kontrak pemasaran dan kontinuitas produk juga 
akan timbul. 


Kreativitas Implementatif 

Keempat pilar yang terpadu dalam sistem agrobisnis ini 
berpotensi dilaksanakan dengan kreativitas dan inovasi. Di 
Indonesia, kreativitas di bidang pertanian meliputi budi daya 
tanaman hias, kerajinan rotan, kerajinan bambu, kerajinan 
akar wangi, kerajinan enceng gondok, kuliner, kerajinan 
kelapa, kerajinan kayu, kerajinan hasil perairan, dan kerajinan 
tapis. Sementara untuk wilayah pedesaan, kreativitas dapat 
dikembangkan melalui pembangunan Kampung Adat, 
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Rumah Adat, Alat musik Tradisional, Kesenian tradisional, 
Kampung Kreatif (OVOP), Kampung Ternak, atau Kampung 
Buah. 


Beberapa model agrobisnis kreatif yang bisa dikembangkan 
di pedesaan antara lain kreasi berbagai pestisida hayati 
dan teknologinya bagi pengendalian hama dan penyakit 
tanaman dan hewan. Tak hanya pestisida, kreasi berbagai 
obat herbal bagi penyembuhan beragam penyakit dan luka 
pada manusia, kreasi bahan dan teknik pembuatan pupuk 
organik, kreasi produk makanan olahan dari berasdan 
tepung-tepungan, juga dapat dicoba untuk dikembangkan. 


Simpul akhir 

Catatan penting yang bisa digarisbawahi adalah, kreasi 
dalam bidang pertanian dan atau agrobisnis tidak hanya 
dilakukan pada produk utama dan produk turunan, tetapi juga 
dapat dilakukan pada proses-proses produksi, pengolahan, 
distribusi pemasaran, dan modal-modal sosial lainnya. Kreasi 
juga dapat dilakukan terhadap pengolahan lahan pertanian, 
kandang ternak, kolam pemeliharaan ikan, dan lingkungan 
usaha tani terpadu. 


Sebagai penutup, mari cermati kutipan dari Thomas 
Jefferson, “Jika suatu masyarakat terbelakang ilmunya, 
tetapi memimpikan kesejahteraan, maka ia mengharapkan 
apa yang tidak pernah ada, dan tidak akan pernah ada." MB 
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BUMDesa Kuat oleh 
Bank Pembangunan Daerah 


Oleh: Marsuki 


Strategi kebijakan pembangunan dari pinggiran 
berbasis desa, di antaranya melalui pembangunan dan 
pemberdayaan badan usaha milik desa (BUMDESA), 
adalah strategi pembangunan yang sesuai dengan tujuan 
dan fungsi Sistem Ekonomi Pancasila atau Sistem Ekonomi 
Kerakyatan. Hal itu sudah menjadi amanat dalam tujuh 
pasal utama UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat 1,2, dan 3 
tentang perekonomian negara. 


Tujuan akhir strategi pembangunan adalah menciptakan 
kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia, yang 
dicapai melalui kebijakan pemerataan dalam peguasaan 
sumber daya ekonomi, kesempatan bekerja, dan kebijakan 
pendapatan masyarakat yang berkeadilan. Dalam 
praktiknya, tujuan tersebut tidak mudah dilaksanakan, 
apalagi direalisasikan oleh para pemangku kepentingan 
pembangunan, pemerintah khsusnya, dan pelaku ekonomi 
dan keuangan lainnya, di antaranya otoritas moneter dan 
keuangan. 


Diperlukan strategi yang terencana, terkontrol, terawasi, 
transparan, dan bertanggung jawab agar pelaksanaan 
kebijakan sesuai rencana idealnya. Mengapa hal ini kembali 
ditegaskan? Karena, selama ini, kebijakan yang dilaksanakan 
masih mengandung kelemahan, bahkan penyimpangan yang 
merugikan masyarakat secara umum. 


Kelemahan dan Penyimpangan 
Khusus dari sisi kebijakan pembangunan sektor keuangan 
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dan perbankan, tidak dapat dinafikkan masih ada 
kelemahan dan penyimpangan sehingga perlu diperbaiki 
dan disempurnakan. Pada periode setelah reformasi hingga 
kini, kebijakan di sektor keuangan dan perbankan masih ada 
yang belum sesuai harapan. Sebagai contoh, belum berjalan 
baiknya pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu 
kredit bersubsisdi dari pemerintah pusat, termasuk belum 
optimalnya pemanfaatan dana-dana murah dari pemerintah, 
seperti dana desa, maupun program pendanaan inisatif 
perbankan atau pemerintah lokal sendiri melalui dana-dana 
CSR mereka. 


Peran Optimal Perbankan Daerah 

Salah satu strategi atau mekanisme kebijakan unggulan yang 
dapat dilakukan untuk memitigasi persoalan yang masih dan 
akan ada, terutama dalam lingkup daerah, adalah memberi 
peran dan fungsi secara optimal kepada lembaga keuangan 
dan perbankan milik pemerintah daerah, yakni Bank 
Pembangunan Daerah (BPD). Dalam fungsinya sebagai agen 
pembangunan (Agent of development), lembaga keuangan 
dan perbankan daerah dapat menggerakkan pembangunan 
di daerah operasinya masing-masing, misalnya melalui 
kebijakan pembangunan dan pemberdayaan lembaga- 
lembaga keuangan dan ekonomi masyarakat desa, utamanya 
Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDesa). 


Pada prinsipnya, BPD adalah Bank Sentral bagi masyarakat 
di suatu daerah tempatnya berada. Oleh karena itu 
tanggung jawabnya sebagai lembaga keuangan strategis 
perlu diperhatikan, dibina, dan diawasi melalui pemihakan 
kebijakan-kebijakan yang bersifat afirmatif dari otoritas 
utama yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, OJK dan 
BI bersama-sama terlibat dengan aparat pemerintah daerah 
di setiap tingkatan, mulai dari tingkat desa, kelurahan, 
kecamatan, kabupaten dan provinsi. Selain itu, pemangku 
kepentingan lain, seperti para pengusaha di sektor riil, 
lembaga penelitian atau kajian di perguruan tinggi, juga 
dapat disertakan keterlibatannya. 
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Wujud Mandat Rakyat 

BUMDesa merupakan perwujudan mandat rakyat kepada 
pemerintah desa dalam menyelenggarakan perekonomian 
desa berdasarkan demokrasi ekonomi kerakyatan. Jadi, 
BUMDesa merupakan alat desa untuk menyelenggarakan 
berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan produktif untuk 
membantu memenuhi hajat hidup rakyat masyarakat desa. 
Diharapkan, BUMDesa dapat meningkatkan kegiatan 
produktif, mengoptimalkan aset desa, meningkatan usaha 
masyarakat sesuai potensinya, menciptakan jaringan usaha, 
membuka lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, 
termasuk meningkatkan pelayanan umum, pertumbuhan dan 
pemerataan ekonomi desa, serta meningkatkan pendapatan 
masyarakat desa, utamanya Pendapatan Asli Desa. 


Pertumbuhan BUMDesa 

Di Indonesia, perkembangan jumlah BUMDesa meningkat 
pesat setiap tahun. Pada 2018, tercatat ada 45.549 BUMDesa. 
Artinya, sekitar 6146 desa telah memiliki BUMDesa. Tenaga 
kerja yang terserap di BUMDesa mencapi 1.0/4./54 orang, 
dengan omzet usaha mencapai Rp1,16 triliun, dengan laba 
bersih Rp121 miliar pertahun. Tercatat, 145 total BUMDesa 
beromzet di atas Rp1 miliar, kebanyakan berupa jasa 
keuangan, yakni 89X atau sekitar 129 BUMDesa, dalam 
bentuk usaha simpan pinjam, dan perkreditan. Hanya sekitar 
16 BUMDesa atau 11X yang usahanya bergerak di bidang 
nonjasa keuangan. 


Memperhatikan potensi perkembangan BUMDesa yang 
sangat besar dan bergerak di berbagai bidang usaha 
produktif, pemerintah terpilih wajib berusaha lebih keras lagi 
dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan 
BUMDesa dengan menetapkan lima sektor usaha prioritas 
BUMDesa, yakni pengelolaan sumber daya alam, pengolahan 
berbasis sumber daya ekonomi lokal, sektor keuangan, 
jaringan distribusi, dan pelayanan pulik. 


Peluang Besar bagi BPD 
Berdasarkan data di atas, peluang bagi lembaga keuangan 
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dan perbankan, khususnya Bank Pembangunan Daerah 
(BPD) cukup menjanjikan. BPD berkesempatan berperan aktif 
dalam membangun dan memberdayakan kapasitas produktif 
masyarakat desa di wilayah masing-masing. Sebagai contoh, 
di lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa kebijakan 
dapat dilaksanakan dengan melibatkan BPD. PT Bank 
Sulselbar (BSSB) aktif dan sukses menyalurkan kedit-kredit 
sektor kecil, baik dana murah yang disubsidi pemerintah 
pusat (KUR), dana desa, maupun dana CSR. 


BSSB dapat menjadikan BUMDesa sebagai salah satu target 
rencana kebijakan bisnis potensialnya sehingga peran dan 
fungsinya sebagai agen pembangunan di Provinsi Sulselbar, 
setidaknya, dapat memitigasi anggapan masyarakat selama 
ini, bahwa BPD sulit berperan optimal dalam pembangunan 
daerah. Dengan demikian, beberapa tujuan strategis BPD 
dapat tercapai, baik perannya sebagai agent for profit 
maupun peran dan fungsinya sebagai agent of development 
di wilayah kerja mereka masing-masing. 


Simpul Akhir: BPD Pemimpin yang Bersinergi 

Posisi BPD sangat strategis dalam memberdayakan sektor 
ekonomi rakyat di desa. Banyaknya kendala yang masih 
ditemukan, seperti terbatasnya jumlah BUMDesa berbentuk 
badan usaha yang memiliki syarat-syarat perizinan sesuai 
aturan, perlu dicarikan solusinya. Diperlukan kebijakan 
afirmatif dari otoritas pemerintah provinsi, kabupaten, dan 
kota, yang mendukung pemerintah desa dapat lebih aktif 
menjadikan BUMDesa memiliki izin formal sebagai badan 
usaha produktif. 


Dana-dana CSR perlu dihimpun dari lembaga perbankan 
penyalur dana desa dan KUR. Lembaga-lembaga tersebut 
diharapkan saling berkoordinasi dengan otoritas pemerintah, 
termasuk dengan otoritas keuangan dan perbankan di 
wilayah kerja masing-masing. Mereka dapat bekerja sama 
dengan BPD yang menjadi penanggung jawab utama 
pembangunan ekonomi dan keuangan. Tujuan koordinasi 
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adalah menyalurkan dana-dana murah secara tepat sasaran 
kepada para pelaku usaha produktif dan potensial yang 
tergabung dalam BUMDesa. Untuk itu, para pihak yang 
bertanggung jawab dituntut bekerja dalam semangat 
terkoordinasi, bersinergi, berkomiten, dan berkelanjutan. 
Seluruh program kerja perlu disusun bersama oleh satu tim, 
misalnya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 
atau bentuk organisasi lainnya yang disepakati. Diharapkan, 
BPD dapat menjadi pemimpin tim, bersama Otoritas Jasa 
Keuangan dan Bank Indonesia. IS 
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Ra as Menuju Kemandirian 
Ekonomi 


Oleh: Muh Rudi Nugroho, Rosyid Nur Anggara dan Nurjanah 


Sebagai wujud program Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Community Base Research 
(CBR) LPPM UIN Sunan Kalijaga, Pulau Ra'as dipilih 
menjadi lokasi misi pemberdayaan dan kemandirian 
masyarakat. Sebagai sebuah pulau, masyarakat setempat 
merupakan masyarakat pesisir kepulauan. Apa saja yang 
bisa dikembangkan dan bentuk pemberdayaan seperti apa 
yang bisa dilakukan? 


Jejak di Ra'as 

Pulau Ra'as merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi 
oleh Selat Madura di sebelah utara, Laut Jawa di selatan, Selat 
Kangean di timur, dan di sebelah barat dibatasi oleh Selat 
Sepudi. Luas wilayah pulau ini hanya 38,9 km? yang meliputi 
sembilan desa dan termasuk dalam wilayah Kabupaten 
Sumenep. Layaknya sebuah pulau, Pulau Ra'as juga dihiasi 
pemandangan bakau hijau yang rimbun dan kokoh menahan 
hantaman ombak. Pulau-pulau kecil yang berada di seberang 
Pulau Ra'as seperti terletak di ujung laut membentuk garis 
timbul cembung berwarna hijau. 


Masalah transportasi dan infrastruktur yang kerap 
menghantui pulau juga terlihat di Pulau Ra'as. Di sini, moda 
transportasi yang ada terbatas, seperti armada mobil bak 
terbuka. Kondisi jalan banyak yang rusak, berlubang, dan di 
perparah dengan jalanan yang berdebu. Geliat kehidupan 
ekonomi di Pulau Ra'as terlihat dari banyaknyatambak garam, 
tetapi banyak juga sawah yang tandus akibat kekeringan. 
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Lokasi Pengabdian kami terletak di Desa Ketupat, desa 
paling ujung dari pelabuhan raas. Desa yang terpisahkan 
dari desa desa lain di kepulauan raas. Ketika hendak memulai 
pengabdian, masyarakat setempat sempat mengutarakan 
keheranan mereka melihat tim mau berkunjung ke pulau 
terpencil ini. Keheranan tersebut, ternyata, bukan tanpa 
sebab. Tim harus cepat beradaptasi dengan lingkungan, 
baik dengan warga, maupun alam di pulau ini. 


Karena letak pulau yang berada di tengah lautan dan 
merupakan daerah pesisir, cuaca siang hari terasa lebih 
panas dan langsung dari teriknya matahari. Selain cuaca 
yang panas, air sumur di sini terasa payau dan dominan asin. 
Air payau tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari, 
baik untuk mandi, mencuci baju, bahkan memasak. Untuk 
minum, biasanya, warga membeli air mineral gelas atau air 
tawar dari Desa Jungkat. Makanan sehari-hari adalah ikan 
laut, kepiting, cumi, kerang, dan lainnya yang diperoleh dari 
laut. Sulit untuk menemukan sayuran hijau karena kondisi 
tanah memang tidak bisa di tanami sayuran. Sayuran hijau 
bisa ditemukan di pasar yang, biasanya, didatangkan dari 
Pulau Jawa dan tidak tersedia setiap hari, hanya dua kali 
dalam seminggu. Akibatnya, harga sayur di Pulau Ra'as jadi 
lebih mahal. Sudah mahal, karena sarana transportasi yang 
tak memadai, kondisi sayuran yang tiba sering sudah tidak 
segar. Kalau badai sedang melanda, taka da harapan untuk 
menyantap sayur di sini. 


Masyarakat Ra'as 

Masyarakat pulau Ra'as dikenal sebagai nelayan yang sangat 
tangguh. Orang-orang Ra'as terkenal dengan keberaniannya 
mengarungi lautan dalam mencari ikan maupun hasil 
tangkapan laut lainnya, seperti teripang (sejenis hewan 
laut yang hidup pada bebatuan karang yang nilainya sangat 
mahal). 


Secara demografis, Badan Pusat Statistik mencatat penduduk 
di kepulauan Ra'as sebanyak sekitar 34.000 jiwa. Namun, 
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secara kenyataannya penduduk yang berada atau berdiam di 
kepulauan Ra'as hanya sekitar 11.000 jiwa. Ini menandakan 
2/3 penduduknya merantau ke pulau lain, terutama Bali. 
Sisanya merantau ke Jakarta dan daerah lainnya di Pulau 
Jawa. 


Keputusan masyarakat Ra'as untuk merantau sangat dapat 
dipahami. Kehidupan yang bisa diharapkan oleh masyarakat 
di Ra'as hanya dari laut atau menjadi nelayan. Namun, yang 
aneh, tidak ada Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk nelayan 
setempat. Setelah melakukan mapping, ternyata nelayan- 
nelayan kepulauan Ra'as melakukan transaksi ikannya di 
tengah laut ketika ada kapal-kapal ikan, yang kemudian 
membawa ikan hasil tangkapan langsung ke pulau Bali dan 
Jawa. Inilah yang menyebabkan komoditas hasil tangkapan 
laut di kepulauan Ra'as tidak dapat diandalkan, meski 
mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan. 


Masalah Klasik Fasilitas Publik 

Salah satu kebutuhan publik yang sangat vital adalah jalan 
raya. Di kepulauan ini, jalan utama pulau menghubungkan 
tujuh desa. Sebagai satu-satunya jalan raya penghubung 
antardesa, kondisi jalan memprihatinkan, sekitar 805 dalam 
status rusak parah. Jalan raya ini terakhir dibangun pada 
tahun 2008. 


Fasilitas publik tervital kedua adalah listrik. Di seluruh 
kepulauan Ra'as, listrik hanya beroperasi selama 12 jam 
dalam sehari. Listrik baru masuk ke Pulau Ra'as pada tahun 
2015. Sampai sekarang, listrik belum beroperasi secara 
penuh selama 24 jam. Masih ada banyak warga yang belum 
menggunakan listrik dari pihak PLN. Beberapa warga 
yang belum menggunakan listrik dari PLN dikarenakan 
harga yang dinilai cukup mahal sehingga masyarakat lebih 
memilih alternatif pembangkit listrik tenaga surya yang 
lebih ekonomis. 


Fasilitas vital berikutnya adalah air bersih. Dari tujuh desa 
di kepulauan Ra'as, hanya ada satu desa yang memiliki 
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air tawar, yaitu Desa Jungkat. Selebihnya, masyarakat 
hanya bisa menggunakan air payau, yang pengalirannya di 
koordinasi oleh desa dan hanya bisa menyala ketika listrik 
menyala. Masyarakat tidak bisa menggali air tanah karena 
memang kontur tanahnya bebatuan padas dan kapur yang 
sangat keras. 


Masalah Klasik Fasilitas Pendidikan 

Rendahnya tingkat pendidikan di Pulau Ra'as disebabkan 
kurangnya fasilitas, baik dari segi bangunan yang kurang 
layak, maupun dari segi buku-buku pelajaran dan buku 
bacaan yang sangat terbatas di sekolah. Belum lagi, jumlah 
tenaga pengajar juga kurang memadai dan waktu sekolah 
sangat sedikit, yaitu dari jam 8 sampai jam 11. 


Kurangnya tenaga pengajar dan keterampilan mengajar 
menyebabkan sekolah hanya formalitas saja. Sering terjadi, 
dalam satu hari, siswa yang berangkat ke sekolah harus 
menerima kenyataan tak ada guru yang mengajar. Sebagai 
bagian dari kegiatan pengabdian, tim juga sempat memban- 
tu mengajar di salah satu lembaga pendidikan di sana, ada 
beberapa anak yang belum bisa membaca, padahal sudah 
menginjak kelas 6 MI, bahkan sudah M'Is. Ironis memang, se- 
mangat belajar anak-anak yang tinggi harus terpentok SDM 
yang tidak memadai. Permasalahan lain, masih ada bebera- 
pa anak didik yang tidak terlalu mengerti bahasa Indonesia. 


Bukan hanya anak-anak yang tidak mengerti bahasa 
Indonesia, bahkan orang tua pun banyak yang tidak mengerti 
bahasa Indonesia sehingga timlah yang harus belajar 
bahasa Madura dari masyarakat yang pernah merantau 
dan paham bahasa Indonesia agar bisa berkomunikasi dan 
bersosialisasi dengan masyarakat. Masyarakat yang belum 
pernah merantau sama sekali, umumnya, tidak mengerti 
bahasa Indonesia. 


Sosial Budaya 
Pulau Ra'as cukup terisolasi dan jauh dari pengaruh- 
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pengaruh luar. Sebagian masih percaya dengan hal-hal mistis 
dan takhayul, tetapi yang menarik praktik agama Islam di 
sini juga masih sangat kental. Dalam perayaan besar, seperti 
acara-acara walimah, akikah, khataman, yasinan sampai 
dengan sunatan, bukan hanya doa-doa dan selawatan yang 
dipanjatkan, tetapi juga jaran goyang yang di rias kemudian 
dinaiki anak-anak. Ini menandakan, praktik budaya di 
lingkungan sosial masyrakat juga masih tinggi. 


Hal menarik lainnya dari kehidupan sosial masyarakat adalah 
kegemaran mereka untuk berlomba-lomba membangun 
rumah yang tinggi dan mewah. Uang yang di dapat dari 
merantau, biasanya, akan digunakan untuk membangun 
rumah terlebih dahulu. Tak henti sampai di situ, pada bulan 
Zulhijah, masyarakat juga berlomba-lomba menunaikan 
ibadah haji. Mereka juga kerap mengirimkan anak-anaknya 
ke pesantren. Oleh karena itu, hanya sedikit pemuda-pemudi 
yang dapat dijumpai di pulau ini karena, selain merantau 
untuk bekerja, kebanyakan mereka pergi ke pesantren 
untuk belajar agama. Kebiasaan ini sudah dipraktikkan 
secara turun-temurun. Namun demikian, di Ra'as, tetap ada 
organisasi pemuda, seperti karang taruna, yang jumlahnya 
bisa mencapai 3 organisasi dalam satu dusun. Setiap 
organisasi memiliki tujuan dan misi yang berbedajadi sangat 
sulit untuk di satukan. 


Kepribadian orang Madura yang terkenal keras masih 
sangat terasa di pulau ini. Walaupun kepribadiannya keras, 
tetapi tingkat kriminalitas di sini sangat rendah, bahkan 
bisa dibiliang mendekati nol. Tidak ada pencuri, perampok, 
begal, seperti yang ada di kota, bahkan hewan ternak, 
seperti kambing, sapi, ayam kampung terbiasa di lepas di 
ladang tanpa pengawasan. Kondisi yang sama juga terjadi 
pada motor-motor yang dibiarkan berada di luar rumah pada 
malam hari. 


Potensi, Peluang, dan Tantangan 
Setelah bersosialisasi dengan warga dan mengobservasi 
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kegiatan-kegiatan di Ra'as, hasil pengamatan memperlihat- 
kan banyak ibu rumah tangga yang menganggur. Mereka 
menganggur bukan karena tidak mau bekerja, tetapi karena 
tak ada lowongan pekerjaan. Banyaknya pengangguran 
juga disebabkan kurangnya keterampilan masyarakat 
dan pendidikan yang rendah. Hanya sedikit yang berkerja 
sebagai perajin pernak-pernik, yang bahan-bahannya 
didatangkan dari Bali. Setelah barang jadi, hasil kerajinan 
akan dikembalikan lagi ke bali. 


Pengembangan perekonomian masyarakat suatu daerah 
sangat penting demi kesejahteraan masyarakat. Pulau Ra'as 
yang geografis daerahnya merupakan kepulauan memiliki 
potensi hasil laut yang bisa meningkatkan perekonomian 
masyarakat apabila mampu dioptimalisasi dengan baik. 
Namun demikian, ketergantungan masyarakat akan hasil 
laut juga membuat masyarakat kurang memanfaatkan 
potensi alam lainnya. 


Hasil pertanian yang tidak menentu dan hasil perikanan 
yang bergantung pada kondisi laut membuat perekonomian 
masyarakat tidak selalu baik. Ditambah lagi, perubahan 
musim yang tak menentu. Pemanfaatan hasil tani di sini 
belum maksimal. Hasil pertanian yang menjadi unggulan 
antara lain singkong dan pisang. Kebanyakan hasilnya hanya 
dijual dalam kondisi belum diolah, padahal hasil tani yang 
sudah diolah memiliki harga yang lebih tinggi. Kendalanya, 
pengetahuan masyarakat tentang produk olahan masih minim 
sehingga tidak ada hasil tani yang mengalami pengolahan 
di pulau ini. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat 
desa, diperlukan edukasi seputar hasil produk olahan serta 
potensinya. 


Potensi-potensi lokal yang dimiliki oleh Pulau Ra'as juga 
belum dapat diberdayakan secara maksimal karena 
kurangnya pemberdayaan sumber daya manusia. Salah 
satu upaya yang dapat dilakukan untuk memberdayakan 
seluruh sumber daya yang tersedia guna mengatasi jumlah 
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pengangguran dan meningkatan perekonomian adalah 
dengan menggelar pelatihan pembuatan produk makanan 
lokal dengan memanfaatkan bahan makanan hasil potensi 
lokal. 


Pulau Ra'as, sebenarnya, juga memiliki banyak pantai yang 
indah dan potensial untuk dikembangkan, terutama untuk 
Desa Ketupat. Sedikitnya, ada tiga pantai yang bisa menjadi 
destinasi wisata di desa ini. Tiga pantai tersebut ialah Pantai 
Batur di Dusun Banlendur, Pantai Tanjung Wangi di Dusun 
Tengah, dan Pantai Bedhie Lanchjeng di Dusun Karanchie. 
Sayangnya, potensi keindahan pantai belum dikelola dengan 
baik. Masih banyak sampah berserakan, baik sampah laut 
maupun sampah pengunjung yang sesekali datang. Belum 
lagi, permasalahan pengeboman laut guna mencari ikan 
dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. 


Rencana pengembangan kawasan bahari harus 
dikaitkan dengan berbagai kepentingan mendasar, yaitu 
pemberdayaan masyarakat pesisir, Model pemberdayaan 
dapat menggunakan model pendekatan perencanaan 
partisipatif yang menempatkan masyarakat pesisir untuk 
saling berbagi, meningkatkan dan menganalisis pengetahuan 
mereka tentang bahari dan kehidupan pesisir, membuat 
rencana, dan bertindak. 


Misi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir 

Langkah awal yang dilakukan sebelum pelaksanaan 

pengabdian dan program pemberdayaan adalah: 

1. Melakukan pemetan potensi ekonomi. Tim berkomunikasi 
langsung dan intensif, tidak hanya dengan para pejabat 
pemerintah yang ada (dalam hal ini adalah kepala desa 
dan perangkat desa), tetapi juga dengan tokoh-tokoh 
masyarakat, maupun tokoh agama yang dihormati oleh 
masyarakat kepulauan. Dialog langsung dan mendalam 
juga dilakukan dengan para pelaku ekonomi yang ada. 

2. Membuat Focus Group Discusstion (FGD), lebih tepatnya 
rembuk warga terkait rencana program-program yang 
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akan dilaksanakan dan pembagian peran dengan 
masyarakat Ra'as. 

3. Menampung masukan dan ide dari masyarakat lalu 
mengemasnya agar tercipta rasa memiliki dan peran serta 
dalam setiap program. Pada dasarnya, masyarakat Ra'as 
sangat terbuka dengan ide-ide dari luar selama demi 
memajukan daerah dan masyarakat. Terlebih, banyak 
juga saudara mereka yang telah merantau di berbagai 
daerah ikut mewarnai polarisasi ide dan masukan dari 
luar guna memajukan masyarakat kepulauan. Beberapa 
program ekonomi yang dilakukan dan berjalan dengan 
baik, yaitu program pengembangan wisata dan program 
pengolahan produk pangan (ikan, jagung, daun kelor, 
pisang, dan ketela). 

4. Pokok penting dalam misi pemberdayaan ini adalah 
kesepakatan semua pihak untuk menghubungkan semua 
potensi di Ra'as dalam sebuah jalinan kerja sama. Salah 
satu contohnya, paket wisata di Pulau Ra'as terdiri dari 
berbagai macam potensi wisata alam, religi, ekonomi, 
dan hiburan menjadi satu kesatuan. 


Setelah melakukan survei pendahuluan dan pemetaan 
potensi wilayah di pulau Ra'as, tim pengabdian masyarakat 
mulai memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk 
mencoba mengubah pola ekonominya. Sebelumnya, mereka 
terbiasa dengan slogan, “Hari ini melaut dapat ikan, hari ini 
juga langsung dijual dapat uang.” Mayoritas nelayan menjual 
ke pengepul yang berada di kapal besar di tengah laut. 
Setelah itu, uang dibelanjakan. Begitu terus pola penjualan 
berlanjut. 


Pendekatan yang dilakukan pada tahap awal melalui kultural 
dan sosiologis. Bagaimana mengenalkan proses ekosistem, 
pendidikan, produksi, lalu kelembagaan. Tim sempat 
mengajak beberapa tokoh di pulau untuk mengelilingi pulau 
diyakinkan bahwapulauinibisamaju dengan pendekatan dari 
sisi potensi yang ada di wilayah tersebut. Dengan demikian, 
generasi muda dan pekerja atau warga masyarakat Ra'as 


tidak perlu lagi menghabiskan masa mudanya merantau ke 
pulau lain. 


Dukungan Pemerintah, Internalisasi Potensi dan Program 
Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat antusias ketika 
mengetahui salah satu bagian wilayahnya menjadi daerah 
tujuan Program CBR dan KKN dari UIN Sunan Kalijaga. 
Pasalnya, sampai saat ini, program-program sejenis masih 
sangat jarang masuk ke wilayah kepulaan. Pemerintah 
desa pun menyambut baik tawaran tim untuk membantu 
mendirikan dan menghidupkan Badan Usaha Milik Desa 
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(BUMDESA) di Ra'as. Langkah akhir yang dilakukan dalam 
pengembangan Program Pemberdayaan di Kepulauan Raas 
adalah menghubungkan antarsimpul-simpul kelompok 
masyarakat kepulauan yang telah ada dengan mensinergikan 
badan usaha milik desa. 


Kenapa BUMDesa menjadi pihak yang menginternalisasi 
pemberdayaan ekonomi ini? Tujuannya agar pengelolaan 
semua potensi dan hilirisasi dapat berjalan secara optimal 
dan terjamin keberlangsungannya di kemudian hari. 
Diharapkan, masyarakat kepulauan Ra'as akan lebih percaya 
diri dalam mengelola pulaunya sehingga dapat menekan 
urbanisasi yang tinggi di kepulauan tersebut. 


Simpul Akhir: Ikhtiar Anak Bangsa 

Negeri Indonesia sangat luas dan terdiri dari beragam suku 
bangsa sekaligus bahasa yang berbeda, meskipun demi- 
kian rasa persaudaraannya juga sangat tinggi. Masih banyak 
yang perlu terus diperbaiki, khususnya kehadiran keadilan so- 
sial bagi seluruh rakyat Indonesia. Program menyapa masya- 
rakat Kepulauan Raas dari Tim CBR dan KKN UIN Sunan Ka- 
lyaga adalah bagian dari ikhtiar anak bangsa untuk meng- 
hadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Republik 
Indonesia. 
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Tanah Bengkok Jadi Emas 


Oleh: Riani Budiarsih, Roby Syaiful Ubed, Sony Hartono 


Panggungharjo, salah satu desa di pinggiran Kota 
Yogyakarta, tepatnya di Sewon, Bantul. Letaknya yang ada 
di pinggiran kota tidak membuat desa ini menjadi biasa- 
biasa saja. 


Desa Panggungharjo merupakan desa dengan tipologi 
desa perindustrian/jasa. Desa ini terkenal dengan berbagai 
macam kegiatan unik dan kreatif, mulai dari kampung 
dolanan yang pernah masuk nominasi Eagle Award 2014, 
KUPAS, pengelolaan jelantah, hingga unit usaha agro. 


Rintis Bisnis Model 

Upaya Panggungharjo dalam membangun bisnis model 
BUMDesa, sebenarnya, sudah dimulai sejak akhir 2012 
dengan mendirikan KUPAS (Kelompok Usaha Pengelola 
Sampah). Kemudian, pada 2013, pemerintah desa mendirikan 
Perusdes Panggung Lestari dan Kupasda yang bergerak pada 
jasa pengelolaan lingkungan. Ketika UU No 6 Tahun 2014 dan 
Peraturan Menteri Desa No. 4 Tahun 2015 terbit, pemerintah 
desa meresponsnya dengan menerbitkan Peraturan Desa 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang BUMDesa. Sejak saat itu, 
Desa Panggungharjo pun memiliki BUMDesa yang bernama 
Panggung Lestari. 


Maksud pendirian BUMDesa Panggung Lestari adalah 
meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi desa 
untuk kesejahteraan masyarakat desa. Tak hanya itu, 
pendirian BUMDesa juga diharapkan dapat meningkatkan 
kemampuan keuangan Pemerintah Desa Panggungharjo 
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dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan 
pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi 
masyarakat. 


BUMDesa Panggung Lestari bergerak pada jasa pengelolaan 
llngkungan, yang meliputi KUPAS, pengelolaan minyak 
jelantah untuk bahan bakar, dan produksi minyak nyamplung. 
Menariknya, desa ini juga mulai melirik unit usaha yang 
bergerak di bidang jasa pengelolaan wisata desa, salah 
satunya adalah warung ratengan Kampoeng Mataraman 
melalui BUMDesa yang dimilikinya. 


Kampoeng Mataraman merupakan usaha jasa yang bergerak 
di bidang wisata dan kuliner. Walaupun terbilang baru, 
tetapi usaha yang resmi dibuka untuk umum pada 29 Juni 
2017 ini telah memiliki omzet cukup besar, yaitu kurang 
lebih Rp 350 juta setiap bulan. Menurut manajer Kampoeng 
Mataraman, omzet itu masih bisa terus naik karena selama 
ini pengelolaannya dirasa masih belum optimal. 


Saat ini, usaha kuliner besutan BUMDesa Panggung Lestari 
menjadi salah satu pilihan favorit warga Yogyakarta untuk 
menikmati kuliner sekaligus berwisata. Menariknya, 
Kampoeng Mataraman didirikan di atas tanah bengkok atau 
tanah milik Desa Panggungharjo. 


Tujuan didirikannya Kampoeng Mataraman adalah untuk 
meningkatkanperekonomianmasyarakat desa, meningkatkan 
perekonomian kaum rentan, dan memanfaatkan lahan kas 
desa yang kurang produktif. Kaum rentan yang dimaksud 
adalah warga Panggungharjo yang sudah melewati usia 
produktif, warga desa yang tidak mengenyam pedidikan 
tinggi (lulusan SD, maupun yang tidak lulus SD), janda, 
serta warga desa yang tidak memiliki kemampuan khusus. 
Walaupun diakui oleh manajer, belum semua kaum rentan 
yang dimaksud bisa bekerja di Kampoeng Mataraman. 


Pekerja Kampoeng Mataraman hampir seluruhnya berasal 
dari warga Panggungharjo. Mulai dari among tamu, juru 


BUMDesa 


masak, petugas kebersihan, petugas taman, dan lainnya. 
Satu-satunya pegawai yang berasal dari luar Panggungharjo 
adalah manajer Kampoeng Mataraman. 


Menurut penuturan manajer, alasan dirinya ditempatkan 
di sana sebagai satu-satunya orang dari luar adalah, selain 
mengelola juga sekaligus melakukan pengawasan. ke 
depannya, ia juga diharapkan dapat berbagi cerita ke luar 
desa Panggungharjo, bahwa Kampoeng Mataraman ini 
benar-benar dikelola dengan jujur oleh pemiliknya, yaitu 
BUMDesa Panggung Lestari, untuk memberdayakan dan 
meningkatkan pendapatan warga desa Panggungharjo, 
khususnya kaum rentan. 


Awal Kampoeng Mataraman didirikan hanya memiliki 5 
pegawai, satu kepala unit, dan satu manajer. Prediksi awal, 
pengunjung yang datang 300 orang per bulan. Namun, seiring 
dengan bertambahnya fasilitas yang ada di Kampoeng 
Mataraman, rata-rata pengunjung yang datang per bulan 
meningkat menjadi 4.000 orang. Jumlah pegawai pun 
ikut naik menyesuaikan. Saat ini, total pegawainya sudah 
mencapai 48 orang. Namun demikian, saat ini, Kampoeng 
Mataraman belum menerapkan sistem manajemen seperti 
padausaha-usaha yang sejenis. Merekamelakukan sosialisasi 
tugas dan edukasi unit usaha melalui pendekatan personal 
dengan mengenali karakteristik masing-masing pegawai. 
Pendekatan ini membuat hubungan antara pegawai, 
pengelola, dan pemilik usaha menjadi lebih harmonis dan 
terjalin keakraban. 


Kampoeng Mataraman merupakan unit usaha yang memiliki 
komitmen utama untuk meningkatkan kesejahteraan 
kaum rentan, bukan semata-mata mengejar keuntungan 
(nonprofit oriented). Dalam praktik usahanya, Kampoeng 
Mataraman juga memperhatikan pelestarian lingkungan 
melalui penyajian produk ramah lingkungan dengan cara 
meminimalkan penggunaan barang dari plastik, termasuk 
sedotan. 
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Sembilan Elemen Mataraman 

Model bisnis Kampoeng Mataraman menggunakan Bussines 
Model Canvas (BMC). BMC meliputi sembilan elemen 
(Osterwalder dan Pigneur, 2018), yaitu: 


1. Customer Segments 

Kampoeng Mataraman tidak mengenal segmentasi khusus 
untuk pelanggannya. Semua pelanggan, baik itu orang kaya, 
miskin, pejabat maupun orang biasa akan diperlakukan 
dengan sama oleh sang pemberi jasa, yaitu Kampoeng 
Mataraman. Mereka mengganggap bahwa setiap orang yang 
datang adalah tamu dan semua tamu harus diperlakukan 
dengan sopan dan baik. Dengan kata lain, model bisnis ini 
berfokus pada pasar massa yang tidak membedakan antara 
segmen-segmen pelanggan yang berbeda. 


Pelanggan yang berkunjung ke Kampoeng Mataraman 
biasanya adalah keluarga, instansi, masyarakat umum, 
mahasiswa, dan klub-klub tertentu yang menyewa Kampoeng 
Mataraman untuk melakukan event khusus. Umumnya, 
Kampoeng Mataraman ramai dikunjungi oleh pelanggan 
pada akhir minggu (weekend), terutama pengunjung muda- 
mudi yang akan menikmati keindahan suasana malam yang 
instagramable di Kampoeng Mataraman. 


Tamu keluarga biasanya datang ke Kampoeng Mataraman 
untuk menikmati suasana dan menu yang disajikan oleh 
Kampoeng Mataraman. Sering juga, keluarga menyewa 
Kampoeng Mataraman untuk mengadakan pesta pernikahan 
dengan tema outdoor. Berdasarkan informasi dari manajer, 
banyak anak-anak kecil dari rombongan tamu keluarga 
yang tidak mau beranjak karena kenyamanan suasana yang 
ditawarkan. 


Instansi pemerintah biasanya menggunakan Kampoeng 
Mataraman untuk melakukan rapat kerja, bahkan pelantikan 
pejabat untuk Kementerian Desa PDTT pernah dilaksanakan 
di Kampoeng Mataraman. Menurut menteri desa PDT'T, 
alasan pemilihan tempat tersebut dikarenakan Kampoeng 
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Mataraman yang dikelola BUMDesa Panggungharjo Sewon 
Bantul cukup sukses dengan meraih keuntungan mencapai 
Rp3 Miliar. Menteri berharap, hal tersebut bisa menginspirasi 
dan menangkap apa yang terjadi di BUMDesa Panggungharjo. 


Value Propositions 

Setiap unit usaha yang didirikan pasti ingin memberikan jasa 
sesuai dengan kebutuhan pelanggan, terutama kebutuhan 
yang belum pernah mereka terima sebelumnya. Saat ini, tren 
masyarakat modern yang berkembang adalah melakukan 
wisata, baik wisata alam, hiburan, swafoto, maupun kuliner. 


Iren ini berhasil dengan cerdas ditangkap oleh BUMDesa 
Panggung Lestari dengan mengubah lahan desa atau 
bengkok menjadi Kampoeng Mataraman yang menjual jasa 
wisata swafoto dan kuliner. Sebelumnya, tanah bengkok ini 
hanya ditanami padi atau palawija pada saat musim tanam, 
dan menganggur pada saat musim kemarau oleh warga desa 
yang berhak atas bengkok tersebut. Kini, tanah bengkok 
tersebut bisa difungsikan sepanjang tahun. 


Nila-nilai utama yang ditawarkan oleh Kampoeng Mataraman 

kepada para pelanggannya: 

a. Kampoeng Mataraman menawarkan nostalgia masa lalu 
melalui konsep “Kangen Ndeso” dalam bentuk sandang, 
pangan, dan papan Mataram Islam kuno. Konsep sandang 
yang disajikan dengan menggunakan pakaian kebaya 
encim dan jarik (kain tradisional Jawa). 

b. Dalam memberikan pelayanan, Kampoeng Mataraman 
mengedepankan sopan-santun atau unggah-ungguh 
adat jawa, mengedepankan kultur desa zaman Mataram 
Islam Kuno. Selain itu, unsur keramahan dan keluguan 
desa juga ditonjolkan. Keramahan yang disajikan tidak 
dibuat-buat. 

c. Kampoeng Mataraman juga menanamkan filosofi kearifan 
lokal budaya Jawa yang terlihat dari menu makanan dan 
minuman, pakaian yang dikenakan, dan tempat atau 
papan yang ada di Kampoeng Mataraman. 
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3. Channels 

Promosi Kampoeng Mataraman masih dilakukan dengan 
cara sederhana. Bisa dibilang tanpa menggunakan biaya 
sama sekali dalam memperkenalkan ke masyarakat umum. 
Menurut penuturan pelanggan dan manajer, pengunjung 
mengetahui perihal Kampoeng Mataram dari: 


a 


b. 


C. 


Pembicaraan dari mulut ke mulut 

Pengunjung yang merasa puas atas layanan yang 
diberikan akan menceritakan kepada orang-orang yang 
ada di sekitarnya. Banyaknya instansi maupun kelompok 
yang melakukan studi banding ke desa Panggungharjo 
secara tidak langsung telah mempromosikan keberadaan 
Kampoeng Mataraman ke masyarakat yang ada di luar 
Desa Panggungharjo. 


Kepemimpinan kepala desa 

Kepala Desa Panggungharjo merupakan figure kuat yang 
melekat di mata masyarakat. Masyarakat menganggap 
bahwa kepala desa berperan besar besar dalam 
prestasi yang dicapai oleh desa tersebut dengan meraih 
penghargaan sebagai desa terbaik nasional tahun 2017. 
Hal tersebut berpengaruh atas promosi Kampoeng 
Mataraman. 
KepalaDesaPanggungharjobeberapakalidiundang dalam 
event nasional, seperti rembuk desa nasional. Karena 
rembuk desa nasional tersebutlah jumlah pengunjung 
Kampoeng Mataraman naik secara signifikan. Melalui 
event tersebut, secara tidak langsung, kepala desa telah 
mempromosikan keberadaan Kampoeng Mataraman, 
bahkan ketikaterdapat kunjungan ke Desa Panggungharjo 
terkait dengan pengelolaan BUMDesa, salah satu tempat 
yang wajib dikunjungi adalah Kampoeng Mataraman 
sebagai tempat singgah untuk makan. 


Instagram 

Kampoeng Mataraman juga memiliki media sosial 
yang dijadikan sebagai saluran untuk mempromosikan 
produknya, yaitu instagram dengan nama akun 
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@kampoengmataraman. Instagram ini dikelola sendiri 
oleh manajer, belum menggunakan jasa khusus dan 
belum dikelola secara maksimal. 


Akhir tahun 2018, jumlah pengikut (followers) Instagram 
sebanyak 1.371 pengguna. Saat ini, angka tersebut 
mengalami kenaikan 9046. Media sosial tersebut berisi 
kegiatan yang dilakukan di Kampoeng Mataraman 
serta beberapa kejadian yang sedang naik daun, baik di 
lingkungan Desa Panggungharjo maupun nasional. 


d. Humas 

Kampoeng Mataraman juga memiliki humas tersendiri. 
Bagi yang hendak berkunjung, mereka bisa menghubungi 
nomor telepon tertentu maupun berkirim surat elektronik. 
Surat elektronik yang ada saat ini belum dikelola dengan 
maksimal karena masih menggunakan surat elektronik 
manajer. Saat ini masih menggunakan surat elektronik 
manajer Kampoeng Mataraman. 


Saat ini, peran Humas di Kampoeng Mataraman masih 
pasif, yaitu hanya memberikan info ketika ada pihak 
yang menghubungi saja. Belum melakukan sosialisasi 
keluar. Hal tersebut dilakukan bukan tanpa alasan. 
Pihak Kampoeng Mataraman merasa masih harus terus 
berbenah diri dan mematangkan konsep yang ada karena 
masih tergolong baru. 


4, Customer Relationship 

Membangun hubungan dengan pelanggan diwujudkan 
dengan menetapkan harga makanan yang bersaing dengan 
unit usaha sejenis. Tidak mahal, tetapi tetap masih bisa 
mendatangkan sedikit keuntungan. Hal lain yang dilakukan 
untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan adalah 
dengan menonjolkan keramahan khas desa, menguatkan 
peran simbok untuk menyapa pengunjungnya. Keramahan 
ini juga tetap ditujukan kepada pelanggan tetap yang mulai 
jarang berkunjung. Ketika pengunjung tersebut datang, 
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sapaan hangat dari simbok “ning endi wae kok mboten nate 
ketingal” (ke mana saja kok nggak pernah kelihatan) maupun 
sapaan lainnya yang menunjukkan perhatian langsung 
diberikan. Bentuk penghargaan kepada pelanggan lebih 
ditekankan kepada perhatian, bukan dalam bentuk uang 
atau diskon. 


Pelanggan yang berulang tahun akan diberikan ucapan 
dan hiburan kecil atau diberikan salah satu produk 
kuliner, seperti pisang goreng atau jamu. Selain itu, untuk 
pengunjung yang berasal dari instansi ataupun klub yang 
akan memakai jasa Kampoeng Mataraman, baik berupa 
tempat maupun makanan, akan mendapatkan kemudahan 
dalam administrasi. 


5, Revenue Stream 

Arus pendapatan yang diperoleh dari Kampoeng Mataraman 
sebagian besar diperoleh dari penjualan makanan. Kampoeng 
Mataraman menyediakan menu prasmanan untuk dimakan 
di tempat maupun menu paket box. Selain dari penjualan 
makanan, pendapatan juga diperoleh dari penyewaan 
tempat untuk acara pernikahan, rapat instansi, reuni, ulang 
tahun, kegiatan pameran, kegiatan rembuk desa nasional, 
pelantikan pejabat, dll. 


Ketika Kampoeng Mataraman sudah disewa untuk acara 
tertentu, operasional akan ditutup untuk masyarakat umum 
dengan mengumumkan terlebih dahulu melalui Instagram 
maupun papan pengumuman. Tempat yang disewakan 
terdiri dari gubuk-gubuk kecil, aula, ruang VIP panggung 
ndesa, serta lahan parkir yang luas. 


6. Key Resources 

Menurut manajer maupun pengelola BUMDesa, sumber 
daya utama penggerak majunya unit usaha Kampoeng 
Mataraman meliputi banyak aspek. Salah satunya adalah 
aspek fisik. Kampoeng Mataraman berdiri di atas tanah kas 
desa (bengkok) seluas kurang lebih enam hektar. Hal ini 
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menjadi daya tarik tersendiri dari pengunjung. Untuk ukuran 
bisnis kuliner atau restoran, jarang sekali yang memiliki 
lahan luas, mulai dari area kuliner, area swafoto, hingga 
area parkir. Hal lain yang membuat kaget para pengunjung 
adalah ketika mereka mengetahui bahwa pemilik usaha ini 
adalah BUMDesa. 


7. Key Activities 

Aktivitas kunci yang dijalankan supaya unit usaha ini berja- 
lan dengan baik dan tujuannya tercapai adalah dengan mene- 
rapkan dan menonjolkan prinsip kekeluargaan, baik dalam 
pengelolaan pegawai maupun mempertahankan pelanggan. 
Selain itu, Kampoeng Mataraman memiliki konsep yang kuat 
dengan menonjolkan unsur ndeso sandang, pangan, dan pa- 
pan kerajaan Mataram Islam dengan mengambil beberapa 
kearifan lokal, seperti kesederhanaan, bersahaja, kesopanan, 
penghargaan kepada orang lain. Kampoeng Mataraman juga 
menyediakan pakaian tradisional Mataram Islam yang bisa 
disewa oleh pengunjung untuk melakukan swafoto dengan 
harga yang bersaing. 


98. Key Partnership 

Mitra kerja yang dimiliki oleh Kampoeng Mataraman hampir 
806 berasal dari Desa Panggungharjo. Kemudian 20/-nya 
berasal dari desa sekitar Panggungharjo. Mitra kerja di sini 
sebagian berperan sebagai supplier bahan baku kuliner, 
seperti ayam, pisang, sayur, beras, dll. Bahan baku tersebut 
dibeli dari warga desa dengan sesuai dengan harga pasar. 
Mereka membeli dari masyarakat sedikit demi sedikit. 


Pada hari-hari tertentu, biasanya akhir pekan, terdapat 
warga desa yang diizinkan berjualan di area Kampoeng 
Mataraman, seperti penjual rujak, dawet, maupun jajanan 
tradisional supaya suasana menjadi lebih ramai dan bisa 
menambah pendapatan dari penjual tersebut. 


Beberapa produk dari UP2K Panggungharjo serta desa 
sekitar juga dititipkan di toko kecil yang ada di Kampoeng 
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Mataraman. Alasan dibuka peluang 204 mitra dari desa lain 
adalah supaya terjadi persaingan untuk menjaga mutu tetap 
baik. Selain itu, supaya usaha ini tidak hanya dirasakan oleh 
warga desa sendiri saja, tetapi juga oleh warga desa lain. 


9. Cost Structure 
Biaya rutin yang dikeluarkan oleh Kampoeng Mataraman 
antara lain biaya gaji pegawai yang berjumlah 45 pegawai, 
biaya Listrik, biaya perawatan taman, joglo, sumbangan 
untuk desa, pembelian bahan mentah, serta sewa peralatan 
pendukung event. 


Simpul Akhir: Bengkok Jadi Emas 

Berdasarkan uraian di atas, Kampoeng Mataraman yang 
dimiliki oleh BUMDesa Panggung Lestari dapat membuktikan 
bahwa pengelolaan berbasis pendekatan personal dan 
memperhatikan aspek fisik lewat konsep yang ditawarkan, 
aspekmanusiayang bersinergidalammembangun.unit usaha, 
dimulai dari kepala desa sebagai konseptor yang ditangkap 
dengan baik idenya oleh BUMDesa kemudian dikelola oleh 
warganya sendiri, serta pengelolaan keuangan yang baik, 
sebuah unit usaha dapat mendatangkan keuntungan yang 
bisa dinikmati oleh banyak pihak. 


Praktik pengelolaan usaha tersebut terbukti dapat mengubah 
bengkok yang kurang produktif menjadi bisnis kuliner yang 
diminati karena produk dan harga yang ditawarkan bisa 
bersaing dengan jasa sejenisnya. Kampoeng Mataraman 
juga menjadi bukti bahwa BUMDesa dapat mengelola 
sebuah usaha modern yang tidak kalah hebat dengan usaha 
sejenis yang dikelola oleh para pemilik modal. Kampoeng 
Mataraman terbukti dapat menghidupkan banyak aspek 
ekonomi bagi masyarakatnya. 
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BUMDesa Pilar Ekonomi 
Kerakyatan Indonesia 


Oleh: Rudy Suryanto 


Bung Hatta pernah menyatakan “Indonesia tidak akan 
terang dengan nyala obor di Jakarta, tetapioleh ribuan lilin- 
lilin dari desa-desa.” Kata mutiara tersebut menekankan 
bahwa Indonesia harus membangun ekonomi dari desa. 


Dalam kurun waktu tiga tahun dari 2015-2018, terjadi 
pembangunan serentak di semua desa di Indonesia. 
Kementerian Desa mencatat, dalam kurun waktu tersebut, 
ada pembangunan 157.619 km jalan desa dan beragam 
fasilitas sosial lainnya (Kemendes, 2018). Pembangunan 
skala raksasa ini didorong dengan adanya kebijakan dana 
desa. Rata-rata desa di seluruh Indonesia mendapatkan 
dana sekitar Rp600—800 juta. 


Pembangunan-pembangunan tersebut, harapannya dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut data 
yang dilansir oleh BPS pada juli 2018, inflasi mencapai 
0.824 atau lebih tinggi dari rata-rata inflasi nasional yang 
hanya 0.284 pada bulan yang sama (Kompas, 2018). Pada 
Juli 2018, tercatat Nilai Tukar Petani (NTP), sebagai salah 
satu indikator kesejahteraan petani, turun dari 102.04 pada 
bulan Juni 2018 menjadi 101.66 pada Juli 2018. Kondisi ini 
tentu membutuhkan respons cepat untuk memperbaikinya 
mengingat sebagian besar mata pencaharian penduduk di 
desa adalah bertani. 


Masalah Klasik Tak Terselesaikan 
Masalah-masalah klasik perekonomian di desa, yaitu 
pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan belum 
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terselesaikan. Pada satu sisi, dana desa dianggap berhasil 
meningkatkan pendapatan per kapita per bulan warga 
perdesaan dari Rp5/2.586 (2014) menjadi Rp804.011 pada 
tahun 2017 (BPS, 2018). Akan tetapi, ternyata, ketimpangan 
di desa masih sangat tinggi, yaitu di angka Gini Ratio 0.39. 


Angka Gini Ratio yang hampir menyentuh 0.40 ini adalah 
angka bahaya. BPS juga merilis angka pengangguran yang 
turun di perkotaan dari 6.746 menjadi 6.455, tetapi di desa 
justru malah naik tipis dari 4.016 menjadi 4.0455 (BPS, 2018). 
Meskipun tingkat kemiskinan terus-menerus menurun, 
tetapi angka kemiskinan di perdesaan masih jauh lebih 
tinggi dari angka kemiskinan di perkotaan. Pada Maret 2017, 
angka kemiskinan di perdesaan tercatat menyentuh 17.156, 
sedangkan di perkotaan 10.6754. 


Mengapa itu bisa terjadi? Bukankah semua potensi ada di 
desa? Lahan pertanian, alam yang indah, kekayaan alam 
yang melimpah dan angkatan kerja produktif ada di desa. 
Mengapa desa, dengan berbagai fasilitas dan dukungan 
yang diberikan, masih terbelit dalam berbagai masalah 
mendasar? 


Masalah di desa bukan masalah potensi atau masalah 
teknis, juga bukan uang, tetapi masalah kapabilitas. 
Sekarang, bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) 
mampu menjadi katalisator, agregator, dan konektor untuk 
menumbuhgerakkan ekonomi di desa? 


Kapabilitas dan Konektivitas Desa 

Desa bukan miskin potensi, tetapi miskin keberanian dan 
kreativitas. Hal yang membedakan desa maju dan desa 
yang belum maju lebih terletak pada kapasitas sumber daya 
manusianya. Ketika pergi ke desa, kita tidak menemukan 
orang malas. Mereka bangun sejak pagi buta untuk pergi 
ke sawah, ladang, laut, dan pasar. Mereka bekerja keras 
membanting tulang, tetapi mengapa mereka masih hidup 
susah? 
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Untuk dapat menjawab pertanyaan di atas, kita perlu 
melihat lebih dalam dan utuh lagi pada masalah ini. Ambil 
contoh hal yang terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan. 
Kedua negara ini dahulunya bersatu, memiliki nenek moyang 
yang sama, kondisi geografis yang sama. Pada tahun 50-an, 
negara ini dikoyak perang saudara hingga berakhir dengan 
kerusakan yang sangat parah dan membelah Semenanjung 
Korea menjadi dua negara. Mereka mulai dengan awal yang 
sama, tidak punya apa-apa. Akan tetapi, dalam waktu 30 
tahun, hampir semua orang dapat melihat perbedaan nyata. 
Korea Selatan melaju menjadi negara dengan pembangunan 
yang sangat pesat. Pada tahun 1990an, Korea Selatan sudah 
menjadi negara maju. Mereka hanya terhambat sedikit ketika 
terjadi krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Tidak butuh 
waktu lama, mereka bangkit dan, saat ini, menjadi salah satu 
raksasa teknologi, kosmetika, dan dunia hiburan. 


Apa yang terjadi di Korea Utara? Negara itu, sepertinya, 
masih banyak dibelit masalah. Pada tahun 2000-an, Korea 
Utara dilanda bencana kelaparan yang menyusahkan 2 juta 
orang. Kondisi-kondisi di perdesaan Korea Utara masih sangat 
memprihatinkan. Mengapa Korea Selatan bisa demikian 
maju, sedangkan Korea Utara seperti jalan ditempat? Apakah 
yang membedakan keduanya? 


Lewat berbagai penelitian ditemukan bahwa yang 
membedakan Korea Selatan dan Korea Utara hingga seperti 
langit dan bumi bukan kondisi alam, keturunan, maupun 
modal awal, tetapi sistem politik. Awalnya, sistem politik 
tidak begitu diperhitungkan dalam upaya pembangunan. 
Nyatanya, sistem politik justru menjadi kunci. 


Mengapa sistem politik terbuka demokratis mendorong 
pembangunan yang merata dan berkelanjutan? Karena 
tenaga utama pembangunan adalah inovasi. Inovasi bisa 
diterjemahkan secara luas sebagai upaya membawa solusi 
untuk mengatasi masalah atau bagaimana membawa 
gagasan sampai menjadi produk yang diterima oleh pasar/ 
penerima manfaat. 
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Inovasimensyaratkan kondisi yang suportif. Inovasitidak bisa 
tumbuh tanpa adanya lingkungan yang aman dari persekusi 
karena perbedaan. Bagaimana orang bisa melakukan inovasi 
kalau hidup dalam ketakutan? Bagaimana ide-ide yang baik 
bisa diterima dan berkembang kalau dalam lingkungan itu 
yang berlaku adalah sistem yang represif? 


Dalam konteks pembangunan desa, inovasi menjadi kunci 
kemajuan di desa. Inovasi bisa datang atas inisiatif kepala 
desa, pimpinan lembaga desa, tokoh masyarakat ataupun 
warga biasa. Apabila desa menganut sistem tertutup dan 
sentralistis, orang akan enggan memberikan usulan dan 
kontribusi. Mereka berpikir, “buat apa saya susah-susah 
mengajukan usul kalau nantinya usul yang diterima hanya 
dari itu-itu saja? Tersumbatnya aspirasi dan sempitnya 
ruang partisipasi inilah yang mengekang kreativitas dan 
pengembangan usaha. 


Ada pelajaran yang bisa dipetik dari Korea Selatan, 
yaitu bagaimana mereka mengembangkan ekonomi 
perdesaan lewat gerakan Saemaul Undong. Ada tiga kunci 
keberhasilan Saemaul Undong. Pertama, menumbuhkan 
dan mengembangkan kepemimpinan lokal. Tanpa adanya 
kepemimpinan lokal yang kuat dan kompak, proses perubahan 
tidak akan bisa terjadi. Masyarakat perlu dimotivasi, 
diberikan impian, dan digerakkan untuk mencapai tujuan. 


Kepemimpinan lokal ini tidak mesti dipimpin oleh kepala 
desa, meskipun kita tahu betapa berperannya kepala desa 
dalam proses perubahan di desa. Kepemimpinan lokal bisa 
lahir dari pemuda, tokoh masyarakat, dan ibu-ibu. Pemimpin 
lokal ini harus dilatih dan didampingi sehingga mereka terus 
bertumbuh dan tidak patah semangat. 


Saemaul Undong memberikan perhatian serius untuk melatih 
dan mengembangkan para pemimpin lokal. Nantinya, 
mereka inilah yang menjadi garda terdepan agen perubahan 
di masyarakat. 
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Kunci keberhasilan kedua adalah memetakan rantai nilai 
yang ada di desa-desa di Korea Selatan. Mereka memiliki 
peta siapa yang menanam, siapa yang memproses, dan siapa 
yang menjual. Keselarasan dan pembagian peran ini menjadi 
dasar kerja sama yang berkelanjutan. 


Petani-petani di suatu desa sepakat unutk menanam atau 
memproduksi satu produk. Strategi ini yang kita kenal dengan 
istilah One Village One Product (OVOP). Namun, banyak yang 
tidak tahu bahwa untuk sampai pada OVOP ada proses yang 
panjang. OVOP mensyaratkan kesepakatan satu desa untuk 
menanam/memproduksi satu produk. 


Mengapa harus memproduksi/menanam satu produk? 
Karena masalah di desa adalah skala produksi. Skala 
produksi desa kecil-kecil dan tersebar sehingga tidak 
ekonomis dan akan kalah bersaing secara harga. Desa perlu 
menggelar serangkaian pertemuan untuk membahas dan 
menyepakati satu produk yang harus mereka buat. Berkaca 
pada Korea Selatan, di sana, satu desa sering kali harus 
menyelenggarakan 30-—/0 pertemuan untuk sampai pada 
satu kesepakatan terkait OVOP Terkadang, pertemuan- 
pertemuan itu berlangsung panas dan alot. 


Ada konsekuensi dan komitmen jangka panjang yang harus 
ditanggung oleh petani ketika melakukan OVOP Mereka 
menyepakati lewat musyawarah dan tidak ada pihak 
luar yang melakukan intervensi. Pemerintah memberikan 
dukungan teknis ketika OVOP sudah ditentukan. 


Apabila kita merefleksikan hal tersebut dengan kondisi 
desa-desa di Indonesia, dapat dipahami mengapa desa- 
desa belum juga bergerak meskipun telah didukung dengan 
berbagai fasilitas. Ada problem kapabilitas mendasar di 
desa-desa Indonesia. Kemampuan mereka untuk memetakan 
potensi dan masalah, kejelian melihat peluang, kemampuan 
merancang model bisnis, teknik untuk mengolah potensi 
menjadi produk, kemampuan memasarkan produk, dan 
mengembangkan jaringan usaha, semuanya pelu diasah. 
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Warga desa lemah di kemampuan-kemampuan tersebut 
sehingga mereka lebih banyak menghasilkan komoditas. 
Mereka lemah dalam meningkatkan nilai tambah komoditas 
sehingga pengambil keuntungan terbesar adalah para 
tengkulak dan produsen karena mereka bisa memaksa 
membeli harga bahan baku dengan murah. 


Selain problem kapabilitas, ada problem konektivitas desa. 
Masih banyak desa dengan akses jalan raya yang buruk. 
Masih ada sekitar 25,000 desa yang belum terkoneksi dengan 
internet cepat. Produk-produk desa banyak yang bagus, 
tetapi tidak terkoneksi pada pasar yang tepat. 


Saat ini, ada tren untuk kembali ke produk yang alami, tetapi 
ceruk pasar tersebut belum dioptimalkan oleh desa dan 
BUMDesa. Ide-ide pengembangan produk BUMDesa masih 
terbatas pada pasar-pasar lokal. Orang desa jarang piknik, 
jadi mereka memiliki imajinasi yang sangat terbatas pada 
tren dan kebutuhan pasar di dunia. 


BUMDesa sebagai Katalisator 

Apa peran BUMDesa? BUMDesa akan menjadi semacam 
ruang tengah dalam rumah besar desa. Ruang tengah ini 
memungkinkan para pihak di desa untuk bertemu, berdiskusi, 
dan, harapannya, sepakat bekerja sama. 


Selama ini, pola pemberdayaan masyarakat desa bergerak di 
dua titik ekstrem. Satu titik memberikan peran pemerintah 
terlalu besar sehingga partisipasi warga tidak mendapatkan 
ruang, sedangkan di titik lain partisipasi masyarakat terlalu 
besar sehingga menihilkan peran pemerintah desa. BUMDesa 
ingin menjadi ruang tengah itu. Komposisi kepemilikan 
BUMDesa sebesar 60X pemerintah pesa dan 40£ masyarakat 
desa diharapkan jadi fondasi sinergi. 


Ruang tengah ini diharapkan bisa menjadi pemantik berbagai 
prakarsa dari masyarakat. BUMDesa akan dapat mencairkan 
sekat-sekat antara pemerintah desa dan warga desa. Banyak 
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warga desa ingin membangun desanya, tetapi mereka tidak 
menemukan ruang yang tepat untuk merealisasikan niat 
baik itu. BUMDesa menyediakan hal tersebut. Pengelola 
BUMDesa haruslah dari masyarakat, bukan PNS ataupun 
perangkat desa. 


Pendirian BUMDesa diharapkan akan memancing masyarakat 
untuk memberikan ide-ide usaha. Berbeda dengan Koperasi 
Unit Desa (KUD) yang usahanya dari Sabang sampai Merauke 
sama, jenis usaha BUMDesa dapat ditentukan sesuai potensi 
dan peluang yang ada di masing-masing desa. Adanya 
ketentuan dalam mendirikan BUMDesa ini juga akan 
mendorong diskusi dan percakapan di tingkat desa. 


Rasa ingin tahu tentang BUMDesa ini sangat tinggi di 
desa-desa. Fleksibilitas dan kemudahan dalam mendirikan 
BUMDesa juga menjadi daya tarik utama. Justru karena 
BUMDesa tidak wajib didirikan dan tidak banyak aturan yang 
mengatur, yang menjadikan BUMDesa ini menjadi menarik. 


Partisipasi tidak hadir dengan sendirinya. Harus ada upaya 
untuk memancing masyarakat untuk terlibat. Apabila 
masyarakat merasa hanyajaditukang stempel dan pelengkap 
penderita saja, mereka tidak akan mau capek-capek terlibat. 
Bagaimana kita bisa melihat tingkat partisipasi? Ketika 
diundang, masyarakat antusias untuk datang. Ketika ditanya 
dan dimintai tanggapan, mereka mau memberikan sumbang 
saran. Ketika diajak bekerja atau berkontribusi, mereka 
semangat. Desa dengan tingkat partisipasi masyarakat 
yang tinggi, BUMDesanya akan berpeluang besar sukses. 
Inilah yang dimaksud peran BUMDesa untuk menjadi katalis 
peningkatan partisipasi Masyarakat. 


BUMDesa sebagai Agregator 

Jika partisipasi, inisiatif, dan kontribusi masyarakat sudah 
meningkat, BUMDesa bisa menjadi wadah. BUMDesa tidak 
harus menjadi pemain, cukup sebagai platform/panggung 
ekonomi masyarakat. Sebagai contoh, embung yang dibuat 
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dari dana desa. Embung itu dikelola menjadi objek wisata 
desa. Seiring peningkatan tingkat kunjungan maka lahir 
peluang untuk usaha kuliner. 


BUMDesa harus menahan diri untuk melakukan optimalisasi 
laba dengan memberikan ruang pada masyarakat untuk 
ikut menikmati peluang yang ada. Pemuda bisa mengelola 
parkirnya dan tenaga kerja. Ibu-ibu bisa membuat makanan 
kecil dan menjual di sekitar embung. Pada waktu-waktu 
tertentu ada pertunjukkan seni yang melibatkan kelompok- 
kelompok seni di desa tersebut. Inilah gambaran BUMDesa 
sebagai agregator ekonomi desa. 


Selanjutnya, BUMDesa tidak hanya berperan sebagai 
pengumpul saja, tetapi juga melakukan pengujian kualitas 
atau kurator. Fungsi kurator adalah memilih mana produk 
masyarakat yang layak diekspor, layak masuk ke pasar 
nasional, layak dipasarkan secara lokal, atau cukup di 
pasarkan di tingkat desa saja. 


Pola inijuga bisa melengkapi berbagaipelatihan keterampilan 
untuk peningkatan pendapatan ibu-ibu PKK. Program itu 
telah berjalan bertahun-tahun dengan hasil yang bervariasi. 
Salah satu kelemahan dari program itu adalah tidak adanya 
penampungan produk untuk bisa dipasarkan lebih lanjut. 


Setelah BUMDesa berhasil menjadi agregator maka 
pilihannya banyak. Apabila mampu mengumpulkan bahan 
baku (komoditas) atau barang setengah jadi, BUMDesa bisa 
bekerja sama dengan pihak swasta besar/industri untuk 
menawarkan mereka menjadi offtaker produk-produk desa. 


Saat ini, sudah ada PT Mitra BUMDesa Nusantara yang 
bertugas untuk menggalang kerja sama dengan berbagai 
BUMN dan perusahaan swasta untuk menjadi mitra 
BUMDesa dan offtaker produk-produk BUMDesa. 


BUMDesa sebagai Konektor 
Apabila sudah terpetakan siapa yang  menanam/ 
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memproduksi, siapa yang mengemas, dan siapa yang 
memasarkan maka BUMDesa dapat memilih rantai nilai 
mana yang bisa dimainkan dan perlu dikuatkan. BUMDesa 
harus berpikir strategis sinergis. Kalau sudah bisa dikerjakan 
oleh pihak lain, kenapa harus dikerjakan oleh BUMDesa? 


Ada gula ada semut. Saat ini, banyak pihak ingin masuk ke 
desa. Dalam bayangan mereka, adapotensi luar biasa di desa. 
Ada total Rp257 triliun yang digelontorkan ke desa. Mereka 
menawarkan berbagai kerja sama, mulai dari penguatan 
modal hingga transfer teknologi. Mereka butuh mitra dan 
BUMDesa diharapkan hadir sebagai konektor. 


Tidak hanya sektor bisnis saja yang tertarik masuk ke desa. 
Perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat juga 
tertarik ambil peran. Untuk itu, perlu dibangun sinergi 
Academics-BUMDesa-Community-Government-Financial/ 
Business Institution-Media (ABCGFM). Desa tidak bisa 
dibiarkan sendiri. Desa patut mendapatkan ekosistem yang 
kondusif untuk maju dan berkembang. 


Apabila kita memahami BUMDesa yang, saat ini, berjumlah 
45.887 dan tersebar di 614 dari total desa maka BUMDesa 
tidaklah kecil. Satu BUMDesa di satu desa mungkin kecil, 
tetapi kalau ribuan BUMDesa itu kemudian sadar untuk 
bekerja sama dan berjejaring, akan lahir raksasa baru 
ekonomi Indonesia. 


Bayangkan jika BUMDesa terkoneksi satu sama lain maka 
akan ada jejaring bisnis raksasa yang memiliki outlet 
di seluruh desa di Indonesia. Artinya, BUMDesa harus 
menggunakan teknologi informasi untuk membawa produk- 
produk desa mengakses pasar yang lebih luas. 


BUMDesa Pilar Ekonomi Kerakyatan 

Bung Hatta telah melakukan pengkajian mendalam dan 
menyimpulkan bahwa sistem ekonomi yang paling tepat 
diterapkan di Indonesia adalah sistem demokrasi ekonomi. 
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Sistem demokrasi ekonomi adalah dari rakyat, oleh rakyat, 
dan untuk rakyat. Sudah saatnya kekayaaan Indonesia 
yang melimpah ruah dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk 
kesejahteraan masyarakat Indonesia. 


BUMDesa harus hadir untuk mengisi ruang kosong. 
BUMDesa hadir dalam rangka menjadi pilar keempat ekonomi 
kerakyatan Indonesia. Saat ini, pilar-pilar yang telah ada 
adalah BUMN, Koperasi, UMKM dan akan dilengkapi dengan 
BUMDesa. 


Empat pilar ekonomi kerakyatan Indonesia ini akan kokoh 
dan tegak, layaknya meja yang ditopang empat kaki untuk 
menopang kue ekonomi Indonesia. Fungsi yang bisa 
dimainkan BUMDesa sebagai pilar ekonomi kerakyatan 
Indonesia adalah dengan menjadi katalisator, agregator, dan 
konektor. Peran ini dapat menyelesaikan masalah mendasar 
yang ada di desa, yaitu kapabilitas dan konektivitas. 


Menggerakkan ekonomi kerakyatan Indonesia harus dengan 
kembali pada semangat dasar kita bernegara, yaitu gotong 
royong dan musyawarah. Terbukti, Indonesia telah berhasil 
melewati berbagai tantangan sejarah dengan gotong royong 
dan musyawarah. 


Dengan keistimewaan BUMDesa, yaitu 60X sahamnya 
harus dimiliki pemerintah desa dan kekuasaan tertinggi di 
tangan Musdes, merupakan bentuk kedaultan ekonomi desa. 
BUMDesa perlu kita dukung dan terus perkuat sehingga 
menjadi pilar ekonomi rakyat yang menjulang tinggi dan 
berakar mendalam. 


BUMDesa 
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Resep Unik Eksistensi 
Unit Ekonomi Desa Tirtonirmolo 
Selama Lebih dari 30 Tahun 


Oleh: Sony Hartono, Riani Budiarsih, dan Roby Syaiful Ubed 


Mendirikan unit ekonomi desa mungkin mudah, tetapi 
mempertahankan eksistensinya yang sulit. Ada beragam 
faktor yang akan menantang eksistensi UED setelah 
dibentuk, seperti tujuan dan praktik pelaksanaan 
nyatanya, dukungan keberadaan, hingga kualitas sumber 
daya manusianya. Berhasil beroperasi lebih dari 30 
tahun, UED Sedya Makmur Desa Tirtonirmolo punya cara 
tersendiri dalam mempertahankan eksistensinya, bahkan 
mengembangkan dana yang dikelolanya. 


Profil Desa Tirtonirmolo 

Desa Tirtonirmolo merupakan salah satu desa di Kecamatan 
Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Lokasinya dekat dengan perbatasan Kota Yogyakarta. Di 
Desa ini, terdapat perusahaan gula terbesar di Yogyakarta, 
yaitu PG Madukismo dan sentra kerajinan gerabah berskala 
nasional, yaitu Sentra Gerabah Kasongan. Jumlah penduduk 
mencapai 23.182 jiwa, dengan komposisi 50,24 laki-laki dan 
49,840 perempuan. Sebagian besar penduduknya bermata 
pencaharian sebagai buruh harian lepas, wiraswasta, buruh 
tani, dan PNS. 


Sejarah Unit Ekonomi Desa Tirtonirmolo 

Di Desa Tirtonirmolo, ada suatu unit ekonomi desa (UED) 
yang bernama Koperasi Simpan Pinjam Sedya Makmur. UED 
ini sudah berdiri sejak tahun 1988 dan, pada akhir tahun 2018, 
telah mampu mengelola dana sampai dengan Rp11 miliar. 
Sebentar lagi, UED Sedya Makmur akan melebur menjadi 
bagian dari BUMDesa Tirtonirmolo yang segera dibentuk. 
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Tujuan pendirian UED ini untuk membebaskan masyarakat 
dari praktik rentenir. Modal awal sebesar Rp1 juta ditambah 
dengan dana bantuan desa (Bandes) mampu dikembangkan 
dengan sangat baik karena ditunjang dengan prinsip kehati- 
hatian yang diterapkan secara konsisten sehingga mampu 
bertahan selama lebih dari 30 tahun. 


Pada awalnya, UED ini dibentuk dengan prosedur kerja yang 
sangat sederhana, bahkan untuk peminjam tidak diharus 
menggunakan jaminan. Praktik sederhana tersebut ternyata 
tidak efektif dan menimbulkan banyak kredit macet. Pada 
tahun 1994, metode pemberian kredit tanpa agunan diubah 
menjadi metode penggabungan antara model Koperasi, 
Pegadaian, dan Perbankan. Kombinasi ketiga model ini 
ternyata cukup efektif untuk menekan kredit macet, bahkan 
sudah lebih dari satu dasawarsa terakhir tidak ada lagi kredit 
macet. 


Tidak banyak unit ekonomi desa yang mampu bertahan 
selama lebih dari 30 tahun dengan perkembangan yang 
cukup bagus seperti UED Sedya Makmur, Desa Tirtonirmolo. 
Saat ini, nasabah UED Sedya Makmur berjumlah lebih dari 
2.000 orang. Dengan jumlah nasabah yang relatif besar untuk 
ukuran unit ekonomi desa, usaha pokok yang pada awalnya 
hanya peminjaman uang telah berkembang menjadi melayani 
penyimpanan uang (tabungan). 


Selama 30 tahun, sudah banyak manfaat yang diberikan UED 
Sedya Makmur terhadap kesejahteraan masyarakat Desa 
Tirtonirmolo. Sekarang, masyarakat terbebas dari rentenir, 
bahkan banyak yang terbantu dalam mengembangkan 
usahanya. Selain itu, sebagai bentuk dari akuntabilitas 
dan transparansi, UED menyampaikan laporan tahunan 
kepada desa dan memberikan kontribusi dana rutin kepada 
Kas Desa setiap bulan. Dari kas desa tersebut, Gedung 
Serbaguna Griyo Nirmolo didirikan untuk kegiatan warga 
desa, sekaligus bisa disewakan kepada masyarakat umum 
untuk kegiatan pernikahan dan acara lainnya. 
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Proses Bisnis 

Business Canvas Model dapat digunakan untuk mengetahui 
secara detail proses bisnis UED Sedya Makmur. Model ini 
melihat dari pendekatan sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. 


1. Dari Sisi Ekonomi 


a. 


Nilai Berdaya Tarik Utama 

UED Sedya Makmur mempunyai usaha utama, yaitu 
memberikan pinjaman hanya kepada masyarakat 
Desa Tirtonirmolo. Daya tarik utama bagi masyarakat 
Tirtonirmolo untuk melakukan pinjaman adalah 
kemudahan proses yang ditawarkan. Banyak 
masyarakat yang tidak mampu mengakses 
perbankan dikarenakan proses yang berbelit-belit 
dan dibutuhkan dokumen-dokumen yang sebagian 
besar tidak terpenuhi oleh masyarakat. Kemudahan 
persyaratan yang ditawarkan UED Sedya Makmur 
memungkinkan masyarakat mendapatkan pinjaman 
untuk kebutuhan produktif atau mendesak. UED Sedya 
Makmur sendiri mampu memberikan proses yang 
mudah dalam peminjaman dikarenakan pembatasan 
yang dilakukan terhadap kriteria nasabah, yaitu hanya 
untuk masyarakat Desa Tirtonirmolo sehingga UED 
bisa melakukan profiling risiko calon nasabah dengan 
cukup mudah dan valid karena juga mendapatkan 
data-data pendukung dari kepala dukuh masing- 
masing calon nasabah. 


Aktivitas Utama 

Kegiatan utama dari UED ini adalah peminjaman 
dana khusus kepada masyarakat Desa Tirtonirmolo. 
Masyarakat di luar Desa Tirtonirmolo tidak 
diperkenankan untuk mengajukan pinjaman untuk 
mengurangi risiko terjadinya kredit macet dikarenakan 
profiling calon nasabah yang lebih sulit. Meskipun 
tidak bisa mendapatkan layanan kredit, mereka tetap 
bisa menabung di UED Sedya Makmur. Jadi, saat 
ini, ada dua aktivitas utama di UED Sedya Makmur, 
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yaitu peminjaman dana khusus bagi masyarakat 
Tirtonirmolo dan aktivitas penyimpanan dana 
(menabung) untuk masyarakat umum. 


Keberhasilan UED Sedya Makmur menjadi unit 
usaha simpan pinjam selama puluhan tahun salah 
satunya dikarenakan aktivitas pendokumentasian 
dan pengarsipan yang teliti, rapi, dan terpelihara 
dengan baik. Berkas-berkas penting yang ada sejak 
pendiriannya tahun 1988 sampai dengan sekarang 
masih bisa diakses sehingga bisa ditelusuri dengan 
mudah jika diperlukan. Uniknya, UED Sedya Makmur 
tidak menggunakan komputer sama sekali dalam 
berbagai pencatatan dan pembukuan. Oleh karena 
itu, kegiatan pendokumentasian dan pengarsipan 
yang baik merupakan salah satu kunci keberhasilan 
UED ini. 


Sumber Daya Utama 
1). Sumber Daya Manusia 
Jumlah pegawai tetap UED ini hanya 6 orang. 
Sampai dengan akhir tahun 2018, dua orang 
pendirinya masih aktif dalam kegiatan sehari- 
hari. Kompetensi utama yang harus dimiliki 
pegawai UED ini adalah integritas karena dengan 
pegawai yang berintegritas, tidak akan terjadi 
penyelewengan-penyelewengan yang berkaitan 
dengan uang, dengan begitu masyarakat yang 
menabung di UED pun tetap percaya dan tidak 
khawatir menempatkan uang mereka di situ. Hal 
yang menarik dari UED Sedya Makmur adalah 
pegawainya mempunyai hubungan keluarga 
antara yang satu dengan yang lain. Hal ini tentu 
bertentangan dengan ilmu manajemen modern 
karena, jika dalam suatu organisasi banyak 
hubungan kekerabatannya, dikhawatirkan akan 
berpotensi terjadinya tindak penyelewengan 
berjamaah yang, pada akhirnya, mematikan 
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organisasi. Namun, UED Sedya Makmur menepis 
kekhawatiran tersebut. Hal ini terbukti dari 
eksistensi UED itu sendiri sampai sekarang dan 
pertumbuhan performanya yang membanggakan. 
2). Permodalan 

Ketika awal berdiri, salah satu sumber pendanaan 
untuk operasional UED ini adalah sumbangan 
dari salah satu perangkat desa. Kemudian, UED 
mendapat bantuan dari desa melalui kesepakatan 
perangkat desa dalam penggunaan dana inpres 
Bandes sebagai modal UED. Tantangan awalnya 
adalah minimnya dana operasional sehingga para 
pegawainya tidak digaji, tetapi pengorbanan 
itulah yang membuat UED ini survive melewati 
masa-masa sulit awal pendiriannya. Saat ini, uang 
yang dikelola sudah lebih dari Rp11 miliar. Uang 
kelolaan semakin bertambah dari dana simpanan 
nasabah dan bunga yang dibayarkan oleh para 
peminjam. 

UED hanya mempunyai satu kantor saja, yang 
terletak di kompleks Kantor Desa Tirtonirmolo, 
sebagai tempat operasional. Dengan modal 
fisik yang tidak banyak, biaya operasional dan 
pemeliharaan pun dapat lebih efisien. 


d. Mitra Utama 

Mitra utama UED Tirtonirmolo adalah masyarakat 
Desa Tirtonirmolo. Tanpa dukungan masyarakat Desa, 
operasional UED tidak akan berlangsung lancar dan 
bisa bertahan selama puluhan tahun. Salah satu mitra 
terpenting lainnya adalah para kepala dukuh yang 
menjadi pemberi pertimbangan ataupun rekomendasi 
valid ketikaada warganya yang berencanamengajukan 
pinjaman ke UED sehingga para pengurus tidak 
terlalu kesulitan untuk menentukan apakah si calon 
peminjam layak atau tidak layak diberi pinjaman. 
Melibatkan para kepala dukuh sebagai pendukung 
analis kelayakan kredit merupakan langkah yang 
efektif dan efisien. 
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Di luar warga Desa Tirtonirmolo, UED juga bermitra 
dengan salah satu bank nasional pemerintah, yaitu 
BRI. Uang dari simpanan nasabah yang masuk ke 
UED, disimpan ke BRI. Selain lebih aman, simpanan 
tersebut juga mendapatkan bunga dari BRI yang 
nantinya dapat digunakan untuk membayar bunga ke 
para penabung. 


Hubungan dengan Nasabah 

Sebuah unit usaha harus membina hubungan baik 
dengan pelanggannya, tak terkecuali UED Sedya 
Makmur. Selama 30 tahun, UED terus membina 
hubungan baik dengan nasabahnya. Sebagai contoh, 
ketika ada warga Tirtonirmolo yang meminjam dan 
kesulitan melunasinya, pengurus UED tidak serta- 
merta dengan sikap arogan menagihnya, melainkan 
menyelesaikan secara kekeluargaan dengan 
memperpanjang jangka waktu pelunasan atau 
mencari kemudahan lainnya. Meskipun memberikan 
kemudahan dalam proses peminjaman uang, UED 
tidak serta-merta memberikan bunga kredit yang 
jauh lebih tinggi daripada bank konvensional karena, 
pada intinya, UED didirikan untuk membantu warga 
Desa Tirtonirmolo terlepas dari rentenir. Jadi, bunga 
yang bersaing dan kemudahan dalam memberikan 
pinjaman secara tidak langsung adalah upaya UED 
untuk memelihara hubungan baik dan loyalitas dari 
nasabahnya. 


Strategi Pemasaran 

UED Sedya Makmur tidak bertujuan mencari profit 
semata sehingga tidak memperluas usahanya di luar 
Desa 'Tirtonirmolo. Kondisi tersebut yang menjadi 
alasan UED Sedya Makmur tidak mempromosikan 
usahanya secara langsung, melainkan hanya dari 
mulut ke mulut saja dan mengandalkan kepercayaan 
masyarakat. 
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g. Segmentasi Nasabah 
Segmentasi nasabah secara khusus tidak ada. 
Untuk produk pinjaman, khusus diberikan kepada 
warga Tirtonirmolo saja, sedangkan untuk produk 
simpanan bisa untuk masyarakat umum. Namun, 
ada pembedaan khusus jika yang meminjam adalah 
RT atau RW untuk pembangunan prasarana umum, 
misalnya pembangunan jalan lingkungan, bunga 
yang diberikan jauh lebih rendah dari nasabah umum. 


h. Biaya dan Pendapatan 

Biaya tetap, menempati porsi biaya terbesar daripada 
biaya lainnya, hanya untuk gaji pegawai saja. Ada 
biaya lainnya, tetapi tidak begitu signifikan, seperti 
pembelian alat tulis kantor, sedangkan listrik masih 
menumpang dengan kantor desa karena sangat kecil 
sekali skala pemakaiannya, mengingat tidak ada 
pemakaian komputer, melainkan hanya untuk sekadar 
lampu penerangan. Selain biaya-biaya tersebut, ada 
dana rutin per bulan yang diberikan kepada Kas Desa. 
Pendapatan UED Sedya Makmur murni hanya dari 
bunga pinjaman serta bunga dari penempatan 
simpanan di BRI. Pendapatan berkelanjutan itulah 
yang terus diputar untuk pemberian kredit-kredit 
baru sehingga dana yang dikelola saat ini bisa sampai 
lebih dari Rp11 miliar, UED Sedya Makmur tidak 
melakukan investasi atau membuka usaha lainnya 
untuk memperoleh tambahan pendapatan, meskipun 
hal tersebut sangat dimungkinkan untuk dilakukan. 


2. Sosial 
a. Nilai-Nilai Sosial 

Nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi oleh segenap 

komponen UED Sedya Makmur adalah: 

1). Jujur 
Setiap pegawai UED harus menjunjung tinggi nilai 
ini karena setiap hari mereka berurusan dengan 
uang yang menuntut kejujuran tinggi agar tidak 
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3). 


4). 


tergoda untuk menyelewengkannya. Jika pegawai 
UED Sedya Makmur tidak jujur sejak pertama 
kali pendiriannya, tentu tidak akan bisa bertahan 
sampai lebih dari 30 tahun. 


. Amanah 


Setiap pegawai harus memahami bahwa tujuan 
utama didirikannya UED Sedya Makmur adalah 
membebaskan masyarakat Desa Tirtonirmolo 
dari rentenir dan membantu meningkatkan taraf 
hidup masyarakatnya sehingga ia harus menjadi 
pribadi yang amanah. Dalam mengelola uang 
milik nasabah, sifat amanah juga dibutuhkan agar 
nasabah terus percaya dan mempunyai persepsi 
yang baik terhadap UE.D. 

Kekeluargaan 

Dalam hal proses pengajuan pinjaman, diusahakan 
tidak menyusahkan calon nasabah karena calon 
nasabah adalah sesama warga Desa Tirtonirmolo 
yang dianggap bagian dari keluarga besar 
Desa Tirtonirmolo. Di sini, nilai kekeluargaan 
terlihat nyata. Begitu pula ketika peminjam 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 
utangnya, dilakukan proses penyelesaian secara 
kekeluargaan dengan memberikan kemudahan 
dalam pembayarannya. 

Pendekatan Religius 

Dalam operasional sehari-hari, tentu tidak selalu 
berjalan mulus 10046, terutama jika terjadi kredit 
macet. Kepada nasabah yang sekiranya punya 
itikad tidak baik untuk tidak melunasi utangnya, 
pengurus UED  Sedya Makmur berupaya 
semaksimal mungkin tidak melakukan tindakan 
arogan. Selama ini, pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan religius secara personal, yang 
terbukti efektif mampu menyadarkan peminjam 
untuk melunasi utang-utangnya. Kebetulan ada 
pengurus UED yang mempunyai pemahaman 
agama dengan bagus dan termasuk tokoh yang 
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dituakan di Desa Tirtonirmolo sehingga nasihat 
ataupun wejangan beliau mudah diterima oleh 
masyarakat. Pendekatan unik dalam penyelesaian 
kredit macet ini tingkat keberhasilannya 1004 
dan tidak mengeluarkan biaya. Namun, jika skala 
operasional UED ini diperluas sampai di desa 
lan, pendekatan religius ini disangsikan bisa 
mengatasi penyelesaian kredit macet. 


b. Pegawai 

Semua pegawai UED berasal dari warga Desa 
Tirtonirmolo. Dua pendirinya adalah pensiunan 
pegadaian dan pensiunan bank. Jarang dilakukan 
perekrutan pegawai karena para pendiri ingin orang- 
orang yang mengurusi UED bisa dengan mudah 
diawasi dan mengerti betul karakteristik serta 
integritasnya. Oleh karena itu, pegawai yang direkrut 
masih mempunyai hubungan keluarga dengan para 
pendiri. Pada mulanya, kondisi tersebut menjadi 
omongan miring di masyarakat, tetapi para pengurus 
bisa membuktikan bahwa kedekatan keluarga bukan 
berarti tidak bisa bersikap profesional, terbukti UED 
Sedya Makmur menjadi sebesar sekarang. 


Dengan Pegawai UED Sedya Makmur 1005 warga 
desa Tirtonirmolo, UED ini mempunyai kelebihan 
tersendiri, yaitu para pegawai bisa mengenali 
profil risiko calon peminjam yang notabene adalah 
warga Desa Tirtonirmolo dengan lebih baik. Sebagai 
tambahan, data-data pendukung yang disediakan 
oleh para perangkat desa, dalam hal ini para kepala 
dukuh, juga membantu menghasilkan analisis profil 
calon nasabah dengan lebih komprehensif yang, pada 
akhirnya, akan mengurangi potensi kredit macet. 


c. Karakteristik Masyarakat 


Pada umumnya, karakter masyarakat Desa 
Tirtonirmolo mudah dipersuasi dan terbuka terhadap 
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e. 


hal-hal baru yang bersifat positif. Ketika terjadi kredit 
macet, pengurus UED dengan sigap mempersuasi 
nasabah bersangkutan, baik dengan pendekatan 
secara kekeluargaan ataupun religius. Terbukti dengan 
pendekatan tersebut, kredit macet yang terjadi bisa 
teratasi dengan sempurna, dalam artian bisa dilunasi 
oleh nasabah. 


Selain itu, pengurus UED juga menjunjung tinggi 
kepercayaan yang diberikan masyarakat untuk 
mengelola usaha simpan pinjam. Hal itu dibuktikan 
pengurus dengan menjadikan UED Sedya Makmur 
sebagai salah satu unit usaha desa (BUMDesa) terbaik 
di Pulau Jawa versi Kementerian Desa Tahun 2017 
(Berdesa.com, 2017). 


Skala Operasional 

Konsistensi UED Sedya Makmur dengan misi awal, 
yaitumembebaskanmasyarakat Desa Tirtonirmolo dari 
rentenir dan meningkatkantaraf hidup masyarakatnya, 
menjadikan UED Sedya Makmur cukup puas untuk 
beraktivitas dalam lingkup Desa Tirtonirmolo saja, 
tidak ingin meluaskan jangkauannya sekalipun 
ke desa tetangga terdekat. Hal ini dikarenakan, 
UED merasa belum mampu secara SDM-nyakarena 
untuk melebarkan jangkauan operasional ke desa 
tetangga tentu dibutuhkan lebih banyak pegawai dan 
koordinasi intensif dengan perangkat desa setempat 
agar bisa mendapatkan profil risiko calon peminjam 
yang valid. Persiapan matang, biaya operasional yang 
lebih besar, serta potensi kredit macet yang juga 
semakin besar karena jauh di luar kontrol, merupakan 
pertimbangan lain mengapa penguruh UED Sedya 
Makmur tidak meluaskan skala operasionalnya. 


Manfaat bagi Masyarakat 
Keuntungan sosial yang muncul dari keberadaan 
UED ini adalah, sekarang, masyarakat Desa 
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Tirtonirmolo tidak ada yang terjerat utang dengan 
rentenir. Tingkat kesejahteraan masyarakat semakin 
meningkat, terbukti sudah banyak peminjam yang 
bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih besar 
dan berkelanjutan karena permodalan yang mudah 
didapatkan dari peminjaman dana di UED Sedya 
makmur. Banyak juga masyarakat yang semula 
peminjam begitu usahanya berhasil ikut menjadi 
penabung aktif di UED Sedya Makmur. Semakin 
sejahtera masyarakat desa Tirtonirmolo, semakin 
meningkat tingkat pendidikan generasi mudanya 
serta tingkat kesehatan warga desa. 


3. Sosial-Lingkungan 


a. 


b. 


C. 


Komitmen terhadap Masyarakat 

UEDSedya Makmurmemberikan komitmen yang sudah 
teruji selama lebih dari 30 tahun keberadaaannya 
terhadap masayarakat Desa Tirtonirmolo, yaitu jujur 
dan amanah. Para pengurus UED memaknai bahwa 
aktivitas mengelola dana masyarakat desa Tirtonimolo 
dalam bentuk simpan pinjam merupakan sarana 
ibadah dan membantu masyarakat. Pemaknaan 
aktivitas melalui pendekatan religius ini terbukti 
efektif melanggengkan operasional UED Sedya 
Makmur. 


Kelestarian Lingkungan 

Secara tidak langsung, ketika masyarakat tidak lagi 
terjerat oleh rentenir, potensi masyarakat untuk 
menjual tanah atau lahan pertaniannya untuk 
melunasi utang ke rentenir semakin rendah sehingga 
potensi alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan 
bisnis atau real estate bisa diminimalisasi. 


Rencana dan Pengembangan pada Masa Datang 

Rencana ke depan, UED Sedya Makmur akan masuk 
menjadi salah satu unit usaha BUMDesa Tirtonirmolo. 
Hal ini jelas merupakan tantangan tersendiri bagi 
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UED Sedya Makmur karena kemapanan yang sudah 
dipelihara selama puluhan tahun akan mendapatkan 
ujian ketikaorganisasinya berubah. Penetrasiteknologi 
informasi, rekrutmen pegawai, dan perluasan wilayah 
kerja merupakan tantangan yang harus dihadapi ke 
depan. 


Badan usaha milik desa (BUMDesa) yang bisa terus 
eksis adalah BUMDesa yang jenis usahanya bermula dari 
permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. UED 
Sedya Makmur Desa Tirtonirmolo bisa maju dan berkembang 
karena komitmen penuh dari pengurusnya dan didukung 
kepercayaan serta partisipasi aktif perangkat desa dan 
masyarakat dalam memajukannya. Pada akhirnya, selama 
puluhan tahun, keberadaan UED Sedya Makmur Desa 
Tirtonirmolo telah menjadi solusi efektif bagi permasalahan 
masyarakat desa sekaligus mampu meningkatkan taraf 
hidup masyarakatnya. IE 
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Desa Antajaya Berkembang 
Menuju Desa Maju Jaya 


Oleh: Sri Widyastuti 


Pemerintah telah memberikan kesempatan kepada desa 
untuk mengatur dirinya sendiri. Jika semua perangkat 
desa mampu memahami dan mengaplikasikan UU Desa 
dan Peraturan Kemendes tentang BUMDesa secara 
baik dan benar di desanya masing-masing, BUMDesa 
dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kemandirian 
ekonomi desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa. Dibutuhkan pelatihan pemahaman 
tentang BUMDesa agar terjadi perubahan mindset aparat 
desa dan masyarakat desa. Tulisan ini membahas upaya 
pelatihan tersebut di Desa Antajaya. 


Profil Desa Antajaya 

Desa Antajaya merupakan salah satu dari sepuluh desa di 
Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor. Luas wilayah 
desa mencapai 797,229 hektare, terdiri dari 4 dusun dengan 
5 Rukun Warga (RW). Desa ini terbilang terpencil. Jarak Desa 
Antajaya ke Kecamatan Tanjung Sari mencapai 7 kilometer, 
ke Kabupaten Bogor mencapai 62 kilometer, dan ke Jakarta 
mencapai 81 kilometer. 


Kecamatan Tanjungsari menjadi jalur pembatas wilayah 
Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Cianjur. Sepanjang jalur 
jalan raya, tampak areal persawahan dan perkebunan milik 
warga dikelilingi gunung dan bukit-bukit, seperti Gunung 
Karang, Kandaga, Kembar, Sangga Buana, dan Sangyang 
dengan ketinggian 300—500 meter di atas permukaan laut. 
Kelima gunung tersebut menjadi kawasan hutan penyangga 
Kecamatan Tanjungsari. Di Desa Antajaya sendiri, dari total 


225 


BUMDESA Pilar Kekuatan Indonesia 


226 


luas wilayah 797,229 hektare, sekitar 98,30 hektare digunakan 
untuk pemukiman, 132,80 hektare digunakan sebagai sawah 
teknis, 121,20 hektare digunakan untuk lahan perkebunan, 
sekitar 150 hektare untuk empang, 139,20 untuk sawah tadah 
hujan, sekitar 450 hektare untuk hutan rakyat, dan sisanya, 
seluas 7/50 hektare berupa hutan negara. 


Jumlah penduduk Desa Antajaya, berdasarkan hasil sensus 
tahun 2018, sebanyak 5.992 jiwa, terdiri dari 3.006 laki-laki 
dan 2.986 wanita, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 
1.879. Latar belakang pendidikan masyarakat beragam 
dengan mayoritas tamatan SMP (2.787 orang) dan SMA (1.423 
orang). Sisanya tidak tamat SD 316 orang, tamat SD 1.055 
orang, lulus D1 sebanyak 13, lulus D2 sebanyak 18, lulus D3 
sebanyak 27, lulus S1 sebanyak 18, dan lulus S2 sebanyak 
2 orang. Sebagian besar penduduk bermata pencaharian 
sebagai karyawan swasta (4/5 orang) dan pegawai negeri 
(414 orang). Sisanya merupakan wirausaha atau pengrajin 
sebayak 435 orang, bekerja di bidang pertanian 233 orang, 
dan perdagangan 284 orang. Aparatur pemerintahan dan 
anggota kelembagaan antara lain terdiri dari kepala desa 1 
orang, sekretaris desa 1 orang, kepala urusan 6 orang, kepala 
dusun 4 orang, Badan Permusyawaratan Desa/BPD 9 orang, 
ketua RW 6 orang, ketua RT 16 orang, dan anggota Linmas 
10 orang. 


Potensi dan Kendala Desa Antajaya 

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa dan 
peninjauan langsung, ada beberapa potensi dan kendala 
yang dihadapi Desa Antajaya. Potensi desa dapat ditinjau 
dari segi sumber daya alam dan manusianya. Kondisi alam 
desa berpotensi mendukung program pembangunan melalui 
sumber bebatuan, kayu berupa kayu albasia, bambu, buah- 
buahan musiman berupa durian, rambutan, manggis, dan 
duku, pertanian, objek wisata berupa air terjun Curuk Tujuh, 
wisata edukasi ke kebun kopi, dan pegunungan, serta 
lahan tidur yang masih cukup luas. Lebih lanjut, potensi 
perkebunan kopi cukup besar, yakni seluas 32 hektare yang 
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dimiliki oleh pemerintah, swasta, maupun perkebunan rakyat. 
Di Desa Antajaya, ada sekitar 500 petani kopi yang bekerja 
di perkebunan kopi jenis robusta dan arabika. Komoditas 
kopi ini berpotensi menjadi penyangga kehidupan ekonomi 
masyarakat, terutama para petani. Pemandangan sawah, 
pegunungan, dan potensi sumber daya air juga menjadi daya 
tarik tersendiri di samping pertambangan batuan andesit di 
Pegunungan Kandaga. 


Sementara potensi desa dari segi sumber daya manusia ada 
pada semangat yang tinggi untuk membangun desanya, 
termasuk kesediaan wmenghibahkan tanahnya untuk 
kepentingan umum, sepertimembangunjalan, sarana ibadah 
masjid, posyandu dan lainya. Semangat gotong royong masih 
tinggi, ketersediaan tenaga teknis (tukang kayu, tukangjahit, 
tukang tembok), tokoh agama, seperti ulama dan ustaz, guru 
pendidik, bidan, dan pelaku olah raga. Semangat masyarakat 
untuk aktif dalam berbagai kegiatan organisasi masih tinggi, 
tersedia lembaga-lembaga desa, seperti Pemerintah Desa 
(Pemdes), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Majelis Ulama Indonesia 
Tingkat Desa (MUI-Desa), Karang Taruna, Linmas, Kelompok 
Tani, dan Lembaga Pendidikan sampai SMA negeri ada satu. 
Sumber daya finansial desa berasal dari alokasi dana desa, 
PNPM Mandiri Pedesaan, dan sumbangan warga. Sementara 
sumber daya sarana berupa sarana kesehatan, sarana 
keagamaan, sarana pendidikan, sarana olah raga, sarana 
jalan, dan sarana ekonomi berupa kios sebanyak 25 buah. 


Potensi yang dimiliki oleh Desa Antajaya juga diiringi dengan 
kendala tersendiri. Sumber daya alam berupa bebatuan 
terletak di kali dan gunung sehingga, jika ingin diberdayakan, 
takut merusak lingkungan dan mengakibatkan erosi. 
Saat ini, permintaan kayu abasia yang biasanya diekspor 
menurun jauh karena ada ketentuan dari negara pengimpor, 
penggunaan untuk valet dan rumah juga semakin berkurang 
karena semakin banyak rumah yang menggunakan baja 
ringan. Buah-buahan musiman mengalami panen selama 
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dua bulan sehingga dibutuhkan tenaga ahli untuk mengatur 
musim berbuah dan panen agar tidak bersamaan dengan 
buah-buahan lain yang ada di desa. Untuk pengembangan 
objek wisata air terjun dan kebun kopi robusta, sarana jalan 
dan fasilitas wisata yang minim masih menjadi kendala 
utama. Sementara untuk pertanian, sarana pendukung 
masih kurang dan kompetensi petani rendah sehingga hasil 
pertanian tidak maksimal. 


Di bidang pendidikan dan kebudayaan, kendala yang 
dihadapi Desa Antajaya adalah ruang kelas yang dimiliki 
SDN belum mencukupi dan kondisi sekolah yang ada masih 
minim fasilitas serta kurang memadai. Di bidang kesehatan, 
sarana POSYANDU di setiap RW belum memiliki bangunan 
dan masih menumpang di rumah warga. Sekitar 25X 
warga belum memiliki MCK, sebagian masyarakat masih 
kekurangan air bersih pada musim kemarau, sebagian juga 
belum memiliki sanitasi. 


Kendala juga dihadapi di bidang koperasi dan UKM. Hanya 
sebagian kecil dari para pengrajin dan pemilik toko/warung, 
yang merupakan pelaku usaha kecil dan mikro di desa, yang 
sudah memiliki pasar sendiri dengan menjual hasilnya ke 
Jakarta. Sisanya masih memerlukan dukungan modal dan 
pemasaran. 


Desa Antajaya sudah memiliki BUMDesa Mitra Sejahtera 
Mandiri yang dibentuk dalam rangka memenuhi Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan 
Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDesa). Namun, dalam praktinya, pengurus 
BUMDesa masih terkesan asal-asalan saat memilih usaha 
BUMDesa. Pemilihan usaha BUMDesa harus disesuaikan 
dengan kemampuan SDM yang ada di desa tempatnya 
berdiri. Akan lebih baik dan mudah dijalankan jika BUMDesa 
memiliki keahlian dalam usaha yang dipilih. 


BUMDesa Mitra Sejahtera Mandiri bergerak di bidang 
penampungan panen kopi robusta dari masyarakat, tetapi 
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usaha ini kurang berjalan baik karena banyak masyarakat 
yang menjual langsung ke tengkulak. Di sini tampaknya 
BUMDesa Mitra Sejahtera Mandiri hadir hanya sebagai 
sarana pemenuhan regulasi. BUMDesa Mitra Sejahtera 
Mandiri masih berproses menemukan bentuk yang ideal 
sebagai sebuah bisnis sehingga berimplikasi terhadap dua 
aspek utama, yaitu kelembagaan BUMDesa dan manajemen 
keuangan. Seharusnya, BUMDesa hadir sebagai sebuah 
kebutuhan kolektif dari masyarakat untuk mengembangkan 
dan meningkatkan perekonomian desa. Ketidaktepatan atau 
belum efisiennya praktik BUMDesa disebabkan adanya 
keterbatasan wawasan dan akses informasi sehingga 
pengelolaan BUMDesa Mitra Sejahtera Mandiri belum dapat 
menjadi andalan dalam menghasilkan Pendapatan Asli Desa 
(PADes). 


Usulan Solusi 

Sebagai badan usaha, seluruh atau sebagian besar modal 
BUMDesa dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan desa. Tujuan badan 
usaha desa ini mencari keuntungan yang nantinya digunakan 
sebesar-besarnya untuk kemanfaatan desa dan masyarakat 
setempat. Selama ini, desa hanya bertindak sebagai entitas 
pelaksana kebijakan dari pemerintah pusat. Desa tidak 
didorong untuk mandiri dan terus diatur oleh pusat. Salah 
satu kendala terbesar desa dalam mendirikan BUMDesa 
adalah ketidakmampuan dalam memahami potensi di 
wilayahnya untuk dijadikan lahan bisnis. Selama ini, potensi 
selalu dimaknai sebagai ketersediaan sumber daya alam 
ataupun keindahan alam yang ada di desa. Diperlukan upaya 
untuk mengubah mindset tersebut agar potensi tidak selalu 
dimaknai sempit. 


Tentunya, upaya mengubah pola pikir masyarakat memerlu- 
kan peran banyak pihak, termasuk dari sisi akademisi. Kuan- 
titas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat di bidang 
ilmu ekonomi dan bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat 
harus semakin dikembangkan. Akademisi sebagai seseorang 
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yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kecerdasan intelek- 
tual yang dibangun melalui konstruk pemikiran ilmiah, dapat 
turut aktif mengambil peran dalam menyukseskan program 
BUMDesa. Seorang akademisi tidak hanya mengambil pe- 
ran untuk mencerdaskan para pemuda “pelajar”, tetapi juga 
mencerdaskan SDM BUMDesa di seluruh daerah yang sama- 
sama membutuhkan uluran pemikiran untuk menerjemah- 
kan program pemerintah yang masih minim pedoman terkait 
BUMDesa (BUMDesa.id, 2018). 


Langkah nyata yang dapat dijalankan oleh akademisi 
dalam mengubah mindset masyarakat desa adalah dengan 
mengenalkan konsep Social Enterprise. Konsep ini sejalan 
dengan filosofi BUMDesa, yaitu menghadirkan keuntungan 
dan kemanfaatan bagi masyarakat. Konsep merupakan 
strategi untuk menyelesaikan permasalahan sosial di 
masyarakat melalui pembentukan unit usaha. Perlu diketahui, 
konsep pengelolaan BUMDesa tidak bisa secara langsung 
mereplikasikan entitas bisnis yang lainnya maka diperlukan 
penyesuaian dengan berbagai kearifan lokal di desa. 
Keuntungan yang didapatkan harus sejalan dengan dampak 
positif yang diterima oleh masyarakat dan memberikan 
kemashlahatan di desa. Untuk mengubah mindset dapat 
dengan mengenalkan konsep pemetaan bentang sebagai 
tools untuk mengenali potensi dan peluang usaha di desa 
Antajaya. Setelah mengubah mindset peserta, penting untuk 
memberikan metode yang tepat agar adatindak lanjut. Konsep 
pemetaan bentang dapat menjadi 'pisau analisis' yang 
memberikan gambaran komprehensif tentang potensi usaha. 
Setelah melakukan pemetaan bentang, strategi selanjutnya 
adalah menggunakan analisis SWOT untuk memperdalam 
hasil dan pemetaan bentang. Analisis SWOT berguna untuk 
mengetahui analisis eksternal dan internal serta berbagai 
poin bentang yang telah dilakukan sebelumnya, (BUMDesa. 
id, 2018) 


Penutup 
Kelemahan Desa Antajaya, terutama di bidang sumber 
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daya manusianya, yang meliputi daya juang masyarakat 
untuk mengembangkan kreativitas usahanya masih 
lemah dan jajaran aparat desa masih belum sepenuhnya 
memahami manfaat keberadaan BUMDesa, dapat menjadi 
hambatan ketika banyak orang dari kota mengambil alih 
kepemilikan tanah dan menambang batu andesit sehingga, 
dikhawatirkan, akan berdampak pada pergerseran dalam 
menerapkan Social Enterprise. Adapun peluangnya, Desa 
Antajaya dapat dikembangkan sebagai desa agropolitan 
yang maju dan jaya. Kawasan agropolitan adalah kawasan 
ekonomi agrobisnis, agrowisata, dan agroindustri yang 
terdiri dari sentra-sentra produksi, pengolahan, pemasaran, 
perdagangan, jasa, dan kegiatan lain yang saling terkait dan 
dilaksankan secara terintegrasi. Penggerak utama ekonomi 
di kawasan agropolitan dapat berupa kegiatan produksi dan 
perdagangan, hortikultura, kawasan wisata berbasis hasil 
pertanian dan agroindustri, termasuk wisata edukasi kopi 
di dalamnya. Dengan demikian, harapan untuk menjadikan 
Desa Antajaya berkembang dan maju jaya akan segera 
terwujud. IM 
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Sukses adalah Hak Semua 
BUMDesa 


Oleh: Taufik Raharjo, Aditya Wirawan, dan Ambang Aries Yudanto 


Sejak diluncurkan, praktik usaha program BUMDesa di 
masing-masing desa menuai hasil yang beragam. Ada 
usaha desa yang tampak berhasil di awal peluncurannya, 
kemudian seperti kembang api, meredup dengan cepat. 
Ada pula usaha yang eksistensinya terjaga dan mulai 
memberikan hasil bagi masyarakat desa. Pertanyaannya 
tentu, apa yang memengaruhi perbedaan hasil antara 
usaha di BUMDesa yang satu dengan yang lainnya? 


Rekah di Awal, Redup Kemudian 

Perjalanan dan nasib satu BUMDesa dengan BUMDesa 
lannya tentu bisa berbeda-beda. Ada beragam faktor 
yang memengaruhi hasil dan kelangsungan hidup suatu 
BUMDesa. Berikut adalah cerita sederhana yang berangkat 
dari hasil pengamatan penulis terhadap salah satu BUMDesa 
di Lampung Tengah. 


Ada pemandangan yang menarik di gerbang kampung (di 
Lampung, desa disebut dengan istilah kampung), yaitu 
gapura kokoh berornamen siger dan kopiah emas yang 
menjadi ikon tanah Sang Bumi Ruwai Jurai. Karena unik 
dan khas, gapura tersebut cocok menjadi latar berfoto. 
Lebih masuk ke dalam kampung, tampak sebuah embung 
desa yang tampilannya tak biasa. Embung yang biasanya 
digunakan untuk mengairi lahan pertanian ini terlihat telah 
didandani menjadi destinasi wisata yang menampilkan 
wajah Lampung. Di sekitar embung terdapat empat gazebo 
dan dua gazebo apung, seolah mengajak siapa pun yang 
datang untuk mendekati embung tersebut. Tak jauh dari situ, 
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ada juga dua sepeda air berbentuk bebek yang terparkir di 
dermaga sudut embung. 


Ketika didekati dari embung pinggiran, pemandangan dari 
dekat ternyata tak seindah dari jarak jauh. Gazebo-gazebo 
tersebut, termasuk gazebo apung sudah mulai tak terawat. 
Sepeda air pun sudah setengah tenggelam. Pemandangan 
ini menyedihkan karena di samping tiap bangunan gazebo 
tersebut tercantum biaya pembuatan yang didapat dari 
pengalokasian dana desa. Lebih menyedihkan lagi, 
ternyata, embung wisata ini dikelola oleh Badan Usaha Milik 
Kampung (BUMK) atau BUMDesa. Ironis memang karena, 
seharusnya, BUMK mampu mendatangkan keuntungan 
atau menggerakkan ekonomi Desa, tetapi kondisinya malah 
sebagai kantong penyedot keuangan pemerintah desa. 


Setelah ditelusuri melalui obrolan dengan warga, ternyata, 
pada awal diresmikan, embung ini penah ramai dikunjungi 
oleh warga sekaligus menjadi kebanggaan kampung karena 
mampu mendatangkan kunjungan warga dari kampung- 
kampung sekitar Lampung Tengah, bahkan oleh Bupati 
Lampung Tengah. Dari kunjungan bupati, muncul rencana 
untuk membangun lokasi wisata unggulan Lampung Tengah 
di beberapa hektar lahan aset desa di sekitar embung. 
Sebuah mega project yang dahsyat karena, hingga saat ini, 
Kabupeten Lampung Tengah belum memiliki lokasi wisata 
yang dikelola oleh pemerintah daerahnya. 


Dalam perkembangannya, kondisi embung kebanggaan 
tersebut sudah berubah, sepi pengunjung dan kondisinya 
terlihat berantakan. Seolah-olah, ada kesan bahwa BUMK 
selaku pengelola sudah tidak lagi konsisten mengelola 
embung tersebut. Akibatnya, sangat wajar jika embung 
mati suri dan berakhir menjadi proyek mangkrak yang hanya 
mewariskan kenangan semata. BUMK tidak dibubarkan, 
tetapi juga tidak berdaya membangun ekonomi desa, malah 
hanya menggerogoti anggaran. 


BUMDesa 


Sebenarnya, kasus mati surinya usaha BUMDesa sudah 
pernah disampaikan oleh petinggi Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
(Kementerian Desa PDTT), yang menjelaskan bahwa 
beberapa BUMDLesa banyak yang mati suri, sebagian besar 
malah berada di luar pulau Jawa dan Sumatra. Memang, 
ada banyak cerita BUMDesa yang sukses pelaksanaannya, 
bahkan Kementerian Desa PDTT pernah memberikan 
penghargaan kepada 1/ BUMDesa terbaik dalam acara 
Rembuk Desa Nasional tahun 2016. Keuntungan BUMDesa 
yang besar akan mempertahankan sebuah usaha agar tetap 
tegak berdiri hingga berkembang, manfaat yang baik adalah 
ketika usaha BUMDesa ini mampu menggerakkan ekonomi 
masyarakat desa mulai dari terbukanya lapangan kerja 
hingga pengentasan kemiskinan. 


Mungkin tak semua BUMDesa akan sukses, tetapi setidaknya 
harapan itu masih ada. Untuk mencapai harapan yang 
diimpikan, faktor-faktor kunci kesuksesan BUMDesa dalam 
menggerakkan ekonomi desa perlu digali dan diinformasikan 
ke khalayak luas. Berikut adalah beberapa kunci kesuksesan 
BUMDesa yang kecocokannya sangat tergantung pada 
kondisi desa masing-masing. Pada akhirnya, jika pemerintah 
desa belum memiliki kunci-kunci tersebut, tidak perlu 
tergesa-gesa mendirikan BUMDesa karena BUMDesa 
bukanlah sekadar bisnis biasa. 


Sumber Daya 

Dari kacamata ekonomi, sumber daya merupakan kunci yang 
pasti dimiliki oleh semua desa di seluruh Indonesia. Dalam 
hal ini, sumber daya dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu 
sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya 
finansial. 


Sumber Daya Finansial 

Sumber daya finansial, atau bisa disebut sebagai modal 
BUMDesa, berasal dari penyertaan modal desa yang 
dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
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(APBDesa). Salah satu sumber modal BUMDesa adalah Dana 
Desa yang menjadi berkah tersendiri bagi desa. Meskipun 
tidak harus berasal dari transfer Dana Desa, belakangan ini, 
program BUMDesa menjadi prioritas penggunaan Dana Desa 
di seluruh Indonesia. Modal BUMDesa dapat dialokasikan 
dari dana mana pun yang sudah masuk ke rekening kas desa 
sebagai Pandapatan Desa di dalam APBDesa, termasuk dari 
masyarakat sehingga masyarakat pun dapat menyertakan 
modalnya di BUMDesa. 


Besar atau kecilnya penyertaan modal pemerintah desa 
kepada BUMDesa tergantung pada kemufakatan dalam 
musyawarah desa saat proses pendirian BUMDesa. Hal yang 
perlu diperhatikan adalah pertimbangan kondisi keuangan 
desa dan kemampuan BUMDesa dalam mengembangkan 
usahanya. 


Sumber Daya Alam 

Sumber daya alam erat kaitannya dengan bentang alam. 
Setiap desa tentu memiliki bentang alam, tetapi dengan 
kondisi berbeda-beda, baik dilihat dari sisi topologi, 
geografi, dan morfologinya. Ada beberapa contoh BUMDesa 
yang berhasil mengembangkan usahanya berkat sumber 
daya alam, seperti BUMDesa Tirta Mandiri yang terletak di 
desa Ponggok dan BUMDesa Watu Cenik di Desa Sendang 
Wonogiri. 


BUMDesa Tirta Mandiri diuntungkan dengan kondisi wilayah 
yang dekat dengan sumber mata air dari pegunungan. 
Sumber mata air yang sangat bening dan kualitasnya 
tak kalah dengan air minum mineral dalam kemasan ini 
ditampung dan dijadikan kolam pemandian oleh BUMDesa. 
Kondisi lain yang tak kalah menguntungkan adalah, secara 
geografi, kolam pemandian ini dekat dengan Jogja dan Solo. 
Cerita lain berasal dari BUMDesa Watu Cenik, Desa Sendang 
Wonogiri. Desa Sendang terletak persis di sebelah utara 
Waduk Gajah Mungkur. Topografi desa ini luar biasa, 
hampir seluruh wilayahnya berbentuk bukit tinggi. Puncak 
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bukit desa yang sering disebut dengan nama Puncak Bukit 
Joglo ini menjadi landasan pacu untuk olah raga gantole. 
Dari Puncak Joglo, pengunjung disuguhi pemandangan 
kota, hutan, dan waduk yang sangat luar biasa. Jika angin 
sedang bersahabat, pengunjung bisa mencoba mengendarai 
gantole dan menjelajah wonogiri layaknya seekor elang. 
Potensi alam ini telah dikelola oleh BUMDesa Watu Cenik 
dan mendatangkan pendapatan bagi masyarakat sekitar, 
khususnya para pemuda yang tergabung dalam karang 
taruna. 


Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan kunci yang tak kalah 
penting karena manusialah yang akan mengelola sumber 
daya finansial dan alam menjadi potensi usaha yang 
mendatangkan keuntungan sekaligus manfaat bagi warga 
desa. Dalam pengelolaan BUMDesa, ada beberapa syarat 
yang harus dipenuhi oleh pengelola, khususnya bagi direktur 
BUMDesa. Pertama, pengelola BUMDesa harus memiliki 
kapasitas untuk mengelola sebuah bisnis. Kapasitas awal 
yang perlu dipenuhi adalah pengetahuan tentang dunia 
usaha, keterampilan dalam berbisnis, serta jaringan bisnis 
yang akan medukung kegiatan BUMDesanya. Kapasitas 
tersebut dapat diperoleh dari latar belakang pendidikan 
dan pengalaman dalam berbisnis yang pernah ia geluti. 
Selanjutnya, pengelola perlu memiliki jiwa pengusaha, ia 
harus cerdas mencari ide bisnis dengan melihat potensi 
yang ada, mengukur pasar, mengukur daya beli, melakukan 
kajian-kajian dalam memilih unit usaha, dan membuat 
business plan yang akan dijalankan. Dengan kapasitas 
sumbar daya manusia yang mumpuni, BUMDesa akan dapat 
menggali potensi desanya sendiri dan tidak latah meniru 
usaha BUMDesa lain yang telah berkembang. 


Jika BUMDesa Tirta Mandiri hanya menyuguhkan kolam 
renang sebagai destinasi wisata yang ditawarkan, BUMDesa 
ini akan kewalahan menghadapi tantangan berat dari kolam 
renang lain di sekitar Ponggok yang sudah lama berdiri. 


231 


BUMDESA Pilar Kekuatan Indonesia 


238 


Namun, melaui proses kreatif, para pengelola BUMDesa 
Tirta Mandiri mencoba membuat inovasi—kolam renang 
yang dikelolanya disulap menjadi lokasi diving selayaknya di 
Bunaken, kolam renang diisi dengan ikan-ikan yang, selain 
menambah pemandangan dalam air, sekaligus membantu 
membersihkan lumut di bebatuan lantai kolam tersebut. Tak 
hanya diving, kolam juga digunakan sebagai lokasi foto yang 
menyuguhkan atraksi menarik dalam air, seperti naik motor 
dalam air, bermain Playstasion dalam air, hingga menjadi 
lokasi pembuatan video klip musik grup band asal jogja, 
Endang Soekamti. Akhirnya, berita mengenai kolam renang 
BUMDesa Tirta Mandiri menjadi viral dan mampu menyedot 
banyak pengunjung setiap harinya sehingga mendatangkan 
keuntungan, secara finansial, lebih dari 10 miliar setiap 
tahunnya, terbesar jika dibandingkan dengan BUMDesa 
lannya di Indonesia. Inilah contoh nyata pemanfaatan 
sumber daya alam dan manusia dalam membangun usaha 
desa. 


Strategi serupa juga digarap oleh BUMDesa Panggung Lestari 
di Desa Panggung Harjo, Bantul, yang menjalankan bisnis 
restoran “Kampoeng Mataraman”. Restoran bergaya klasik 
ini merupakan realisasi gagasan menarik, yaitu menjual 
kenangan masa lalu dengan konsep Mataram kuno, yang 
dapat dilihat mulai dari desain tempat, makanan, hingga 
para pelayannya, bagi masyarakat perkotaan Yogyakarta. 
Pengelola BUMDesa Panggung Lestari punya prinsip bahwa 
modal finansial bukanlah yang utama dalam menjalankan 
usaha, tetapi bagaimana menciptakan ide usaha yang brilian 
dengan modal seadanya, atau bagaimana agar bisa creating 
money without money? 


Konsep creating money without money juga dipraktikkan 
dengan gemilang oleh BUMDesa Sehati dari Desa Lengkong 
Kulon, yang sukses menjadi makelar sampah. Sampah yang 
dimakelari bukanlah sampah biasa, tetapi sampah industri 
di sekitar desa. Awalnya, ketika melihat besarnya omzet 
BUMDesa Tirta Mandiri, BUMDesa Sehati ingin membuat 
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objek wisata dengan memanfaatkan Sungai Cisadane yang 
membetang di samping desa. Namun, karena pertimbangan 
risiko yang besar, niatan ini urung direalisasikan. Pengelola 
BUMDesa pun memutar otak agar dapat memperoleh sumber 
pendapatan baru dengan kondisi yang sudah ada hingga, 
akhirnya, timbul ide untuk menjadi makelar sampah industri 
yang ada di wilayah desa tersebut. Berada di kawasan 
mandiri Bumi Serpong Damai (BSD), Desa Lengkon Kulon 
melirik potensi sampah industri yang masih punya nilai 
ekonomis. Ketika ada wilayah desa yang akan dijadikan 
tempat perbelanjaan modern, pengeloa BUMDesa berinisiatif 
mendekati pengelola BSD untuk membeli sampah yang 
dihasilkan oleh beberapa tempat perbelanjaan. Selanjutnya, 
sampah tersebut dijual ke pabrik daur ulang sampah. 
Hasilnya, saat ini, BUMDesa Sehati telah meraup keuntungan 
yang sangat besar dari jual beli sampah tersebut. 


Dari beberapa kisah sukses BUMDesa tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang kreatif 
sangat diperlukan untuk menciptakan usaha yang inovatif. 
Artinya, melalui kreativitas, warga dan pengelola BUMDesa 
akan mampu mendayagunakan segala sumber daya atau 
potensi di desanya agar mendatangkan keuntungan finansal. 
Sekali lagi, jangan latah meniru ide BUMDesa lain, apalagi 
sampai menganggap bahwa jenis usaha BUMDesa yang 
sukses hanyalah usaha wisata saja sehingga ramai-ramai 
membuka usaha wisata hingga timbul kompetisi antardesa 
untuk merebut pangsa pasar yang sama. 


Selain kapasitas sumber daya manusia yang kreatif dan 
terampil dalam mengelola usaha, loyalitas dan komitmen 
masyarakat serta pengelola terhadap BUMDesa juga 
penting. Keduanya berpengaruh langsung dalam menjaga 
kelangsungan usaha yang dijalani. Untuk menjaga loyalitas 
dan komitmen pengelola maka BUMDesa harus menjadi 
pekerjaan utama bagi seluruh pengelolanya sehingga mereka 
dapat fokus memikirkan pekerjaannya di BUMDesa. Oleh 
karena itu, BUMDesa perlu memerhatikan kesejahteraan 
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seluruh pengelolanya. Hal ini sangat rasional karena 
para pengelola bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. 
Jika mereka tidak merasa BUMDesa dapat memenuhi 
kebutuhannya, mereka akan mencari jalan lain untuk 
memenuhinya. 


Partisipasi Masyarakat 

BUMDesa bukanlah bisnis biasa karena bukan bisnis 
pribadi, melainkan bisnis masyarakat desa sehingga dalam 
mengembangkannya, pemberdayaan masyarakat sangat 
diperlukan. Masyakat desa harus menjadi motor penggerak 
atau subjek dari pengembang BUMDesa. Dengan kata lain, 
masyarakatdimintaberpartisipasiaktifdalampengambangan 
BUMDesa. Tentu tidak mudah. Tak bisa dimungkiri, saat ini, 
kondisi sosial masyarakat Indonesia lebih pragmatis dan 
mementingkan diri sendiri. Untuk mendorong partisipasi 
masyarakat sebagai subjek pengembangan diperlukan 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa maupun 
pengelola BUMDesa. Proses membangun kepercayaan ini 
dapat dilakukan dengan membuat sistem yang terbuka atas 
kondisi keuangan maupuan kinerja BUMDesa. 


Sebagai fungsi pemberdayaan masyarakat, pengelolaan 
BUMDesa seyogianya lebih bersifat padat karya. Meskipun 
dalam tataran ekonomi, konsep padat karya bisa jadi 
menimbulkan inefisiensi. Namun, sekali lagi, BUMDesa bukan 
hanya berperan dalam medatangkan laba sebesar-besarnya, 
tetapi lebih dari itu, yaitu menciptakan kesejahteraan 
yang berkeadilan. Pemberdayaan masyarakat melalui 
BUMDesa dapat dilihat dari perekrutan karyawan yang 
tidak memandang latar belakangnya. Langkah ini mencoba 
manjalankan fungsi kemanfaatan BUMDesa bagimasyarakat, 
yaitu dengan memberikan keadilan dalam memperoleh 
pekerjaan dan memeratakan pendapatan masyarakat. Selain 
itu, kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan 
mengajak masyarakat ikut berpartisipasi menanamkan 
modalnya pada BUMDesa. 
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Kerukunan 

Ada falsafah Jawa yang berbunyi, “Rukun agawe santoso, 
crah agawe bubrah”. Falsafah ini berarti bahwa kerukunan 
akan menjadikan kehidupan sentosa atau sejahtera dan 
perselisihan akan berakibat pada kehancuran. Rupanya, 
falsafah tersebut juga relevan jika diterapkan dalam 
pengelolaan BUMDesa. Kerukunan ikut menjadi kunci 
kesuksesan BUMDesa karena, pada dasarnya, badan ini 
digerakkanoleh masyarakat dan bertujuan untuk masyarakat. 
Banyaknya masyarakat yang berpartisipasi membangun 
BUMDesa bisa jadi sebuah anugerah demografi, tetapi 
semakin banyak masyarakat yang terlibat juga membawa 
kepentingan dan tujuan masing-masing. Jika tidak dapat 
dikelola secara bijak, kepentingan dan tujuan individu ini 
malah menjadi benalu dan menghambat pertumbuhan 
BUMDesa. 


Dari beberapa kasus perselisihan dalam pengelolaan 
BUMDesa, ada yang ditimbulkan karena kekhawatiran 
masyarakat terhadap kemungkinan BUMDesa akan dikuasai 
oleh elit desa ketika usahanya menjadi besar. Untuk 
menciptakan kerukunan dalam pengelolaan BUMDesa, 
diperlukan komunikasi yang baik antara pengelola, 
kepala desa selaku penasihat, dan tokoh masyarakat 
bersama masyarakatnya yang bernaung dalam Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) selaku pengawas BUMDesa. 


Komitmen Pimpinan 

Pemimpin merupakan sosok yang mampu memengaruhi 
orang lain untuk bergerak sesuai dengan tujuannya. Dalam 
kontek BUMDesa, ada dua pemimpin penting, yaitu kepala 
desaselakupenasihat dan direktur selaku pimpinan pengelola 
BUMDesa. Dalam menjalankan tugasnya, kedua pemimpin 
ini tidak diperkenankan menjadi sosok matahari kembar, 
melainkan sebagai matahari dan rembulan yang saling 
melengkapi satu sama lainnya. Keduanya mungkin berada 
dalam jalur yang berbeda dalam melayani masyarakat, tetapi 
tujuan mereka hendaknya sama, yaitu menyejahterakan 
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masyarakat melaui kemandirian ekonomi desa. Komitmen 
pimpinan ini harus terus dijaga, sekalipun kelak terjadi 
pergantian pemimpin di kedua jabatan tersebut. 


Komitmen Kepala Desa 

Dalam mengembangkan BUMDesa, komitmen kepala desa 
dapat dilihat dari bentuk dukungannya terhadap kemajuan 
BUMDesa, mulai dari kebijakan permodalan hingga perizinan 
usaha. Sebagai contoh, dalam mengawali berdirinya 
BUMDesa di Desa Panggung Harjo, kepala desa dengan rela 
menyerahkan bisnis pribadinya untuk dikelola oleh BUMDesa, 
yaitu produksi pengolahan minyak nyamplung dan minyak 
jelantah. Bukan hanya untuk menghidupkan usaha BUMDLesa, 
alasan lain beliau adalah ingin fokus bekerja sebagai kepala 
desa melayani masyarakat, bukan lagi sebagai pebisnis 
yang menghabiskan waktunya mencari laba pribadi. 
Untuk menjaga komitmen pengelola BUMDesa, beliau 
memberikan pendapatan kepada pengelola lebih tinggi dari 
pendapatannya selaku kepala desa sendiri. Dukungan nyata 
yang diberikan oleh kepala desa ini ternyata memberikan 
efek kepercayaan publik yang luar biasa, khususnya bagi 
para pengelola BUMDesa itu sendiri. 


Komitmen Direktur BUMDesa 

Komitmen direktur BUMDesa tercermin dari sepak terjangnya 
dalam memajukan BUMDLesa yang dinakhodainya. Direktur 
BUMDesa yang baik pasti akan menjadi pemimpin yang 
berorientasi pada tujuan BUMDesa, mencari profit dan 
memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Komitmen 
terhadap tujuan BUMDesa ini sangat fundamental 
karena, tak bisa dimungkiri, manusia tak kebal dari sifat 
serakah. Komitmen direktur dapat diciptakan dengan cara 
memberikan target capaian BUMDesa yang manantang, 
tetapi tetap rasional untuk dicapai. Target BUMDesa yang 
ditetapkan bersama dengan harapan yang akan diperoleh 
pengelola akan memotivasi direktur beserta anak buahnya 
untuk berkinerja lebih baik. 
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Pengawasan 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang 
sangat penting dilakukan. Pada prinsipnya, pengawasan 
dilakukan untuk menjaga proses bisnis selalu dalam koridor 
perencanaan. Bagi BUMDesa, pengawasan sangat penting 
guna menjaga kinerja dalam mancapai target yang akan 
dicapainya. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah desa 
selaku pembina dan tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung 
dalam BPD. Lagi-lagi, belajar dari BUMDesa Panggung 
Lestari, BUMDesa ini mencoba memberdayakan masyarakat 
secara langsung dalam proses pengawasan dengan cara 
menyediakan akses terbuka laporan keuangan BUMDesa. 
Keterbukaan laporan keuangan BUMDesa Panggung Lestari 
rupanya manjadi alat pengawasan yang sangat efektif dalam 
mencegah terjadinya fraud. Selain itu, pengawasan dapat 
pula berfungsi dalam memecahkan masalah yang terjadi di 
dalam BUMDesa itu sendiri sehingga pengelola tidak merasa 
sendirian dalam menghadapi masalahnya. 


Sukses adalah Hak Semua BUMDesa 

Belajar dari cerita khas masing-masing BUMDesa, sepatutnya 
semua BUMDesa di Indonesia bisa sukses menjalankan 
usahanya. Namun, mengapa sebagian besar BUMDesa 
masih belum dapat sukses? Dalam menyikapi kondisi ini, 
semua pihak perlu bijak memahami faktor-faktor kunci apa 
saja yang menjadi kendala dalam proses manuju kesuksesan 
BUMDesa tersebut. 


Pemahaman faktor-faktor kunci suksesnya BUMDesa 
perlu dianalisis oleh semua pihak, mulai dari masyarakat, 
pengelola, pemerintah desa, hingga para akademisi yang 
biasanya bertengger di menara gading. Identifikasi faktor- 
faktor kunci kesuksesan di masing-masing BUMDesa 
sangat krusial dilakukan oleh semua pihak, khususnya bagi 
akademisi yang mempunyai kewajiban mengabdi kepada 
masyarakat. Jika proses identifikasi faktor kesuksesan 
BUMDesa dapat menggambarkan diagnosis kekuatan 
maupun kelemahannya, selanjutnya, semua pihak dapat 
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memberikan "jamu" yang cocok untuk manjaga kebugaran 
BUMDesa. 


Ingat, sukses adalah hak semua BUMDesa! IS 
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Membangun BUMDesa 
Berdasarkan Kebutuhan 
dan Potensi Desa 


Oleh: Tri Susanto 


BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang 
berfungsi sebagai lembaga sosial (social institution) dan 
komersial (commercial institution). Sebagai lembaga 
sosial, BUMDesa bergerak berdasarkan kepentingan 
masyarakat melalui penyediaan layanan sosial. Sementara 
sebagai lembaga komersial, BUMDesa bertujuan mencari 
keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang 
danjasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya, BUMDesa 
berpegang pada acuan efisiensi dan efektifitas agar tak 
hanya dapat berkembang, tetapi juga berkelanjutan. 


Bertolak dari Potensi Desa 

Pembangunan BUMDesa sebagai upaya peningkatan 
kesejahteraanmasyarakatharusberdasarkanpadakebutuhan 
dan potensi dari warga desa tempatnya berada. Profil 
BUMDesa menggambarkan postur dan kapasitas yang harus 
dimiliki sebagai sebuah lembaga yang mewakili kehendak 
seluruh warga desa untuk meningkatkan kesejahteraan. 
BUMDesa tidak harus bermimpi menjadi raksasa, yang 
terpenting adalah bagaimana lembaga ini mampu 
menawarkan manfaat yang jelas bagi desa, meningkatkan 
ekonomi seluruh penduduknya, dan memanfaatkan seluruh 
hasil dari usaha itu untuk menciptakan kesejahteraan 
bersama. 


Identifikasi kebutuhan warga desa menjadi titik tolak dalam 
mengembangkan BUMDesa. Setelah itu, pengurus mulai 
memilah mana yang dapat dipenuhi dari dalam desa dan 
mana yang perlu didatangkan dari luar desa. Berdasarkan 
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kondisi lingkungan tempat desa tersebut berada, evaluasi 
perlu dilakukan untuk melihat ada tidaknya potensi yang 
masih terpendam dan perlu digali untuk dieksplorasi dan 
dihitung nilai keekonomiannya. 


BUMDesa yang berjalan aktif di seluruh Indonesia baru 
mencapai angka 6.000 dari 74.910 desa di seluruh pelosok 
tanah air. Angka ini masih terlampau kecil bagi cita-cita 
untuk menjadikan BUMDesa sebagai lokomotif perubahan 
ekonomi di pedesaan. Berbagai usaha juga sudah dilakukan 
pemerintah untuk memacu pengembangan ekonomi 
melalui BUMDesa, salah satunya melalui pelatihan 1.000 
pendamping desa. Akan tetapi, upaya ini bukan solusi yang 
jitu karena dibutuhkan waktu bertahun-tahun dan sumber 
daya manusia yang terampil sekaligus sarana dalam jumlah 
besar untuk dapat mengejar target pencapaian. 


Menggaet Generasi Muda 

BUMDesa harus mampu 'menangkap' keinginan warga 
desa, terutama anak muda agar mereka tertarik membangun 
desanya sendiri. Salah satu langkah yang dapat diambil 
adalah membuka komunikasi dengan anak-anak muda 
menggunakan gaya anak muda pula. Selama ini, generasi 
muda kerap melihat semua yang berurusan dengan 
pemerintahan desa dianggap terlalu formal, kurang menarik, 
lambat, dan kaku atau tidak mau berubah. Di sisi lain, sering 
kali, generasi tua merasa lebih pintar dan berpengalaman 
dari anak-anak muda sehingga mereka tidak mau menerima 
pendapat generasi muda. 


Pelibatan generasi muda dalam membangun desa dapat 
ditempuh dengan menciptakan peluang usaha yang menarik 
bagi mereka, seperti usaha di bidang wisata, baik kuliner 
maupun alam. Bisnis wisata sangat mengedepankan 
kreativitas, mulai dari komoditas yang dijual, model pelayanan 
yang sesuai zaman, hingga kemampuan berkomunikasi 
dengan para wisatawan yang, umumnya, dapat dijalankan 
dengan baik oleh generasi muda. Peran anak muda terutama 
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sangat sejalan dengan bisnis wisata yang menyasar anak 
muda juga sebagai target wisatawan. 


Metode Sustainable Livelihood Approach 

Pendekatan Sustainable Livelihood Approach (SLA) 
merupakan model pemberdayaan yang dapat meningkatkan 
partisipasi aktif masyarakat dalam pengentasan kemiskinan 
melalui pembelajaran dan pemberdayaan berkelanjutan, 
bertolak dari potensi wilayah dan budaya lokal masyarakat 
setempat. Pendekatan ini bersendikan pada tiga tahap, yaitu 
tahap penyadaran (awareness), tahap pengkapasitasan 
atau pendampingan (participating/scaffolding), dan tahap 
pelembagaan (institutionalization). 


Tahap penyadaran merupakan tahap inisiasi untuk 
menyadarkan masyarakt agar mampu memahami kondisi 
kemiskinan beserta penyebabnya, melakukan self-evaluation 
terhadap potensi, merefleksi terhadap permasalahan 
kemiskinannya dan upaya yang dapat ditempuh untuk 
menanggulanginya. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi 
dan penyuluhan intensif, berorientasi pada upaya mengatasi 
sosio-ekonomi agar dapat memanfaatkan lahan secara 
modern. Tahap pengkapasitasan merupakan tahap aksi 
untuk memfasilitasi komunitas dalam usaha produktif dengan 
memberi bantuan investasi, seperti infrastruktur fisik, bibit 
ternak, rumah sehat, bibit tanaman, biaya pengolahan tanah, 
pelatihan manajemen produksi dan pemasaran, sekaligus 
menyediakan pendampingan pada keluarga miskin 
untuk membangun, mengelola, dan membesarkan usaha 
produktifnya. Selanjutnya, tahapan pelembagaan mewadahi 
usaha produktif suatu kelompok organisasi atau koperasi 
yang dapat memudahkan proses belajar, transfer ilmu 
pengetahuan dan teknologi, pemasaran, jaminan legalitas 
formal dan berkelanjutan dari aktivitas produktif-ekonomi 
masyarakat di wilayah binaan. 


Pemilihan Unit Usaha Pendukung BUMDesa 
Pengembangan usaha BUMDesa harus dilakukan dengan 


24/ 


BUMDESA Pilar Kekuatan Indonesia 


218 


bertumpu pada, sedikitnya, tiga faktor. Pertama, ketersediaan 
potensi desa yang dapat dicari tahu dengan melakukan 
analisis dan penilaian studi kelayakan. Kedua, embrio 
kegiatan ekonomi produktif sebagai inti bisnis. Ketiga, 
pengembangan kegiatan ekonomi yang memenuhi hajat 
hidup orang banyak. 


Sebagian besar penduduk desa masih bekerja di sektor 
pertanian, baik sebagai pemilik lahan, penggarap, buruh 
tani, atau petani dengan pekerjaan sampingan sebagai buruh 
bangunan maupun kerja serabutan lainnya. Jenis tanaman 
yang banyak ditanam adalah padi, palawija, sayuran, dan 
buah-buahan. Berdasarkan potensi dan peluang tersebut, 
salah satuinti bisnis yang dapat dikembangkan adalah proses 
pengolahan tanaman palawjja dan lainnya pascapanen. Hasil 
panen dapat diolah menjadi produk siap konsumsi dan diberi 
kemasan menarik agar memiliki nilai tukar yang lebih tinggi. 
Guna mendukung keberhasilan BUMDesa di desa, diperlukan 
inisiasi unit-unit usaha baru dan kegiatan pembinaan, seperti 
pembinaan pada kelompok tani atau pelatihan terhadap 
pembuatan usaha makanan dan minuman ringan berbasis 
bahan pangan dari desa tersebut. Tak lupa, dibutuhkan 
peran pemerintah, baik pusat bekerja sama dengan daerah, 
untuk menyediakan infrastruktur yang menunjang kegiatan 
usaha di desa. BS 
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Mewujudkan Akuntabilitas 
Keuangan BUMDesa dengan 
Laporan Keuangan Teraudit 
oleh KAP 


Oleh: Tanda Setiya, Akhmad Priharjanto, Andy Prasetiawan 
Hamzah, Dyah Purwanti 


Akuntabilitas adalah modal utama membangun 
kepercayaan publik. Tak bisa dimungkiri, organisasi 
bisnis, organisasi publik, organisasi sosial kemasyarakatan 
kini dituntut untuk bisa menyajikan akuntabilitas yang 
memadai sebagai parameter keberhasilan kinerja, tak 
terkecuali Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Tirta 
Mandiri Ponggok, yang berlokasi di JlDelanggu-Polanharjo, 
Jeblogan, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten 
Klaten, Provinsi Jawa Tengah. 


Mengenal BUMDesa Tirta Mandiri Ponggok 

Siapa yang tak kenal BUMDesa Tirta Mandiri Ponggok? Ketik 
saja “ponggok” di mesin pencari informasi (Search Engine) 
maka akan muncul berjubel video, gambar dan informasi 
tentang BUMDesa Tirta Mandiri dengan domain unggulan, 
wisata Umbul Ponggok. BUMDesa yang didirikan pada 
tanggal 15 Desember 2009 berdasarkan Peraturan Desa 
Ponggok Nomor 06 Tahun 2009 dengan nama BUMDesa Tirta 
Mandiri ini, mengalami perkembangan yang terus meroket 
dan menjadi salah satu BUMDesa terbaik di Indonesia. 


Dari tahun ke tahun, omzet BUMDesa Tirta Mandiri terus 
mengalami peningkatan yang luar biasa. Pada tahun 2012, 
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BUMDesa Tirta Mandiri mengantongi pendapatan sekitar 
Rp150 juta. Setahun kemudian berangsur naik menjadi Rp600 
juta. Pada tahun 2014, melonjak menjadi Rp1,1 miliar. Omzet 
BUMDesa yang memiliki 11 unit usaha ini terus meningkat 
hingga melebihi target dari Rp3,8 miliar menjadi Rp6,1 miliar 
pada 2015. Ketika terjadi pergantian direktur BUMDesa yang 
baru pada tahun 2016, target Rp9 miliar tetap bisa terealisasi, 
bahkan menjadi Rp10,3 miliar. Tahun 2017, omzet naik lagi 
menjadi Rp15 miliar dan, tahun 2018, tembus Rp16 miliar. 


Mengingat omzet BUMDesa Tirta Mandiri yang terus 
membesar, teropong atas akuntabilitas keuangan BUMDesa 
pun semakin kencang. Menyadari kondisi ini, manajemen 
BUMDesa Tirta Mandiri mulai berbenah. 


Bekerja Sama dengan Akademisi 

Direktur BUMDesa Tirta Mandiri Joko Winarno menyadari 
bahwa perkembangan BUMDLesa yang dipimpinnya terus 
bergerak cepat. Namun, laporan keuangan yang ada di 
BUMDesa tersebut, baik di unit-unit bisnis maupun di pusat, 
dirasa masih belum memenuhi standar akuntansi keuangan. 
Hal ini memunculkan kegalauan dalam benaknya dan 
sering menjadi dilema ketika para pengurus BUMDesa lain 
yang datang untuk melakukan studi banding ke Ponggok 
menanyakan bagaimana laporan keuangannya. Akhirnya, 
sang direktur memutuskan untuk mencari partner yang bisa 
mendampingi dan membenahi laporan keuangan BUMDesa 
Tirta Mandiri. 


Gayung bersambut, tim peneliti Politeknik Keuangan Negara 
STAN (PKN STAN) datang ke Ponggok untuk keperluan 
penelitian. Mengingat PKN STAN dikenal sebagai perguruan 
tinggi yang memiliki keunggulan di bidang akuntansi, 
direktur menitipkan pesan agar BUMDesa Tirta Mandiri 
bisa diberikan bimbingan atau pendampingan terkait 
penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar 
Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP Sebagai perguruan tinggi, 
PKN STAN memiliki kewajiban dalam 'Iri Dharma Perguruan 
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tinggi, salah satunya pengabdian kepada masyarakat. Oleh 
karena itu, dengan berbekal pada surat permintaan direktur 
BUMDesa Tirta Mandiri, Tim Pengabdian Masyarakat mulai 
menjalin komunikasi dan penjajakan untuk melakukan 
progam pengabdian masyarakat dengan tajuk pendampingan 
penyusunan laporan keuangan BUMDesa Tirta Mandiri 
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) ETAP 


Persyaratan administrasi dilengkapi, persuratan, dan segala 
hal terkait proposal Pengabdian Masyarakat (Pengmas) 
lengkap dengan rencana program dikemas, Pengmas pun 
dijalankan. Awal Januari 2019, tim yang terdiri dari 3 Dosen 
dari Jurusan Akuntansi beserta P3M dan 5 Mahasiswa 
memulai pengabdiannya di BUMDesa Tirta Mandiri. 


Proses Pendampingan 

Sudah menjadikomitmen antara PKN STAN dengan BUMDesa, 
bahwa kehadiran PKN STAN bukan untuk membuatkan 
laporan keuangan, tetapi mendampingi BUMDesa Ponggok 
sampai dapat melakukan sendiri proses analisis transaksi, 
pencatatan hingga penyunan laporan keuangan setelah 
jangka waktu Pengmas berakhir. Keterbukaan dan kesediaan 
manajemen BUM Desa Tirta Mandiri untuk menerima 
pendampingan sangat membantu kelancaran proses 
pendampingan. Identifikasi permasalahan mampu dipetakan 
dengan cepat dan proses pendampingan dimulai. Ternyata, 
kondisi awal laporan keuangan masih belum sesuai dengan 
SAK ETAP baik mulai dari pencatatan jurnal transaksi hingga 
laporan keuangan yang harus disajikan. Pembenahan harus 
dimulai dari awal maka mahasiswa diberikan bekal untuk 
benar-benar menyiapkan dan mendampingi staf admin di 
tiap unit usaha yang menangani pembukuan, dari menyusun 
dokumen transaksi terlebih dahulu. 


Sambil melakukan pemetaan, tim dosen menyatakan bahwa 
pendampingan akan dilakukan dalam jangka waktu yang 
memadai, yaitu sekitar 6 sampai dengan 8 bulan hingga 
terbitnya laporan keuangan. Setelah pendampingan tahap 
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awal dilakukan, tim Pengmas PKN STAN mendapatkan 
dokumen, permasalahan dan langkah-langkah apa yang 
selanjutnya akan dilaksanakan untuk pendampingan 
berikutnya. 


Setelah satu minggu di Ponggok, tim kembali ke kampus 
dan komunikasi dengan seluruh admin, baik kantor pusat 
dan unit-unit usaha yang ada di BUMDesa Tirta Mandiri, 
dilanjutkan melalui surat elektronik (e-mail) maupun media 
sosial lainnya. Rencana untuk tahap berikutnya adalah 
melakukan pembenahan seluruh dokumen transaksi, 
dilanjutkan pencatatan. Tim Pengmas telah menyiapkan 
aplikasi laporan keuangan BUMDesa berbasis program 
Excel sebagai pilihan untuk membantu penyusunan laporan 
keuangan BUM Desa Tirta mandiri. 


Tim juga telah menyiapkan bagaimana mendampingi 
pengurus keuangan BUMDesa Tirta Mandiri agar memiliki 
laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP antara lain 
dengan membuat Kebijakan Akuntansi untuk BUMDesa-nya. 
Ternyata, selama ini, BUMDesa Tirta Mandiri belum memiliki 
kebijakan akuntansi sebagai patokan menyusun laporan 
keuangan. 


Tim Pengmas kembali turun ke Ponggok untuk periode II. 
Semua dokumen pendukung serta pengurus masing-masing 
dari 11 unit usaha BUMDesa telah siap. Agenda pada tahap 
Il adalah pelatihan dan pendampingan untuk mengentri data 
ke aplikasi akuntansi laporan keuangan berbasis Excel. 


Sebagaimana diketahui, untuk Laporan Keuangan BUMDesa, 
pada garis besarnya menggunakan Standar Akuntansi 
Keuangan (SAK) sederhana, yaitu ETAP atau standar untuk 
Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Sementara untuk UMKM 
(BUMDesa) yang bergerak di keuangan mikro menggunakan 
standar EMKM (Entitas Mikro Kecil Menengah Makro) yang 
dirancang untuk patokan standar akuntansi keuangan pada 
UMKM. BUMDesa Tirta Mandiri menggunakan SAK ETAP 
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Pelatihan untuk operator akuntansi bagi pengurus BUMDesa 
Tirta Mandiri dirancang untuk jangka watu 3 hari. Lebih dari 
15 pegawai BUM Desa Tirta Mandiri mengikuti pelatihan 
ini. Peserta diperkenalkan secara umum tentang proses 
penyusunan laporan keuangan dan ditekankan pentingnya 
melakukan pencatatan dan menyusun laporan keuangan 
dengan benar, serta apa manfaat dari laporan keuangan 
sesuai standar. Kemudian kegiatan utama dilakukan, yaitu 
menggunakan aplikasi Excel untuk mencatatat transaksi- 
transaksi yang telah tersedia dokumennya. Proses 
praktik berlangsung menarik, berbagai pertanyaan dan 
pembimbingan dilakukan dengan suasana kekeluargaan. 
Dokumen-dokumen yang ada benar-benar dientri satu 
persatu sambil dijelaskan oleh pada pengabdi. Setelah 4 
hari di Ponggok, unit yang belum menyelesaikan entri data 
transaksi dapat melanjutkan di tempat kerja masing-masing 
dengan ketentuan, dalam waktu satu minggu harus telah 
terekam semuanya untuk dikompilasi dan rekonsiliasi pada 
level kantor pusat BUMDesa Tirta Mandiri. Tim Pengmas pun 
kembali ke PKN STAN. 


Memasuki bulan ketiga, tim Pengmas telah mendapatkan 
data transaksi-transaksi yang telah di-input dalam aplikasi 
akuntansi. Tahap selanjutnya, yaitu sinkronisasi atau 
rekonsiliasi untuk level BUMDesa mulai dilakukan. Kali 
ini, peserta pelatihan adalah pegawai yang berada di 
BUMDesa pusat. Mereka dilatih dan didampingi untuk bisa 
melakukan rekonsiliasi. Setelah data yang masuk di aplikasi 
disimulasikan di kampus maka dapat diketahui masalah- 
masalah yang ada. Simulasi ini sudah menjadi modal untuk 
melakukan pembelajaran kepada pengurus pusat BUMDesa 
ketika melakukan rekonsiliasi laporan keuangan dari unit- 
unit bisnis. 


Selama dua hari, pengurus BUMDesa menjalani pendam- 
pingan dan pelatihan untuk melakukan rekonsiliasi dan 
bagaimana menyelesaikannya. Setelah dilakukan rekonsi- 
llasi, ada beberapa kasus yang berbeda, seperti salah me- 
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masukkan antara bukti transaksi dengan jenis akun. Oleh 
karena itu, para pengurus benar-benar diajarkan untuk me- 
nelusuri permasalahannya hingga ketemu. Antusiasme tim 
BUMDesa dalam belajar juga terlihat dari kesediaan mereka 
untuk datang langsung ke PKN STAN demi berkonsultasi. 


Laporan keuangan hasil rekonsiliasi rampung pada bulan 
keempat. Semua permasalahan yang ada telah dijawab, 
mulai dari yang sifatnya administratif hingga subtantitf. 
Selanjutnya, Tim Pengmas PKN STAN menyusunkan 
Pedoman Akuntansi berdasarkan lingkup kegiatan usaha 
dan cakupan transaksi yang ada di BUM Desa Tirta Mandiri. 
Pedoman disusun berdasarkan SAK ETAP setelah berdiskusi 
dengan direktur dan wakil direktur, serta staf admin, baik 
pusat maupun unit-unit usaha. 


Dalam buku Pedoman Akuntansi juga diatur mengenai 
Sistem dan Prosedur Akuntansi. Sistem akuntansi adalah 
metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan 
informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan 
atau suatu organisasi bisnis. Selama ini, BUMDesa belum 
memiliki sisdur akuntansi. Karyawan yang melaksanakan 
akuntansi atau pembukuan bekerja berdasarkan kebiasaan, 
tanpa mendasarkan pada sisdur yang terkodifikasi dengan 
baik. Penyusunan sisdur dilakukan dengan diskusi bersama 
seluruh komponen BUMDesa terkait, mulai dari petugas 
entri, manajer unit, hingga koordinator akuntansi yang ada 
di kantor BUMDesa. 


Pada bulan keenam dan ketujuh pendampingan, Pedoman 
Akuntansi telah disusun, laporan keuangan juga telah 
disusun, baik di level unit-unit usaha maupun di level kantor 
pusat dan gabungan. Tibalah tantangan baru. Melalui diskusi 
antara manajemen BUMDesa, termasuk dengan penasihat, 
yaitu kepala Desa Ponggok, muncul harapan baru, yaitu 
laporan keuangan BUMDesa Tirta Mandiri harus diaudit oleh 
KAP Semua sepakat, audit diperlukan untuk membuktikan 
apakah laporan keuangan itu baik atau masih kurang. 
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Oleh karena itu, audit oleh pihak eksternal perlu dilakukan. 
Penawaran kepada KAP secara terbuka untuk melakukan 
audit di BUMDesa Tirta Mandiri pun mulai dirintis. 


Seluruh pengurus BUM Desa yang berada dalam lingkar 
pengelolaan keuangan telah memahami penyusunan laporan 
keuangan sesuai standar yang diacu. Selanjutya, sebagai 
komitmen mewujudkan transparansi dan akuntabilitas 
Laporan Keuangan BUM Desa, tim Pengmas PKN SIAN 
bekerja sama dengan BUMDesa menyelenggarakan 
workshop tentang pentingnya laporan keuangan dan 
bagaimana membaca Laporan Keuangan dengan mudah. 
Kegiatan ini melibatkan masyarakat yang menanamkan 
uangnya di BUMDesa, Pengawas BUMDesa, serta perangkat 
desa terkait, Pokdarwis, PKK, dll. Diharapkan, apabila semua 
pemangku kepentingan yang berada di Desa Ponggok paham 
cara membaca Laporan Keuangan BUMDesa, fungsi kontrol 
terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan semakin baik 
sehingga tercipta akuntabilitas yang baik atas laporan 
keuangan BUMDesa “Tirta Mandiri. 


Berdasarkan penawaran, terdapat tiga Kantor Akuntan Pu- 
blik. Pada bulan Agustus, akhirnya, KAP di Semarang, Jawa 
Tengah ditunjuk, kemudian dilakukan Audit. Semua kebu- 
tuhan untuk pelaksanaan Audit telah disiapkan. Tim PKN 
STAN juga tetap melakukan pendampingan, seperti mela- 
yani hal-hal yang ditanyakan atau dibutuhkan oleh auditor 
terkait kegiatas audit, meski secara jarak jauh. Pada bulan 
September, batas akhir audit telah selesai dan laporan ha- 
sil audit telah disampaikan. BUMDesa Tirta Mandiri menjadi 
BUMDesa pertama di Indonesia yang telah mendapatkan 
opini dari Kantor Akuntan Publik untuk laporan keuangan- 
nya. Dengan adanya opini dari hasil audit KAP atas Laporan 
Keuangan BUMDesa ini, diharapkan tingkat kepercayaan 
masyarakat atas akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan 
keuangan BUMDLesa Tirta Mandiri lebih meningkat. 


Iransparansi dan akuntabilitas laporan keuangan disajikan 
sebagai bentuk perbaikan atas pengelolaan BUMDesa. 
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Laporan Keuangan yang telah disusun sesuai dengan standar 
akuntansi yang berlaku, bahkan telah diaudit oleh pihak 
eksternal akan semakin meningkatkan tingkat kepercayaan 
seluruh pemangku kepentingan atas kinerja BUMDesa. 
Semoga langkah perbaikan ini bisa menjadi inspirasi bagi 
BUMDesa di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan 
sesuai standar dan diaudit oleh KAP Demikian juga semoga 
perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Akuntansi 
bisa mencontoh pengabdian masyarakat dengan tajuk 
Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDesa 
sesuai Standar Akuntansi Keuangan. 


Penutup 


Badan Usaha Milik Desa, 
Utopia atau Distopia 


Oleh: Aditya Wirawan, Ambang Aries Yudanto, dan Taufik Raharjo 


Desa dan desa adat sudah ada sebelum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI) berdiri. Kedudukan negara 
dengan desa saling mengakui dan menghormati, memiliki 
kedudukan yang seimbang, bukan subordinatif. Dalam 
konteks ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) bisa 
dibentuk, meski tak serta-merta punya peran seimbang 
dengan negara. Apa saja pro kontra pembentukannya? 


Dalam Pasal 18B ayat UUD 1945, negara mengakui dan 
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, 
sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Negara 
mengakui desa maupun desa adat, dengan 2 prasyarat. 
Pertama, syarat materiel, terdiri atas hak tradisional masih 
hidup, perkembangan masyarakat yang beradab, dan 
prinsip NKRI. Prasyarat kedua, syarat formal, sebagaimana 
diatur dalam undang-undang. Syarat formal inilah yang 
menyebabkan ditetapkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa. 


Organisasi berupa desa, dalam menjalankan kegiatan untuk 
mencapai tujuannya, membutuhkan struktur hukum, baik 
itu perangkat desa dan organisasi di bawahnya maupun 
organisasi di luar perangkat desa, seperti BUMDesa. 
Pemerintahan desa pasca-UU desatidak lagi sebagaiinstansi 
administrasi kependudukan saja, tetapi dituntut mewujudkan 
cita bangsa (rechtsidee). Dalam rangka mewujudkan cita 
bangsa (rechtsidee), pemerintah desa dapat membentuk 
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lembaga-lembaga desa, seperti lembaga masyarakat desa, 
BUMDesa, dan lain-lain. Lembaga-lembaga desa tersebut 
bersifat institusi sosial. Peran BUMDesa sebagai institusi 
sosialtidak boleh menjadi pesaing usaha didalam masyarakat 
desa maupun desa-desa tetangga. 


Dalam mengelola kegiatan operasional hariannya, BUMDesa 
menggunakan asas kekeluargaan dan kegotongroyongan. 
Asas kekeluargaan ini, pada prinsipnya, menentang indivi- 
dualisme dan kapitalisme secara fundamental. Asas keke- 
luargaan ini menciptakan masyarakat indonesia yang kolek- 
tif, berakar dari adat-istiadat hidup indonesia yang asli dan 
meningkatkan peradaban manusia indonesia pada tingkat 
yang lebih tinggi sesuai perkembangan peradaban masyara- 
kat modern serta sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. 


Dasar filosofi inilah yang sebaiknya diterjemahkan secara 
komprehensif dalam pengelolaan BUMDesa. Jika asas 
tersebut diterapkan dalam mengelola BUMDesa, tidaklah 
mungkin menciptakan karya yang akan membentuk budaya 
(sebagaimana kata Soekarno, yaitu nation and character 
building), bahkan membentuk karakter masing-masing 
individu di dalamnya. Karya dimaknai sebagai fungsi 
sosial di sini berarti, dapat menghasilkan masyarakat yang 
egaliter, dapat rolling kerja dan bekerja sama. Egaliter 
dimaknai sebagai sifat yang sama dan sederajat. Rolling 
kerja dilakukan dalam swarm organization, yang penerimaan 
pegawainya tidak melalui proses seleksi, tetapi semua dapat 
terlibat untuk memberikan dan melaksanakan pekerjaan 
dengan tujuan yang sama. Terakhir, yakni kerja sama, 
dimaknai sebagai tolong-menolong. 


Ada empat aspek yang menjadi perhatian dalam membangun 
BUMDesa berkembang dan maju, mengingat BUMDesa tidak 
hanya sebagai institusi ekonomi saja, melainkan institusi 
sosial dan institusi politik. Keempat aspek tersebut adalah 
aspek politik, aspek hukum dan sosial, aspek ekonomi serta 
aspek budaya. 


Aspek Politik 

BUMDesa sebagai alat untuk mewujudkan cita bangsa, 
yakni memajukan kesejahteraan umum. Fungsi tersebut 
tentu bukannya tanpa tantangan. Peran pemerintahan desa 
cukup dominan dengan menguasai seluruh atau sebagian 
besar modal BUMDesa melalui penyertaan modal secara 
langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Hal 
ini mengingatkan penulis dengan konsep ekonomi terpimpin 
dalam alam demokrasi terpimpin. Ekonomi terpimpin 
adalah pemerintah harus aktif bertindak dan mengadakan 
berbagai peraturan terhadap perkembangan ekonomi 
dalam masyarakat agar tercapai keadilan sosial. Campur 
tangan pemerintah desa yang terlalu dalam akan berakibat 
munculnya titik-titik kekuasaan dan menyebabkan oligarki 
kekuasaan bertumpu pada satu pihak, yakni lingkaran kepala 
desa. 


BUMDesa akan lebih maju bukan dalam alam demokrasi 
liberal maupun terpimpin, melainkan dalam alam demokrasi 
yang terkendali. Makna terkendali adalah mengerti posisi 
kapan harus demokrasi liberal, kapan harus demokrasi 
terpimpin. Salah mengambil posisi dapat berakibat buruk 
terhadap perkembangan BUMDesa di Indonesia. 


Untuk itulah, kepala desa harus paham posisi. Artinya, 
pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, pada prinsipnya, 
hanya sebagai pembuka jalan untuk mempermudah 
infrastruktur ekonomi lokal sehingga distribusi kue ekonomi 
dapat dibagi dengan berkeadilan sosial. Kapan harus 
turun dan kapan harus menarik diri. Ibarat memainkan 
layang-layang, jika ingin terbang tinggi, kepala desa harus 
tahu kapan akan menarik layang-layang dan kapan akan 
mengulurnya. Sebagaimana contoh Koperasi Unit Desa (KUD) 
yang menyediakan kebutuhan pertanian, seperti cangkul, 
bibit, pupuk dan lain-lain. Bukan berarti pemerintahan desa 
membentuk BUMDesa dengan karakter dan jenis yang sama. 
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Namun, seyogianya, merangkuldan memberdayakan anggota 
KUD dan organisasi masyarakat desa untuk bersama-sama 
membangun desa secara terintegrasi. Artinya, BUMDesa 
dapat diberikan pilihan untuk ikut serta dalam permodalan 
KUD dan ikut mengatur dan mengelola dari awal sampai 
akhir. Selain itu, bentuk intervensi dalam mengatur KUD 
adalah dalam rangka menciptakan atmosfer pengelolaan 
KUD yang wajar dan seimbang. Hal ini dimaksudkan untuk 
menghindari dominasi dan hegemoni kepentingan salah satu 
atau beberapa anggota koperasi yang memiliki kuasa. Jika 
dirasa KUD sudah mapan dan terkendali, kontrol terhadap 
KUD dapat dikurangi. 


Di lain pihak, besarnya kewenangan yang dimiliki oleh 
kepala desa berpotensi menimbulkan penyelewengan. Hal 
ini sejalan dengan pemikiran dari Prof. Dr. D. H. Burger 
yang menyatakan rasa tunduk desa kepada kepala desa 
disebabkan oleh pendapat masyarakat desa bahwa kepala 
desa mempunyai kedudukan sebagai seorang raja. Untuk 
itulah, sebaiknya, masyarakat desa memiliki sosok local hero 
yang dapat menyeimbangkan konstelasi kekuasaan di desa. 
Hal ini bisa dilakukan melalui wadah karang taruna ataupun 
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Pemerintah perlu 
melakukan intervensi di bidang pendidikan atau pelatihan 
guna menumbuhkan local hero dalam kerangka kontrol 
masyarakat sendiri (check and balance). 


Selain itu, hubungan antara pemerintahan desa dan 
BUMDesa juga cukup menarik untuk diulas. Kedua institusi 
ini ibarat bunga dan lebah. Kedua belah pihak harus bersifat 
saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Dari 
sudut pandang BUMDesa, pemerintah desa diharapkan mau 
memberikan kepercayaan untuk memperoleh keuntungan 
dari kebijakan desa (beleid). Sementara, dari sudut pandang 
pemerintahan desa, BUMDesa dapat membantu tugas dan 
fungsi pemerintahan desa, baik dari sisi pelayanan maupun 
pengentasan kemiskinan. Faktanya, persaingan (kredit 
poin di mata masyarakat) antara kepala desa dan direktur 


BUMDesa sering kali tidak dapat dielakkan. Adanya dua 
matahari kembar menjadi bumerang bagi BUMDesa dan 
Pemerintahan Desa. Hubungan yang sering kali bersifat 
saling bersaing ataujustru tidak harmonis antara kepala desa 
beserta perangkatnya dengan direktur BUMDesa dengan 
bawahannya menjadi salah satu faktor kegagalan BUMDesa 
untuk maju. 


Aspek Hukum dan Sosial 

Pemerintah desa dapat membentuk sebuah organisasi 
bernama Badan Usaha Milik Desa yang diatur dalam Pasal 
87 Ayat 1 UU Desa. BUMDesa dikelola dengan semangat 
kekeluargaan dan kegotongroyongan. Namun, tantangan 
muncul dari sisi legalitas, yakni merupakan badan hukum. 
Makna badan hukum adalah bertindak seperti orang yang 
cakap bertindak hukum. Jika merujuk pada Pasal 1 angka 6 
UU Desa yang menyatakan bahwa badan usaha yang seluruh 
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui 
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan 
desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, 
dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. BUMDesa bukan badan hukum, melainkan 
badan usaha. 


Hal ini menjadi kontradiksi dengan Pasal 1654 KUH Perdata 
yang menyatakan bahwa “semua perkumpulan yang 
sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, 
berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan 
tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana 
kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada 
acara-acara tertentu”. Penjelasan Pasal 1654 KUH Perdata 
dikontekskan pada Pasal 1653 KUH Perdata yang menyatakan 
bahwaperseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula 
perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan- 
perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan 
atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, 
maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai 
diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud 
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tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang 
atau kesusilaan baik. 


Terminologi badan hukum dalam Pasal 1653 KUH Perdata 
mengandung dua dimensi, yakni badan hukum publik 
dan badan hukum perdata. Contoh dari badan hukum 
publik adalah badan hukum orisinal, pemerintah provinsi, 
pemerintah kabupaten, pemerintah kota, perguruan tinggi, 
badan hukum, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. 
Sementara, contoh badan hukum perdata antara lain terdiri 
dari perkumpulan (Pasal 1653 KUH Perdata, Stb. 18/0-64, Stb. 
1939-570), Perseroan Terbatas (Pasal 36 KUHD dan UU No. 
1 Tahun 1995 jo. UU No. 40 Tahun 2007), rederij (Pasal 323 
KUHD), kerkgenootschappen (Stb. 1927-156), Koperasi (UU 
No. 12 Tahun 1967), dan Yayasan (UU No. 28 Tahun 2004). 
Dalam konteks komersial, dari berbagai bentuk perusahaan 
yang hidup di Indonesia, seperti persekutuan perdata, firma, 
persekutuan komanditer, koperasi, BUMN dan Perseroan 
Terbatas. Ketentuan hukum ini menyebabkan, Badan Usaha 
Milik Desa berada pada wilayah yang tidak jelas. 


BUMDesa dapat dikatakan Badan Hukum Publik, tetapi 
bukan Badan Hukum privat. Di sinilah terjadi disharmoni 
peraturan antara Pasal 8/7 Ayat 1 UU Desa dengan Pasal 
1653 KUH Perdata. Salah satu dampaknya, ketika BUMDesa 
mencari sumber-sumber pembiayaan, baik utang maupun 
investasi dari pihak ketiga, selalu ditolak karena status 
hukumnya belum jelas!. 


Tantangan lain adalah belum atau tidak diaturnya perihal 
pembubaran BUMDesa. Ini dapat menyebabkan BUMDesa 
tumbuh menjadi tambun dan perkasa tanpa ada kontrol 
dari pihak lain. Terkait kepailitan pun, tidak dijelaskan 
pula bagaimana proses dan siapa saja yang berhak untuk 
membubarkan dan mempaillitkan BUMDesa ini. Jika 
dibiarkan tidak diatur, bukannya tidak mungkin, BUMDesa 
yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa 


1 Hasil wawancara dengan MG, pengelola BUM Desa TM, Desa P Kabupaten K. 


justru beralih menguntungkan elite capture di lingkungan 
kekuasaan saja. 


Elite capture dapat dilihat dari dua sisi, kesengajaan dan 
ketidaksengajaan. Kesengajaan jika yang mendapatkan kue 
ekonomi hanya yang berafiliasi dengan kepala desa saja. 
Ketidaksengajaan adalah jika dalam implementasi program 
tertentu desa, yang mendapatkan kebermanfaatan dari pro- 
gram tersebut hanya warga desa yang memiliki kemam- 
puan lebih. Sebagai contoh, ketika pemerintah desa memba- 
ngun jalan desa sehingga yang mendapatkan manfaat lebih 
adalah warga masyarakat desa yang memiliki kendaraan. 
Berkaitan dengan Desa, beberapa kasus elite capture yang 
muncul, seperti dalam penggunaan dana desa dan pemben- 
tukan struktur hukum, baik perangkat maupun organisasi 
yang dibentuk oleh pemerintah desa. Pembentukan struktur 
maupun organisasi bisa diarahkan dalam rangka memenang- 
kan pemilihan legislatif maupun eksekutif. Selain itu, kepala 
desa dengan direktur BUMDesa memiliki hubungan saudara 
maupun suami isteri. Hal ini bisa menjadi faktor penghambat 
juga karena adanya konflik kepentingan antara kepala desa 
dan direktur BUMDesa tersebut. 


Aspek Ekonomi 

Ekonomi merupakan basis material yang sangat mendasar. 
Di lain sisi, tujuan negara dan cita hukum adalah sebagai 
Ideological Apparatus. Makna basis material adalah 
keseluruhan sarana produksi yang dipergunakan oleh 
masyarakat untuk hidup, meliputi tanah dan sumber daya 
alam lainnya, mesin-mesin dan alat-alat kerja lainnya, dan 
manusia itu sendiri dengan seluruh bakat-bakatnya. Basis 
material masyarakat berkembang melalui kerja dan aktivitas 
manusia untuk mengembangkan hidupnya dari alam. 
Sementara Ideological Apparatus adalah pandangan dan 
cita-cita hidup manusia dalam semua bidang hidup (politik, 
sosial, dan intelektual) serta organisasi-organisasi dan 
sistem-sistem otoritas yang mendukungnya. 


2 Hasil wawancara dengan Bapak JP Desa K, Kabupaten K, Provinsi Jawa Tengah 
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Kedua hal ini saling bertentangan. Bidang ekonomi menjadi 
penggerak utama dalam rangka mewujudkan tujuan negara 
dan cita hukum. Di antara kedua bidang tersebut ada 
pengaturan kekayaan, yaitu hukum. Makna pengaturan 
kekayaan (Property Rules) adalah pranata dan praktik 
bagaimana kekayaan diproduksikan, dipertukarkan, dan 
dibagikan. Dalam negara Pancasila didasarkan pada prinsip- 
prinsip Pancasilaisme, sedangkan dalam negara kapitalis, 
pengaturan kekayaan ini didasarkan pada prinsip-prinsip 
kapitalisme, dalam negara feodal didasarkan pada prinsip- 
prinsip feodalisme. Dalam UU Desa, legalitas BUMDesa 
belum secara jelas diatur sehingga dapat berakibat 
kepastian hukum dan keadilan bagi pihak ketiga tidak 
didapat. Meskipun di beberapa tempat, BUMDesa sudah 
mendapatkan keuntungan dan manfaat. Dalam UU Desa, 
pengaturan kekayaan belum diatur secara jelas. Hampir 
sebagaian besar, kepala desa yang memenangkan pemilihan 
akan memberikan insentif dan kedudukan perangkat desa 
untuk tim sukses. 


Jumlah BUMDesa berdasarkan tabel sebagai berikut: 
Tahun | Perencanaan Realisasi Jumlah 
5.55 Desa 
| 2014 | 1. 1022 unit unit 


2015 ——yaa— an 20,8 AE aa 11.945 unit 


2016 | 47 Trilyun 146,7 Trilyun (99,49)| 18.446 unit 
2017 | 60 Trilyun | 55 Trilyun (91,64) | 39.149 unit 


2018 60 Trilyun 36,2 Trilyun 45.549 unit 
(60,4145)" 


Sumber: buku kajian dana desa disusun BKF Kemenkeu bekerja sama 
dengan PKN STAN, Kemendesa, 2019 dan diolah oleh penulis 


Hal yang menarik adalah dana desa belum turun, tetapi sudah 
terbentuk 1.022 unit BUMDesa. Dalam arti positif, sebelum 
dana desa turun, masyarakat desa yang membutuhkan 
unit usahalah yang membentuk BUMDesa (keinginan dari 
masyarakat itu sendiri). Dalam arti negatif, dengan adanya 


dana desa dari 2015-2018, pembentukan BUMDesa hanya 
sebagai formalitas, bukan dari kebutuhan masyarakat itu 
sendiri. Hal tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. 


Aspek Budaya 

Bidang budaya ini tidak dimaknai sebagai adat istiadat atau 
kebiasaan yang terus-menerus, melainkan lebih ditekankan 
sebagai alat pembaruan masyarakat. Banyaknya perguruan 
tinggi yang fokus kepada desa menyebabkan desa mengalami 
kebingungan. Kurikulum yang berbeda-beda berakibat 
fokus desa akan kemana-mana. Implikasi utamanya adalah 
pembangunan budaya akan menjadi kabur. 


Selain itu, pemerintah pusat dalam mengelola desa juga 
melakukan hal yang sama. Kementerian pariwisata di 
desa membentuk kelompok sadar wisata, kementerian 
lngkungan hidup membentuk Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) ataupun Kelompok Tani Hutan (KTH). 
Diperlukan penyederhanaan dan fokus ke arah mana desa 
akan dibangun. Kurikulum sudah padu, kuat, dan seragam 
barulah membenahi desa secara terstruktur, sistematis, dan 
masif. 


Pembangunan budaya tidaklah sempurna apabila tanpa 
adanya pedoman (guideline) dari pemerintah, utamanya 
dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
Dan Transmigrasi, baik visi desa ke depan maupun 
sebagai koordinator kementerian atau lembaga di tingkat 
pemerintah pusat. Selain itu, diperlukan penyusunan basis 
data (database) track record perkembangan desa sekaligus 
evaluasi rinci dengan memanfaatkan sumber daya lokal 
terkait kekurangan maupun tantangan dalam pengembangan 
kapasitas di masing-masing desa. MB 
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Bunga Rampai Pemikiran & Proktik Pembangunan Desa 


Dahulu, desa menjadi objek pembangunan. Saat ini, desa dituntut menjadi 
subjek pembangunan dan mampu menguatkan pembangunan nasional. 
Pembangunan desa yang digaungkan bukan hanya sebatas infrastruktur, 
tetapi lebih dari itu, pembangunan masyarakat untuk mencapai 
kemandirian desa yang wujudnya pemberdayaan masyarakat desa. Buku ini 
lahir untuk menggambarkan kondisi desa saat ini dengan berbagai sudut 
pandang dan potensi di desa, khususnya dalam Badan Usaha Milik Desa 
yang mulai marak bertambuh. 


“Fara penulis punya harapan agar buku ini mampu menjadi petunjuk bagi 
para pengelola desa yang masih perlu kisah sukses untuk menentukan arah 
pembangunan desa. Dengan menyajikan bahasan mengenai inovasi desa, 
tata kelola orgarusasi dan pembangunan desa, dan secara khusus 
BUMDesa sebagai isu yang paling hangat diperbincangkan. Semoga buku 
ini menjadi jembatan yang baik antara berbagai pihak, khususnya antara 
pemerintah dan akademisi-praktisi untuk selalu membentangkan layar 
bahtera pembangunan desa hingga menuju terwujudnya Desa Sejahtera, 
sebagaimana yang dicita-citakan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014”. 


Eko Putro Sandjojo, ESEE, M.E.A 
Menteri Desa, Pembangungan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi Republik Indonesia 


Pemerintah seyogianya bersinergi dengan swasta untuk mengembangkan 
potensi desa di Tanah Air, Model sinergi berkelanjutan ini jauh lebih 
berdampak ketimbang pengembangan potensi desa yang bersifat massal 
dari pusat. Buku ini mencerahkan dan mendukung penuh model sinergi 
berkelanjutan tersebut, 
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